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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, kare-
na atas hidayah dan inavah-MNva, penelit mendapatkan kesempatan
pembiayaan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)
darl Kementerian Ristek Dikti Tahun Anggaran 2018-2020, dengan
judul Pengembangan Model Layanan Pasien Program |aminan Kese-
hatan Nasional [|KN] Berbasis Kearifan Lokal pada Puskesmas seba-
mai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Provinsi Jawa Timur

Salah satu juaran tambahan dari PTUPT ini adalah Buku Ajar
vang berjudul Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat.,
Konten dari bulm ajar ini, mengkaji dan mendiskusikan berbagai
teori dan penerapannya tentang: konsep administrasl, administrasi
pelavanan, pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan yang
berkualitas, jaminan kesehatan masyarakat, kearifan lokal, dan
inovasi pelayanan kesehatan berbasiskearifan lokal yang dirumuskan
dalam sebuah aplikasi pelayanan kesehatan puskesmas. Buku ajar ini
dalam implementasinva menjadi acuan dan referensi utama dalam
perlutiahan pada mata kuliah Administrasi Pelayanan Kesehatan
Program Studi llmu Administrasi Publik-Fakultas [imu Administrasi-
Universitas Dr. Soetomo.

Buku ajar inl, disadar! masih banyak kekurangan dan keterba-
tasan Oleh karena ity, penulis mengharapkan saran dan kritik vang
konstrultif darl pembaca, dengan harapan balwa saran dan kritik
tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki terbitan pada edisi
berikutmya. Terima kasih

Surabaya, November 2019

Tim Penyusun
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BAB 1
ADMINISTRASI DAN MANAEMEN

A. Pendahuluan

Beberapa pakar mengatakan bahwa pengertian administrass
berbeda dengan munajemen, dan sebagian lainnya mengatakan bahwa
pengertian administrasi sama dengan manajemen. Ketika pengertian
administrasi sama dengan manajemen, berarti karakteristik dan prinsip
administrasi senada dengan manajemen. Seiring dengan pemahaman
konsep adminisirasi sama dengan konsep maongjemen, maks selurub
aktivitas organisasi sckior publik, wajib menggunakan ponsip-prinsip
manajemen. Beberapa pakar berusaha wntuk memasukkan prnsip-
prinsip dan nilai-milal manajemen ke dalam pengembangan teon dan
prakiik administrasi sektor publik, diantaranya Owen E. Hughes { 199%)
dengan karvanya yvang bequdul Pubilic Management and Adminisiration,
Pemakiran yvang inovasi dan Huges dalam pengembangan komsep flmu
administrasi publik, memicu para pemikr dan movator di bidang ilmu
administrasi publik untuk melakukan perubahan terkait dengan defims:
dan nilai-nila yang ada pada Dmu Adminmistrasi Publik saat an.

Hal peru diperhatikan terhadap pemikiran Huges mi adalah
bahwa dengan melakukan perubahan terhadap nilai dan karakienstik
terscbul menjadi tonggak pemisah antara pola pemikiran dan nilai-
nilai adminstrasi vang mengikuti pola lama atau sering disebut
O Puldic Administrafion (OPA) menjadi nilai-nilai yang adaptif
dengan kebutwhan perkembangan manajemen modem di sekior
publik. Pemikiran Huges. pada tahap berkutnya diikuti olch beberapa
pakar, seperti: Hood dengan konsep new public management (1991,
Lam, Zhioving & Rosenbloom dengan konsep market-hased public
administration (1992}, Pollit dengan konsep managerialism (1993)
Kemudian, Osborne dan CGaebler (1992) dengan konsep dan permikiran
vang pahng fenomenal menurut pengamat perkembangan administrasi
publik, melalui konsep vang terkenal emireprencurial government,
vang dikonsepsikan melalui buku Reimenting Government, Gagasan
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ini kemudian disdopsi dan diimplementasikan di Amerikz oleh Bill
Clmton. Konsep i ketka divmplementasikan menghasilkan model
pelavanan yvang cfisien dan efcktif dan ckonomis { JEs), schingga karcna
konsep ini menjad: alternant penyelesaian berbaga layanan pemerintah
vang wajib diberikan kepada masyarakat akibal keterbatasan anggaran
pemenntah. Kesuksesan implementasi konsep ini, kemudian diikut:
oleh beberapa pemimpin di berbaga negara, terutama di Eropa dan d
Inggns. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rhodes (1991} pencrapan
semboyan *3Es" atau ecomomy, efficiency dar effectiveness menjadi
penting agar pelayanan publik di Inggris menjadi lebih efisien.

Pada saat diadopsinva prnsip-prinsip  mangemen  bisnis ke
dalam organisasi publik, menjadi momentum  perubahan manajemen
pelayanan publik yang diselenggarakan model klasik sebagaimana
diajarkan pada paradigma OPA ke dalam pelayanan publik yang lebih
berorientasi pada 3Es dan kepentingan masyarakal atau cusiomer
Pendekatan pelayanan publik yang dermikian disebut dengan paradigma
Mew Public Management (NPM), Kemudian, ketika paradigma yang
berorientasi pada customer ind, mendapat antangan oleh beberapa ahli,
dengan argumentasi bahwa masyarakat sesungguhnya adalah warga
negars {Cifzen ) yang ketika diberikan pelayanan barus berbeda dengan
customer, Oleh karena u kemudian para pakar bersepakat bahwa
orientas: lavanan publik harus beronentasi pada pada Citizen yang
berbeda kamkiernya dengan customer. Pendekatan yang demilaan i
dischut dengan New Public Service (NPS),

. Tujuan "I"émh:-hja rimn

Sctelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampa:

1. Memahami dan menjelaskan pengertian dan definisi teori adminis-
rasi.

2. Memahami dan menjelaskan karaktenstik dan  ponsip-prinsip
administrasi,

3. Memahami dan menjelaskan definisi dan karaktenstik nmnajemen
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6.

Memaharm dan menjelaskan persamaan antara teon administrasi
dan manajeimnen.

. Memahami dan menjelaskan perkembangan teon administras:

publik.

Memahami dan men g laskan pendckatan pelayanan publik menurut
paradigma OPA.

Memahami dan menpelaskan pendekatan pelayanan publik menurut
paradigma NPM.

Memahami dan men e laskan pendckatan pelayanan publik menurut
paradigma NPS.

» Penvajian Materi

. Konsep Administrasi

Administrasi secara etfmodoeis, berasal dari bahasa Latin, vakni
dari kata ad dan minisirare, Kam “ad” ini bermakna membaniu,
melayani, stan memenuhi. Scdangkan adfministrario bermakna:
pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpingn  dan
pemerintahan. pengelolaan. Handayaningrat (2002:2) membernkan
batasan adminitrasi dan dua sisi, yaknl dalam arti sempit dan
dalam arti luas. Pads arti sempit, administrasi merupakan suatu
kegiatan yang bersifat admmistratif, yang meliputi: surat meny urat,
pembukuan ringan, ketk mengetuk, dan juga mengagendakon
sesuatu vang sifatnya teknis ketatausahazn, Dan definisi ini dapat
dikatakan bahwa administrasi dalam arti yang sempit merupakan
suatu kegiatan ketatausahaan yang terdin dan kegiatan mencatat,
menyural, pembukuan serta pengarsipan sural dan jugs hal kinnya
yang dimak sudkanuntuk ketersediaan informasi sertamempenmudah
untuk mempemnleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi dalam arti luas, didefinisikan dengan suatu kerja
sama yang dilakokan oleh sekelompok orang dan/atau organisas:
unuk mengelola sumberdaya (ermasuk untuk mengamr 1ala ruang
dan tata dokumen di dalam organisasi tersebut untuk mencapai
tjuan onganisasi vang telah ditetapkan. Adminstras: menpakan
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tindakan yang keoperatf dzlam bentuk kegiatan usaha kerja sama
antar manusia yang dilabukan secara rasional serta efisien dalam
miencapal tujuan tertentu vang telah ditetapkan. Beberapa pendapat
para ahli tentang pegertian adminisrasi:

Admmisirasi adalah keseluruhan proses aktivitas-aktivitas ongani-
sasi unfuk mencapai tujuan secarz efisien dan melalui orang lam
(Robbins dikutip Silalabi 1989:9)

Admimistrast adalah keseluruhan proses pelaksanaan  berbagar
kegintan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui kerja
sama guna tercapainya tujuan yang ditentukan. Pendapat Siagian
dalam Silalahi {1989:9)

Administration is a process common o alf group effors, public or
private, civil or milltary, lurge scale or small scale. . ete, L D
White diktuip Handayanmgrat (2002: 21]. ( Admimstrasi adalah suatu
proses yang pada wnumnya terjadi pada serua usaha kelompok.
negara, swasta, sipil, amau militer, pada skala besar atan kecil, dan
sehagainya)

Administration has been .:frg;ll'e‘.rrerf as e guftii.rm'ﬁ, and h*dder.tﬂ?ip
el comirod of the effort of a group of individuals towands some
comment g, [W, H. Newman] (Administrasi didefinisikan
sebagal bimbmgan, kepemimpinan, dan pengawasan dan usaba-
usaha ndividu, dan kelompok guna tercapainya tujuan bersama)
Merurut definisi ini bahwa  administmsi memerfukan  scbuah
tindakan bimbhingan, kepemimpinan, pengawasan vang efeknf
wntuk mencapai suatu tujuan yang dientukan,

Adminisivation ax the activities of group cooperating (o accomplish
common goals. [HA. Simon] (Admmistasi sebagai beberapa
kegintan umtuk mengadakan kerja sama guna menyelesaikan
tujuan bersama). Defimsi mi dapat dimaknm bahwa admimstrasi
merupakan ke piatan vang memerlukan kerja sama antara dua orang
atau lebih unmuk twjuan bersama.
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Adminisirasi didefinisikan scrangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh sekelompok omng dalam suatu kerja sama untuk mencapa
tujuan tertentu. (The Liang Gig , 2009:9)

Administrasi didefinisikan sebagai satn keseluruan proses kerja
sama sntara dua orang manusia atan lebih yvang didasarkan atas
rasionalitas serientu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
(Siagian, 2008:2).

Berdasarkan beberapa pengertian fersebut, maka karakienstik dan

defins: admimstrasi dapat dirumuoskan:

il.

Administrasi adalah suatn kegiatan vang dilakukan dengan cara
berkelompok dengan memjujung Kerja sama yong tingoi uniuk
mendapatkan penyelesaiaan dari suatu pekerjaan yang sudah
ditetaphan sebelumnya berupa mjuan dan suatu organ sasi.

Proscs admimistrasi umumnya dilaksanaken oleh dua omng atau
lebih serta terdiri dari kelompok-kelompok vang berada dalam
sugm onganisasi, yeng bekerjg & hidang swasipaipll dan juga
militer bekepasama dalam suatu organisassi untuk mencipal
tujuan vang sudah ditentukan sebelumnya,

Admimstrasi mempakan sebuab tindakan yang dapat berupa
bimbingan, kepemumpinan, pengawasan vang cfcktif vang menu-
pakan fungsi-fungsi administrasi untuk mencapai suatu fujuan
bersama vang sudah dienmkan. Adminisirasi didelinisikan sebag
bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dan usaha-usaha
kelompok mdividu-mdividu guna tercapmnya tujuan bersama.

2. Administrasi VS Manajemen

Definisiadnnistrasi. kiranya sudah jelas sehapaimanad mraskan
pada hahasan sebelumnya, Untuk mehhat persamaan dan perbedann
amtara administrasi dan manajemen berikut dapat dijelaskan entang
komsep mangjemen. Manajemen dapat didefinistkan schaga “suatu
aktitivas proses ketatalaksanaan untuk menggunakan sumber daya
secara eleknl dan efisien umuk mencapa Wujuan Tereni yang
ditetapkan.” Pengertian ini mengandung makna balwa makna
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yang terkandung dalam konsep manajemen, benupa: 1) kemampuan

alau keterampilan sescorang untuk mengpgembkkan orang lam agar

memperelch suatu hasil; 1) segenap perbustan menggerakkan
sekelompok orang dan menggumakan sejumlah  Fasilnas melabhu
suatu usaha kerfasama untuk mencapai tujuan tertentu

Memahami definisi manajemen tersebut di afas, maka makna
penting vang perlu digaris bawahi adalah bahwa manajemen adalah
suaty kegiatan ditujukan untuk pencapalan tujuan terfentu melabu
kerja sama dengan prang lain. Selain tu bahwa bahwa manajemen
merupakan aktvitas dari pada ketatalaksanaan, karema memang
manajemen merupakan alat pelaksana ketatalaksamsan Dengan
demikian, makna yang terkadung dalam konsep manajemen
memiliki kriteria yang hampir sama dengan konsep administrasi.

Pada sisi lain, dalam pandangan fungsional, konsep administrasi
berorientasi pada:

a.  Upaya untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai.

b, Berbagi kegmatan untuk menenukan kebijakan dan peranron
dalam rangka untuk memperkuat kinerja organisasi. Sebaliknya,
pada konsep manajemen bahwa fungsi manajemen beroremtasi
pada upaya unfuk melakukan kegiatan-kegatan  dalam
rangka untuk pencapaan tujuan yang didukung  kebijakan
dan keputsan. Ungkapan tersebut jelas menunjukkan bahwa
administrasi kebah luas dari pada manajemen.

3. Hubungan Administrasi dan Manajemen

Sebagaimana telah diratkan di atas, adminmistrasi adalah
prosgs penyvelengeaman kenja untuk mencapal suatu tujuan yang
telah ditetapkan. Kerja dapat terselenggara dengan baik, sesum
dengan fujusn yang dikehendaki bila ada pekega dan sumber
daya lain yang mendukungnva. Berbagal sumber daya yang
digunakan untuk melaksanakan program kega untuk mencapa
tujuan, menjadi kebutuhan penting dari proses manajemen

Dengan demikian, intisai dan pada manajemen ialah suatu proses

kegiatan dani beberapa akior atau sumber dava manusia dengan

bekerjasama untuk mencapal suatu oguan yang telah ditetapkan
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Jadi admmnistrasi dalam praktik dan teoritiknya kebah terfokus pada
tata kelola organsasi dan pelaksansan proses managmen. Dengan
demikian, administras dalam kagian im kebih luas ruang lingkupnya
dibanding denpgan marsjemen.

Berbagai pendapat terkait dengan diskusi hubungan antara
mangjemen dan administrasi sebagaimana benkut:

. Makna administrasi sana dengan manajemen,

1) W H. Newman, tidak memberikan pandangan yang ber
beda tentang makna admimisirasi dengan  manajemen.
Menurutnya, makna yvang terkandung dalam  batasan
administrasi, juga berlaku pada manajemen.

2} M.E.Dimock, memberikan penjelasan fentang adminisirasi
dan manajeimen merupakan dua kata yang dapat dimaknau
sama dan salng terkmit. "Adminisiration (or managemen)
is a planned approach o the solving ofall kinds of problems
in almesr evervyndivideal or group aeivity Bodh miblics
or private . (Administrasi atay manajemen adalah swatu
pendekatan untuk pemecahan masalah yang kebanyakan
terdapat pada sebap mdividu ata  kelompok, haik
negara atau swasia). Keniudian, dis memberikan batagan
“administrasi atay manajemen schagai suaty pendekatan
yang terencana untuk memecahkan berbagal masalah yang
sehagian besar dialami oleh setiap individu, kelompok, dan
organisasi baik nepara maupun swasta.

b, Makna administrasi berbeda dengan manaiemen

D. E. Mc. Farland, membedakan makna administrasi berbeda
dengan nenajemen, dengsn penjelasan babhwa administrasi
ditujukan unfuk penenman tujuan pokok dan  kebijakan,
sedongkan manajemen ditujukan untuk pelaksanaan kegiaton
dengan maksud untuk mencapai tujuan dengan merujuk pada
kebijakan vang ditetapkan. Pandngan vang dikatakan bahwa
“administration refers to the determination of major aims
and policfes, where as management refers ko the carrving ol
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o opevation designed o accomplish the afms and effeciive
policles”.  {admimstrast  ditunjukkan  terhadap  penentuan
tujuan pokok dan kebijakan, sedangkan manajemen sebagai
pelaksanzan kegiatan dengan maksud untuk mencapal fuan).

Memahami betasan makna sehagaimmna tersebut, Ordway
Tead, sccam tepas membedakan makna administrasi dengan
I emer.

¢. Makna administrasi dan manajemen dari sudut persamaan dan

perbedaan
Panglaykim dan Tanzil (1986: 34), berpandangan bahwa jika
manajemen menetapkan kebijakan, maka sdministrasi sebagai
pelaksananya, Permikiran sepertiini, sama dengan korsep Waldo
tentang dikotomi antara politik dan admimstrasi. Pada konsep
dikotoma ini politk sehagai penentu kebijakan sedangkon
administrasi sebagal implementasinya,

Pada perkembangan berikuinya ketika perkembuangan ilmu
administrasi publik mengalami krisis akadenus, maka terjadi
pergantian pamdipma darl vang  lama menjadi yang baru. Maka
Micholas Henry pergantian dan perubahan paradigma dapat ditinjau
dari dus aspek, yakni lokus dan fokus dari digiplin ilmu. Fokus
dalam hal ini dimaknai dengan “whar of the field™ atan metode dasar
dan cara-cara miah yang digunakan untuk memecahkan suatu
persoalan. Scdang lokus dalam hal ini dimaknar dengan “wiere
of the field” yang berarti dengan tempat di mana metode atau cara
tersebut digunakan amu diimplementasikan. Kemuodian, Henry
membagl lokus dan fokus suatu disiphn ilwe administras: menjadi
5 paradigma administrasi negara, vain: 1) Paradigma Dikotonu
Politik dan Administrasi (1900- 1926), i) Paradigma Prinsip-prinsip
Adminisirasi (1927-1937): i) Pamdigma Administrosi Neoers
schagai llmu Politik (1950-1970) ivy Paradigma Adminisirasi
MNegara sebagan Manajemen (1956-1970), dan ) Paradigma
Administrasi Negam scbagal Administrasi Negam (1970an)

Kelima periode tersebut vang penting unfuk digarishawahi oleh
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penulis terkait dengan sub-bahasan ini adalah admininistrasi negara
atau admmstrasi sehagal manajemen. Hal i karena pada saat i,
unsur-unsur administrasi sama dengan unsur-unsur manajemen,
Imphkasinya bahwa adminisirasi dan manajemen sama-sama
menjalankan fungsi kebijakan untuk mengatur organisasi dan
melaksanakan pangelolaan organisasi, Beberapa pakar pada konsep
ini menganggap bahwaistilah manajemen dan admimistrasimerniliks
makna vang sama. Pada realitasnya, keduanya memiliki makna yang
sama apalagi jika dibubungkan denpan Kontels lembaga, Namun
dermkian, bahwa isiilah manajemen mempunya makna yang lehih
markefohle dan bergengsi. Sehubung dengan demuboan, beberapa
institusi cendering menggunakan istilah administras sama dengan
manajemen. Pada sisi lain, istilah adminstrasi dan manajemen
berbeda sifar, namun antara keduanya sering disamakan, Beberapa
pandangan pakar manajemen dan administrasi idak membedakan
antara administrasi dan manajemen atau paling sedikit penggunaan
artinya salmg berkaitan,
4. Fungsi-fungsi Administrasi
Pada dasarnya sdministrasi berfungsi untuk menentukan tujuan
organisasi dan merumuskan kebijakan, sedangkan manajemen berfungsi
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang periu dilaksanakan dalam
ranzka pencapalan mjuan sesuai dengan batas-batas kebijakan yang telah
dinuinanskan, Pada proses pelaksannannya, admimistmsi dan manajemen
mempunyai wgas-tugas terieni yang harus dilaksanakan sendiri. Tugas-
tugas fulah vang busa disebut sehagan fungsi-funpsi administrasi dan
manajemen. Hinggn kini para sarjana belum mempunyai kata sepalk at
vange bulal tentang fimgsi-fungs administmgi don manajemen, baik
ditinjau dari segi klasifikasinya maupun terminolog: vang dipergunakan.
Fungsi manajemen dan fungsi administrasi atau sering dasebut
dengan fungsi manaj)nal atau fungsi administrasi. Fungsi administrasi
tersebut menumat Tavlor, terbapi menjadi lima, yvakni funesi:
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Perencanaan { Plamning)

Perencanaan merupakan aktivitas untuk menetapkan tujuan
organisast vang kemudien dikuti dengan menyusun  berbagai
Iencana-rencand guna mencapal tujuan yang diewpkan. Untuk
menyusun perencanaan yang baik, pimpinan atsu manajer harus
memulal dengan  mengevaluasi berbagai sumber dava  yang
ada, kemudian menentukan rencana dalam bentuk program dan
kegiatan gunauntuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan
merupakan proses awal yvang paling penting dari fungsi manajemen,
kemudian baru diindaklanjuii oleh fungsi yang lam. Dengan
demikian, aktivitas dalam peinyusunan rencana meliputi:

1} Penetapan arah dan tujuan serfa target organisasi yang akan
dicapai.

2} Penyusunan streicg unfuk mencapai tujuan dan larget yang
ditetapkan.

3) Mengevaluasi dan menetapkan sumber daya vang dibutuhkan

4} Penetapan standar capaian sesuai dengan ujuan dan anget

DA isasi,

Perencanaan dalam organisasi pada vimumnya diklasifikasikan
menjadi tiga jenjang (level), yakni: perencanaan level atas, peren-
canaan level menengah dan perencanaan level bawah. Beberapa
hal yang penting unfuk diperhatikan bahwa pérencanaan vang baik
hares memiliki kntena:

1) Mempunyai tujuan vang jelas.

2} Merujuk pada hasil analiza dan evaluasi pada kondisi pekerjaan
yvang ada.

3) Tidak sulit untuk dimengerti dan diimple mentasikan.

4) Memiliks aspek flcksibelitas atau mudah mengikuti perubahan
dan perkembangan yang terjadi,

5) Mencerminkan keseimbangan, kebutuhan, tanpgoung jawab
dan tujuan pada tiap-tap bagian.
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Bisa memanfaatkan sumber daya yvang dimliki tersedia untuk
dipergunakan secara efisien dan efektif.

Apabila perencanaan yang disusun mencerminkan knteria

tersehut di atas maka perencanaan akan bermanfaat untuk:

1)

2)

i)

4)

Pedoman bagi pimpinan organisasi uniuk mencapai fujuan
yang ditetapkan

Pedoman bagi semua komponén pelaksanan untuk melaksana-
kaan kegiatan

Untmuk menghindan dan meminimkan kesalahan pada semua
aklivitas,

Menjadi ngukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

bs. I'e-ngmgmﬂm:an{H.-gam'_-mgb

Pengorzanisasian adalah suate gktivitas untuk menggembkan

dan mengatur semua sumber dava ( sumber daya manusia dan sumber
daya finansial serta sumber daya lain) vang dimiliki organisasi guna
unuk melaksanakan rencana vang ditetapkan, Pengorganisasian
dijalankan dengan menctukan dan pembagian tugas kepada semua
bagian untuk dikerjakan. Pada fungsi pengorganisasian ini pimpinan
Organisasi menentukan:

1}

Z)

3)
4)

Penyusunan dan penctapan tugas-tugas scrta proscdur kena
vang dibutubikan,

Penetapan sumber daya manusia yang melaksanakan, meliputi-
siapa akior atsu personil yvang memimpin dan melaksanakan
pekerjaan, kalau perhu dilaksamakan perekrutan, menyeleks:
orang, pelatiban sera pengembangan sumber daya manusia.

Pendisurbusian pekerjaan vang ditkuti dengan kewenangan.
Penetapan dan pengalokasian sumber daya finansial.
Beberapa manfaat vang didapatkan ketika pengorganisasian di-

laksanakan dengan baik, yakni:

1

Pckerjaan akan dapat dilaksanakan denpan baik, karena
adanya pembagian tugas yang sesun dengan kemampuan
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2} Mampu untuk menciptakan spesialisasi saat menjalankan pe-
kerjaan.

3} Sehap personaha yvang diberikan tugns dan wewenang akan
mengetahui tugas apa yang akan dikerjakan.

Pengamban ([inecting)

Pengarahan  dalam fungsi administrasi merupakan upaya-
upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan
menciptakan kondisi lingkungan kega vang dinamis, schat., dan
yang lainnya, Beberapa aktivitas vang harus dilakukan dalam fungs:
pengarahan, diantaramya

1} Memberikan beberapa penjelasan dan kebdjakan vang telah di-
tetapkan kepada semua sumber daya manusian, agar mampu
memahaim kebijakan yang ditetapkan.

2} Melaksanokan proses kepemuimpinan, pembimbingan, dan
pemberian motivas kepada seluruh sumber daya manusia
yvang elah ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab, agar dapat menyelesaikan tugss dengan efisien dan
efeltif.

3) Memberikan arahan kepada semia sumber daya manusi, agar
dapat memalankan tugas dan wewenangnya dengan baik don
benar.

Pengavwasan { Comntrodling)

Pengawssan merupakan kegiatan untuk menilai kinerja yang
telah dilaksanakan secam individu mavpun kelompok berdasarkan
standar yang sudah ditetapkan, Beberapn aktivitas dalam fungsi
pengawasan antara lam:

1} Mengevaluasi keberhasilan pada proses pencapaian Tujuon
sesuai dengan indikator capasan yang sudah ditetapkan.

2} Melakukan klanifikasi dan koreksi. bila ditemukan penvim-
pangan.
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3y Memben solusi alternatif atas berbagai temman vang terjad,
ketika pelaksanaan tugas kurang sesum dengan tujuan yang da-
tetapkan.

Suam pengawasan menjadi baik bagi organisasi, manakala
pengawasan dilaksanakan sesua dengan kebutuhan orgamsasi, Dleh
karena itu, tata kelola organisasi perlu untuk dijadikan pedoman
dalam proses pengawasan.

Fungsi-fungsi terschut mutlek hams dyalankan oleh admim-
strasi den manajemen.  Kendakmampuen untuk menjalankan
fumgsi-fungsi itu akan mengakibatkan peningkatan nilai kinerja
organisasi. Manajemen adalah fisiologinva vang dinamis dan
menunjukkan gerakan atau scbuah proses. Sedangkan organisasi
sehagai wujudnya vang stans dan mengikuti suatu pola terteniu.
Selama ini manajemen telah bamyak mengilhami perkembangan
itmu administrasi publik. Namun teor inti dari manajemen tetap
tadak berubah vakni ada tiga kegiatan yang besar vang dilakukan
dalam manajemen yartu  perencanaan, pelaksanaan, dan juga
pengawasan. Fungsi manajemen dalam admimistrasi di mana pun
tetap sama, yang bebeda hanyalkah pada penekanannya saja.

Perkembangan Administrasi

Penckanan dalam mempelajan Teon Administrasi Publik
sampal saat ini masih kurang jelas arahnya. Paling tidak di dalam
mempelagan adminisirasi publik ada 3 wopik penting vang harus
dipelajan atau didiskusikan:

a. Mengkaji masalah eori-teon administrasi publik dengan per-
kembangannya yang dsertal sejarah perkembangan admim-
strasi publik sepert klasilikasinya Nicholas Henry vang sering
disebut paradigma administrasi.

b. Mempelajan base fine adminismasi publik (Weber, Fredenck
Winslow Taylor, Hawthorne Experiment. Chester 1. Barnard)
dan perspekif adminitrasi publik pada teori  organisas:,
koalau mengacu pada perspekti fmya Harmon dan Mayer, maka
perspektif administrasi publik dijabarkan mulai Neo-clasical
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theary, Sveem Theory: Ovpanization av Purpesive Entities,
Later Human Relations Theory: Integrating Tndivindals and
Cheanizations, Markef Theortes: Ovpanizing as Sosial Action,
Theorics of Emergence: Organizing as Discovered Rationality,

¢, lsw-isu penting vang dikembangkan dan dijadikan diskus:
dalam administrasi publik, vang saat ini relevan misalnya
masalah: kebijakan publik, birokrasi dan demokeast, privatisasi
atau deregulas: dan debirokmtisasi, administras) pembangunan
dan perbandimgan administrasi, profesionalisme dan etika
administrasi publik, dan desentralisasi (pemerintah daersh) dan
senitralisasi, serta isu lain yang relevan.

Untuk menjelaskan perkembangan administras dan pelayanan
publik, buku m: membatasi pada empat paradigma yaitu Paradigma
Administrasi Megara Tradisional atau discbut jugs sebagai parg-
digma Administrasi Negara Lama (Ofd Public Administration),
Paradigma New Public Administration. Paradigma Mew Public
Mamagement, dan Paradigma Governance ‘New Pubiic Service.

a. Paradigma Administrasi Negara Lama

Paradigma  Administras: Negara Lama atau O Public
Administration (OPA), Paradigma OPA yvang berkembang pada awal
kelahiran ilmu administrasi negara, dipelopon okh Woodrow Wilson
dﬁngﬂ.n ki.'ll:"_l.'i'l.rl_'_ll'i.’l The .":-'.l'l:.':é-' iof Ad'mfnf.l‘]'n:.rﬂ'rml:lEH?} dan Taylor
dengan karyanya Principles of Scientific Moragemend. Problem
utama vang dihadapl pemerintah menumt Wilson adalah rendabnya
kemampuan admmistrator. (leh karena i, diperlukan pembabaruan
admmistrasi pemenntahan dengan menmgkatkan profesionalisme
admummistrator negara agar berinjak efisien dan efeknl. Tugas dan
il adrministrast adalah mencetak aparatur publik yang protessonal.
kKmnera adrministras negara hores mendasar pada prinsip-prinsip
manzjemen ilmiah schagaimana dictapkan olch Taylor yang terpisah
dan berbagai kepentingan politik. Pemikian vang demikian ms
dikenal dengan dikotormi politik dan administras:.
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Padasisi lain, Tavlor dengan Principles of Scientific Management
(1911}, benusaha mengadopsi pemikirannya ke dalam adnunistras
scktor publik melalw metode fme and metion stdy, sebaga metode
terbaik untuk melaksanakan tugas di dalam orgamisas) pemerintah.
Tujuan dan metode im adalah untuk memngkatkan omgret kimerja
organisasi pemerintah dengan cara yang cepat, efisien, dan efcktif,
Hal ini sesuai dengan pandangan Wilson bahwa hakekat proses
administrasi sama dengan proses bisnis, kerena mu administrasi
sektor publik perlu mengadopsi nilai-nilai dan sektor bisnis, Teori
penting lam, hahwa organisasi pemerintah harus memilikn eiri<cin
schagaimana konsep brokrasi dari marx Weber, seperti; hierarks
kewenangan. selcksi dan promosi berdasarkan merir syster, aturan
dan regulasi yang merumuskan prosedur dan tanggung jawsb, dan
sebagainya.

Dernhart dan Dembart (2003) mengilustrasikan beberapa prinsip
dasar OPA antara lain
1y Pelayanan publik dilaksanakan secara langsung oleh badan-badan

pemerintah.

2) Perumusan dan implementasi kebijakan diromuskan secara politis
dan tunggal,

3} Admimstrasi negara mempunyal peranan yang terbatas dalam
pembuatan  kebijakan dan publik lebih diben peran pada
implementasi kebijakan.

4) Pembenan pelayanan publik dilaksanakan oleh admmistrator yang
bertanggungiawab kepada "elecied official” dan memilik: diskres:
yang terbatas dalam menjalankan tugasnya.

5) Program publk dilaksanakan melahn organisasi hirarkis, dan
diawasi oleh pimpinan tertinggi organisasi,

6) Nilai=nilai yang dikembangkan pada organisasi publik adalah
efisiens: dan rasionalitas,

Ty Organisasi publik mempakan organisasi dengan mengunakan
sistem tertutup, schingga kurang memberikan partisipasi warga
e ar.
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b. Paradigma Administrasi Negara Baru

’1|5

Paradigma  Administran Negara  Bamu  (Mew  Public
Administvation) berkembang tahun 1970an. Parmdigma i dikreasi
akibat danadanya perdebatanhangat yang belumadaujungnyatentang
kedudukan adimnistrasi negara sebagai disiplin ilmu atau profesi.
Waldo menganggap bahwa admunistrasi negara perlu melakukan
mvolusi torus mencrus, schingga senantinsa mengundang  para
pakar ilmu administrasi negara untuk merukuskan pendekatan bar
Schubungan dengan itu, kemudian Waldo mengadakan Konferensi
{1971} yang menghasilkan prosiding yvang benqudul “towand o new
prabrlic admintstration: the minnowbrook perspective”™. Dan bererapu
artikel yang terkumpul terdapat satu artikel dinilail penting, vakni
karya dani George Fredenckson yang berjudul “The New Public
AddminisirationNPA ", Pemikiran NPA ini Iebih menckankan pada
pengembangan mlai-nila efisiensy, efeltivitas dan ekonomis (3Es).

Penmkiran NPA benisi tentang beberapa kntik terkail dengan
paradigma OPA vang ferdalu menekankan pada pamameter ekonomi.
Rekomendasi dan pemikiran NPA dari Frederickson adalah bahwa
kinerja administrasi publik tidak hanya dimlai dan pencapaian
mlamilai 3Es. tetapi perlu ada nilai “social eguin™. Implikasi dan
sociad equity, maka administrator publik harus menjadi proective
adminisraior; dan tdak menjadi administrator vang apolitis. Dengan
demikian, fobkus dari NPA adalsh berbagai usaha unmk membuar
orpanisast pubbk mampu mewujudkan nila-mlar kemanusiaan
secara maksimal dalam memjalankan sistem pemenmahan yang
desentralisasi dan demokmatis. Yang penting untuk dikatakan bahwa
komitmen unuk mewwjudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan
{(sociel eguif), maka Fredenckson menolak pandangan bahwa
admmistrator dan leori-teon adminstrasi negara yang  mermiliks
karakter netral dan bebas nilai,

-
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c. Paradigma New Public Managemeny

Paradigma Mew Public Management (NPM) muncal tabun
[980an dan menguat tahun 1990-an sampai sckarang, Pransip
dasar paradigma NPM adalah menjalankan administrasi negara
sebagaimana menpgerakkan sekwor bisnis dan pendekatan pasar
sehagal solusi untuk menyelesaikan kelemahan sektor publik  (rm
sovernment like a business atau markef as solution o the (Tl in pablic
sector). Pendekatan ini digunakan untuk menvelesaikan pendekatan
lama vang lamban, kumng efisien, kurang efekuf dan kurang manmpu
menjawab tantangan perubahan,

Pemikitan yang spektakuler yang disumbangkan oleh  David
Osbome dan Ted Gacbler (1992) adalah konsep™Refnventing
Governmeni™. Penuikiran yang dimaksud adalah nilai-nilai semangat
wirausaha perfu masuk pada proses adminisirasi negara, Dengan
pemikiran i, pelayvanan publk vang diberikan oleh istitus
pemenniah tidak harus dilaksanakan sendin, fetapi bisa disershkan
ke masyarakat. Peran negara lebih sebagai fasilitator atau supervisor
penyelengearaan urusan publik. Prinsip-prirsip manajemen publik
yang harmus dilaksanakan scperti: efisiensi, efektivitas, responsivitas,
transparanss:, dan akuntabilitas.

Sclain i, milak-nilan yang juga mengrwal pendekatan NPM
adalah pola kerjpsama dalam bentuk: sinerz, aliansi atau kemitraan
antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pemberian
pelayanan kepads masyarakat. Lahirnya pendekatan NPM, sebaga
Jewaban dan kegagalan pemspektf OPA dan NPA dalam mengelola
urusan publik, Namun demikian, perspektit NPM tidak berlangsung
lama, karena perspekt f NPM juga membawa kelemahan yang cukup
berarti. Perspekitf NPM seolah telah mencabut kinega urusan publik
dari akamya. dan menjadikan pelayvanan sektor publik sama dengan
pelayenan dan prakick bismis. Sementara, beberapa karakier urusan
publik tidak bisa disamakan dengan umsan bisnis, apalagl mereduks:
kepentingan publik sama dengan kepentingan konsumen,
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d. Paradigma New Public Service
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Pendekatan Mew Public Serdce (NPS) menurut oleh Denhart
dan Denhart (2003), merupakan solusi sintesis dar banvaknya kritik
terhadap NPM. Pendekatan NP3 berusaha uniuk membangun nila
demokrasi dari beberapa aktor untuk bersama-sama mengelola ke-
pentingan warga Negara. Beberapa akior vang beninteraksi dengan
pemerintah dalam pendekatan NPS memiliki hak dan kewajiban
vang bersana. Berbeda dengan pendekatan atan paradigma OPA
dan paradigma NPM, di mana hanva pemerniah yang memamnkan
peranan penting dalam mengatur masyarakat (Nelissen et.al,, |999;
dalam Denhant & Denharst. 2003). Pada perumisan kebijkan publik,
perspektif MPS mengutamakan keterhbatan warga negara, Untuk ita,
interaksi antara pemernintah dan warga negamnya harus berdasarkan
pada kepercayaan yang tinggi, seperti vang di kemukakan Han dalam
Denhart & Denhart (2003 ).

Salah satu vang penting untuk dikatakan bahwa pada pendekatan
NPS mengartikan dan memperlakukan publik sebagai pengauna dan
penerima layvanan publik harus sebapai warga negara (citizen) atau
bukan scbagan pelanggan (cwstamer), Dengan demikian pelayanan
publik  tidak sekedar bagaimana memuaskan pelanggan tapi juga
bagaimana membenkan bhak warga negara untuk mendapatkan
pelavanan publik. Cara pandang paradigma NPS, vang digagas oleh
Denhart & Denhart (2003 ), diilhami olekh:

1) Teori politik demokrasi terutama yvang berkaimn dengan relasi
wiarga negara (citizens) dengan pemerintah, dan
2} Pendekatan humanistik dalam teor organisas: dan manajemen.

Dengan  demikian, peradigma NPS  memandang  penting
keterlibatan beberapa aktor dalam penvelenggarasn urusan publik. Hal
ini karena pemeniniah bukan sam saatunya penyelenggarn pelayanan,
tetapi pelayanan publik bisa dilaksanakan olch sigk eholder (akior lain)
yang menjadi mitra pemerintah. Keterlibatan warga negara dalam
proscs pemerintahan tidak hanyva terbatas pada penentuan apa yang
harus diprioritaskan pemerintah, akan tetapi pada proses pembuatan

ke
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kebijakan dan implementas) kebijakan. Pada kondisi vang demikian
warga negara dipandang sebhagm warga negara yang menuliki peran
yang utuh, sehagaimana dikatakan oleh Stivers yang dikutip Denhart
& Denhart (2003).
Cir-ciri dari pelayanan administrasi publik pada pendekatan

NPS menurul Denhart & Denhart adalah;

1} Melayani warga negara atau warga masyarakat, bukan pelang-

.

2} Lebih mengutamakan kepentingan publik.

1) Lebih menghargai warga negara dari pada birokrasi.

4) Pemenntah haros berfikir strategis dan beriindak demokratis.

5} Akuntabelitas bukan merupakan suatu yang mudah.

) Lebih berorientasi pada melayani dan pada mengendalikan.
Ty Lebih menghargai orang, dan bukan pada produktivitas.

Pendekatan NPS lebhih menyarankan pada birokeasi pemerintah
untuk menggunakan pansip prinsip manajemen pemerintahan yang
lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, kavena model
mi sejalan dengan tujuan pelayanan publik vantu kepuassn publik.
Namun demikian, yvang perlu diketengahkan bahwa penerapan NPS
dibutuhkan dukungan persyaratan, yakni:

I} Sistem negara demokrabs.

2} Masyarakar yang memiliki pemahaman-pemahaman akan arti
bernezara serta mengetabui hak dan kewajibannya.

3} Organisasi-orzamsal pelayanan pubhik haros mampu mengako-
mxdr kepentingan publik.

4) Adonya kemitraan antara pemerininh dengan masyamkat atau

antara pemerintah dengan sekor private, (Abdul Talib Musiafa,
2017 :232).
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D. Rangkuman

Pada awal perkembangan konsep admmusteasi, perdebatan dan
dhskursus antar pakar di idang admumstras: dan il lain, sangat svarat
dengan nilal-nilail yang dikembangkan pada masing-masing bdang ilmu
vang dikembangkan. Namun demikian, perdebatan ilmu ini membawa
aspek positif untuk melahrkan rumusan konsep administrasi terutama
pada lokus dan fokusnya. Konsep admenssirasi vang awalnya diragukan
dan dianggap schagai art saja berubah menjadi scbuah ilmu, tferutama
sefelah adanva komtribusi dar komsep birokrasi, manajemen, dan
orgarisasi. Dengan demikian, sejak saat itu konsep admmistrasi menjadi
Umu yang memiliki karakler manajemen dan birokmsi vang ideal
dan berfolus di lembaga pemenntahan. Pada pegalanan benkutnya,
perkembaagan dan perubahan administrasi dan OPA menuju NPM dan
meniju N PS mampu menunjukkan sebuah ilmu vang sangat bermanfaat
seeara teorifis. Sementara secara praktis, administrasi menjadi scbuah
Umu telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Kinerja instifus:
pemenniah dan pengeunaan sumber dava vang efisien dan efekeif,

E. Soal Latihan

1. Berikan penjelasan definisi administrasi menurut salah san pakar
dan berikan penjelasan karaktenstik yang ada dalam defins
tersebut?

2. Berikan penjelasan tentang Konsep manajemen dan konsep admi-
nistrasi!

3, Berikan penjelasan hubungan antara konsep adminisirasi dengan
konsep manajemen 7

4. Ketika fungsi-fungsi manajemen diadopsi ke dalan fungsi admi-
nistrasi di senua sektor publik, hagaimana komentar dan analisis
saudara terkan dengan hal 1ersebut!

5. Berikan penjelasan dan analisis, pertimbangan pendekatan OPA
perlu dikaji ulang dalam menghadapi perkembangan saat il
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6. Berikan anzlisis dan krtik terhadap konsep dan implementasi NPM,
ketika diterapkan di orgamsasi sektor publik!

7. Benkan analisis dan kntik terhadap konsep dan implementasi NP5,
ketika diterapkan di organisasi sektor publik!
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BABII
ADMINISTRASI PELAYANAN

A. Pendahuluan

Pelayanan publik adalah proses kegiatan yang diselenggamkan
okh penyelenggam pelayanan guna untuk pememuhan kebuatuhan
penerima pelayanan (warga negara) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah scbagai inisiator pelayanan sckaligus sehagai
penyelenpgara pelayanan publik, harns berupaya untuk menmgkatkan
kualieg pelavanan setiap periode. Oleh Karena i, pemerinioh haruy
menentukan kesepakatan dan komimmen yang kuat baik pemerintahan
tmgkat pusat, provinsi, dan kobupaten/’kota sesua dengan prnsip-
prinsip pelavanan publik vang schap saat dilakukan movasi dan
perubahan. Tata kelola pelavanan publik, paling tidak kalau dimumuskan
menjadi tga hal penting, vakni; pelayanan yang lehih cepat (fasrer),
lebih murah (cheaper), dan lebih baik {fetter). Beberapa pendapat
mengatakan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang
mampu untuk menjawab kesenjangan (gap) pelayanan vang sering
terjadi antara penvelenggarn pelayanan dengan penenma pelayanan
atau Warga ncgara,

Untuk mewujudkan pelayanan publik vang berkualias, peme-
rintah tclah menctapkan asas-asas dan ponsip-prinsip  pelayanan
publik scbagai pedoman bagi penyelengpara pelavanan publik.
Melalui pedoman itu, pelayanan publik vang diselenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik, memiliki standar minimal yang pasi:.
Asas-msas pelavanan, seperti; kepentingan umum, kepastian hukum,
kesamaan hak, kesamaan hak dan kewajiban dan lainnva, menjadi
penting untuk diterapkan dalam pelayanan publik. Begitu jupa prinsip-
prinsip pelayanan harus dijalankan, karena vanasi penerima pelayanan
vang dihadapi penyelengpara pelayanan di setiap daerah menjadikan
penyelengeara pelayanan mengalami kesulitan, tanpa adanya asas-asa5
dan prinsm-prinsip pelayanan vang dretapkan. Pada tahapan berikur,
prinsip dan asas pelayanan perlu dijabarkan ke dalam standar pelayanan
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publik (SPP). SPP digunakan schagai tolok ukur kinerjz pelavanan,
sekaligis diperpunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan
publik agar pelayanan publik berkualitas.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu;
1. Menjelaskan definisi dan karaktenistik pelayanan.
2. Memabami dan menjelaskan definisi pelayanan publik.

3. Memahami dan menjelaskan asas dan prinsip-prinsip pelavanan
publik

4. Memahami dan menjclaskan kualitas pelayanan publik

3. Memahami dan menjelaskan standar pelayanan publik.

C. Penvajian Materi
L. Detinisi dan karakteristik Pelayanan

Pelavanan didefinisikan dengan sarana untuk membenkan nila
kepada pelanggan dengan memfasilias: hasil yang ingin dicapai
pélanggean tanpa adanya bigve dan resiko 1ertenm, Menurut beberapa
pakar mengatakan bahwa “Services are deeds, performances and
processes provided or coproduced by ane entity or person for amd with
anather entity ar pevson” (Zeithaml et al, 2017:4), [pelayanan adalah
perbuaian, performa dan proses yang disediakan atau dilak sanakan oleh
satu entitas atau orang untuk entitas atau orang lain], Pelavanan yang
disedmkan oleh entitas atan orang kepada omanag lain, oleh beberapa
pakar sclain Zeithaml, seperti: Kotler and Keller (2009, Jasfar (2009
dan l[amnva memberikan batasan pelavanan sama denzan dengan jasa
dalam penyedisan barang-bamng vang menjadi kebutuhan manusia
Sehubungan dengan itu pelayanan menurut beberapa pakar, pelayanan
dapat didefinisikan sebagal berikut:

a. Kotler dan Keller {2009:36) memaknai pelayanan sebagal semua
tindakan vang tidak berwujud dan tidak menawarkan kepemilikan
apapun vang dapat ditswarkan oleh satu pihak kepada pihak lam.
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b. Jasfar (2009:17) memaknai pelayanan schagai setiap aktivitas yang
bukan berupa benda atau bersifat intangible (tdak berwyud fisik),
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Pada
pelaksansan proses pelayanan tersebut penerima pelavanan dan
pedyadia pelay aran terlibat secara akiif secara bersama sama dalam
proses tersebut, walaupun tidak menghasilkan kepemmilikan apapun,

c. Vargo dan Lusch (2004) memberikan definisi pelayanan vang lebih
inklusif dengan perspektif pelayanan twununan, menunjukkan bahwa
all products and phyvieal soods are valwed for the inherent service
they provide and that the value derived from phyvsical goods is veally
the service provided by the goods not the good iself (semua produk
dan barang fisik dihargal untuk pelayanan inheren yang mercka
benkan dan halwa nilai yang berasal dart barang fisik benar-benar
merupakan pelayanan vang disediakan oleh barang. Bukan yang
baik itu sendiri). Berdasarkan definisi ini bahwa pelayvanan berbeda
deng an ]m.nd uk karema: J'J:Iungi.biﬁ'{r (tidak bery uj ul), J'Je'.re‘n.lge'rie.'ff_r
(heterogenitas), simultanecny prodiection and comsumption (pro-
duksi dan Konsumsi vang simultan), dan perishafifine (mudah
rusak).

d.  Koter {2003:464) mendefinisikan pelay anan sebagai suatu tindakan
ataupun kmega vang bisa diberikan pada orang lamn. Pelayanan
atau lebih dikenal dengan service menurut hubungan fisik antara
penerima dan pemben pelavanan dapat diklasifikasikan mengadi
dua yaitu.

Ly H.ngh confact service ialah sebuah pelayanan jasa di mana
kontak di antara konsumen dan penyedia @sa sangat tinggl, dan
konsumen selalu terlibat i dalam sebuah proses pelayanan .

2} Low contact service walah pelayanan jasa di mana kontak di
antarg konsumen dengan sehuah penyedia jasa ndaklah terlalu
tinggi. Hubungan fisik dengan konsumen hanyalah terjadi di
Jront desk.
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Beberapa pandangan lain, terkait dengan pengertian atau definisi

pelayanan dapat dijelaskan sebaga berikut:

.

Loma (2001;138), bahwa scbuah pelavanan adalah suatu proses
keseluruban untuk membentuk sebuszh citra perusahaan, baik
melalui media berita vang ditujukan untuk membentuk sebuakh
budaya intermal perusahaan, maupun mengkomumikasikan berbagai
pandangan perusahaan antar pimpinan organisasi  atau kepada
publik schagai stateholder:
Moenir (1992 : 16), mengatakan bahwa pelayanan adalah sebuah
proses pemenuhan kebutuhan yvang melahn aktivitas orangdain
secara langsung . Definisi pelayanan di atas menckankan pada segala
usaha yang dilakukan oleh sescorang dalam rangka untuk mencapa:
tujuan yang telah ditetapkan, sehingga melalui pelayanan tersebut
dapat memenuhi kebutuhan yang menerima pelayanan secara puas.
Brata (2003 : 9), memberikan penjelasan bahwa “suatu pelayanan
akan terbentuk dikarenakan adanya sebuah proses pembernan
pelayvanan erientu dan pihak penyedia palavanan pada pihak yang
dilayaninya. Lebih dari i, Brata menambahkan babwa suatu
pelayanan terjadi antar individu, kelompok, yang berada di dalam
sebuah organisas: dengan penernima pelayanan atau omng lain yang
membutuhkan pelayanan,

Beberapa pakar bidang pelayvanan sepakat dengan pandangan

Kotler, bahwa pelayanan memiliki empat karakienstik unik, Ke empat
kamakteristik temscbut adalah schagai berikut:

a.

Imtangihilin:  pelayanan  merupakan  aktivitas  yang  udak
dapm dilibat, dicium. didengar, dirgba, dan dirase sebelum
penerima dan penyelenggara pelayanan menyelesaikan proses
palayanan. “Intangibiliny means that camot be seen. tasied, feft,
hrecerd o smelled before they are bought s the astomer cannol
evaluate i, This caurey tncrease in the wceriaindy level and o
reduce this factor, customers look forcsignals of service qualin. ™
{Sucherly (1999 : 4}, Berbeda dengan Zeithaml and Bitmer (1996,
mengataklan bahwa  “imangibiin determines i the offeving s
service ar a prochact ™ (infargibility dalam pelayanan merajuk pada
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penawaran pada pelayvananatau produk). Kendatipunpelayvananyang
diberikan tadak berwujud, mamun proses pelayanan membutubkan
Iingkungan vang bersih, tata letak vang baik, pencahayaan yang
tepat, penampilan menu vang baik, dan seragam stat sesual. Buko
fisik vang menjadi syarat pelayanan akan dapat membantu posisi
pelayanan menuju pelayanan yang berkualntas, (service havet clean
environment. good lavews, proper liglefng, god menu displavs and
the staff uniform are appropriate and this phvsical evidence fas
heiped position thefr service in iugher level 7 (Langford, 2009),

. Hetervgeneitv! Fariabilipy Inconsistency, pelayanan memiliki sifat
vanable, hiterogen, dan inkonsistensi, oleh karena tu, owpui dan
proses pelavanan sulit untok distandarkan (non-standardized).
Implementasi dari pelayanan adalah banyak variasi bentuknya,
kualitasnya, dan jemisnya, schingga semua vanasi pelayanan
sangat tergantung dan sipa pelaksane pelayvanan, kapan dan di
mana pelayanan iu diselenggamkan, serta kepada siapa pelayanan
diperuntukkan.

fnseparahility, bahwa pelavanan harus  dilaksanakan  sccara
bersama sama oleh penyelenpgara pelavanan dengan penerima
pelayanan, Dengan kata lain bahwa dalam proses pelayanan antara
penyclenggara pelayanan ndak dapat dipisshkan dengan penenma
pelayanan. Kualitas pelayaman dalam konsep ini ditentukan bersama
antara penyedia pelavanan dan penenma pelavanan, termasuk
kesalahan dan ketilakpuasan pelzyanan akan ditentukan bersama
pula.

Perishability, pelavanan memupakan aktivitas yang twdak dapat
dilaksanakan dalam proses yang lama, oleh karena itu  proses
pelayanan hans segera dilaksanakan dan diselesaikan. Pelayanan
merupakan tidak hisa dinmda-tunda atau dissimpan, dikembalikan,
atau dilaksanakan sccam bemlang, Sctelah pelavanan diberikan
kepada penerima pelayanan, maka pelayanan menjadi hak pene-
rima pelavanan yang tidak dapat diberikan kepada penedma
pelayanan  lain. Contoh: Sebuah maskapai penerbangan, seperti
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2.

Garuda Airlines, hanyva menjual kurs: di pesawat sebelum pesawat
melakukan pemberangkatan. Dengan demikian bahwa pelayanan
imi hanva tersedia untuk jangka wekto tertentu. Beberapa kurs:
kosong di pesawat odak dapat dimanfastkan setelah pesawal
berangkat ke tujuan vang dituju. Setelah pesawat lepas landas, kursi
kosong vang tersedia tidak dapat ditawarkan untuk penerbangan
bertkutnya, sehingga kursi kosong yang ada tadak bemilas lagi.

Pelayanan Publik

Konsep pelayanan publik sening digumakan olch banyak pihak.
halk dart kalangan praktisi maupun muwan, dengan makna yang
berbeda-beda. Schubungan dengan itu paling tidak makna pelayanan
publik secara sederhana dapat didefinisikan dengan berbagai aktvitas
pelayanan vang disekenggarakan oleh penyelenggam pelayanan publk.
dityjukan untuk memenoh kebutuhan penenma pelavanan Pada
umumnya, otoritas pelayanan publik diselenggarakan olch pegawa
publik. Hal ini, karena pada dasarnya bahwa salah satu misi berdirmya
pemerintahan adalah wntuk memberikan pelayanan kepada publik,
agar erwujudnya sehuah kesejahteraan bag publik atau masyarakat
Dengan demukian, bahwa seharusnya pelayanan publik merupakan
pelayanan vang disclenggarkan okeh institusi pemenntah, dengan tidak
berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih pada pemberian pelavanan
Pada sejarah perjalanan adminstrass publik, pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah uniuk memenubi kebutuhan barang
dan jasa semata hanya disediakan olch pemenntah.

Konsep klasik atau dalam perspekid sdounistrasi publik
disebut dengan pelavanan yang mengikuti pendekatan (Nd Public
Administration (OPA} mengklaim bahwa apapun barang dan jasa
yang disediakan oleh pemerintsh adalah pelayanam publik (whatever
sovernment does 15 public semvices), Pendapal seperti temsebut
dapat dimaklumi, karena pemernniah satu-satunya lembaga yang
peduli untuk menyelenggarakan pelayanan akan barang publik atas
dasar kesepakatan politik dan pertmbangsn moral dioulai penting
hag  kehidupan warga pegars. Beberapa pengertian  pelayanan
publik vang senada dengan definisi tersebut distaranmya adalsh:

(28 | libeirmistivas Pgmsams Faiaheton




Pelavanan Publik didefinisikan schagai scgala bentuk kegiatan
pelayanan kepada publik vang dilaksanakan oleh Instansi Peme-
rintah di Pusat, di Dacmh dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara'Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam
rangka upaya kebuwhan masvarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan persturan perundang-undangan {Lembaga
Adminisirass Negara @ 1998)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksana-
kan oleh penyelenggarape lavanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan publik dan pelaksansan ketenman perauran perundang-
undangan | Mahmsdi: 2010)

Pelayanan publik merupakan bentuk pemberian layanan  uniuk
keperluan orang atau masyarakat vang mempunyai kepentingan
pada organisasi sesuni dengon aturan pokok dan tata cara yvang telah
ditetapkan. (Sinambela, 201 1)

. Pelayanan publik diartikan sebagai lavanan yvang diberikan oleh

pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun
secars ldak langsung (yaitu lewat pembiavaan penyediaan layanan
yang diselenggarakan oleh pihak swasta) | Fadhilla. 2012]

Beberapa pengertian tersebut, dapat disarikan oleh penulis bahwa

makna pelayanan publik terdapat beberapa point penting yakni:

a.

Pelayanan publik merupakan bentuk akiivitms pelayanan harus
dilaksanankan scsepera mungkin atau tidak boleh ditunda-tunda
dalam wujud performa.

Pemyelenzgara pelayanan publik bisa laksanakan oleh pithak peme-
rintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat, atau melalu: kerja sama
di antara keoga aktor

Pelayanan publik semeta ditenfuk kan untuk memenuhi kepentingan
publik atau stakefolder dan organisas: pemerintah.

Pads perkembangan selanjuinya, ketika adanya perubahan

peran  pemermiah dan siakefiolder lan dalam  penyelenggaraan
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pelayanan terhadap hajat hidup orang banyak, maka penyclenggara
pelayanan publik dan peneruma pelayanan publk menjadi perdebatan
tersendim. Pada sast vang demikian, fenomena di negara-negam maju
menunjukkan adanya tekanan terhadap prakiik penyelenggaraan
pelayanan publik vang semata diselenggarakan olebrpemerintal Oleh
karena 1, kemudian ada inisiasi reformasi pada praktik manajemen
pelayanan publik dengan mengapdosi nilai-nila yang selama mi
betkembang di sektor bisnm, seperti; nila-nilai eatreprenersiip,
kepedulian pada pengouna, serta orentasi pada revenme-gensraling
dan penghasilan, seria mendorong reformasi konsep dan prakok
penyelengparaan pelayaman publik, sebagaimara dilakukan oleh bebe-
rapi pakar manajemen scpert; Osborme & Gacbler (1992 Ferlie, dkk.
( 1996% Osbome & Plastrik ( 1997) dan ; Kenl (2000).

Untuk mengembangkan semangat dan nilai-nilai kewiraus ahaan,
manajer di sektor publik dituntut untuk merabah pela pikir dan yang
semula sebagai manger birokigsi pemermtah menjadi manajer yang
memiliki karakier wirausaha, Munajer birokrasi sast ini ditunin dak
hanya melayvani warganva dengan menghabiskan angparan peme-
nntah, tetapl harus berusaha mencan sumber anggaran dan scktor lain
untuk menmd penenmaan dan penghasilan bagi pemenntah. Dengan
demikian pada situasi tertentu, manajer birokrasi pemerintah selain
memberikan pelayanan pada warganya, juga berupaya untuk menggali
pendapatan yang dapat dikentribusikan pada sumber penerimaan ang-
garan dan pendapatan pemenntah melalul pelayvanan yang mercka
selenggarakan. Pendekatan manajemen publik yang menggunakan
milai-nilei bsnis ke dalam sekior publik sehagamang tersebut disebut
dengan pendekatan New Public Managemeni (NPM)

Pendekatan NPM im pertama dilaksanakan oleh beberapa negara
maju, alhasil mplementasi dan praktk penvelengeaman pelayanan
publik yang menggunakan pendekatan MPM ini mengahasilkan kinera
pelayanan publik yang sangat baik. Oreintasi kineanya menunjukkan
penggunaan anggaran yang lebib efisien, pelayanan vang lebib
responsif terhadap pengguna dan penenma pelayanan. Semangat
pencrapan NPM  yang mengadops nilai-mla manajemen  hisnis
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mi kemudian dikuti olch MNegara-Negara Duma Ketiga, termasuk
Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mendorong apamsiumya
untuk mempelajart NPM dengan mengadakan serangkaian lokakarva
dan semmar terkail dengan maien dan substansi sera pelaksanaan
pendekatan NPM dan Reinventing Government. Beberapa pejabat
publik kemudian mengikut serangkaian lokakarya dan kumsus singkat di
luar negert untuk belajar dan mengenal lebah dalam konsep dan prakiik
Reimventing Govermment dan pendekatan NPM. Hasil vang didapatkan
dari proses belajar ini, Kemudian dimplementasikan seiring dengan
nilai-miai di daerah. Schubungan dengan hal tersebut implementas:
dan pendekatan NPM dapat  tumbuh berkembang seinng dengan
kebutuhan di pemerintah pusat dan pemerintah kabupatenkota untuk
mengembangkan sumber penerimaan anggaran dan pendapatan serta
meningkatkan efisiensi, produktiviias, terkait dengan penvelenggaraan
manajgmen pemenntaban.

Padaperkemban zan ketiga. balwa pendekatan NPM memunculkan
kelemahan, disnteranya adalah bahwa pengertion penerimea pelayeanan
dalam pendekatn NPM yang sering  disebut dengan customer
Beberapa pakar mengatakan bahwa penerima pelayanan publik tidak
hisa dsamakan dengan customer, tetapl penenima pelayanan publik
adalah warga negara. Pade saat vang denmkian, pemahaman pengertian
pelavanan publik perlu dilakukan peninjsuan ulang. Pelayanan
publik tidak lagi dapar ditentukan dengan hanya melihat lembaga
penvelengearaannya, yaitu pemenintah atau swasta. Pelayanan publik
tidak lag: tepat untuk dipaham sebagai pelayanan dari pemerintah,
begitu juga pelavanan swasta yvang tidak dapat dipabami hanya sebaga
pelavanan yang diberikan oleh lembaga non pemermtah.

Istitah publik dalam pelayanan yang diselenggarakan pemenntah
samgat spesifik dan harus dimaknal dengan penub kebati-hatian.
Pelayanan vang diorientasikan pada warga negara tddak sama
dengan makna pelayanan ketika pelayvanan yang dionentasikan
pada pelanggan Penulis sepakat bahwa sigrement Denhardt dan
Denhardt, yang mengkntik kalau pemahaman paradigma New Public
Munagement vang berprinsip bahwa “run government like o businesss™
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atau “market os solution o the ils in public sector™ Denhardt, and
Denhardt. 2003 ).

Pemaknaan whlah publik pada pelavanan publik memang lebih
tepat digunakan istilah pelayanan kepada warga negara (cifizen).
Perlakukan pelayaran kepada ofifzen sangatlah berbeda dengan
perlakukan kepada pelanggan {customer). Pelayanan kepada citizen
udak hanya sekedar membenkan kepuasan, tetaps lehih ditekankan
pada bagaimana membenkan hak wanza negara dalam mendapatkan
pelayanan  publik. Pemerintah sebagai penvelengoar pelavanan
publik, tenme harus bekena secara terus menerus untuk menemukan
movasi pelavanan  kepada citizen agar pelayanan yang dsediakan
memjadi pelavanan vang berkualitas, Berbagar studi pelayanan pubhk,
telah menemukan hasil yang berbeda antara satu dengan yvang lain
akibat pelayvanan yvang diselengoarakan oleh pemerintah vang “ndak
berorientasi pada keuntungan™ (Frank. and Lewis: 2004 ) dan untuk
memngkatkan kualitas pelayanan pubhik, maka “peleyelengsaa
pelayanan harus  dimodivasi dengan cara vang sangat  berbeda™
(Frank, and Lewis: 2004); ditemukan juga terdapat “kecenderungan
adanya pengurangan gajl bam pegawal sckor publik ketika mengikut
pendidikan, Bahkan pegawa sekior publik kurang mendapat perhatian
dan keamanan kerja, ketika melaksanakan tugas pelavanan™ {Volokh:
2014)

Orientasi pelayanan yang ditujukan kepada publdk dalam makna
warga negara (citizen), maka oremtasi pelayanan semacam um disebut
dengan pendekatan New Publie Service (KPS). Pada saat i, berbagai
movasi pemerintah dalam menyediakan pelavanan publik diantaranya
adalah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan
dan penyelenggaraan urusan publik. Melalw upaya mi, diharzpkan
akan mampu untuk menjawab persoalan lerkait dengan pengentian
publik, kepentingan pubhk, dan bagaimana kepentingan publik dapat
diwujudkan tanpa terganiung pads lembaga pemenintzh. Upaya
pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lam telah
mengacu konse pgovermance. Pada konsep governancetanggung jawab
untik menyedikan bamng-barang publik dan menyelenggarakan
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urgsan publik memadi tanggung jawab tiga aktor, yakmi: negara,
swasta, dan masyarakat sipdl. Dengan demikian, menundt konsep
eoverngice bahwa pemenntah tidak lag menjadiaktor tunggal penting
vang mampu menyelesaikan ugas pelavanan secara efisien, ekonomis,
dan adil. Oleh karena i konsep governance ini imemandang penting
partnership dan nefworking antara penyelenggara pelayanan  publik
dengan stakefolder:

Fn:h}'ﬁnm'l publik harus dilibhat dan karateristik dam sifat dan
pelavanan i sendiri, bukan dar karaterisuk lembaga penyeleng-
garaannya akum sumber pembiayaannya semata. Kntema yang
selama mi secara konvensional digunakan untuk membedakan antara
pelavanan publik dan pelavanan pnivat tidak lew dapat digunakan
dengan mudah untuk mendefinisikan pelayanan publik. Pertarmyaannya
adalah. apa yang kemudian dapai digunakan uniuk menennskan suan
pelayanan itu dapat dikategorikan sebagai pelayvanan publik? Kapan
pelayvanan itu dapat dikategorkan sebapm pelayanan publik? Teniu
membuiuhkan kriteria untuk menenukon sebush pelayanan publik
atau bukan. Berbagal persoalan tersebut dapat dijelasakan:

a. Kriteria pertama adalah sifat dan barang dan jasa dalam pelayanan
publik (Stiglite, 2000:12%; Ostorm, Gradner, & Walker, 1994:7),
Barang dan jasa yang fermasuk dalam kategori barang publik atau
barang yang memiliki eksternalitas tinggi biasanya tidak dapat
diselengearaken oleh komporasi atu diserahban Kepada pasar
karena mercka tidak dapar mengontrol siapa yang mengkonsumsi
barang din jasa tersebut. Sementara barang dan jasa yang
dimaksud sangat penting bagi kehidupan warga dan masyarakat
lugs. Misalnys, pendidiksn dasar, pelayanan kesehatan preventif
dan dasar, penahanan ncgara, pembersihan pencemaran udara
dan pembangunan jalan wmum Semua pelayvanan tersebut adalab
pelayanan yang sangat pentng dan harms disediakan oleh negara,
schingga pelavanan tersebut seharusnya menjadi bagian dari
pelayanan publik.
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b. Kntena kedua adalah wmjuan dan penyvediaan barang dan jasa

Penvediaan barang dan jasa yang dilakukan untuk mencapai tujuan
dan misi negara, walaupun barang dan jasa itu borsifal privat,
dapat dikatakan sebaga: pelayanan publik. Tujuan dan misi negara
bmsanya diatr dalam konstitusi atau  peraturan perundangan
lainmya, Contoh pelayanan untuk memenuhl tujuan dan misi
negara adalah pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jammnan
sosial. Setiap warga negara memiliki hak dan kebutuhan dasar yang
hars dijamin pemenuhannya oleh negara, Biasanya hak-hak dasar
warga negara distur dalam konstitusi atau setidaknya dalam aturan
perundangan. Korstitusi dan UL yang berlaku sering mengatur
mengenal kewapban negara dalam memenuhi hak dan kebutuhan
dasar warganyva untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat
Pelayanan unmk memenuhi hak dan kebuhan dasar warga
merupakan pelayanan publik, karena itu negara harus menjamin
akses warganya terhadap palavanan tersebut. Pelayanan pendidikan
dan kesehdan umumnya menjadi kebutuban mimimal bagi warga
untuk hidup secara layak dan bermartabat. Pelayvanan seperti mi
harus dapat diakses oleh warga negara tanpa kecuali, tanpa melithat
status sosial ekonom, ms, einisitas, agama, dan cin-cin subjektf
lainnya,

Azas dan Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

4. Aras-Azas Pelavanan Publik

Pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25 tahun
2009 dimeknai sebagal kegiatn yang dilaksanakan untuk
pemenuhan kebutuhan sctiap warga negara dalam bentuk
pelayanan barang, jasa, dan atau pelayanan admmisteatit’ sesuar
dengan ketentuan peraturan perundangan, Dengan merujuk pada
batasan tersebut, maka asas-asas pelayanan publik meliputi:

1} Kepentingan umum.

Pemberian gpelayanan beronentas: pada kepentingan semua
orang vang tidak bolch mengutamakan kcpetingan pnbadi dan
atau golongan.
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2)

3)

4)

o)

7)

=

Kepastian hukum.

Pelayanan yang menjamm terwwudnya hak dan kewajiban
dalam penyelenggaraan pelavanan.

Kesamaan hak

Pemberian pelavanan yang memperhatikan aspek kesamaan
hak dan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender,
dan status ekononal.

Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemenuhan pelayanan dengan memperhatikan pemberian hak
vang sebanding dengan kewajiban yang dilaksanakan, baik
oleh pembert maupun penérima pelayanan.

Keprofesionalan

Pelaksana pelayanan hams memiliki kompetensi atau kemam-
puan dalam arti pendidikan dan ketemmpilan yang sesuai
dengan hidang tugas,

Partisipat:

Peningkatin keterlibaion atau peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
asparasy, kebutuban, dan harapan masyarakat.

Partisipanf setiap wanza negam berhak memperoleh pelayanan
yang adil atau tidak membedakan status sosial masyarakat
Keterbukaan

Setiap penyelenggara pelayanan wajib menvediakan layvanan
vang dapat diakses dengan mudah oleh penerima pelayanan,
khususnya wunuk memperoleh mformasi pelayanan yang
diinginkan.

Akumtabilitas

Proses penyelenggaman pelayanan oleh pelaksana pelayanan
dalam bentuk apapun harus dapat dipertanggungjawabkan
kepadapimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
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Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
Pemberian kemudahan terhadap  kelompok  rentan  harus
men) adi perhatian penting bagi penyvelenggare pelavanan, agar
tercipta keadilan dalam pelayanan.

10} Ketepatan wakiu

Penyelesaian sctiap jemis pelavanan yang disclenggarakan harus
tepat waktn sesuai dengan standar pelavanan yvang ditetapkan.

11) Kecepatan, kembdahan dan keterjangkauan

3)

4)

Schap jemis pelayanan harus dilakukan secara tepat, mudah dan
dan memperhatikan aspek ketemjangkauan.
Prinsip-prinsip Pelavanan

Dalam proses kemiatan pelayanan diatur juga mengenai
prinsip pelayanan sehagai pegangan dalam mendukung jalannya
kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik memirat keputusan
MENPAN Mo, 6 FKEPM. PANT/2003 antara lain adalah:
Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami
dan mudah dilaksanakan.
Kejelasan
Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik: unit
kerja atau pejabat vang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau
persoalan dan sengketa dalam pelaksansan pelayangn publik;
rincian biaya pelayanan publik dan tata cam pembayaran.
Eepastian Waki
Pelaksanaan pelayanan publik divpayakan uniuk diselesaikan
pada waki yang telah ditentukan dan terukur. Hal ini untuk
memberikan kepasiian kepada penerima pelayanan tentang
waktu vang dibutuhkan ketikn mengurus pelayanan,
Aburasi
Alurasi menunjukan pada produk pelayanan publik diterin
oich penenma pelavanan harus benar dokumennya, topat
wakiunya dan sah secara hubkum.
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3)

b)

7

H)

9)

Keamanan

Bahwa proses pelayanan dan produk  pelayanan  harus
membenkan rasa aman dan kepastian hukum bam penenma
pelayvanan.

Tanggung Jawab

Penyelenggara pelayanan publik dan manajemen pelayanan
wajib bertangpungiawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
harus mampu menvelesaikan berbagai keluhan perima pela-
yanan publik.

Eelengkapan Sarara dan Prasarana

Tersedianya sarana dan pmsarana pelayanan dan pendukung
lairnya wajib disediakan oleh penyelenggara pelavanan secara
lengkap seperti: tempal pelayvanan yang nyaman, sarang
teknobogi telekomunikasi dan informatika yang sesuai dengan
kebutuhan.

Kemudahan Akses

Semua sarana dan prasarana pelavanan hams misdah uniuk
diakses oleh calon penerima pelayanan, baik secara langsung
maupun mengginakan eknologi nformasi.

Kedisiplinan, Kesopan dan Keramahan
Sumber daya penyelenggara pelayanan harus bersikap disipling
sopan dan santun, serta ramah kepada penenma pelayanan

10 Kenyamanan

Setiap penvelenggara pelayanan wajib meneiptakan suasana
pelavanan vang nyaman, seperti; lerafur, nEng Lngru yang
nyaman, bersihorap, lingkungan yvang indah, dan schat. Sclain
it periu uza dilengkapi dengan beberapa fasilias pendukung
pelayvanan sepert; wempat parkic, w@mpat ibadah, twilet, dan
lain-lain.

Denhardt dan Denbardt (2007) merumuskan delapan
prinsip pelavanan vang diwujudkan agar pemerintahan mampu
memberikan pelayanan yang berkulitas, schagan berikut:
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1)

Comvenience (kemudahan/'ketersediaan ). Meavires the degree
fo wilich governmeni services are easily accessible avadlable 1
citizens, { Ukuran sgjauh mana pelavanan publik yang diberkan
pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh warga publik).

Securiey (Keamanan), Measures the degree o which services
are pronided i a way that makes citizens feel safe and confident
whe wsing them. (Ukuran sejauh mana pelayanan publik yang
dibenkan mampu menjadikan warga merasa aman dan yakin
unuk mengaunakannya).

Realihity( Realiabilitas). Asyess the degree towhich governmen!
services are provided correctly amd on time. {Ukuran pelayanan
publik yang diberikan pemerintah dapat tersedia dengan benar
dan tepat wakiu ).

Persomal attention { Perthatban Personal ), Measures the degree to
which emplovees provide information to citizens and work with
them jo help meer their meedls. (Ukcuran sejauhmana pelayanan
publik oleh petugas pelayanan dapat diinformasikan dengan
tepal kepada warga, dan aparat dapat bekerjasama dengan
warga untuk membantu mememihi kebutuhannya),

FProblem Selving Approach (Pendekatan Pemecahan Masalah).
Measures the degree to which emplovees provide information
fo cftizens aned wewk with them ro help meet theirneeds. (Ukuran
scjauh mana aparat pelaksana mampu menyedakan inforamass
bagi wargza unmuk mengatasi masalahnya).

Fairmess (Keadilan ), Measeres the degree fo wlich citizens he-
fieve thal government services provided in o way thai is egui-
teble o all (Ukuran sejauh mana warnga percaya bahwa peme-
rintah telah menyediakan pelayanan dengan cara yang adil bagi
BCITILIE W ATEa ),

Fiscal Responsibility (Tanggung Jawab Keuangan Publik).
Measures the degree toowhich cftizens befieve local government
fo providing services in o way that wses maney responsibility,
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(Likuran scjauh mana warga publik percaya bahwa pemerintah
telah menyediakan pelayvanan dengan menggunakan wang
publik dengan penuh tanggung jawah).

8) Cirizen [nfluence (Penparnh Warga). Measures the degree In
which citizens feel they can influence the guality they receive
fram the local government, (Ukuran sejsuhmana wargs dapat
mempenganihi mot pelayanan vang mereka terima dari pe-
mermtah dacmh.

Kualitas Pelayanan Publik

Kualstas pelayanan publik merupakan proses pelayanan dalam
upaya untuk pemenuhan kebumban dan keinginan s varakat
atau warga negara, Schubungan dengan itu kvahtas pelayanan
harus memiliki knieria-kriteria pelayanan dengan harapan uniuk
mengmmbang harapan masyarakat dan warga negara. Dalam rongka
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat vang semakin berkembang
maka pemeriniah atan pemerincah daerah uniuk lebih menmngkatkan
pelayanan menjadi pelayanan yang berkuabias (service quaflity)
vang sering disingkat dengan istilahy servgueal. Servgua! menurut
Zeithaml, at al (1996) didefimsikan sebagai “a fechnigue that ean
b wsedd for performing a gap analysis of an organization s service
guality performance against customer service guality needs ™ (ke knik
yang dapat digunakan untuk melakukan anal=is kesenjangan antara
kimerja kualias layenan organisasi terhadop kebutuhan kualigs
layanan pelanggan).

Dimensi pelayanan yang harus dipenuhi untuk mengukur
kinerja pelayanan yang berkualitas adalah:
Reliahility: the ability to periorm the promised service dependally
ard accwraely (kemampuan untuk melakukan lavanan vang
dijanjikan secara andal dan akurat)
Assurance: the bnowledge and cowrtesy of emplovees and heir
cehility e comvey frust and confidence (pengetahuan dan kesopanan
karvawan dan kemampuan mercka untuk menyampaikan keper-
cayaan dan kepercaysan dir)
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persouel and communication materials (penampilan fasilatas fisik
peralatan, personcl dan maten komunikasi b

Empﬂr.‘ur: the provision of coring, dividualized artention 1o
customers (penyediaan  perhatian, perhatian  individual kepada
pelangpan)

Responsiveness: the willingress to help customers and o provide
promgy service (kesediaan untuk membantu pelanggan dan unfuk
memberikan layanan yvang cepar)

Pada pandangan lain, untuk dimensi kualitas pelayvanan di
sektor publik menunit Levine (1990) dan Hatry (1990} melalui §
indikator, vakni:

Balk tidaknya pelavanan (gualiy of service). Balk tdaknya
pelayanan dapat dilihat dari sejaul mana institusi dalam mem-
berikan pelayanan publik dengan ramah, populis dan berbaga
macam bentuk perilaku vang publik menyenangkan dan kepuasan
pelayanan .

Produktivitas (prodectivity). Produlktivitas sering divkur dengan
rasie antara input dengan output, Dalam konteks pelayanan publik
produktivitas dapat diukur dengan jawabean pertanyaan diantaranya
adalah: berapa jumlah pelavanan vang didapatkan dalam penode
tertentu? adakah modifikas: pelavanan dan pengembangan produk
pelayanan? dan apakah prasyarat pelayanan semakin imembaik atau
tidak dan atau cepat atau lambat?,

Responsibalitas  (responsibiliy).  Responsibilias, dapat dibatas:
sehapa @nggung jawab secara miern institusi dan atan pelaksana
pelayanandi dalam memberikan pelayanan publik atan menjalankan
tugasnya. Untuk mengukur tingkat responsibihitas pelayanan dapat
dhiukur dari: kualitas sumber daya manusia dengan standar kebutuhan
pekerjaan delam pelavanan publik, seberapa besar upaya institusi
untuk melakukan perbaikan pelayanan publik di masa mendstang,
dan perubahan-perubahan perbaikan pelayanan diupayakan untuk
disesuatkan dengan perkembangan kondisi eksternal instifusi dan
visi dan mist mstitusi vang telah diprogramban.
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d. Akuntzbilitas (gccownsabilin). Akuntabilitas, dalam  komreks
pelayanan publik dapat dibagi menjadi dua sasaran: (a) bag: mstitus
pemerintah lokal dalam membenkan pelayvanan publik divpayakan
untuk bertangeung jawab tidak hanya berpedoman pada standar
kerja vang diteapkan intern organisasi, tetapi memperhatikan
perkembangan  mstitusi  kepemerintahan di tmgkat  nasional,
regional, dan internasional. {b) hag: pelaksana pelayvanan secara
individual dimaknai dengan sgjauhmana pelaksana pelayanan
berangoung jawab terhadap pekerjaan vang tidak hanya sesumi
dengan standar pekerjaan saja, tetapi dalam memberikan pelayanan
haras mampu menjawab segala kebutuhan publik, sehingpa publik
dapat merasakan dan memlai bailk tidaknya pelayanan yang
diberikan.

& Responsivims (responsivencsy). Responsivites diartikon sebagaid
daya peka organisasi dan pelaksana pelayanan dalam menyikapi
perkembangan linghungan msttusinya. Dengan demikian pelayanan
publik diupayaken untuk mampu mengakomodir, merespon ber-
bagni persoalan dan isu yang berkembang, serta mampu untuk
memecghkan berbagai persoalan yang menjadi kebutuhan publik.

Service Ouality (Servgual) atan pelayanan yang berkualitas
menumit konscp yang dikctengahkan schelumnya, mengaitkan
dua dimensi sekaligus, yaitw dimensi penilalan danl customer
(pelangean-penerima  pelayanan), dan dimensi penilsian  yang
dilakukan oleh provider (penyelenpgara pelayanan). Penilaian
dan pelangoan meripakan bentuk penilamn yang dilakukan oleh
penerima pelayanan terkant dengan  harnpan-harapan  termasuk
komplam terhadap penvelengmman peloyanan, Penilaian techadap
penyclenggaran pelayanan berkantan dengan penilaian akan kemam-
puan penyelenggara pelayanan muslai dar level manajerial sampa
dengan level front fine service. Pemilaian im menjads penting, karena
pada kedua dimensi tersebut dapat saja terjad: kesenjangan atau gap
antara harapan-harapan dan kenyvataan-kemvataan yang dirsaken
olch pelanggan, dengan persepsi manajemen (hingga frome fine
service) lerhadap harapan-harapan pelangpan.

it Phligman, Paselittor. | 41

® .




14?

-

Menurt beberapa pakar di badang manajemen pelayanan
seperts: Brown dan Boond {1995} dan A. Shahun (2006) mengatakan
bahwa model kesemangan atau gop adalah salah satu model yang
memberikan konnbusi yang paling baik diterima untuk Hieratur
layanan. Mode] ini berusaha untuk mengidentifikasi wjuh perbedaan
utama atau kesenjangan pelayanan yang berkastan dengan persepsi
manajerial tentang kualias layvanan, dan fugas-ugas vang terkait
demgan pemberian lavanan kepada pelanggan. Tujuh gap pertama
{Gf.l_p I, Grap 2, Crap 3, Gap 4, Crap 6 dan Gap 7)) berusahan untuk
mengidentifikasi fungs: dan cara di mana lkyanan disampaikan,
sedangkan Gop 5 berkaitan dengan pelanggan Crap kelina m
merupakan ukuran kualitas lavanan yang schenamya. Untuk
memahami layanan tersebut dapat dilihat pada gambar,
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Menurut Parasuraman, Zesthaml dan Berry (1985} bahwa
pelayenan berkualitag, bila penvelenggara pelayanan mampu untuk
menjawab lima ggp atauw kesenpangan vang menjadi perscalan
dalam pelayanan. Gap yvang dimaksud adalah:
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Gap between consumer expectation and management perception
Kesenpangan antara hampan korsumen dan persepst nanajemen
muncul alkabat prthak manajemen penvelenggara pelayanan kurang
telio terhadap apa vang menjadi keinginan penerima pelayvanan.
Misalmya, orang pergi ke tempat palayanan KTP, maka penerima
pelayanan terscbut tidak hanya ingin KTP-nya selesar dicetak,
tefapn mereka juga menginginkan proses pengurusan pelayanan
KTP yang benar, schingga pada suatu saat mercka tidak mendapat
keesulitan ketika mengurusnya lagi,

Gap  berween  management  peveeption ond - service  quality
apresificalion

Kesenpangan persepsimanagemen penyelengean pelayanan dengan
kualitas pelayanan yang disediakan. Kondisi ini ferjadi akibat
pithak manajemen seolah-plah mengetahui keinginan penerima
pelayanan, akan tetapi pihak manajemen fidak sanggup dan tidak
sepenuhnya mampu untuk menyedizkan pelayvananan  kepada
penerima pelayanan. Dengan demikian, pelavanan vang disedigkon
okl manajemen masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi
keinginan penerima pelayanan.,

Ciap between service gualily spexifications and service delivery
Kesenpangan kualitas pelayanan dengan penyampaian pelavanan.
Kondisi ni terjady, akibat pelavanan yang diselenpgarakan secara
spesifik sudah baile akan tetapi karena pelaksana amo pegawal
pelayanan masth kurang terlatth, masih bam, dan  masih kurang
hrwes hahkan masih kurang hatk dalam menyampaikan pelayanan
G between service delivery amd external commumications
Kesenjangan penyampaian pelayanan dengan komunikasi yang
dibangun dengan pihak ekstermal, Kondisi im bsa fegadi akibat,
adanya perbedaon antara  pelayanan yang  diberikan  dengan
janji-jami yang disampatkan melalui  klan, brosur, atauy media
promosi luinnya. Hal ini terbukt babwa pelayanan vang diterima
okh penerima pelayanan tidak sesusi dengan kenyataan yang
ditenmanya. Misalnya, sebuah tempat pelayanan dinyatakan dalam
media promosmya, bahwa pelayanan dselenggarakan dengan cepat
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dan ditempat yang nyaman. Temyata ketika penenima pelayanan
datang di tempat pelayanan dirssakan pelavanannya cepat dan
tempatnya tidak nyvaman atau kotor,

. Gap between perceived service and expecied service

Kesenjangan pelayanan yang dipersepsi dengan pelayanan yang
diharapkan. Kondisi kesenjangan mi sering kali tegadi, Pelayanan
yang diterima oleh penenima pelavanan tidak sesua dengan yang
mercka harapkan. Misalnya penerima pelayvanan itu mempersepsi
dan mengharapkan bahwa pelayanan yang disediakan fu tepat,
nyaman, dan cepat, akan tetapal kenyataannya sehaliknya, schingga
penerita pelayanan sangat kecewa, Persepsi dan  penenima
pelayanan sesungguhnya senng dipengaruln oleh media promos:
vang diiklankan.
Standar Pelayanan Publik

Uintuk mengembangkan sistem pelayanan publik, isu tentang
kebijakan dan standar pelayanan memadi sangat penting. Pada
konteks Indonesia vang memiliki keragaman yange tlingg aniar
daerah, isu tentang kebijakan nasional pelavanan publik menjadi
sangat penting untuk didiskusikan, Keragaman antar dacrah,
termasuk kemajuan pembangunan sosial ekonomi antar daerab
vang berbeda-beda, sering mempengaruhi kebutuban pelayanan
publik vang berbeda-beda. baik dalam jenis ataupun kualitasnya.
Pada situasi seperti ini pemberlakuan kebijakan nasional sentang
pelayanan publik dapat memimbulkan permasalahan tersendin,
karena kebgjakan nasional fersebut mungkin tdak mampa
merespon dinamika anter dagrah. Namun demikian, penvemhan
penyelengearaan layanan publik sepenubnya menjadi diskresi
daerah juga memihiki resiko, terk ait dengan kemungkinan teradmya
kegagalan daersh  dalam menyelenggarakan  pelayanan  yang
berkualitas, Banyak kasus menunjukkan senng tenadinyakegagalan
daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyvarakaimya, elit
politik dan birokrasi yang kurang peduli dengan kebutuhan publik
ataupun karcna rendahnya kapasitas dacrah dalam memenuhi
kebutuhan warganya.
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Menghadapi dilema seperti ini pemerintah perlu menyikapinya
secara bijak dengan mengambil jalan tengah agar kebimkan dan
standar pelayanan publik vang diramuskannya tidak menghalang
daerah untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnva dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. pemerintah kabupaten/kota
memiliki informasi lebih banyak tentang kebutuhan warga, dan
memiliki informasi tentang kapasitas penyelenggaraan layanan
publik. Olch karena mu, sudah sclavaknya pemerintah kabupaten/
kota diberi kewenangan untuk mengelola pelayanan publik yang
dibutuhkan warganya, Namun agar warga diwilayahnya memiliks
jamman untuk memperoleh pelavanan yang dapat memenuhi
kebutuhan mimmalnyva maka pemenntah pusat perlu membuat
kebijakan dan standar pelavanan minmmal vang harus dipenub: oleh
pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan dan standar nasional tidak
periu mengatur terlalu ninct dan tcknis agar tidak mempersempit
ruang bagi pemenniah kabupatenkots wmuk mengembangkan
inovast dalem mengelola pelavanan publik. Kebijokan den standar
dibuat harus dengan semangal untuk melindungl kepentingan
warga di dacrah agar dimanapun mercka tinggal tetap memperoleh
jamman balwa kebutuban minimalnya akan tempenuhi.

Schagm MNegara Kesstuan tentu pembuatan kebijakan dan
standar nasional penyelenggarman lavanan publik merupakan
hal wvang wajar dan perlu dilakukan Walanpun pemerintah
pusat  lelah  melakukan  desentrabiszst  dengan mengalibkan
sehagian besar wrusan pemerintahan kepada daerah, ermasuk
dalam penyelengearasn berbagal lavanon publik, bukan berart
pemerintah pusat kehilangan otoriias untuk membuat kebijakan
dan standar pelayanan yang berakn secara nasional. Pemerintah
meriliki kewenangan membuat porma standar, pedoman, dan
kriteria { NSPK ) dalam penyelenggarsan urusan pemermtahan yang
telah disemhkan kepada pemerintah kabupatenkota. Kebijakan
dan standar nasional diperlukan selain unnuk memberikan jaminan
kepada semua warga dimanapun mercka berada wentang hak-hak
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pelayanan yang dimilikinya, juga penting untuk memperkecil jarak
kualitas dan kuantitas pelavanan antar pemenntah kabupaten/kota.

Standar pelayvanan, sepert standar pelayanan mmimal (SPM),
dapal menjadi instrumen bagi pemenntah untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakvar Indonesia. Melalui SPM
pemerintah dapat menjamin warga dimanapun mercka bertempat
tnggal uniuk memperoleh jenis dan nmutu pelayanan yvang minimal
sama scperi yang dirumuskan dalam SPM. Kapasitas pemerintah
kabupaten/kota vang berbeda-bada tidak dapat menjadi alasan bagi
pemerintah  kabupaten'kota untuk menyelenpgarakan jemis dan
mutu peliyanan di bawah ketentusn yvang berlaku dan diatur dakam
SPM. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
pemerintah kabupatenkota agar mercka dapat memenubi target
pencapaian yang ditentukan dalam SPM. SPM karenanya dapar
membantu pemerimtah untuk mewujudkan kesamaan akses warga
terhagsp mutu dan jenis pelayanan tertentu.

Standar pelayanan publik mengatur sspek input, proses, dan
output pelayanan.

Input pelayanan penting untuk distandariszsi mengingat kualitss
dan kuantitas dari input pelayanan yang berbeda antar daerah
menychabkan senng  ferjadinya ketimpangan  akses  terhadap
pelayanan yang berkualitas, kemsimpuan pemerintah kabupaten/
kom yang berbeda dalam membiavai pelayvanan pendidikan dan
keschatan membuat input dan sistem pendidikan keschatan berbeda
antar pemenintah kabupatenkota,

Standar proses pelayanan peoting untuk diatur. Nanun peng-
aturannya hars dilakukan secara hati-hati agar standar proses
pelayanan tidak mencegah atau membatasi kreativitas lokal
dalam menyelenggarakan layanan publik. Standar proses perlu
dimumuskan untuk memjamin pelayanan publik di daerah memenuh
prinsip-prinsip penyvelanggaraan layanan yang Iransparan, efisien,
dan akuntabel, Standar transpamnsi misaloya, mengatur kewajiban
penyelenggara  layanan untuk menyediakan informasi  dan
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menjclaskan kepada warga pengeuna layanan mengenal persyaratan,
prosedur, biaya den waktu vang diperlukan untuk mendspatkan
layvanan, Termasuk vang harus ada dalam standar transparans:
adalah kebarusan bagi penyelenggara uniuk membernitahukan
hak-hak warga pengguna uniuk mengadu dan memproses ketika
mereka merasa diperlakukan sccara tidak wajar oleh penyelkenggara
layanan. Standar juga harus mengaiur secara proporsional hak
dan kewajiban antara penyelenggara dan pengguna layvanan.
Pada pmkiik penyelenpparasn lavanan publik selama ini, hak-
hak warga pengguna dan kewapiban-kewajiban rezim pelayanan
tidak pernab dustur dalam prosedur pelayanan. Prosedur biasanya
hanya mengatur kewajiban dan pengguna dan mengebaikan hak-
hak mereka, Meskipun demikian, mformas: tentang kewajiban
pengouna dalam mengakses lavanan, seperii persyaratan apa saja
yang harus dipenuhi dan prosedur apa saja vang harus dilalui olch
pengguna, belum mengd informasi yvang selalu dapat dipastikan
mudah untuk diperoleh. Apalagi informasi lentange hak pengguna
jika kecewa terhadap pelayvanan, apa vang dapat mereka wntut dar
penyelengeara lavanan, dan bagaimana caranya, biasanya lebih
sulst untuk diperoleh. Selain harus proporsional, hak dan kewajiban
dan warga pengguna dan penyelenggara layanan perlu diatur secars
jelas pada standar tentang transpamnsi pelayanan ( Dwiyanto, 2006)

. Standar output merupakan luaran dari hasil pelayanan yang

telah dilaksanakan, Cleh karena itu, standar ouput kendati hanya
merupakan luaran, tetapn perlu juga distandarkan, sgar tidak terjads
plagmasi dan berbagai dokumen resmi yang telah dihasilkan dan
pelayanan publik.

Standar pelayvanan publik dapat didefinisikan sebagai ketentu-
an pelayanan yang terukur dan ditetapkan oleh penvelenggara atau
penyedia pelayanan publik, schingga ketentuan terscbut wajib di-
taat baik oleh penvelenggara maupun penerima pelayanan publk
Penvelenggara atau penvediaan pelayanan publik wajib memiliki
standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik kemwudian
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perlu discsizlisasikan dan dipublikasikan ke berbagai media, agar
penerima pelayanan atau yang berkepentingan dapat mengakses
dengan mudah.

Standar pelayvanan publik menurut Surjadi (2012), sekurang-
kurangrya mel iputi:

. Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan bagan alur

pelayanan vang harus dibuat dan dibakukan oleh penyelenggara
pelayanan dan harus ditkuti oleh  penenima pelayanan termasuk
pengaduan.

. Waktu Penyelesalan Waktu penyelesaian pelavanan memnpakan
retitangan waktu penyelesaian pelavanan yang ditetaphkan sejak saat
pengajuan permohonan sampal dengan penyelesamn pelayanan
termasuk pengaduan.

. Biava Pelayanan. Biaya pelayanan merupakon besaran aya yang

wajib dibayar oleh penerima pelayanan, termasuk nnciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan,

. Produk Pelayanan. Produk pelayanan mempakan produk layanan
yang akan diterima oleh penerima pelayvanan sesuai dengan keten-
twan yang telah ditetapkan.

. Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarane dan prasarana pelayanan

mempakan sejumlah sarana dan peralatan yang dibutuhkan oleh
penyelengeara pelayvanan dan prasarana yang memadal uniuk
menduking penyvelenggaraan pelayanan publik

Kompetensi petugas pemben pelayanan. Kompetens: petupas
pember pelavanan merapa kan kriteria kemampuan dan kompetensi
yvang harus dimiliks oleh pemigas penyelenpgara pelayanan
{pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku) yang
dibutuhkan oleh tiap bagian pelaksana pelayanan
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Id. Rangkuman

Konsep pelayanan publik telah berkembangan sesum dengan
tahepan pendckatan administras: publik dan tuntutan pelayvanan dan
penerima pelayanan dan masvarakat. Pada awalnya pelayanan publik
cenderung menjadi otormas pemerintah dan  dipernummkkan kepada
masvarakal, Kemudian berbagai kelemahan pelayanan yang dominan
diselenggarakan oleh pemeriniah, maka muncul pendekatan pelayvanan
vang dinentasikan kepadn pelanggan seperti dilaksanakan olch
lembaga sekior hisns., Pada tabap berikumya pelayanan ditujukan
kepada pelanggan masih kurang memenui kntena dan  funfutan
masyarakal sebagai warga negara, oleh karena it berkembang dengan
pelayanan vang beronentasi pada warga negara. Pelayanan publik
merupakan proses yang harus dikerjakan oleh pemerintah atau lembaga
lain yang ditunjuk, secamm cepat dan terwujud dalam sebuah kinerja
atau performa, Oleh karena itu. pelayanan memiliki empat karakter
unik, yakni: imtangibifity, heterogencitvvariability! inconsistency,
mseparabiliey, dan perivhabiiit:

Aag-pras pelayanan publik, sepeni; kepentingan umum, kepas-
tian hukum, kesamaan hak, kescimbangan hak dan kewajiban,
keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasiltas
dan perdakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan wakiu, dan
kecepatan, kemudahan dan ketegangkauan menjadi penting dalam
pelayanan publik, mengingat babwa pelavanan publik harus melayan
berbagal macam karakter masyarakat yvang berbeda-beda. Begitu juga
berbagar macam prinsip-prinsip pelayanan publik yang ditetapkan
oleh pemenntah melalui regulasinya, harus menjadi pedoman yang
dijabarkan ke dalam standar pelayanan publik dan standar operasional
pelayanan. Implementas) dan azas dan prinsip fenfunya ditgukan
untuk menjawab berbagai persoalan atau Kesenjangan  pelayanasn
vang ada batk muncul dan penyelenggara pelayanan meupun dan
pencrima pelayanan. Dengan demukian, hasil jawaban terhadap ber-
bagai kesenjangan tersebul, maka pelayanan yang berkualitas yang
ditandai dengan: baik tidaknya pelavanan, produktivitas, responsivitas,
akuntabalitas, dan resporsibilias akan terwujud
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Soal Latihan

1. Iclaskan apa yvang dimaksud dengan pelayanan publik!

Sebut dan jelaskan azas-azas dalam pelayanan publik!

Mengapa dalam penyelenggaaraan pelavanan publik hans memi-

liki standar pelayvanan? Jelaskan dan bemkan contoh!

. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan publik!

5. Jelaskan bagaimunakah perkembangan dan konsep pelayanan pub-
lik!

Lok =3
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PELAYANAN KESEHATAN

A. Pendahuluan

Pelayanan keschatan merupakan salah satu pelayanan vang
disediakan oleh pemerintah baik secara langsung maupun melalui
kerja sama dengan pihak masyarakat atau swasta. Pelayanan kesehatan
merupakan pelayanan yang penting untuk disediakan atau dimotori oleh
pemerintah, karena pelayanan keschatan merupakan pelavanan dasar
bagi masyumbkal dengan sifainya vang unik, Perbaikon penyelengearann
pelayanan keschatan dan waki ke wakiu senantiasa harus dilakukan
perbaikan-perbaikan  dermi untuk  memehbaa dan menmgkatkan
keschatan masyarakat, mencegah dan menyembuhkan berbagai macam
penyakst vang didenita oleh perseorangan, keluarga, atau masyarakat.
Melalui berbagai perbaikan penyelenggaraan pelayanan keschatan ini
diharapkan bahwa kualitas pelayanan keschatan menjadi memnghat,
schingga berdampak positif terhadap derajat peninghkatan keschatan
masyarakat, Sehubungan dengan im. pada sisi lain pemerintah
juga mengembangkan dan mereformast sistem  jamman  kesehatan
masyarakat, agar masyarakat mudah dan memiliki akses untuk berobat
ke tempat pelayanan kesehatan seperti: mmah sakit, puskesinas dan
tempat pelayanan Fasilitas kesehatan lainnyva,

Pada era sekarang, mumah sakit telah meningkatkan kineria
penyelenggaraan kesehatan melalui: peningkatan kualitas prasarana
layanan kesehatan, pemenuhan kelengkapan sarana kesehatan, pening-
katan kompetensi tenaga medis dan tenaga paramedis, peningkatan
sistemn layanan bebasis teknologt informasi sehingpa masyarakat mudah
untuk mengakses layanan kesehalan dengan cepal dan tepat. Begii
juga pelayanan puskesmas vang disclenggarakan saat ini, di mana
pelayanan kesehatannya juga dikembangkan seiring dengan pelayanan
kesehatan yang sinergis dengan pelayanan di rumah salkat. Dengan
kata lain bahwa pelayanan kesehatn di puskesmas menjadi bagian
penting untuk memberikan pelayanan keschatan kepada masyarakat
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terutama masyarakat vang menderita sakit dalam kategori rmgan dan
mendorong masyarakat mnuk hidup sehat. Dengan demikian tugas
utama vang penting untuk dikembangkan pads pelavanan keschatan
di puskesmas adalah untuk mengajani masyarakat berpola hidup
sehat. Pelayanan klinik kesehatan juga memberikan pelavanan dalam
kategon ringan schagaimana pelayanan keschatan di puskesmas, tetapi
perbedaannya adalah pelayanan klinik kesehatan ndak menjalankan
tugas untuk promosi keschatan. Pelayvanan keschatan lainnya adalah
pelayanan kesehatan wradisional, juga menjadi bagian penting untuk
pemyelkenggaraan  layanan  keschatan bagi  masvarskat ferutama
untuk pernyvakit tertentu dan pelayanan di tempat tertentu yang masih
sulit menjangkau pelayanan di puskesmas atau dv rumah sakit
Kesemua pelayanan kesehatan tersebut di atas adalah pelayanan vang
penting uniuk diselenggarakan agar masyarakal dapat menjaga dan
meningkatkan derajat keschatannya.

. ‘Tujuan Pembelajaran
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan pengertian pelayanan keschatan,

2. Memahami dan menjelaskan pelavanan kesehatan yang berkualitas.
3, Memahami dan menjelaskan jamman peloyanan kesehatan,

4, Memahami dan menjelaskan manajemen pelayanan kesehatan.

5. Memaliami dan menjelaskan pelavansn kesehatan rumah sakit.

f. Memahami dan men)claskan pelayvanan keschatan puskesmas,
Memahami dan menjelaskan pelayanan kesehatan klinik.
Memaharmi dan menjelaskan pelayanan keschatan tradisional.

=

C. Penyajian Materi

1. Pelavanan Keschatan
Konsep pelavanan keschatan dasar mencakup milai-nila dasar
tertentu yang berlaku unmum dan berkaitan dengan berbagai hal,
seperti berikut:
a. Keschatan secara mendasar berhubungan dengan tersedianya dan
penyebaran sumber daya, bukan hanya sumber daya keschatan,
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scperti dokter, perawat, klinik, obat, melainkan juga sumber daya
sosial, ekonomi vang lan seperti pendidikan, ar dan pesediaan
makanan.

Pelayanan keschatan dasar dengan demikian menusatkan perhatian
kepada adanya kepastian bahwa sumber daya kesehatan dan
sumber daya sosial yang ada telah tersebar merata dengan lebih
memperhatikan mereka yang paling membuthkannya.

Keschatan adalah satu bagian penting dari pembangunan secara
menyeluruh. Faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah faktor
sosial, budaya, dan ekenom: di samping biologi dan lingkungan.

. Pencapaian tarfl kesehatan yang lebih baik memerlukan keterdibatan

yang lebih banyak dan penduduk, sepert perorangan, keluarga, dan
masyarakat, dalun pengambilan tindakan demi kegiatan mereka
sendin dengan cara menerapkan perilaku schat dan mewwudkan
lingkunigan yang schat

Pelayanam: Kesehatan  dapal  didefinisikan  sebagai  bentuk
pelayanan ﬁmg diselenggarakan secara sendiri atau secam
bersama-sama dalam suatu organisasi uniuk memeliham dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit
serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarza, kelompok dan
atuupun masvarakat {Azwar, 2000). Mepumt Evan vang dikutip
oleh Astagaulivah (2008), bahwa pelayvanan kesehatan mempakan
pelayanan yang unik hila dibandingkan dengan pelayanan lam
dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hal i dikarenakan
bahwa pelavanan keschatan mempunyal BEa Cin yain: umicertainy
aapmmeted of imfiemarion and externafiry, Ketiga cin utama tersebut
menyebabkan pelayanan kesehatan sangat unik  dibandingkan
dengan produk atau jasa lamnya.

Uneertainty berarti bahwa pelavanan keschatan vang dilak sanakan
untuk menolong seseorang vang menghadapi suatu resibo akan sakit
dan resiko unmuk mengeluarkan biaya uniuk mengobati penyaki
tersehut yang tidak ada paminan akan keberhasilan dan kesembuhan.
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Pelayanan keschatan tidak mungkin unmuk memprediksi penyakit
apa yang akan menimpa seseorang dimasa yvang akan datang, oleh
karcna itu kata tidak mungkin mengetahw secara past pelayvanan
kesehatan apa vang kita butuhkan dimasa yang akan datang. Dengan
demikian Uncertaintyetidakpasiia, dalam hal mi menunjuk pada
kebutuhan pelayanan tidak dapat dipastkan, bak waktu, tempat
dan besar biaya pengobalannya. Sifat milah yang kemudian
membutuhkan kerja sama dengan asuransi.

b, Asymmerry of formagon, yoilu menunjuk pada  penerima
pelayanan berposisi lemah dan dokter serta penyelenggara pelayan-
an merasa balwa pelayanan vang dilakukan berkualitas dan layak
untuk dijuainya, Akibatva, penenma pelayvanan atau pasien rawan
untuk menjad: sasaran bagi dokter dan provider, Oleh karena u
perlu adanya pengendalian dan pemantavan dani pemerintah,

¢ Externality. vaitu pelayanan keschatan tidak saja mempengaruhi
penerima pelayanan tetapi juga orang lam yang terkait dengan
pelmvanan keschatan, kerena pelayanan keschatan harus diadakan.
Akibat dari kondisi i bahwa pelayanan kesehatan membutuhkan
subsidi dalamy berbagai pihak, terutama dalam  penggalian
pembiayaan. Oleh karena it pembiayaan pelayanan kesehatan tidak
saja menjadi fanggung jawab din sendin fetapi menjadi tang gungan
bersama.

Pelayanon kesehatan merupakan pelavanan jasa yang termasull
dalam kategori public good dalam arti bahwa pelayanan kesehatan
merupakan pelayanan yang berusaha untuk memenuhi kebutuban
manusia di idang keschatan, dan penyedmannya dilakukan olch
pemeriniah dengan parfimban can bahwa pelavanan teraebut e ebut
dibutuhkan olch orang banyak. I3 antara pelayanan keschatan
tersebut adalah: Rumah Sakst, Poskesmos, WC wmum dan lain
sehagamya. Pelavanan keschatan merupakan produk pelayanan
dalam benmk jasa vang merupakan tindakan atau perbuatan yang
dapat ditawarkan oleh sa pihak lain, dan pada dasarnya bersifa
intanzioble (tidak berwujud) dan tidak menghasilkan kepemilikan
sesuatu.
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Pada era sckarang pelayvanan keschatan di Indonesia telah ber-

kembang dan dibantu oleh pelayaan vang dibantu oleh teknolog
informasi, Namun demukaan menwrut Luthhh Mardiansyah masih
terdapat 5 kendala yang dibadapinya. yakni:
Koneknvitas., Konektivitas menjadi  penvebab  utama  sstem
keschatan digital {(e-Menlth) di Indonesia ddak berkembang,
terutama masyarakat i deerah-daerah tempencil karena  akses
terhadap keschatan belum terpenubn atau tidak sama dengan
masvarnkal Kota, Jangkouan kemeknifitas jaringan intemet masih
belum menjangkau di selumh pulma di Indonesia. Oleh karena i,
pelayanan semacam ini perlu uniuk diperhatikan oleh pemerintal,
schimgga masyamkst bisa mendapat akses lavanan keschatan yang
baik dengan biava yang jauh lebih murah.

Kejelasan Regulasi. Repulasi tentang kesehatan belum sepenubnya

mengatur pelavanun  kesehatan berbasis teknologi  informasi,

Realitaseya banyak masyarakat yang masih merasa tidak puoas

dengan adenya layvanan keschatan berbasis tcknologi informas:,

Ketidakpuasaan ini terjadi karena:

a.  Pasien mengkhawatickan keamanan data yang diinput ke dalam
lavanan keschatan berbasis teknologi informasi.

b. Belum jelas yvang mevimpan riwayat kesehatan, saat posien
berobat melalui aplikas:.

c. Kecamanan data, masth menjadi masalah dalam layanan
berbasis teknologi informasi.

d. Komumkas: antara dokter dengan pasien belum baik. bila
dokter tidek memenksa penyakit sccara langsung. Apalag
secara pengalaman, banyak dokter vang tidak terbiasa
memeriksa penyakit hanya melalui elepon. Dokter tidak bisa
melihat ckspresi pasien tentang apa yang dirasakan hanya
melalul ponsel. Dokter juga tak berpengalaman memenksa
pasien melalun aplikasi, meski saat im pelan-pefan banvak yang
sudah terbiasa.
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3) Megara Kepulauan, Penyebaran distnibusi keschatan dan negars
kepulavan mergadi kendala tersendin. Beberapa pelaku isnis ke-
schatan enggan untuk mendinkan rumah sakit swasta di tempat
terpencil. Investor hanya berkeinginan menanamkan investasmya
di daerah-dserah yang punva impact banvak, sehingpa terjadinya
disparitas.

4) Pelayanan keschatan masih rendab, Tingkat pelavanan kesehatan
rumah sakit, termasuk di puskesmas di Indonesia relatif rendah. Hal
imi tercermin dan kendala masyarakar dalam mendapatkan lavanon
kesehatan di beberapa nimah sakit, Proses pelayanan rumah sakit i
beberapa daersh terpencil masih rendah, terihat lamanya menunggu
pengobatan, antrian dan lannya.

Teknologi  informast  belum  dimanfaatkan  dengan  bak.
Teknologi mformasi masih banvek untuk lain-lain, bukan unmuk
mendapatkan layanan keschatan. Beberapa tempat pelavanan
kesehatan masih menggunakan pelayanan manual, sementara
masyarakat pengguma micmet juga belum dapat memanfaatkan
layanan keschatan, padahal di Indonesia termasuk pengguna
internet paling tinggi ketimbang negam lam.

2. Pelavanan Kesehatan yang Berkualitas
Pelayanan keschatan yang berkualitas atau sering dikatakan sc-
bagai pelayanan keschatan yang bermutu. Untuk memahanmi pela-
vanan yang berkualitas atau bermutu, dapat dipahami dari bebempa
definisi berikut:

4. Pelavanan keschatan veng berkualitas adalah proses pelavanan
kesehatan yang penvelenggarzanya sesuai dengan standar
pelayanan dan kode etk profesi penyelengpara pelayvanan
untuk dapsat memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan
kesehatan vang nilainya berada i ams ram-rata penduduk
{Aswar dikutip Satrianegara, 2000:106)
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b. Pelayanan keschatan yang berkualitas adalah  pelayanan
keschatan yang diberikan dengan melebihi kebutuhan dan
harapan pencrima pelayanan secara berkelanjutan melalu
pelayanan dokter dan karvawan (Zmmerman dikutip
Satrianegara 2009:106),

Pelayanan keschatan yang berkualitas merupakan pelayanan
keschaan yang telah memiliki derajat kesempurnaan pelayanan
yang merujuk pada standar profesi dan standar pelayanan dengan
mengrerakkan semua poenti sumber dava yang ersedia di tempar
pelayanan secara wajar, efesien, dan efektf. Pemberian pelayanan
keschatan kepada penerima pelayanan harus sesuai dengsn berhagai
aturan, sepett; norma, etika, hukum, dan sesial budaya vang berada
di wilayah pelayanan. Dengan meruuk pada pengertian tersebut
di atas, maka kriteria yang ada dalam pelayanan vang berkualitas
apabila:

8. Pasien atan pencrima pelayanan memiliki rasa empati, meng-
hargai, terhadep penyelengeara pelayanan;

b. Petugas pelayanan keschatan melaksanakan tugas secara profe-
sional yang didukung dengan ilmu pengetabuan, keteranylan,
dan peralatan yvang memenuhi standar; dan

¢. Admmstrator pelayanan mampe untuk mengatur sumber
daya pelavanan, sarana dan prasarana secara baik, henar, dan
pridesional,

Perbedaan pelavanan yang berkualitas atau mutu pelayanan
sering kali disebabkan oleh adanya perbadasn asumsi manajemen
tentang pelayanan yang disiapkan dan yang menjadi harapan
penerima pelayanan, Oleh karena im sehamsnya penyelenggara
pelavanan menstapkan standar dasar pelayanan kesehatan, Standar
dasar pelayanan kesehatan adakah berbagal macam kebutuhan dan
tuntutan pemakai pelavanan keschatan vang dituangkan pada proses
pelayanan.
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Pada wmnumnya terdapat dua fokus pelayanan keschatan yang
berkualitas, vaito:

a. Proses penyelenggaran pelayvanan yang sesuai dengan harapan
penerima pelayanan dan pelayanan dikelola dengan cara efekinf
Kinena vang dilakukan penyelenggara pelayanan harus sesuai
dengan proscs yang benar.

b. Perbatkan penyelenggaraan pelavanan  dilakukan  secara
berkeamambungan dan 1erus menerus, Perbaikan w@rus menerus
merupakan pekerjazn berat dan penyelengearaan pelayanan
yang berkualitas. Perbaikan menuju pelayanan vang berkualitas
memang sulit, tetapi wapib dilakukan perbatkan terus menerus

Bebarapa  pendekatan  untuk  mencapal  pelayanan  yang
berkualitas melalul penmgkatan muty pelayanan.

a. Harapan penerima pelayvanan, Harspan penenima pelayvanan
mendorong upava untuk meningkatkan pelavanan vang berkua-
litas. (Meh karena itu, harapan penenma pelavanan harus
ditdentifikasi dan dipmontaskan serta dimplementasikan dalam
kinerja pelayanan,

b, Perbaikan kmena. Bila harapan penenma pelayvanan teloh
diidentifikasi, langkah selanjutnyva adalah kinerja stafdan dokter
harus diarabkan kepada harapan tersebut, dan penyelenggara
pelayanan  harus memberikan  pengakuan dan  pemberian
reward,

¢. Proses perbatkan. Sermgkali kinerja pelayanan disalahkan
akibat masalah pelayinan dan ketidakpuasan penerima pelayvan-
an pada saat proses pelayvanan kurang mendukung, Untuk 16,
pedu melibatkan staf dalam proses pelayanan, agar staf’ dapat
mengidentifiknsi masalah pada proses pelayvanan dan dapat
mempengarubi kepuasan pelangean.

T 60 | tibemiriitivas Flbgrsams Kaiaheton




d. Budava kena. Untuk mencapai pelayvanan yang berkualitas di-
perlukan perbaikan secara Kontmyu dan didukong oleh budaya.
Oleh karena u, budava kerga baik secara individu, kelompok,
dan organisasi sangal penting untuk mendukung pelayanan
yang berkualitas,

Jaminan Pelavanan Kesehatan

Pemerintzh Indonesia berkewajiban unk memberikan pela-
yanan keschatan kepada masyamkat terutama masyarmakat miskin
piau tdak mampu. Cleh karena it, pemernah elah membenkan
jaminan kesehatan bagi masyarkat miskin atan tidak mampu dalam
rangka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan vang relah dan
sedang dilaksanakan antara lain;

a. Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jaminan Keschatan Masyarakat (Jamkesmas) menipakan
progmm perrsnuhan kesehatan vang diberikan olch pemerintah
kepada warga moasyarakar miskin atau masyarakal yang
tidak mampu. Tupan progmm keschatan i adalah untuk
mewujidkan pelayanan Keschatan vang terbaik dan dapat
diakses oleh seluruh peserta atsu masvarakat rmskin secara
merata di seluruh Indonesia. Masyarakai yang dijamin oleh
program Jamkesmas adalah masvamakat muskin atau tidak
mampuseperts: gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar
serta masvarakat miskin yang tidak punva identitas yang
kepesertaannya ditetapkan melahu keputusan Bupaty'Walikota,
Menurut ketenuan Departemen Kesehatan whun 2009, bahwa
progmm il juga menjamin para anggota Kelusrga Hampan
yvang belum memiliki karfu Jamkesmas, bu hamil dan bay
vang ketika dilahikan belum mempunvai jaminan kesehatan
sefta masyarakat yang menderita penyakil Thalasemia.

b, Jaminan Kesehatan Daerah
Jaminam, Kesehatan Daerah  (Jlamkesda) mempakan
progmm pemerintah provinsi dan pemenntah  kabupaten/
kota untuk menjamin masyarakat miskin unfuk mendapatkan
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pelayanan  keschatan, khususnya bagi masyarakat  tidak
mampu yang tdak mendapatkan jamman pelayanan keschatan
dan program Jamkesmas. Tujuan program mi adalah untuk
menambah dan melengkapi cakupan pelayanan kesehatan bagal
masyarakal mskin secara merata. Sasaran program Jamkesda
adalah seluruh masyamkat miskin yang kepesertaannya belum
terdaftar oleh program Jamkesmas dan ditetapkan melahu
keputusan pemenntah provinsi ataw pemenntah kabupaten/
kota, Jamiman kesehatan dan program Jamkesda meliputi:
pelayanan keschaian dasar, pelayanan rawat map di puskesmas,
pelayanan keschatan pada kink dan rumah sakit, ermasuk
pelayanan keschatan pada mimah sakit jiwa.

¢. Pelavanan Kesehatan Dasar

Pelayanan kesehaian dasar bag masvambatl disediakan
olch pemerintzh di Pusal Keschatan Masyarakat (Puskesmas)
Puskesmas merupakan suatu orgamisasi kesehatan fungsional
sekaligus sebago pusal pengembangan keschatan masyarakat
Selam i, puskesmas bertugas untuk membina peran sera
masyarakat dalam memberkan pelayanan secam menyelunth
dan terpadu kepada masyarakat di wilaysh kerjanya dalam
bentuk  kegatan pokok. Menumt  ketentuan  Departemen
Kesehatan tahun 2004, bahwa puskesmas mempakan unit
pelaksana teknis dar dinas keschatan pemenntah kabupaten/
kota yang bertangpung jawab menyelenggarakan pembangunan
kesehatan di wilavah kerja.

Pelayanan keschatan vang dibenikan oleh  puskesmas
kepada masyarakat terbagai menjadi berbagai bentuk pela-
VAN Yang fmli]:luti: pelavanan  kuratif (pengobatan),
preventif' {pencegahan), promotif {peningkatan kesehatan) dan
rehabilicatif { pemulihan keschatan), Berbagai bentuk pelayvanan
puskesiras sehagaimana dimakswd, ditujukan kepada semus
penduduk dengan tdak membedakan: jenis kelamin  dan
golongan umur Dengan demikian, pelayanan keschatan pada
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Puskesmas memupakan pelayanan keschatan vang disiapkan
oleh pemenntah untuk menjamin, mendidik, mengembangkan
pola hedup schat bag masyarakat,

d. Jaminan Kesehatan sebelum Era BPJS Keschatan

Jumlah Jaminan keschetan sebelum era berlakunya
Badan Penyelenggars laminan Sosial (BPIS) Kesehatan,
terdapat  beberapa badan penyelenggara.  Masing-masing
badan penyelenggara memiliki karaktenstik  berbeda-beda,
diamtaranya adalah erdapar pelayanan vang tdak dijamin
(erclusion af henefif), pembatasan pelayanan  (/imitafion
berefity, dan keharusan membayar selisth tagihan { cosi sharing).
Selain ttu, terdapat perbedasn skses klaim pada masmg-masing
badan penyelengoara, karena terdapat segmentas: kepersertaan.
Beberapa badan penyelenggar jaminan kesehatan disntamnya
adalah; jaminan keschatan bagi pekerja umum disclenggarkan
oleh PT. Jamsostek, dan jeminan kesehatan bagl pegawu
negert diselengzarmkan oleh peserta PT Askes {Persero), dan
bapi masyarakal umum serta pegawal Swasta ertentu bisa
menggunakanbadanpenyelegeara lain yang sangat variasi badan
penvelengearanya. Jaminan kesehatan yang diselenggoamkan
olch beberapa badan penvelenggara ferscbul, kepeseriaannya
tidak sama, sehingga tiap-tiap badan penyelenggara jaminan
kesehatan akan membenkan manfaatl yong ridak sama,

¢. Juminan Kesehatun Era BPJS Keschatan

Adanya ketidaksamaan penermma manfaat bagi masvarakat
yang mengikuti jaminan  keschatan dan  penyelenggara
kesehatan seperti tersebut di atas, nampaknya direspon oleh
pemerintah  sebagal bentuk kelemahannva, Oleh kerena
itu diperlukan penyelenggaraan jaminan kesehatan secara
nasional, yang kemudian dibentuk BPJS keschatan. Tugas dan
BPIS Kesehatan adalah menyelenggarmkan jaminan keselhatan
bagi seluruh masyarakat Indongsia dengan prinsip kegotong
royongan., nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,
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portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan

hasil pengelolaan dana tersebut, selurubnya digunakan untuk

pengembangan program vang digunakan untuk kepentingan
peseria sebagal benfuk jaminan sosial,

Jaminan sosial merupakan benmk perlindungan yang
diberikan kepada masyarakat lermasuk anggota-anggotanya
dan resiko-restko atan perstiwa-perisiiwa terteniu dengan
tujuan untuk menghindari berbagai macam penstiwa yang dapat
mengakibatkan hilangnya atsu twrunya sebagian penghasilan,
dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jamman
kevangan terhadap komsekuens:  ckononn  dan  terjadinya
penstiwa vang dimaksud. termasuk jaminan untuk tunpngan
kelugrga dan snak. Dengan demikian bahwa jamman sosial
merupakan benwk perlindungan sosial yang menjamin selurh
rakyat agar mendapatkan kebutuhan dasar yvang layak.

Program BPJS keschatan membagy jaminan sosial ke
dalam 3 jenis kegiatan jamingn sosial dan penyelenggarainnya
terangkum dalam 2 program, yai:

1] Program diselenggarakan oleh BPIS Kesehatan, dengan
programmya adalah Jaminan Keschatan vang berdaku mulai
1 Januari 2014,

2) Program diselenggarakan oleh BPIS Ketenagakerpaan,
dengan programnya adalah jaminan kecelakaan kerma.
jaminan hari tua, jaminan pensn, dan jaminan kematian
vang direncanakan dapat dimulai roulai 1 Juli 2015
BPIS Kesehatan adalah badan hubum yang dibentuk

untuk menyelenggarakan program jamimnan keschatan, BPRIS

merupakan peleburan 4 (empat) badan usaha mulik negara PT

Taspen, PT Jamsostek, PT Asabri, dan PT Askes, menjadi satu

badan hukum. Untuk menjadi peserta BPJS, di bagi menjadi 2

kelompok, yailu uniuk mavarakal yang mampu dan kelompok

masyarakal yang kurang mampu. dengan penjelasan sebagai
henkut:
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1)

2)

PEIl (Penerima Bantuan luran) jaminan keschatan, adalah
peserta jaminan keschatan vang diperuntukkan bagi fakir
miskin dan orang tidak mampu schagammana diamanatkan
oleh Undang-undang SJ8N, yang lurannya dibayarkan oleh
pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan,
Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan olkeh pe-
merintah dan datur melalu Peraturan Pemermtah.

Bukan PBI jaminan keschatan,

Biaya luran Peserta BPJS Kesehatan penerima banman
ran (PBI) dibayvar oleh pemerintah sebesar Rp19.225/
orang/bulan, biaya iwran bukan penerina banfuan juran
(Non-PBI) a. PNS 5% (gayi) , 2% dan pekerja, 3% dan pe-
merintah b. Pegawai Perusahaan 4 5% (gaji) . (1,5% dan pe-
kera, 4% dari pernusahasn . Mandin kelas | = Rp 39,500/
orang/bulan, kelas 2 = Rp 42.500/0rang/bulan, kelas 3 =
Rp 25 500/0rang ulan.

Berbagar manfaat program BPIS, baik bagik pasien dan
penvelenggara pelayanan kesehatan adalah:

1

Manfaat hag Pasien

Jaminan kesehatan ini menunjukkan adanya Kepastian
pelayanan keschatan dengan prioritas pengobatan berdasar-
kan dermjat keparaban. Adsnyva batasan pada lama rwat
{lemativof stav), diharapkanbahwa pasien akan mendapatkan
perhatian lebih terhadap tindakan medis dari para petugas
rumah sakit, dan berapapun lama rawat yang dilakukan
biayanya sudah ditentukan, Dengan demmkian diharapkan
bahwa pasien menerma kualias pelayanan kesehatan yang
lebih baik, dan mengurangi pemeriksaan dan penggunaan
alat medis yang berlebihan oleh tenagn medis sehinggn
mengurangi resiko vang dihadap pasien (Linda, 2015).
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21 Manfaat bag romah sak

Melalu janminan kesehatan mi, maka manfaat bagi numah

sakil adalah:
a) Mendapat pembiayaan berdasarkan kepada beban kerga
schenamya.

b} Jaminan i akan dapat meningkatkan mutn dan
elisiensi peayanan rumiah sakat,

¢} Dokter atau klinisi dapat memberikan pengobatan yang
tcpat untuk pelavanan yang Iebih baik berdasarkan
derajat keparahan,

d) Memngkatkan komunikagi antar spesalisasi atan muln-
disiplin ilmu agar perawatan dapat secara komprehensif
serta dapat memonitor dengan cara yang lebih obpebnif.

¢) Perencanaan budget anggaran pembiayaan dan belanja
vang lebih akurat,

fy Dapat untuk mengevaluas: kualites pelavanan yang
diberikan oleh masing-masing klinisi (Linda, 2015).

4. Manajemen Pelayvanan kesehatan

Pelayanan keschatan kepada masyarakat merupakan kebutuhan
mutlak vang hams dilaksanakan dan terns dikembangkan oleh
organmasi keschatan di Indonesia seperti: kantor Dings Kesehatan
di Pemerintah Provinsi dan di Pemerintzh KabupatenKota, Rumah
Sakit, Puskesmes, Klink Kesehatan dan omganisasi kesehatan
lainnya vang dikelola olch pemenntah, swasta, dan masyarakat
Pelayanan  kesehaian i bebernpa  organisssi  penyelengoara
pelayanan  keschatan merupakan salah  satn sube-sisten dan
pelayanan kesehatan nasional,

Untuk mengorganisast  seluruh  penyelengara  pelayanan
kesehatan dibumuhkan manajemen kesehatan, sehingga pelayanan
keschatan  dapat  divkur dan dikembangkan  sesuai  dengon
kcbutuhan masyamakat, Sub-sistem dari manajeman  keschatan
darnn  orpanisasi  penyelenggara  kesehatan merupakan  tatanan
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yang menghimpun berbagal upava administrasi keschatan yang
ditopang oleh pengelolaan data dan informas: pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknolom serts pengaturan hukum
kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin
tercapainya derajat kesehatan yang setinpgi-tingginya.  Tujuan
sub-sistem manajemen keschatan adalab terselenggaranya fimgsi-
fungsi admnistrasi kesehatan yang berhasil guna dan berdayaguna,
didukung oleh sistem mformasi dan hukum keschatan untuk
menjamin lerselengoaranya pelavanan kesehatan vang baik dalam
rangka unfuk meningkatkan derajat keschatan masyarakal,

Untuk menjelasakan  lebibh  detal  tentang  manajemen
keschatan, terlebih dahulu dijclaskan tentang berbagar fungsi dan
prinsip-prinsip manajemen. Hal ini menjadi pentmg karena untuk
menjalankan suatn organisasi kesehatan manajer kesehatan harus
memahami  prinsip-prinsip dan fungsi manajemen, agar mampu
menjalankan  fungsi-fungs: manajemen. Manajemen  kesehatan
dapat berjalon dengan baik, bilemene umsur-unsur dan fungsi-
fungsi dan marajemen tersebut dapat berperak sesuai dengan
alur yvang ditetapkan. pada pembahasan ini. terdapat 5 {lima)
ful:lg:{i 1:‘.|E|.1:|z'|j|l~:11|:[1 pc':l:lljng ufifuk duiiﬂk.l‘ipmkﬂil., j.rak:tu: IJ.IIﬂ.IiI.I]i-.I'IS,
argamzing, staffing, actmating, dan comndraling,

a. Perencanann (Manning)
Berbagai penpgertian lenlang perencanaan, seperti vang &i-
kumpulkan Azwar (1988) sehagai berikut:

1) Perencanaan adalah suatu  proses menganalisis  dan
memahami sistem vang dianut, merumuskan wjuan umum
dan mjuan khusus yang ingin dicapai, memperkirakan
semala kemampuan vang dimiliki, mengumikan segala
kemungkinanyangdapat dilak sanabkanunukmencapaimjuan
yang telah ditetapkan, menganaliss efekiivitas dan berbaga
kemungkinan tersebul, menyusun penncian selenghapnya
dan kemungkinan yang emilih, serta mengikatnya dalam
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3)

4]

b)

suatu sistcm pengawasan yang terus menerus schingga
dapat decapat hubungan yang optimal antara rencana yang
dihasiikan dengan sistem yvang dianut { Levey dan Loomba).
Perencanaan adalah suatu proses kerja yang terus-mencrus
vang meliputi pengambilan keputusan vang bersalat pokok
dan penting dan yang akan dilaksanakan secara sistematis,
miclakukan perkirzan-perkirsan denpan menggunakan se-
gala pengetabuan tenfang masa depan, mengorganisasi
Segara sistematis segnia upava vang dipendang periu unik
melaksanakan sepala keputusan vang telah ditetapkan,
serta mengukur keberhasilan dari pelaksanzan keputusan
terscbut dengan membandimgkan  hasil vang  dicapa
terhadap target vang telah ditetapkan melahn pemanfaatan
umpan halik yang diterima dan yang welah disusun secara
teratur dan baik (Drucker)

Perencanaan adalah proses menetapkan pengarahan dan
menctapkan berbagm hambatan yang diperkirakan ade
dalam menalankan suatu program guna dipakai sebagm
pedoman dalam suatu organisasi ( Ansoff dan Brendenburg).

Perencanaan adalah pekenqaan yvang menyangkut penyu-
sunan konsep serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mencapal tujsan yang telab dietapkan demi masa depan
vang kehih baik (Breton).

Perencanaan adalah upaya menyusun berbagai keputusan
vang bersifan pok ok van g dipandang paling penting dan yang
akan dilaksananakan menurt urutannys guna mencapai
tjuan yang telah ditetapkan (Maloch dan Deacon).
Perencanaan  adalah kemampuan unuk memilih satu

kemungkinan dan berbagni kemungkinan vang terscdia dan
vang dipandang paling tepat unuk mencapal tujuan,
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b. Pengorganisasian (Orgenizing)

Setelah manajer organisasi menetapkan dan  menyusun
perencanaan program dan kegatan, maka selanutnya perlu
merancang dan mengergansasikan sumber daya untuk melak-
sanakan berbagai program dankegiatan. Istulahpengorgamisasian
menurwt lerry (1986} berasal dan kata orgonism vang ber-
arti schuah cntitas dengan bagian-bagian vang lerintcgrasi
sedemikian rupa schingga hubungan mercka satu sama lain
dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan,
Pengomgamsasian dalam fings: manajemen mi dapat dikatakan
sehagai langkah untuk menetapkan, mengeolong-golongkan,
dan mengatur berbagal macam kegiatan, menctapkan tugas-
tugas dan wewenang. dan pendelegasian wewenang oleh
pimpinan pelaksana dalam rangka mjuan organisasi. Dengan
demikian, sesungguhnya pengorgamsasian merupakan cara
untuk melakukan sinkromisas1 berbaga sumber daya seperti;
personel, material, dan @t cara untuk mencapai twjuan
organisasi vang telah disepakati bersama.

1) Ruang lingkup pengorganisasian adalah  sebagai
berikut:

a) Penentuan desain organisasi dan sumber daya dan
kegistan-kegiatan vang dibutuhkan untuk mencapa
njuan onganisasi, perancangan, dan pengembangan
suatu organisasi atau kelompok kerja vang akan dapat
mengarahkan hal-hal tersebut kepada tujuan, penugasan
tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang
yvang diperfukan  kepada individu-individu  uniuk
melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan
struktur formal yakni pekenjan ditetapkan, dibagi, dan
dikoordinasikan.
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Penyusunan personalia (sraffing) vaitu penankan dan
pengembangan, serta penempatan dan pemberian on-
enfasi para sumber daya manusia dalam hngkungan
kerja yang menguniungkan dan produkof. Dalam
pelaksanaan fungsi ini  manajemen  menentukan
persyarafan-persyaratan mental, fisik, dan emosional
untuk menduduk i posistjabatanyang adamelahnanalisis
jabatan, deskripsi jabatan. dan spesifikasi jabatan dan
kemudian menank sumber daya manusia vang diperlu-
kan dengan karakierstk pengalaman. Fungsio mi
mencakup kegatan-kegiatan sepert pembuatan untuk
promosi, transfer, atau bahkan demos dan pemecatan;
serta latihan dan pengembangan sumber daya manusia.

1) Manfaat Pengorganis asian

Manfaal vang didapatkan dan pengorganisasian untuk

seprang manaer adalah untuk mengetabui hal-hal sebagm
berikut:

i)

b

c)

dj

Pembagian tugas untuk staf perorangan atau kelompok.
Tugas pokok staf dan prosedur kerja merupakan doku-
men fungsi pengorpanisasian, dan panduan Kinerja siaf.

Hubungan organisatons antar manusia dalam organi-
sasi. Hubungan ini akan terlihat pada strukiur organisasi.

Pendelegasian wewenang. Manajer atau  pimpinan
organisasi akan melimpahkan wewenang kepada
slal sesuai dengan wgas-wgas pokok yvang diberikon
kepada memeka.

Pemanfaatan stal’ dan fwilas fisik vang dimiliki
organisast, Tugas staf dan pemanfaatan fasilitas fisik
harus diatur dan diarahkan semaksimal mungkin untuk

mermbantu staf baik secara individu maupun kelompok
untuk mencapai juan organisasi.
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C.

Penggerakan dan Pelaksanaan (Acruaring)

Sesudah rencana dibuat, orgamisasi dibentuk dan disusun
personalianys, langkah benkutnya adalab menugaskan sumber
dayamanusia untuk melaksanakan tugas sesual dengan program
dan kegiatan yang ditetapkan. Seiring dengan pelaksanaan
program kegiatan, maka dperlukan pengarahan dan seorang
pimpinan, agar pam sumber dava manusia yang melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan apa vang diinginkan, dan
apa vang harus mereka lakukan, Kualitas dan keberhasilan dari
pengarzhan ditentukan kualitas dan gaya pemmpin seperii:
komunikasi, motrvasi. dan disiplin.

Pengawasan dan Pengendalian {Comtrofling)

Pengawasan dan pengendalian merupakan aktivitas fings
manajemen vang keempat, pada sast dan setelah program
dan kegiatan dilaksanakan. Tujuan pengawasan adalab untuk
menjaga dan menerapkan prinsip ehsiensi dalam penggunaan
sumber daya dan menjamin efektivitas terlaksananya program
dan kegatan, Manfag dan pengawasan digntaranya adalah
untuk: meningkatkan efisiensi, mengetzshui penyimpangan,
mengetahui kebenaran penggunaan wakin dan sumber daya
lamnya, mengetahu schab-schab tegadinya penyimpangan,

Pelavanan Kesehatan Rumah Sakit

Pelayanan  kesehatan rmumah  sakit  diimjukkan  uniukl

memberikan pelayanan kesehatan kepada: pasien‘penderita dan
keluarganya, orang schat, masyarakat luas, Pelayanan keschatan
rumah sakit terbagal menjadi: pelavanan dasar, pelayanan spesia-
hstik dan sub spesialistk dan pelayenan penunjang, Berbagai
bentuk pelayanan kesehatan seperti ini, variasinya ditentukan oleh
tipe rumah sakit.

d.

Pelavanan Dasar Rumah Saki

Pelayvanan dasar rumah sakit, meliputi: pelayanan rawat jalan
{poiitekmibrombulatory), pelevanan rawat inap (inpatiend care),
dan pelayvanan rawat darurat {(emergency care).
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1)

Rawat jalan mempakan pelayanan keschatan kepada
pasien tetapi setelah pasien mendapat pelayvanan kesehatan,
pasien langsung pulang ke rumah,.

Rawat inap merupakan pelayanan kesehatan kepada pasien
vang disertal untuk menginap di rumah salkit, karena pasien
memerlukan perawatan terus-menems sampai sembah,

Rawat darurat merupakan pelayanan kesehaton untuk
memberikan pertolongan kepada pasien vang dilaksanakan
dengan segera. Pelayanan rawat darueat dilakukan dengan
prinsip-prinsip: sevive, review dan repair. Setiap pasien
masuk mwat dorwrat di rumah sakit kemungkinan dapat
melahui 3 bagian sebelum masuk ke ruang pelayvanan rawat
inap, atzu pulang ke rumah. Bagian-bagian yang dimaksud
adalah: ruang triage. ruang tndakan dan ruang observasi,

. Pelayanan keschatan spesialistik dan sub spesmalistik adalah

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokier spesialis,
meliputi;

1)

2

i)

4)

Spesialis bedah, terdini dari 8 spesialis yakna: bedah syaraf)
bedal tumor, bedah wrologl, bedah wmum dan digestive,
bedal orthopedic, bedal anak, bedah plaste dan rekon-
struksi, bedah torax dan kardiovastuler,

Spesialis penyakit dalam temdin dari 8 (delapan) sub
spesialis yakni: gustro enteradog, metabolisme/endoknin,
cardiolom, ropical medicine, rheumatolom, puimonolos,
srtmrfal efan hematodoey.

Spesialis kebidanan dan penyakit kandungan terdini dan
7 (tujuh) sub spesialis vakni: ohstetric dan gvnocologi
wia, perinatolowl, endokeinologd, em.h'h’ugf, ohstetete dun
gynocolgi social, reprodulsi dan rekonsiruksy,

Spesialis kesehatan anak terdiri dari 14 (empat belas) sub
spesialis vakni hemaalogd pulmonologl gestroenterologuk
alergi mpunologi, gz, penyakit mfeksi, pencitraan,
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nephrology,  neonatology,  endokrinadogi,  cardinlogi,
tumbuh kembang, dan pediatric pawat darurat

Spesialis telinga, hidung dan tenggorokan terdiri dari 6
{enam) sub spesialis, yakni: orology, audiclogi-vesiibular,

Jering-laringologi, inclogt, onkelogi THT dan bronkio-

exnfapoles,

Spesial matn, terdin dari 3 sub spesialis, vakng: glowcoma,
externil eve divease, retina’nves, imor dan travma rekon-
struksi,

Spesialis mewmdogny, terdiri dari 6 (enam) sub spesialis,
vakni; wewre musculan newn fisiologl,. newrelagi anak,
nevrn apthafmalogs, newro radiologi dan newro restovasi.
Spesialis kulit dan kelamin, terdinn dari 7 (mujuh) sub
spesialis, yvakni: allevgl immimologi, kosmenk, mikalogi,
dermateiogl, penvakit hubungean scksual, umum dan MH
(Morbtis Hansen).

Spcsialis anacsthesi, ferdin dari 6 (enam) sub spesialis,
vakn! thorar & cardiovascular angesthesia, neurs amaes-
thesia, regional analgesia, obstetric anaesthesia and labar
pafmiess, pain cfinte and palllative care, dan infervive carn

FiRET,

10 Spesialis rehabilitasi medik.

11) Spesialis giz klinik.

Pelayanun kesehatan untuk bedah (operasi) vang dilakukan di
mstalasi sentral bedah. Instalasi sentral bedah merupakan pusat
sefurub kegiatan permbedahan pasien di rumah sakit. Beberapa
prinsip-prinsip yang harus dipatuhi di dalam tempat pelayanan
antara lain: cukup nyaman bagi tnin, mencegah infeksi dan
kontaminasi. dan membuat barrier antara hal-hal yang sifamya
bersih dengan yang kotor
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d. Pelayanan keschatan penunjang, sepertic penunjang diagnostic
{radiology dan laboratorium), penumpang terapi (fanmasi, grel,
rehahilitass media dan kamar bedah). Pelayanan keschatan
penunjang spestalistik, terdiri dar:

1] Pelayanan spesialis mdiology, yang terbagi atas: sub
spesialis radiology anak, sub spesialis C, Tomografi, sub
spesialis radiology. dan sub spesialis angiografi.

21 Pclayanan spesialis patologi klimik.

31 Pelayvanan epesialis parasitologi klinik,

4) Pelayanan spesialis mikrobiologi klmik.

53) Pelayanan spesialis patologi anatom.

Pelavanan Keschatan Puskesmas

Pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia salah satunya
dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas merupakan sustu kesatuan
organisasi keschatan fungsional yang menjadi pusat pelayanan
keschatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat
samping memberikan pelavanan keschatan  secara fmenyeluruh
dan temadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Dengan kam
lain puskesmes mempunys wewenang dan fanggung jawab atas
pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Wilayah kemga puskesmas meliputi satn kecamatan  atau
sehapian dan kecamatan. Pertimbangan dan penentuan wilayah
kerja puskesmas, memperhatikan kepadatan penduduk, luss dserah,
keadaan peografik, dan keadaan infrastrukwr lainnya. Penduduk
yang dilavam puskesmas mta-neta 30,000 penduduk setiap puskes-
mas. Untuk perluasan jangksuan pelayvanan keschatan, maka
puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayvanan keschatan yang
Ichih sederhana vang discbut puskesmas pembantu dan puskesmas
keliling. Khusus untuk kota besar yang jumlah penduduknya satu
Juta kebih, wilayah kena puskesmas bisa meliputi satu kelurahan,
Puskesmas di ihukota kecamatan dengan jumlah penduduk 1 50.000
jiwa ataw lebth, merupakan “puskesmas pembina”™ yvang berfung-
i scbagai pusat rujukan bagi puskesmas kelurahan dan juga
mempunya koordinasi.
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Puskesmas merupakan unit pelaksans teknis dinas kesehatan
menjadi penanggungjawab penvelenggam pelayanan keschatan
jenjang pertama & wilayah kerja masimg-masmg.  Puskesmas
sesual dengan fungsinya (sebagai pusal pembangunan berwawasan
keschatan, pusat pemberdayaan magyarakat dan keluarga, serta
pusat pelavanan keschatan dasar) berkewajiban mengupayakan,
menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan yang bermui
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keschatan
yang berkualitas dalam rangka mencapai fujuan pembangunan
keschatan nasional.

Pelayanan keschatan vang dibenikan puskesmas adalah pela-
yanan keschatan menyeluruh meliputi pelayanan:

a. Kuratif{pengobatan )

b. Preventif {upaya pencegahan)

c. Promotif {(peningkatan kesehatan )
d. Rehabilitatif { pemulihan kesehatan )

a. Tata Kerja

11 Berkoordinasi dengan Kantor kecamatan

2) Bertangpungjawab kepada dinas kesehatan kabupaten'kota

i) Bermitra dengan sarana pelayanan  kesehatan tingkat
pertama lamnya

4) Menjalin kerpa sama yang erat dengan fasilitas rujukan

51 Berkoordinasi dengan lintag sekitor

6) Bermitra dengan organmizasi yang menghimpun  tokoh
miasyarakat vang pedul keselatan masyambkat

b, Kedudukan Puskesmas
1} Sistem kesehatan nasional sebagai sarana pelayanan kese-
hatan { perorangan dan masyarkat) strata pertama.

21 Sistem keschatan kabupaten'kota scbagm umit pelaksana
teknis dinas vang bertanggungjawab menyelenggamkan
sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupatenhota,
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3) Sistem Pemenntah Dacrah schagai umit pelaksana teknis
dinas kesehatan kabupaten'kota yang mempakan wnit
struktural pemenntah dacrah kabupaten/kota.

Struktur Organisasi
Struktur organisas: puskesmas yvang diterapkan ditentukan
dan  visi, misi, tujuan, fungsi, serta kegiatan dan program
masing-masing puskesmas. Struktur organi sasi puskesmas dila-
kukan oleh Dhnas Keschatan Kabupaten/Kota yang ditetapkan
oleh Peramran Daerab Kabupmen'Kota, Umumnya strukiur
organisasi terdin atas, sebagai berikut:
|} Kepala Puskesmias
2} Unit Tata Usaha
3} Unit Pelaksana Teknik Fungsional
4) Jaringan Pelayvanan.
#) Puskesmas Pembantu
b) Puskesmas Keliling
¢} Bidan di desakomum s,
Kegigtan Pelavanan kesehatan di Puskesmas
Pelayanan kesehatan di puskesmas terbagi menjadi 4
kegiatan penting, vang meliputi:
Iy Pelayanan Kesehatan Wajib
Pelavanan keschatan vang wanb dilakukan puskesmas
merupakan pelayanan vang berdagarkan komitmen msonal,
regional, dan global serta yang mempunyai daya ungkit
lingg: unink peningkatan derajal kesehatan masyarakat
Pelavanan keschatan wapib meliputi program hasic six yang
harus diselengprakan oleh setiap puskesmas vang ada di
wilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib yaiu:
a) Promosi kesehatan meliputi:
(1) Promosi kesehatan di dalam gedung puskesmas dan
(2} Promosi keschatan & loar gedung puskesmas
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Keschatan lingkungan melipun:

(1) Penyehatan ais

(2) Penyehatan (empat pembuangan sampah dan |-
baty

(3} Penyehatan lingkungan pemukiman dan jamban ke-
huarga

(4) Pengawasan sanitasi dan tempat-tempat umum

(5) Pengamanan tempat pengelolaan pestisida

i) Pengendalian vekior

K14 ermasuk keluarga berencana meliput:

(1) Kesehatan ibu

(21 Keschatan bayi

(3) Upaya kesehatan balita dan anak prasekolah

(4] Upaya kesehatan anak wsia sekolah dan remaja

(5) Pelayvanan keluarza berencana

Upaya perbaikan gizi masyaraka

Upaya pencegahan dan pemberantasan  penyakit

rnenular

(1) I'B pam

(2} Pelayvanan imunisasi

i3) Dhare

(41 ISPA

Upsya pengobatan mehputi;
1) Pengobatan dan
(2] Pemenksaan laboraturio.

Pelayanan Kesehatan Pengembangan

Pelayanan keschatan pengembangan puskesmas adalah

pelayanan yang  ditetapkan  berdasarkan  permasalahan
keschatoin  vong ditemukan & masyarakal serma yang
disesuaikan dengan kemampuan puskesmas, Saat ind
pemerintah  kabupatenkota  dapat  mengembangkan
Jenmis program keschatan vang sesual dengan kebutuhan
masyarakat. Penetapan pengembangan layanan kesehatan
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puskesmas tentunya harus dinkur dengan kemampuan

sumber daya termasuk ketersediaan dan kompetens: tenaga

pelaksananya, dengan tetap memperbatikan arahan dan

kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemenntah Pusat, vang

dilandasi oleh Kepentingan Daerah dan Nasional termasuk

kesepakatan dunia {antarz lam penanggulangan penyakit

polio, TBC, malaria. diare, kusta. dan lain-lain).

Pelayanan keschatan pengembangan puskesmas meliputi;

a) Puskcsmas dengan rawat inap

b} Pelayanan kesehatan usia lanjut

¢) Pelayanan kesehatan mata/pencegahan buta

d) Pelayanan kesehatan telinga/pencegahan gangguan
pendengaran

¢) Keschatan jiwa

I Keschatan olahraga

g} Pencegahan dan penanggulangan penyakit gigi

hy Perawatan kesehatan masyarakat

1} Bina kesehatan tradisional

i} Bina kesehatan kerja

Pelayanan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatn Melalui Program Desa Siaga

Desn siaga adalah suam kondisi masyarakat desal
kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya dan
kemampuan serta kemanan untuk mencegah dan mengatasi
masalah  kesehatan, bencang. dan kegnwatdaruratan
kesehstan  secarn  mandini  (Kepmenkes RI  NoS6d/
Menkes/SK/ VIIL2006), Program desa siaga merupakan
upaya merckontruksi ataw membangun kembal berbaga
pelayanan kesehatan bersumber daya masvarakat dan
pelayanan revitalisasi pembangunan kesehatan masyuarakat
desa sebagai pendekatan edukatif yvang perlu dihidupkan
kembali, diperahankan dan ditingkathan.
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Desa siaga menggunakan konsep back o basic
artinya pelavanan kesehatan dasar (primary health care)
ditata ulang, dengan memulal dan desa. karena keschatan
vang terkan dengan tingkat pendidikan dan strata sesial
ekonomi masyarakal pedesaan lebih membumbkan layanan
keschatan promotif dan preventif melalw penyuluhan
promosi kesehatan. Program desa siaga merupakan bentuk
pemberdaysan masyaraket dengan tujuan ager mas varakat
menjadi mandmi unmk memecahkan masalah-masalah
keschatan yang mercka hadapi, dan sanggup memenuhi
kebutubanmya dengan tidak menggantungkan kehidupannya
dengan pihak luar,

Pelayanan Kesehatan Inovasi

Dinas Keschatan di Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
menetapkan puskesmas untuk mengembangkan suatu kegi-
atan upaya keschatan inovatl vang belum dilaksarakan
secara menvelurwh disemua poskesmas. Seperti program
movasi upaya keschatan dasar, pendanaan keschatan ber-
sumber daya masyarakat dan pola pelayanan kesehatan
berbasis dokier keluarga.

. Sumber Pembiayaan Puskesmas

Untuk terselenggaranya berbagm pelavanan kesehatan

puskesmas, perlu dinmjang dengan tersedianva pembiayvaan
yvang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembiayaan
puskesinas:

1)

2)

Pemenntah

Sesual dengan asas desentralisast, sumber pembiayaan
vang berasal dari pemerintah terutama adalah Pemerintah
Kabupaten/Kora, Di samping 1w puskesmas masih menen-
ma danz yang berasal dan Pemenntah Provinsi dan
Pemenntah Pusat

Pendapatan Puskesmas
Sesual dengan kebijakan pemenntah, masyarakat
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dikenakan kewapban membiayai  upava  keschatan

perorangan  yang  dimanfaatkannya, yang  besarznnya

dientukan oleh pemturan desrah masing-masing. Ada

beberapa kebijakan vang terkait dengan pemanfaatan dana

vang diperoleh dari retribusi puskesmas yaitu:

a) Scluruhmva discior ke kas dacmh

b} Sebagian dimanfaatkan secara langusung oleh puskes-
s

¢) Seluruhnva dimanfaatkan gecara langsung oleh puskes-
mas

3) Sumber Lamn
Sumber lain dalam hal int adalah pendanaan pelayanan
dibertkan seseorang atan orgamisasi  untuk  membantu
masyarakal rmiskin yang disalurkan secara langsung ke
puskesmas dan pengelolaannya mengacu pada pedoman

yang berlalu.

f. Fasilitas Penunjang
1} Puskesimas Pembantu
Puskesmas pembantu yang lebih sering dikenal
sebagai pusiu atau pushan, adalah unit pelayanan kesehatan
sederhana dan berfungsi menunjang serta  membantu
melaksanakan kegatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas
dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil,
2} Puskesmas keliling
Puskesmas  keliling merupakan unit  pelayanan
keschatan vang dilaksanakan secara berkeliling di mas-
varakat vang dilengkapi dengan kendaraan bermaotor roda.
peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, dan tenaga kese-
hatan dari puskesmas. Puskesmas keliling i berfungsi
untuk:menunjang dan membaniu berbagal macam program
dan kegiatan puskesmas di wilayah kerjanya yang belun
atau sufit terpangkau oleh pelavanan keschatan,
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Kegiatan puskesmas keliling dizntaranya adalah:

a) Memberikan pelavanan keschatan kepada masvarakat
di deerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau oleh
pelayanan keschatan dan puskesmas atau puskesmas
pembaniu. Frekuensikerja dari puskesmas keliling i
dilakukan schanyak cmpat kah dalam seminggu, atau
disesuaikan dengan kondisi geografis pelayanan vang
akan dijangkan.

b} Melakukan penvelidikan, bila tegadi Kejadian Luar
Brasa (KLB).

c) Membantu masvarakal untuk mengangkut masyvarakat

yang menderita penyakit terfenta untuk mendapat pela-
yanan keschatan akibat kasus darurat.

dy Melakukan penyuluhan keschatan kepada masvarakat
dengan menggunakan alat audiovisual.

Bidan Desa

Pada setiap desa vang belum disiapkan oleh pemerintah
tentang fasilitas pelavanan kesehatan, pemerintah menem-
patkan bidan desa yang bertempar tinggal di desa. Tugas
dan tanggung jawab bidan desa adalah memben pelayanan
keschatan kepads masvarakat desa. dan  kinerjanya
dipertanggungiowabkan secars langsung kepada kepala
puskesmas, Sasaran pelavanan keschatan bidan  desa
adalah semua masyarakat satu desa yang menjadi wilayah
keganya vang jumiah pendudukinya mta-rata 3.000 jiwa.
Tugas uiamz bidan desa dalam pelavanan kesehatan adalab
membma masyarakat desa dan menggerakkan peran serta
masyarakat desa untuk meningkatkan kesehatan masvarakat
desa melalu posyandu dan kelompok Dasawisma, Sclain
mu, tugas penting dari bidan desa adalah memberikan
pelayanan dan perodongan persalinan di rumah penduduk.
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g. Program Pokok Puskesmas
Program pokok puskesmas antara satu puskesmas dengan
puskesmas lain berbeda-beds, karena disesuaikan dengan ke-
mampuan tenaga medis dan non medis, serta fasilnas yvang ada.
Namun demikian, kegitan pokok puskesmas pada winumnya
yang [amm untuk dilaksanakan adalah:

Program Pokok Puskesmas

| K esgjahteraan thu dan anak 10 Perawatan kesehatan mas-
(RAL yarakal

2 | Keluarga Berencana (KB) |1 | Usaha kesehatan kerja

3 | Peningleatan gizi 13 Lisaha Kesehatan g dan

i mulut

4 | kescharan lingmmgm 13 | Lisaha kesehatan piwaa

5 Pemiberantasan penvakit 14 | Kcschatsn niat
menular

é Pengobatan dan pelayanan 15 Laborgturium (diupayskan
damumt kecelokaan tidak lag sederhana)
Penyuluhan keschatan mas- Pencatatan dan pelaporan

7 16| .
varakat ssstem informas: kesehatan

8 [ Usaha kesehatan sekolah 17 | Keschatan usia lasjut

6. | i echiatan oliimg {g [ Fombmemn pengchetn -

disional

7. Pelayanan Kesehatan Klinik
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
nomor 028 MenkesPer/ V2011, tentang Khmk, dijelaskan bahwa
Elinik merupakan fasilitas yang diselenggarakan perorangan untuk
menyediakan pelayanan keschatan medis dasardan/atau spesialisok,
vang pelaksana kesehatannya dilakukan oleh lelnh dar satu jenis
lenaps kesehatan dan dipimpin oleh seomang wenaga medis. Tenaga
medis vang dimaksud adalab dekter umum dan dokter spesialis:
Bendasarkan jenis pelavanan kesehatan, bahwa jenis klimk
dibagi menjadi dua, vakm:
a.  Klinik Pratama, vaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan
medik dasar.
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b. Klinik Ultama, veitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan ke-
schatan oleh dokter spesialis dan pelayanan kesehatan dasar

Klmik pratzma atau klinik uwtama dapat menyelenggamakan
pelavanan keschatan secara khusus, yakni pelayanan keschatan khusus
berdasarkan: disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakat
tertentu. Untuk menentukan jenis Klinik Pratama atau Klinik Utama
kriterianya telzh ditetapkan oleh Keputusan Menten Kesehatan,
Saal ini pelayanan kesehatan oleh Klinik dapat diselenggarakan oleh
pemermnizh, pemerntah dacrah, atau masyarakat. Klimk saat im
dapat menyelenggarkan pelayanan kesehatan yang bersifat promott,
preventif, kuratif, dan rehabalitatif, Bentuk pelevanan kesehatan klinik
mi diantaranva adalah; rawat jalan, one day cave, awat inap dan‘atau
fome care, Sementara untuk khnik yang menyelengearakan pelayanan
kesehatan 24 (dua puluh empat) jam diwapbkan untuk menvedakan
dokter dan tenaga keschatan pendukung vang disesumbkan dengan
kebutuhan klasifikasi pelayanan yang diselenggarakan.

8.  Pelavanan Kesehatan Tradisional.

Pelayanan kesehatan tradisional adalab pelayanan kesehatan,
yang cara pengobatan atau pera walannyamengacu pada pengalaman
dan ketcrampilan turom-temurum dan pelayvanan keschatannya harus
dapat dipertanggungiavwabkan sesual denpanemorma vang berlaku
di masyarakat setempat. Cam pengobatan pelrymnan kesehatin
radisional terbagi mengadi dua, yakna:

a. Pelayanan kesehatan tradisional yang pengebatannya dengan
mengeunakan keterampilan

bh. Pelayanan keschatan tradisional vang pengobatannya dengan
mengzunakan keahliannya

Setiap orang yang melakukan pelavanan kesehatan tradisional
yang pengobatannya menggunakan alat dan tcknolog hans
mendapat izin dari lembaga kesehatan vang berwenang, Dengan
demikian, penggunaan alat dan eknolog sebagaimana dimaksud
harus dapat dipertan geungjawabkan tentang manfaat dan keaman-
annya serta  Keberadsan alat tersebut tidak bertentangan dengan
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normgagama dan kebudayvaan masyarakat setempat. Oleh karena
i, masyarakal diberi kesempatan vang seluss-luasnva untuk
mi¢laksanakan, mengembangkan, dan menggunakan pelayvanan
kesehatan o radisional  sepanjang  pelaksanaan  pelavanannya
tersebut dapat dipertanggungjawabkan manfasr dan keamarannya
Pemerintah dalam hal mi telah mengatur dan mengawasi pelayanan
kesehatan tradisional dengan didasarkan pada beberapa aspek
seperti; keamanan, kepentingan. dan perlindungan masyarakat.

Sistem Rujukan

Sistem rujukan sebagaimana ditetapkan dalam SK Menten
Keschatan MNomor 23 Tahun 1972, bahwa sistemn  mujukan
adalah sustu sistem penyelenggarnan pelayanan keschatan yang
melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap
suatu kasus penyakit atsu masalah kesehaten secarn vertikal
dalam arti dari unit vang berkemampuan kurang kepada unit yang
febih mampu atau secara honzontal dalam arti antar unit-unit
vang sctingkat kemampoannya, Kemudian, sistem mujukan ma
pada prakicknva dikelola secam strategis, proaktif, pragmatif dan
koordinatif untuk menjamin pelayanan keschatan vang memta baik
secara maternal dan neonatal vang paripurna serta komprehensif
bagi masyarakat, Sistom nukan ini diutamakan untuk pelayanan
keschatan thu dan bayi baru lahir, dimanapun mereka berada
dan bernsal dan golongan ekonom manapun agar dapat dicapai
peningkatan derajat keschatan ibu dan bayl melalui peningkatan
mutu dan ketenangkauan pelayanan kesehatan dan neonatal
wilayah mercka berada. (Depkes BRI, 20061, Dengan dermikian. dapat
dikarakan bahwa sigtem rujubian merupakan suaty figlem jeringan
pelayanan keschatan melalui penycmban anggung jawab sccara
timbal balik atas timbulnya masalah kesehatan masvarakat, baik
secara verfikal maupun honzontal, kepada vang lebih kompeten,
terjan gkan dan dilakukan secara rasional.
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a. Jenis Rujukan
Rujukan secara konseptual terdin atas:

1)

Rujukan medik vang pada dasarmya menyvangkut masalah

pelayanan medik perorangan yang anfara lain meliputi:

a) Rujukan kassus untuk keperluan diagnostic, pengobatan,
tindakan operasi dan lain-lam.

by Rujukan spesimen untuk pemeriksasn laboratorium
klinik vang leamglkap.

c) Huukan dmu pengetahuan antam lain mendatangkan
atau mengirim tenaga vang lebth kompeten atau ahl
unfuk melakukan tindakan, memben pelayanan, alib
pengetahuan  dan  tcknologi  dalam  menmngkatkan
kualitas pelayanan,

2} Bujukan keseshatan masyarakal rujukan yang menyangkul
masalah keschatan masyarakat yang bersifat preventif dan
promotif yang antara lain meliputi:

ajp

b)

<)

Rujukan sarana berupa antam lain banman [shoratorium
keschatan, tcknologi keschatan.

Rujukan tenaga dalam hentuk antara lain dukungan tenaga
ahli untuk pesyvudikan sebab dan asal wsul penularan pe-
nyakit serta penanggulangannnya pada bencana alam dan
gangguan kamtibimas.

Rujukan operasional berupa antara loin bantuan obat,
vaksin, pangan pada saat terjadi bencana, pemeriksaan
specimen jika terjadi keracunan masal, pemeriksaan air
mimum penduduk.

b. Jalur Rujukan Keschatan

[}

Rujukan Pelayanan Medis

a)  Amntara masyarakat dengan puskesimas

by Amtara Puskesmas Pembantw/Bidan di Desa dengan
Puskesmas

¢) Imtem antara petugns Puskesmas/Puskesmas Rawat
Inap
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d) Antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, Labomtorium
atau fasilitas pelayvanan lannya

2) Rujukan Pelayvanan Keschatan
a) Dan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
b} Dari Puskesinas ke instansi lain yang lebilh kompeten

baik mntrasektoral maupun lintas scktoral,
c) ika ruyjukan di kabupatenkota masih belum mampu
menanggulang, dapat diteruskan ke provinsipusat.

Tujuan Sistem Rujukan

Secara umum  tjuan  sistem mjukan  adalsh  untuk
menglusilkan pemerataan pelayanan kesehatan yang didukung
mutu pelayanan vang optimal dalam tangka memecahkan
masalah kesehatan secara berdaya guna dan berhasil. Akan
tetapn secara khusus, sistem rujukan adalah:

Iy Drhasilkannya vpava pelayanan keschatan klinik yang
bersifat kuratif dan rehabilitatif secara berbasil guma dan
bercaya guna

2y Dihasilkannya upayva kesehatan masyarakat vang bersifat
preventif dan promotif secara berhasil guna dan berdaya
QL.

Upaya kesehatan Rujukan

Langkabh-langkah dalam meningkatkan rujukan:

I} Meningkatkan muw pelayanan di Puskesmas  dalam
menampung rujukan dan Puskesmas Pembantu dan Pos
kesehatan dan masyarakat

2) Mengadakan "Pusat Rujukan Antara™ dengan mengadakon
ruangan tambahan untuk 10 temmpat tdur perawatan pende-
rita gawat darurat pada lokasi vang strategis

3y Meningkatkan sarana komin kasi antara unit-unit pelayanasn
keschatan dengan perantaraan lelpon atau mdio komumbkasi
pada setiap unit pelayanan kesehatan

4) Menvediakan puskesmas keliling pada setiap kecamatan
dalam bentuk kendaraan roda 4 atau perahu bermotor yang
dilengkapi dengan radio komunikasi
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5) Menyedizkan sarama pencatatan dan pelaporan yang
meradal bags sistem rojukan, baik rjukan medik maipun
rujukan kesehatan

6) Meningkatkan dana sehat masyarakat uniuk menunjang pe-
layanan rujukan

D. Rangkuman

Pelayanan keschatan merupakan pelayanan yang penting untuk
disediakan atan dimotor oleh pemerintah baik diselenggamkan sendiri
maupun melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun dengan
masyarakat, Pelavanan kesehatan mempakan pelayvanan dasar hagas
masvarakal dengan sifatnya vang umk, vakmi wwicertainn, asymetri
af information and externaliny, Perbailkan kinerja penyelenggarann
pelayanan kesehatan harus dilakukan agar sesuai dengan hampan
masyarakat, schingga dapat meningkatkan keschatan masyarakat,
mencegah dan  menyembuhkan berbagal macam  penyakst yang
diderita oleh perseorangan, kKeluaren, aton masvarakat.  Dengan
demikian perbaikan pelayanan kesehatan ini diharapkan mampu untuk:
meningkatkan kualitas pelayanan keschatan yang berdampak positif
terhadap derajat pemingkatan  kesehatan masyamkat Sehubungan
dengan 1w, pada =ist lain pemenntah juga mereformasi sistem
jaminan kesehstan masyarakat, dalam bentuk Jamkesnas, Jamkesda,
Penvelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Untuk menmingkatkan  kmerja  penyelenggaraan  keschatan
semua  penyelenggara perlu menentukan manajemen  pelayanan
kesehatan  melalui  penenfuan, peréncansan, pengorganisasian,
penggerakan dan pelabsansan, dan pengawasan, Dengan prinsip-
prnsip manajemen i peningkatan  kualias pelaksanaan pelayanan
dapat diukur. Prinsip mamygemen  seperti i digunakan  untuk:
penyediaan prasarana layanan keschatan, pemenuhan kelengkapan
sarana kesehstan, peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga
paramedis, peningkatan sistem layanan bebasis teknologi informasi,

Pelayanan kesehatan masyarakat laimnya juga harus menggunakan
prinsip-prnsip mangjemen seperti: pelayanan puskesmas, pelayanan
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klinik keschatan. Pelayanan keschatan di puskesmas dan pelayvanan
klinik jugs menjadi bagian penting untuk memberikan pelayanan
keschatan kepada masvarakat terutama masvarakat vang mendenta sakit
dalam kategon rmgan. Namun perbedaan pelayanan puskesmas juga
memberikan pelayanan untuk mendorong masyarakat untuk hidup sehag,
sementara pelayanan klinik tidak, Pelayanan keschatan tradisional, juga
menjadi bagian penting uniuk penvelenggaraan lavanan kesehatan bagi
masvarakat terutama untuk penyakit tertentu dan pelayvanan di tempat
tertentil yang masih sulit menjangkan pelayanan di puskesmas atau di
rumah sakit, yvang kmerjanya merujuk pada peraturan perundangan.

Soal Latihan

. Jelaskan pengertian pelayanan keschatan!

2, Jelaskan definisi pelayanan keschatan yang berkualias dan kntera
pelayanan keschatan vang berkualitas !

3. Jelaskan mengapa pemermiah menyelengearakan jaminan kesehat-
an bagn masyarakat!

4, Jelaskan apa manfaat jaminan keschatan bag masyarakat sampai
saal i, berkan analisis manfaat jaminan kesehatan bag masyara-
kat!, apa kelebihan dan kekuarangannya’!

5. Berikan penjelasan pentingnya manajemen keschatan bagi ongani-
sasi penvelenggara pelayanan kesehatan!

6. Ambil salah sa comwoh umah sakit, kemudian berikan analisis
tentang kualitas pelayanan keschatan yang dilakukan, apa kelebihan
dan kekurangannya, kemudian apa rekomendasi saudara!

7. Ambil salah sam conioh numah sakit, kemudisn berikan analisis
tentang kualitas pelayanan keschatan vang dilakukan, apa kelebihan
dan kekurangannya, kemudian apa rekomendasi saudara!

8. Ambil salah satu contoh puskesmas, kemudian benkan analisis
tentang kualitzs pelayanan keschatan yang dilakukan, apa kelebihan
dan kekurangannya, kemudian apa rekomendasi saudara!

9. Ambil salah satu contoh klinik kesehatan, kenmdian benkan
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analisis tentang kualitas pelayanan keschatan vang dilakukan, apa
kelebihan dan kekurangannya, kemudian apa rekomendasi saudara!

10. Ambal salah satu contoh layanan kesehatan tradisional, kemudian
benkan analisis tentang kualitas pelayanan keschatan vang dilaku-
kan, apa kelebshan dan kekurangannya, kemudian apa rekomendas
saudara!
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BAB IV
PENINGK ATAN KINERIA PELAYANAN PUSKESMAS

A. Pendahuluan

Peningkatakan kinerja pelayvanan puskesmas ditentukan beberapa
faktor yang penting dan faktor pendukung. namun demikian setiap
ternpat membutubkan faktor yang berbeda-beda Oleh sebab itu,
keberhasilan uniuk mengelolasumber dayva vang dinlikierutama uniuk
peningkatan kinerja puskesmas menjadi hal peating dalam peningkatan
kmerja pelayanan puskesmas. Pada proses kerjanya, Puskesmas past
melakukan berbagal aktivitas pencatatan atau administrasi dalam aro
ketatausahaan, sepertt; pendafiaran pasien, dafar obat, laporan jumlah
pasien per bulan, dan lainnya. Sehubungan dengan itw dibutuhkan
sistern informasi vang handal dalam arti sistem nformasi vang bisa
mempertemukan kebutuhan aspek ketatausahaan dengan aspek mana-
jerial serfa kegiatan strategi puskesmas. Sehubungan dengan itu peren-
canaan tentang kebutuhan sumber dayva manusia puskesmas sangat
dibutuhkan. Kesalahan di dalam merekru kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia akan berdsmpak pada kesalahan dalam memalankan
tugas pokok pelavanan puskesmas.

Selam 1w, vang penting uniuk peningkatakan Kinerja puskesmas
adalah penyedinan samma dan pmsarana puskesmas, Samna dan
prasarana pelayanan kesehatan Puskesmas yang berada di berbagai
wilayah masih belum sepenuhnva tereukup baik dan aspek pemerataan
maupun dar aspek keterjangkauan terutama yang berada di wilayah
pinguriran di setiap kabupaten. Sehubumgan dengan hal itu salah sam
misi dalam pencapaian Indonesia sehat pemenuban sarena dan prasarana
pelayanan keschatan menjadi perhatian, Dengan dicukupinya sarana
dan prasarama pelayanan di paskesmas, diharapkan adanya pemerataan
pelayanan dalam ami keerjangkavan fasilitas pelavanan kesehatan
dapat dinikmati odeh selumh lapisan penduduk. Pemenuhan sarana dan
prasarana pelayvanan kesehatan imerupakan salah satu upaya penyediaan
fasilitas keschatan dan pemernntah dalam meningkatkan mutu kesehatan
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masyarakat, Penvediaan fasilitss fisik semacam ini merupakan salah
satu ukuran untuk melakokan pemlaian terhadap kinena Puskesmas.
Dengan demikaan bahwa fasilites fisik memapakan faktor yang penting
vang mempenganihi kepuasan pasien atau pelinggan puskesmas, selain
fakior pendukung lainnya. Pada bahesan i penulis akan menjelaskan
penentuan sumber daya manusia pelayanan puskesmas, sarana dan
prasarana puskesmas dan faktor pendukung lain vang dianggap penting.

Tujuan Pembelajaran
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Memahani dan menjelaskan sumber daya pelayanan puskesmas.

2, Memahami dan menjclaskan sarana dan prasarana pelayanan Pus-
kKesmas.
Memahami dan menjelaskan fakior-fakior vang mendukung pe-

e

ningkatan pelayanan puskesmas.

Penvajian Materi

1. Sumber Dava Manusia Pelayanan Puskesmas

Hariandja. M.TE. (2002) mendefinisikan Sumber Daya
Manusia merupakan salah samn fakior yang sangat penting dalam
suatu perusahaan disamping fakior yang lam seperti modal. Olch
karena mu SDM harus dikelola dengan baik unmk meningkatkan
efekrivitas dan efisiensi ongamsads. Demikian pula menunat The
Chartered Insrine of Persomed and Development (C1IPD) dalam
Mullins (2005). Sumber daya nmsnusia dinyatakan sehaga strateg

perancangan, pelaksanaan dam pemeliharaan untuk mengelola
manusia untuk kinerja usaha vang optmal ermasuk kebijakon

pengembangan dan proses unmk mendukung strategi. Menurut
Hasibuan (2000)), pengertian sumber daya manosia  adalah
kemampuan terpadu dan dava pikir dan dan daya fiskk yang
dimiliki individy. Pelaku dan sifamya dilakukan oleh keturunan
dan lingkungannya, sedsmgkan prestasi kerjanva dimotivasi olch
kecinginan untuk memenahi kepuasannya.

ke
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Sumber daya manusia vang memben pelayanan keschatan senng

disebut juga tenaga keschatan atau seseorang vang mengabdikan din
dalam upaya keschatan, dengan memaliki pengetahuan dan keteram-
pilan vang diperoleh melalu pendidikan dan pelanhan kemudia diben
kewernamgan uniuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Terdapat
beberapa macam sumber daya keschatan antara lain:

1)
2)
3)
4)
3)
fr)
7

Tenaga kesehatan terdiri atas:

Tenaga medis, seperti dokter

Parn medis perawatan, seperti perawat

Para medis non peraw atan, seperfi ahli anastest

Tenaga non medis, seperti kesehatan masy arakat

Tenaga administrasi, akuntan

Tenaga teknis, sarjana teknik

Penvusunan Kebutuhan Sumber Dayva Manusia

Terdapat beberapa langkah dalam penyusunan kebutuhan sumber

daya manusia:

I} Pengumpulan dan Ketenagaan
Pengumpulan data ketenagaan dilakukan wnmk mengetahu
kondisi tenaga saat ini. Pengumpulan data dengan menggunakan
data sekunder atau data premier Data ketenagaan dapat
diperoleh di bagian kepegawaian instansi keschatan,

2} Penpgolahan Data
Data sckunder atan data primer diolash baikk secara manual
maupun dengan sistem komputerisasi.

3)  Analiziz Kebutuhan Tenaga Kesehatm
Langkah ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi
jents ketenagamn.

4) Penentuan Metode Perhitungan/Penentuan Kebutuhan Tenaga

Pemilihan metode perhitungan kebutuhan tenaga sesuai dengan
pedoman vang dtetapkan.
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5) Perhiungan Kcbutuhan Tenaga
Proses perhitungan kebutuhan tenaga dengan menggunakan
metode  terientu. Beberapa metode perhitungan  kebutuhan
tenaga (Kepmenkes L 2004 adalah:

i)

b

Berdasarkan Ragio Penduduk

Perhitungan metode msio vaim membandingkan jumlah
tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Selanjumya
dibandingkan dengan standar vang ada.

Adapun rumus yang digunakan:

Contoh:

Pada tahun 2014, Kota Kendari memaliki jumlah penduduk
210,000 jiwa. Ketersediaam tenaga perawat sebanyak 500
orang. Maka perhitungan kebutuhan tenapa adalah:

Berdasarkan Beban Kerja Pegawan

Perhitungan beban kena yaim membanding kan kemarmpuaan
pelayanan ketenagaan dan dengan jumilah kunjungan pasien
setiap han kegja.

Adapun rumus yang digunakan:

Conmoh:

Pada tahun 2014, puskesmas mata kota Kendan memilik
jumlah kunjungan rata-rata 45 pasien‘hari. Ketersediaan
tenaga dokier di poldi umum sebanyak | omang, Maka perhi-
tungan kebutuhan tenaga adalah:

Disimpulkan 1 dokier melayani 43 jiwahan.

Standar normal kemampuan pelayvanan scorang tenaga
kerja dalam melayani pasien'han kena selama 5 jam adalah
maksimal 30 pasien, maka kebutuhan tenaga kerja rata-rata
| banding 45 pasien adalah membumbkan 2 orang tenaga
kesehatan,
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c)

d)

Berdasarkan Trend

Perhitungan metode drend yaitu menilan kebutuhan tenaga
keschatan dengan melihat data vend kebutuhan tonaga se-
belumnya. Data ini diperoleh di instansi kesehatan setempat.
Metode 1 paling sederhana yai ekstraporasi berdasarkan
pada tingkat perubahan di masa yang lalu untuk membuat
proveksi di masa yang akan datang.

Contoh

Bala melihat rata-rata penenmaan pegawai selama tyga tahun
terakhir dengan jumilah 5 orangiabun, maka untuk sat
tahwun vang akan datang akan diterima sebanyak 5 pegawai.

Berdasarkan Tanzet

Perhitungan tenaga metode target yatu membandingkan
target vang ingin dicapai dengan kebutuhan tenaga. Melihat
target yang ditentukan dapat dthiung berapa vang harus di-
capai, berapa lama suatu tgas lertentu dapat diselesaikan,
jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai target tersebut,

Contoh:

Dhictapkan bahwa target suatu pelayanan adalah 1K) per
unit kegatan per tahun, Pemyvelesmian 1-umit kegmtan
membotuhkan wakt 10 jam, Maka dalam 1 tahun dibunuh-
kan 1000 jam untuk dapat mencapai tarpet tersebur
Kalau kemampuan tenaga hanya 2 jam schan untuk dapat
mengerjakan unit kegiatan tersebul maka dibutubikan
adalah;

Jika jumlah hari kerja adalah 250 hart dalam 1 fabun, maka
diperlukan

Yady, untuk dapat mencapai target dan 100 unit kegiatan ter-
schut, dibutuhkan 2 orang tenaga yang bekerja 2 jam schan
selama 1 tahun.
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c)

-

Berdasarkan tumtutan

Perhitungan tenaga berdasarkan tuntutan dengan melihat
tuntutan pelayanan  keschatan vang  diingimkan  olch
penggund.  Perhitungan diawall dengan lkebth  dahulu
menghitung jumlal konsultasi, kunjungan, kegiatan, dan
sehagainya untuk periode harian, mingguan, dan kemudian
diproyeksikan untuk periode tahunan,

Conteh:
Hasil pendapatan diperoleh jumiah kunjungan, konsulias:
atau kegiatan haran antara hari senin sampal dengan sabtu
masing-masing 35 omang. Jadi dalam jumlab kunjungan
adalah:

Satu tzhun jumlah kunjungan adalah 52 minggu x 35 orang
= | .42, Bila kemampuan scomng lenaga melavani 5 kun-

Jungan‘konsultasi seharl. Maka dibutuhkan:

Maka dalam sartu tghunnya dibutuhkan

Jadi dalam sat tabun dibutuhkan | orang tenaga vane dapat
mencapa 30 kunjunganfonsulias tersebul.

Berdasarkan struktur jabatan

Perhitungan kebutuhan tenaga keschatan dapat pula dila-
kukan dengan menentukan strukmur jabatan dan kedudukan
pegawal dalam lembaga sesuai dengan kebutuhan,
Misalmya Divisi A, terdiri dari 1 orang Kepala, dibantu ofeh
I atau 2 orang staf Kebutuhan enaga kesehatan disesuaikan
dengan kebutuhan, dapat memiliki | atau ebih staf, Demi-
kin pula pada divisi lainnya, kebutuhan tenaga kesehatan
disesuaikan kebutuhan lembaga 1ersebult,
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b,

)

)

Penyusunan kebutuhan tenaga

Tabapan i dilakukan dengan menyusun kKebutuhan tenaga ke-
schatan berdasarkan pengelompokan tertentu, Misalnyva kebu-
tuhan menurut pendidikan, profesi. keterampifan, jumlah dan
sebagainya.

Penpambilan keputusan

Tahapan ini dilabukan unuk menetapkan kepunsan kebutuhan
tcnaga keschatan sccare kesclunihan.

Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia

1)

2)

Manajemen Sumber Daya Manusia

Penarikan (rekrutmen), seleksi, pengembangan, pemeliharaan,
dan penggunaan sumber daya manusia uniuk mencapai ujuan
imgivichi maupun organisasi. Batasan i menynnpulkan bahwa
manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses
yahg terdir abas:

a) Rekruimen sumber dava manusia,

by Sckksi sumber dava manusia.

¢} Pengembangan sumber daya manusia,

d) Pemeliharaan sumber dava manusia.

¢) Penggunaan sumber dava manusia.
Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia
Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah menmgkatkan
kontmbusi sumber daya manusia{ karyawan) icrhadap organisas:
dalam rangka mencapai produktivitas orgamsasi. Tujuan ing
dapat dijabarkan ke dalam empar iujean vang lebih opérasional,
a) Tujuan Masyarakat
Tujuan masyarakat {secielal shfective) adalah bertanggung
jawab secara sosial terhadap kebutuhan dan berbagar tan-
tangan vang timbul di masyamkat. Sustu onzganisasi yang

ada ditengah-tengah masyarakat membawa manfaat dan
keuntungan bagi masyarakat.
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by Tujuan Organisasi
Tujuan organisasi {evganization ofyeciive) adalah uatuk
mengenal babwa manajemen SDM 1fu ada (cksis) schingga
perlu membertkan kontnbusi terhadap pendayagunaan or-
panisasi secara keseluruhan.

¢} Tujuan Fungsi
Tujuan fungsi (fiesctfon offecive) adalab umuk merelila-
ra kontribusit bagian-bagian lam agar mercka (SDM dalam
1ap bagian) melaksanakan wugasnyva secara optirmal,

d) Tujuan Personel
Tujuan personel uwituk membantu karvawan atau pegawal
dalam mencapa tujuan-tujuan pnbadimya dalam rangka
mencapa ljuan organisas.

¢. Kegintan Manajemen Sumber Daya Manusia
Kegiatan-kegiotan manajemen SDM merupakan bagian dan proses
manajemen SDM yang paling sentral dan merupakan rantai dalam
miencapal fujuan secara kescluruhan organsasi. Sistemn manajemen
surnber dava manusia dapat dilibat pada gambar berikul:

Kepintan Tujunn Tujuan
."r'l;;g;!mun MI;!ELI;H:‘E“ OrgAnisAL
¥ Bl
¥ Chganmisa
&l

*  Fungsi
- .
Poroonel Sumhor-
wnmiber
lnan
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d. Fungsi Manajemen Sumber Dava Manusia
Fungsi-fungsi manajemen sunber dayva manusia dapat dikelom-
pokkan menjadi dus, vaitu sehagm benkut.

1} Fungsi Manajemen

2)

a)

b}

e)

d)

el

f)

)

Perencanaan (planning), Adalahbagian terpentmg pencn-
man progeam karyawan SDM dalam rangka membani
IETCAPAINYE SASATIN atal fujuan organisasi.,
Pengorganisasion (orgamizine). Apabila Kegiatn telah disu-
sun dalam mngka mencapai tujuan organisasi maka untuk
pelaksanaan atau implementasi kegatan terschut  hanus
dilakukan pengorganisasian.

Pengarahan {directing). Untuk melakukan kegiatan yang
ielah direncanakan agar kegiatan berjalan dengan efekuf
diperukan arahan.

Pengendalian (comralling). Agar kegiatan organisasi dapat
bealan sesuai dengan rencana, angsi pengendabian sangat
diperlukan.

Penpembangan  (development). Perlu  pengembangan
smnpal pada taafl terten sespai dengan pengembangan
O ZATH 5481

Kompensasi  {compernsafion). Kompensasi  merupakan
fimgsi manajemen yang sangal penting melalui fangsi ind
organisasi memberikan balas jasa yang memadal dan ayak
kepada karyawan.

Integras ({megration ). Integrasi adalah kegiatan manajemen
yang bertujuan untuk rekonsilinsi kepentingan karyawan
dalam organisasi.

Fungsi Operasional

al

Penpadaan tenaga (recrwiiment). Bertujuan untuk memper
olel jenis dan jumlah tenaga atau sumber dava manusia
vang tcpat, sesual dengan kemampuan yang dibutuhkan
oleh unit-unit kerja yvang bersangkutan.
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by Pemeliharazan (maointenance). Kemampuan SDM  yang
telah dinilke oleh sustu organisas: perlu dipelibam karena
kemampuan fersebut merupakan aset vang penting  bagi
lerlaksananya tugas dan tujuan organisasi.

¢) Pemisahan {yeparation). Seorang karvawen tidak mungkin
akan sclalu bekenja pada omzanisasi tertentu, suatu ketika
paling odak mereka harus memumskan hubungan kerja
dengan cara pensiun.
Langkah-langkah dalam proses seleks: sumber daya
manusia:
{1} Penenmaan pendabuluan pelamar
{2) Tes seleksi
{3) Wawancara seleksi
{4) Pemernksaan referensi
{5) Evaluasi medis (tes kesehatan)
{0} Wawancara akhir
{7) Keputusan penermaan
Proses seleksi sumber daya manusia dapat dilihat dalam

gambar benikut:

Pansrinas W aw Lo nra Fees

P;uh —

PtIﬁI::II;Im selekzi kesebatan
Keyriusan
pErriEImAn

(|
Tesdea | p| Pemerikspm | Wawman [
perErimkaan el et Akl
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2. Sarana dan Prasarana Puskesmas

Untuk meningkatkan  kinena  pelayvaman  kesehatan o

puskesmas, maka sarana dan prasarana vang disediakan Puskesmas
adalak:

il

b.

Material
Material adalah bahan atau barang yang dibutuhkan uniuk

proses produksi. Proses produksi di sini adalah pelayanan
kesehatan. Dengan kata lain material adalah sebush masukan
dalam produksi. Bahen mentah vang belum diproses, wtapi

kadang kala telah diproses sebelum digunakan wnmk proses
lebih lanjut. Contoh; obat-obatan, bahan makanan dan lain-lain.

M hine/Peralatan

Mesin adalah suatu alat yang digerakkan oleh suatu kekuatan/
fenage vang dapat dipergunakan untuk membantu manusia
dalam mengerjakan produk  atau  membantu  pelayanan
keschatan, Misalnya gensct, pompa air, pembersih debu,
ncinerator, AC, dan lain-lain. Sedangkan peralatan kesehatan
adalah setap instrumen atau perkakas yang dipergunakan
untuk melakukan pekerpaan dalam mengerjakan produk atau
membantu pelayanan kesehatan. Misalnya mumting, tang, obeng,
peralatan dapur, dan lain-lain,

. Teknologi Informasi

Teknologn mformasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap
proses penyampaian informasi darl pengirim ke penerima se-
hingga: Lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama
penvimpanannya. Misalnya telepon, layanan internet, sistem
komputerisasi.
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4. Penyusunan Kebutuhan Barang/Peralatan

1}y Langkah Penvusunan Kebumhan Barang
Heberapa langkah dalam penyusunan kebutuhan bamng yaiiu:

aj

b)

€l

d)

el

2)

Pengurmpulan Data Barang

Pengurnpulan data barang dilakukan untukmengetahui kondia
barang saat ini. Pengumpulan data dengan menggunakan dats
sckunder atau data primer.

Pengolahan Data
Data sckunder atau data primer diolah bhak secara manual
manpun dengan sistem komputerisasi.

Anelizis Kebutuhan Barang

Langkah mi dilakukan untuk menpetahui dan mengidentifi-
kasi jenis barang.

Penentuan metode perhitungan/penentuan kebutuhan barang
Pemilihan metode perhitungan kebuiuhan barang sesua

dengan pedoman yvang ditetapkan.

Perbitungan Kebutuhan Barang
Proses perhitungan kebutuhan barang dengan menggunakan
metode terienn.

Pemyusunan Kebutuhan Barang

Tahapan ini dilakukan dengan menyusun kebutuhan barang
berdasarkan pengelompokkan tertentu. Misalnya kebutuhan
menmut jenis, sifat barang dan sebapainya.

Pengambilan Kepulusan
Tahapan imi dilskukan untuk menetapkan  keputusan
kebutuhan barang sccam keseluruhan,

Menunt LKPP (2012), prosedur penyusunan rencina uimim
pengadaan barang/jasa, yang meliputi;

a) ldentifikasi kebutnhan barang/jasa.

b) Penyusunan dan pénclapan rencanin Penganggaran,

¢} Penctapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan.
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d) Penctapan kebijakan umum tentang cara pengadaan, mel-

¢)

f)

E)
h)

e

i 1) Pengadaan dengan cara swakelola; dan
(2) Pengadaan dengan menggunakan penyvedia barang (jasa,

Penctapan kebijakan umum lentang pengonzanisasian penga-
daan,

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK),

Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan.

Pengumuman rencana umum pengadaan.

2) Metode Perhitungan Kebwtuhan Barang

al

)

Model-model Peramalan

Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa
kebumhan di masa datang yang meliputi kebutihan dalam
ukuran kuantitas, kualitas, wakiu dan lokasi vang dibutuhkan
dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa.
Peramalan ndak terlalu dibuthkan dalam kondisi permintaan
pasar yang stabil. karenn perubahan permintaan relatif kecil.
Dralan kondisi pasar bebas, permintaan tesebut terpaniung
dart keadaan sosial. ekonomi, politk, aspek teknologi, produk
pesaing. dan produk subtitusi. Oleh kKaréna i peramalan
vang akurat menipakan informasi yang dibutuhkan dalam
pengambilan kepuisan manajemen (Nasution, A H_2003).

Terdapat dua jenis model peramalan yang wtama, yaitu:
Model deret berkala (sime series) dan model regresi {kausal).
Pada jenis pertama, pendugaan masa depan  dilakuken
berdasarkan nilai masa lalhue Tujuan metode peramalan deret
berkala seperti itu adalah dengan menemukan pola dalam
deret historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut ke masa

depan,
Peramalan Permintaan

Sagaran akhir dari keseluruhan akuvites peramalan
adalah perkiraan mengenar kebutuhan modal. Dengan
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mengetabul kebutuhan modal pada semua aktivitas produksi,
muka kebijakan harga dan keuntungan lebih mudah uatuk
dibuat (Baroto, T.. 2004 dalam Andavani. P, 2011)

Metode Peramalan

Metode peramalan merupakan suatu metode atau @on

pendekatan kemungkman akan terjadmya suatu kejadian di
irmasa vang akan datang dengan menganalisa keadaan diwakiu-
waktu yang lalu. Penyusunan peramalan yang berdasarkan
pada dara histons vang ada seringkal mengounakan rrewd
uniuk melaksanzkan perhitngan  peramalan  penjualan
{Baroto, T.. 2004 dalam Andayani. P, 2011)

{1y Model Peramalan Kualitatif

Dalam peramalan secara kualitatif ada 4 metode yang
urium dipakai:

Jun Opini Eksekutif

Mewode Delphi

Crabungan Tenaga Penjualan

Survey Pasar

{2) Model Peramalan Kuoalitat f

Model kuantitatif dapat diperpunakan dalam perkiaan,
pada dasamya dapat dikelompokkan dalam dua jenis,
vaitu metode deret berkala (fime series) dan metode
regresi atau kausal (Spyros M, Steven C, Victor E, 1995,
dalam Andayani. P, 2011}

(a) Metode fime Seres
Merupakan metode di mana pendugasn masa
depan dilakukan berdasarkan nilai masa lalu dan
sugtu variabel atau kesalahan masa lalu, Tuojuan
metode peramalan deret berkala seperti itu adalah
dengan menemukan pola dalam deret histonis dan
mengekstrapolasikan pola tersebut ke masa depan
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Langkah penting dalam memilih swatu metode time
serfes yang tepat adalah dengan mempertunbangkan
jenis pola data, schingga metode vang paling tepat
dengan pola tersebut dapat diuji.

(b Metode Kausal

(c)

Diengan mengasumsikan bahwa faktorvang diperkira-
kan/diramalkan memunjukkan adanva lhubungan
schab akibat dengan satu atau lebih vanabel bebas.
Maksud dari model kausal adalah menemukan
bentuk hubungan tersebut dan menggunakannya
untuk meramalkan nilai mendatang dari variabel
tidak bebas,

Madel Rearder Point Svstem (ROP)

Pada dasarmya metods ROP merupakan suatu wknik
pengisian kemball inventori apabila total stock on-
hand plus on-order jath atau herada di bawah ttk
pemesanan  kemball (reonder poin=ROP). ROP
merupakan metode mventor: yvang menenpatkan
suaty pesanan untuk lot tertentu apabila kuantitas on-
fieendd berkurang sampai tingkat yang dikenal sebagai
titik pemesanan kembali (ROP). ROP  dihitung
berdasarkan formula:

ROP = DLT + 88
ROP = Tink Pemesanan Kembali (Reorder
FPoini)

DLT = [Permuntaan Selama Wakm Tungpu
[ Dememd Dyring Lead Time)

i = Swck Pengaman ( Safery Stock)
Terdapat 4 (empat) faktor yang menentukan ROP,
v

« Tingkat permintaan.
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*  Waktu tunggu.

«  Ketidakpastion dalam tingkat permintaan dan
witktu tunggu pengisian kemball,

«  Kebijaksanaan manajemen berkaitan dengan
tingkat pelayanan pelanggan yang dapat diten-
mx (Gasperz, Vincent, 2004, dalam Andayand
P 2011},

3. Faktor-faktor vang Mendukung Peningkatan Pelavanan Pus-

kesmas
Upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas merupakan

suatu proses manajemen vang dilakukan secara sistematis, objektif,
terpadu dan berkesinambungan serta berorientasi pada pelanggan
Peningkatan mumu pelayvanan kesehaman puskesmas didasari atas
paradigmabahwa peningkatanpelayvanan mutupelayanan puskesmas
akan tercapai, jika proses pelayanan diperbaiki dengan menempkan
prnsip dan metode jaminan mutu, Jaminan mutu didefinistkan olch
lokakarya tentang jaminan mutu yang diselenggarakan di Cisana
(1991} adalah suatu proses pengukuran derajat kesempurnaan
penampilan kerja, dibandingkan dengan standar dan dilakukan
tfindakon perbaikon vang sistematis dan bedoesinambungan, untuk
mencapai mutu penampilan kerja vang optimum, sesuazi standar,
dan sumber daya vang ada.
Prinsip pendekatan jaminan mutu terdin atas:

Bekerja dalam tim;

Memberikan fokus perubahan pada proses;

Mempunyai orientasi kinerja pada pelanggan

Pengambilan keputusan berdssarkan data; dan

Adanva komitmen pimpinan dan keterlibatan saf dalam

pethaikan proses pelayanan, Jika kelima prinsip tersebut dapat

dirazakan dan dibuktikan bahwa puskesmas i telah menempkan

prinsip-prinsip jaminan muu dalam manajemennya.

o = SR

Adapun fakior-fakior vang mendukung peningkaum pelayanan ke-
sehatan vakni sebagai berikut:
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4. Sumber Daya Tenaga

Kebutuban tenags kesehatan, Penvelenggaraan pembangunan
nasional vang berwawasan kesehatan serta pembangunan kesehatan
memeriukan berbagal jenis tenaga keschatan yang memilik
kemampuan melaksanakan upaya kesehatan dengan paradigma
schat, yakni yang lebih mengutamakan upaya penmghkatan dan
pemehiharaan keschatan scria pencegahan penvakit  Keperluan
tersebut harus disusun dalam suatn rencana kebutuhan tenaga
kesehatan sedual denpan sasaran nasional program pembangunan
keschaian jangka menengah tahun 2010, Selanjuinya keperluan
tersebut diperhitungkan terhadap beban kerja vang harus dilaksa-
nakan olch tenaga keschatan dalam mencapa sasaran upava
kesehatan pada 2010, kemudian dibagi dengan kemampuan
tenaga tersebul melakukan upaya termaksud sampai dengan
tahun 2010, Dewasa ini, tenaga keschatan di Indonesia adalah
sckitar 769832 tenaga. terdin atas 384916 ftenaga masyarakat
dan 384916 tenaga pemerimiah kecenderungan penyediaan
tenaga tersebut pada tahun 2010 adalah sekitar 1.399.624, terdin
atas 699812 tenaga masyarakat dan 699812 tenaga pemerintah.
Dengan memperhatikan  keperluan progmme-program  kesehatan
seperti vang diganskan dalam rencana pembangunan kesehatan
menuju Indonesia Sehat 2010 kemudian proyeksi penyediaan serta
pemberdayaan tenapa tersebut, direncanakan tenaga kesehatan di
seluruh Indopessa pada tahun 2010 adalah 1 305000 tenaga. Secara
kescluruhan, mmpaknya jumiah kebutuhan dan penyediaan tenaga
kesehatan pada tahun 2010 cukup seimbang. Tetapi bila ditinjau
secara spesifik, penyediaan untuk beberapa kategori tenaga masih
kurang mencukupn untuk memenuhi kebutuhan fenaga tersebut,
yaitu terutama dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, serta
sarjana keschatan masyarakat,

Pengadaan tenaga keschatan, Uniuk memenuhi kebutuhan
tenaga yang direncanakan perlu diadakan peningkatan  dan
pelatihan serta pengelolaan tenaga kesehatan yvang ada, Pengadaan
tenaga keschatan dilaksanakan melalu pendidikan dan pelatihan
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tenaga yang disclenpgarakan oleh masyarakat dan pemerintahan
Pemerintah menetapkan kebgakan pengadaan pegawai negen sipil
yvang mehputi penyelengarsan pendidikan dan pelatihan bag tenaga
kesehatan yang bersifat sirategl. Pendidikan dan pelatthan tenaga
kesehatan sebagai suatu kesatuan yang terpadu harus dikembangkan
secara menyvelunuh dan menyangkut hal-hal berikut,

1)

2)

3}

4)

3)

Siswa, Pada nwmsa yang akan datang, tenapa kesehatan
profesional yang akan dikembangkan adalah tenaga keschatan
tngkat madya dan tinglat sanana. Kebijaksanaan ini dinetapkon
karena semakin meningkatnya mutu tenaga yang dibatuhkan
serta makin banyaknya lulusan setingkar sekolah menengah
umum vang dihasilkan,

Pendidik. Dengan makin meningkatmyamuiu tenaga kesehatan
yang dibumhkan, diperfukan tenaga pendidik vang memiliki
pengetabuan dan keterampilan yang tnggi. di samping memi-
liki pula kemampuan mendidik yang andal berdasarkan rekno-
logs pendidik.

Lembaga pendidhkan. Lembaga pendidikan pada masa yang
akan datang harus terakreditasi dan makin  ditinpkatkon
mutunya sedemikion rupa schingea dapat berperan Sebagai
sumber teknologi keschatan, di samping sumber penyediaan
tenaga keschatan,

Perangkat lunak dan perangkat keras, Perangkat lunak dan pe-
rangkat keras merupakan upsur yang tidak dapat dipisahkan
dalam kegiatan pendidiken. Oleh karena in, kedua peranghat
tersebut akan dikembangkan secam serasi

Pengembangan  karier tenaga  kesehatan.  Penpembangan
karier tenaga keschatan akan didasarkan pada sistem karser
dan prestasi kerja. Pendidikan dan pelatihan haris dinmhkan
kepada pengembangan karier tenaga keschatan.

Pendayvapunann  tenaga kKeschatan, Pendavagunasn lenags

kesehatan akan mengdi unsur terpenting dalam pengembangan
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tenaga keschatan di masa mendatang, Oleh karena it kemampuan
pendayagunaan tenaga di semua tngkat perlu ditingkatkan,
Pengembangan kaner tenaga keschatan swasta dam pemenntah
penting untuk terus dinngkatkan dan diserasikan secara bertahap.
Dalam kaitannya dengan hal ini pemerintah menerapkan kebijakan
pembmaan pegawai negeri sipil di pusat dan dacrah yang meliputi
pengaturan sarana, standar, dan prosedur kepegawalan serta
penzembangan karier, Profesionalisme tenaga keschatan akan terus
ditingkatkan dan dilaksanakan melalui penerapan kemajuan il
dan tcknologl serta melaln penerapan mlai-nilai moral dan efika.
b. Sumber Dayva Sarana

1) Kebwtuhan Sarana Kesehatan

Salah satu komponen penimg dalam penvelenggaraan
pembengunan kesehatan adalah sarana kesehatan yang mampu
menunjang berbagai upava pelavanan kesehatan bailk pada
tingkat ind ividu maupun masyarakat. Pada saat ini ielzh iersedia
7.243 puskecsmas, sckitar 25.000 puskesmas pembania, 522
RS pemenntah dari berbagan kelas, 42 RS khusus pemerintal,
351 BS swasta, dan 616 laboratorium klimk swasta di nar RS,
Selain itu tersedia pula kantor Wilayah dan dinas di setiap
provinsi dan ksbupaten‘kota, fasilitas pendidikan dan latihan,
balas POM, gudang farmasi kabupaten, serfa balm teknk
keachatan hingkungan. Unmk masa mendatang, kebutuhan
sarena  kesehatan akan disusun dengan memperhatikan
beberapa asumsi dasar berikut.

a) Terjadinya pergescran peran pemenniah dan penyeleng-
garaan pelayanan yang dominan menjadi  penyusun
kebijakan dan regulasi dengan tetap memperhatikan
kebutuhen pelayanan bagn penduduk miakin,

by Makin meningkatnya potensi sektor swasta dalam
penyedizm pelayanan kesehatan, khususnya yang bersitin
kuratif dan rehabilitatif.
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¢y Teratasimya krisis ckonomi dan politk dalam wakiu
yvang tidak gerlaly lama. Dengan asumsi dasar tersebut,
terbatasnya sumber dava yang dimiliki pemenntah saat ma
dan terdapatnya niat uniuk lebth meningkatkan efisiens:
pelayanan, maka secara urmum jumlbah fasilitas kesehatan
sekior pemermtah pada masa yvang akan datang tidak
akan jauh berbeda dengan situasi sekarang. Pembangunan
fasilitas keschatan baru di scktor pemenntah  scjanh
mungkin akan dihindan, Kegiatan pembangunan akaon
lebih divtamakan pada peningkatan kushias sarana fisik
dan kemampuan pelayanannye, misalova penmgkatan
status puskesmas pembantu menjadi  puskesmas  dan
puskesmas menjadi puskesmas dengan tempat tidur
Selanjumya puskesmas juga dapat ditingkatkan fungsinya
menjadi umah sakit umum sesual dengan kebutuhan
masyarakat Kebumban masyarakatl perkotaan berbeda
dengan masyvarkal perdesaan. Di samping pesainyy arus
urbanmasi, kebuwhan fasilitas kesehatan di masa depan
Juga harus diperhatikan. Kemampuan pelayvanan kesehatan
sektor swasta diharmpkan juga akan tumbuh, bak dalam
Jumlah maupun kapasitasnva.

2} Penpgadaan Sarana Keschatan.

Pengadann fasilites kesehotm diselengparkan secara ber-
sama-sama oleh pemerintah dan swasta dengan memperhati-
kan faktor efisiensi dan keterjangksuan bagi pendiduk miskin
dan kelompok khusus seperti bayi, balita, dan tba hamil,

3) Pengelolaan Sarana Kesehatan.

Pengelolaan sorana  kesehatan merupakan hal yang
sgngal penting, tenama dengan kompleksnya manajemen
pelayanan keschatan di masa depan. Pemingkatan kemampuan
manajenial yang profesional, di sektor pemerintah dan swasta,
yvang didukung oleh peningkamn Kemampuan teknis pemben
pelayanan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan untuk
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C.

dapat menjamm keberhasilan dan kelestarian upaya pelayanan
keschatan  secarn  nasional.  Secara khusus,  kemampuan
pimpinan dacrabh untuk melakuken advokasi dan menjalin
kemitraan dengan sektor lain perlu diingkatkan. Sejalan
dengan upayadeseniralisasi bidang kesehatan, perbustian khusus
akan diarahkan pada pembebanan biaya, pengelolaan, scria
akuntabilitas dan sumber daya yang mengikutinya. Fleksibilitas
dalam melakukan movas: manajerial akan terus dikembangkan.
Secara khusus perimbangan pembiayaan antara pemerintah
pusat dan dacrah merupakan salah satu kebjakan stricgs
vang perdu diperhatikan, tennama bagi dacrah-daerah dengan
tingkat pendapatan asli dacrah yang masih rendah. [klim yang
memberikan kemudahan dalam pengadaan fasilitas kesehatan
di sekior swasta akan terus dikembangkan unk mendorong
pertumbuhan scktor swasta. Berbagai peraturan perundang-
undanzan baru akan diciptakan untuk dapat mengatur hal .

Sumber Dava Pembiavaan
Kebutmhan pembiayaan, Penyelenggaraan program kesehatan
memerfukan pengembangan sistem pembiayaan yang bersumber
dari  pemerintah  dan  masyarakal, fermasuk  swasm, yang
mampu menghasilkan terscdianya dana, Pengalaman sclama i
menunjukkan teradinya inefisiens: dalam penggunaan anggaran
pemeriniah dan swasta, Dengan demikian, dalam kurun wakio ke
depan akan diupayakan penggunaan secara lebih efisien dan dapat
dicapai melalul penyusunansistempermbiayasn yang memperhatikan
pemerataan, chsiensi, kelestanan serta mampu menjam in tersed ianya
pelayenan yang berkualite. Pengeunaon dana pemeriniah sampad
saat ini masih lebih banyak ditujukan kepada upaya pelayanan
keschatan vang bersifat koratif’ dan rehabillitatif bak pada tingkat
pelayanan keschatan dasar maupun rujukan. Sisteny pembiayaan
di atas dihampkan dapat dizeser memuu pelavanan promotif dan
preventf dengan emp memperhatikan kelangsungan pelayanan
kuratif vang ada, khususnva bagi masyarakat miskin. Dengan akan
benalanmya desentralisasi, maka sumber dana pemernintah pusat
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dan dacrah skan dikembangkan secara optimal dan benmbang,
bailk antarprogram kesehatan, antardaerah, maupun antarsektor
Pengelogran langsung masvarakat untuk memperoleh pelavanan
kesehatan yang merupakan porsi terbesar dan pembiayaan kesehatan
nasional (JPEKM) akan diahkan menjadi sisem pembiavaan
praupaya schingga lehih efisien.

Selamamni JPKMbelum berjalandengan baik dankarenaiinakan
ditingkatkan dengan mempersiapkan tenaga profesional lapangan
dan menciplakan iklim vang kondusif bagi pengembangannya.
Pengembangan sistemn imi akan memakan wakiu vang cukup lama
untuk dapat mencakup sebagian besar penduduk., di sisi lain, kondis
keuangan negarm pada saal ini vang belum cerah disertal dengan
berbagal krisis lain yang belum dapat dimmalkan kapan berakhimya.
Hal ini menyebabkan perhitungan kebumbhan pembiayaan menjadi
amat sulit. Kenyataan bahwa scktor keschatan merupakan salah
satu sektor selam sekior pendidikan dan sosial yang mendaspat
perhatian besar selama krigis berlangsung meripakan suatu peluang
vang harus dimanfaatkan secam optinal untek meningkatkan
porst anggaran sektor keschatan di masa depan. Gambaman mako
kebutuhan anggaran pemerintah untuk sekior kesehatan dibarapkan
meningkat dari hanya 2.5% menjad: 5% di masa depan vang ditkut
dengan realokasi anggaran kepada berbagal program yang lebih
lebih efeknif “cost gffeciie’. Di sisi lain, dalam jangka pendek
kita masih harus tetap memperhimngkan kebwtuhan pembizyaan
bagi penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan
vang diperkirakan masih akan berlangsung beberapa @hun |agi.
Keadaan ini sangat bergantung pada upava mobilisasi sumber daya
masyarakat dalam bentuk pengembangan sistem JPKM bertkut
perangkatny.

1} Pengadasn pembisyaan, Sumber buayva untuk penyelenggaman
pembangunan keschatan berasal darn dana pemermtah dan
masyarakat’swasta, Sejak krisis ekonomi tegady,  terdapat
ketergantungan yang besar terhadap dana bantuan luar negen
(BLN). Diperkimkan dana BLN ini akan berkurang dalam
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beberapa tahun mendatang sehingga upaya pengealian sumber
dana masyarakat merupakan upaya vang harus  dimula
dan dilaksanakan dalam tahun-tahun  mendatang. Perlu
diperhatikan bahwa di masa datang peran daerah akan mengads
menonjol dalam pembiayaam pembangunan keselatan sebagai
konsckuensi logis dan berjalannya desentralisasi

Pengelolzan Pembiayaan. Pengelolaan pembiayvaan diaralikan
unfuk meneapal tingkat efisienst yang schnggi-fingginya,
baik efisiensi alokasi maupun estensi wknis, baik di tmgkar
program, wilayah maupun instimsi  Kemampuan  dinas
keschatan daerah dalam advokasi kepada pemerintah daerab
akan pentingnya pembangunan keschatan wilayah, akan terus
ditingkatkan. Selain im penyelenggaraan pemerintah yang
baik (good governancg) memupakan suat prakondisi uniuk
dapat terciptanya sistem pembiayaan vang baik., Pengelolaan
dana masyarakat yang diupayakan melalu mekanisme pihak
ketiga (JPEM) diharapkan dapst lebih efisien. Keadaan i
dapat segera terwujud bila didukung oleh tenagn pengelola
JPEM yang profesional serts tersedianya peraturan perundang-
undangan yvang mendukung.

D. Rangkuman

Pelayanan puskesmas menjadi memmgkat bila didukung oleh
sumber daya pelayan keschatan diantaranyva: tenaga medis, para medis
perawatan, para medis non perawatan, ahli anastesi, tenags non medis,
tenaga admiisirasi, dan enaga teknis. Unink menentukan tenaga
tersebut dibutuhkan penyusunan sumber daya manusia melalui metode
perhitungan schingga kebutuhan penyusunan sumber daya pelayanan
yvang benar dan tepat. Setelah itu, untuk mendapatkan sumber daya
pelayanan yvang iepal dibumbkan proses mamsjamen sumber daya
pelayanan, mulan dan rekrutmen, seleksi, pengembangan, pemeliharaan,
dan penggunaannya. Dengan demikian tujuan pengelolaan sumberdaya
pelayanan berguna bag pelayanan keschatan yvang lebih baik,
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Sarana dan prasarana menjadi perhatian kedua dalam penmghkatan
kinere pelayanan puskesmas. Sarana dan prasarana pelayanan kese-
haten Puskesmas yang bemda di berbagar wilavah masith belum
sepenuhnya tercukup! baik darl aspek pemerataan maupun dan aspek
keterjangkauan teniama yang berada di wilavah pinggiran di setiap
kabupaten, Penctapan dan pencntuan sarana dan prassrana sesua
dengan penyusunan kebutuhan harang atau sarana dan prasarana yang
tepat. Dh antara perhitungan tersebut adalah model peramalan baik
kualiatif maupun kKuantitatif.

E. Soal Latihan

Telasakan pentingnya sumber dayva manusia atan sumber daya pe-
layanan dalam menmgkatkan pelayanan keschatan!

1. Jelaskan pengertian dan perencanaan SDM kesehatan dan proses
perencanagnmya!
2. Scbut dan jelaskan apa saja metode penyusunan rencana kebutuhan

SO kesehatan!, berikan contohnya!

3. Scbutkan dan jelasakan faktor-fakior lain yang mendulkung pening-
katan pelayvanan Kesehatan terutama di puskesmas!
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BABV
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

A. Pendahuluan

Pemerintah sebapgal administrator  pemerintahan. berkewajiban
untuk menyediakan berbagai macam barang-barang publik (puhlic
gound), yang diantaranya adalah penyedizan pelavanan kesehatan
kepads masyarakal disegala lapisan. Masyarakar yang status sosial
ckonominya menengah ke bawah kemampuan unmk mendapatkan
pelayanan kesehatan sulit untuk didapatkanya akibat kewerbatasan
untuk membayar, Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya dan
menginisiasi uniuk menyediakan jaminan kesehatan atau dikenal
dengan asuransi keschatan, agar masyarakat mudah untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan di berbagai tempat penvelengparaaan pelayanan
keseharan, baik rumah sakit maupun di puskeamas.

Pada praknsnya, jaminan keschatan dapat disclenggamkan
sendiri oleh pemerintal, pemerintah proviesi pemerintah kabupaten/
kota serta pithak lam yang dibenmk pemerintah melahn kerja sama
antara pemenntah dengan pihak swasta, Lembaga penjamin kesehatan
sehapaimana tersebut  berkewnjiban untuk membantu  pemerintah
dalam menvelenpgarakan sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan
nasional disclenggamkan dalam rangka untuk memalankan fungs:
keseimbangan dan sebuah sistem keschatan dengan mjuan agar seluruh
lapisan masyarakat dapat menikmati hidup sehat dan menjalankan tugss
kemanusian secarm produktif. Salah satu program pengelolaan sistem
jaminan kesehatan naswoanal adalah Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS). Badan penyelenpzaraan ini telah menjalankan tupas
disepenap lapisan masvarakat sekaligus badan i menjadi gabungan
dari beberapa lembaga penyelenggam janiman kesehatan sebelummya.
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B. Tujuan Pembelajaran
Setelah membaca bab inl, mahasiswa diharapkan mampu:

I

Memaham dan menjelaskan jaminan pelayanan keschatam  stau
asuransl kesehatan.

Memahami dan memjelaskan karaktenistik asuransi atau jamimnan
pelavanan keschatan

MMermahami dan men|elaskan asuransi atan jaminan pelayanan kese-
hatan yang di selenggarakan oleh swasta

Memahami dan menjelaskan sistem janunan kesehatan nasional

Memahari dan men|elaskan pelayanan jaminan kesehatan nasional

C. Penvajian Maten

1.

Asuransi Keschatan

Asurangi kesehatan menumit Naney dkk (2016) bertujuan
memberikan perlindungan kepada scsorang vang memiliki jaminan
keschatan manakala mengalami suam kejadian buruk atau lamnya,
yang memeriukan penanganan layanan keschatan. Ketika sescorang
membeli perlindungan kesehatan, 1a bergabung dengan pihak-pihak
lainnya dan mengumpulkan sumber dana mereka agat terlindung
dari kerugian. Ada dua konsep pokok dalam asuransi, yaiu:

a. Resiko dialihkan dari individu ke kelompok: dan
b.  Kelompok memikul biayva terhadap kehilangan apapun yang di-
alami oleh angzotanya.

Perlindungan asuransi keschatan pada periode beberapa tahun
yang lalu, biasanya dibeli secara perorangan layaknya asuransi
mobil. [ndividu membeli polis mmtuk melindungi dirinya sendirt dan
keluarsanya terhadap segala jenis pemyvakit yang membahavakan
Situasi ini berdangsung ketika pelavanan kesehatantidak semahal saat
imi dan individu membayar sendiri layvanan rutin sehingga asuransi
kesehatan digunakan sebagai perlindungan terhadap pengeluaran
beristko dan  perlindungan  terhadap  hilangnya  pendapatan.
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Belzkangan ini, walalupun secara wwknis bentuknya tetap asuransi
keschatan, kita memandangnya sebagan perlindungan asuransi ke-
tunadayaan,

Selama paruh akhir abad ke-20, tuniutan aksn asurans:
kesehatan dan penggumaannya berubah drasus. Produk asurmansi
keschatan juga berubah sebagai respons terhadap untutan terscbut,
Berikut adalah fakta-fakia vang secara khusus penting,

a. Kebanyakan perlmdungan asuransi keschatan mencakup se-
kumpulan kemasishaian (umangan) lavanan kesehaan, yang
kebanyakan mencakup lama rawat dan jasa dokter sekaligus
jenis layanan dan kemaslahatan yang lain.

b, Baik scktor pemermtah maupun swasta, mula mengembangkan
dan meningkatkan peran penting mereka dalam penyediaan
perlindungan asuranai keschatan,

¢. Sekumpulan polis asurans: keschatan mulai ditawarkan sebagai
fasilitas bap karvawan melalu pembelian perlindungan yang
ditangani olch perusahaan dan semakin sedikit orang yang
membeli polis asurans: individual.

d. Mekansme penggantian pembayaran { reimbursement ) penvedia
lavanan kesehaton berkembang dari sekedar membayar berda-
sarkan biava menjdi pengpsntian berdasarkan dams vang
sebelumnya telah dibavarkan; dan

e. Bisya pelavanan keschatan mular naik.

Asuransi kesehatan ini lalur ketika terjadi Depresi Besar (great
depression) di tmhun [930an, di mana saat ita kebijakan asurmnsi
keschatan nasional dapat memberikan suam sistemn perindungan
asuransi keschatan universal di Amenka Serikat. Namun demikian,
kebijakan tersebut memiliki beberapa pendukung, seperti American
Medical Association (AMA) dan lainnya mencntang. Sementara
ketika adanya Depresi dan keterlibatan AS dalam perang Dunia
11, pendanaan yang dibutubkan untuk sistem semacam mi belum
tersedia, Keterarikan terhadap asuransi kesehatan nasional tetap
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berlanjut sctelah perang, konscp mekamsme asuransi keschatan
universal aklumya menlki makna vang serupa dengan “pengobatan
tersosialisest” sclama perang dingin pade tbun 1950an. Hasil
akhimya, babwa sistem asuransi kesehatan vang bersumber pada
sektor swasta (Staer, 1982,

Untuk mengatasi meningkatnya jumlah kaum papa dan lansia
vang bdak atau sedikit memiliki akses ke layanan kesehatan
pemerintah mubai terfibat dalam pembenian perindungan lavanan
keschatan, Pada tahun 1965, dengan dikeluarkannua undang-
undang pembentukan program Medicare dan Medicaid, pemerintah
memikul mnggung jawab mtuk memberikan perlindungan bag
jutaan penduduk miskin dan lansia Amenka. Program pemenntah
tersebut. memiliki dampak yang signifikan ke berbagal aspek
Program tersebut juga diperlos uniuk menarik lebih banyak
individu yang memenuhi syarat untuk memiliki perlindungan,
menambahkan pems kemaslabatan yang dibenkan, dan mengalan
perubahan &i berbagai aspek seming pegalanan wakiu, Salah satu
perkembangan utama perlindungan sektor publik adalah dengan
pembentukan Program Asuransi Keschatan Anak di Tahun 1997
Selan itu, pemermiah federal juga telah memiliki program ekstensif
untuk membernkan pelavanan keschatan bag tenaga militer aktif,
veteran dan ahli warls mereka. Sistem medis militer merupakan
salah satu sistem tercangpil di dunia dan elah dijadikan model
dalam banyak bdang.

Perlindungan layanan keschatan swasta juga mengalanu per-
kembangan pesat dalam 50 sampai 60 tahun termkhir. Perubahon
besar yang teradi adalah pengusaha mulai menjadikan asuransi
keschatan scbhagan salah safu maslahat (funjangan) bagi karnyawan
Pengusaha lebih memilih untuk menawarkan kemaslabatan im di-
banding menmkkan gaji karvawan. Kondisi imi merupakan hasil
kesepakatan vang didapat melalul negosiasi serikat pekerja untuk
meningkatkan kemaslahatan bagi pekerja dan keluarganya, Selama
50 tahun terakhir. asuransi swasta telah berkembang dan polis
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perlindungan terhadap kehilangan mengady plan prabayar layanan
terkelola (managed care). Saat i, ada berbagai jenis perlindungan
asumnsi vang digunakan di kalangan imdustn,

Karakteristik Asnransi Kesehatan

Bagman imi akan membahas bebempa aspek penting dalam asu-

ransi keschatan, termasuk cam pembiayaan jasa layvanan kesehatan,
cara pengendalian baya, dan jenis kemaslahatan vang ditawarkan

.

Bentuk Pembayaran

Ada dua bentuk pembayaran yang menjadi dasar bagl semua
jents perlmdunpan asuransi kesehatan, Kedua bentuk ini adalah
peinbayaran berdasarkan biava per-jasa versus prabayar, yang
akan dijelaskan sehagzal beriku,

Biaya atas lavanan pendekatan ini dikembangkan oleh plan
Blue Bross-Blue Sicld dan dudasadcan pada konscp bahwa
individu vang terjamin membel: perlindungan yang terdirs
ams sekumpulan maslahat dengan mengounakan jasa medis
individual dan membayar penyedia layanan keschatan untuk
jesa yang sendin vang selanjutnyva akan digant tuna oleh
penjamin atan pihak tergamin sendin vang selanjutimya akan
diganti tunai oleh penjamin. Bissanya, pihak terjamin hans
memenuhi jumlah pembayaran tak terjamin (deducrible) dan
melakukan pembayaran swadana pendampng {compayment )
untuk lavanan vang diterima

Prabayar pada pendekatan ini, pihak tegamin membayar jumlah
lerteniu vang sudah ditetapkan sebagai ganti jasa vang ditérima,
Jenis layanan rutin binsanya diganti secara penuh, sementir
pembayaran swadana  pendmmping (compament) dilakukan
untuk jasa-jasa tertentu, misalnya peresepan.
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Pembagian Biaya Bersama

Kebanyakan plois asuransi mengahruskan pihak tegamin untuk

memikul beberapa biava leyvanan secara swadans. Pembagian biava
bersama mungkin memiliki beniuk vang berbeda-beda, tetapi dapat
mencakup beberapa atau semua poin berikut.

1)

Compeyment  (pembayaran  swadana  pendamping)  adalah
biaya yang ditanggung olch pihak terjamin saat suatu jasa
digunakan. Contoh, resep obat atau kunjungan ke dokter
mungkin memeriukan swadana sekitas 5135 amauy %20, maemode
swadana pendamping diberlakukan, baik pada plan biaya per-
jasa maupun pada plan prabayac

Dedvctibie (pembayaran tak terjamin) adalah fingkat pemba-
yaran yang harus dipenubi oleh pihak atan keluarga terjamin
sebelum penjamin mulai melakukan jenis polisnya. Jumlah
pembavaran tak terjamin beragam mulai dar jumlah vang re-
latif untuk pada jens asuransi tradisional sampai jumlah yang
cukup besar untuk perlindungan hal vang berisiko.

Co-insurance {asuransi bersama) dalam polis biaya atas
layanan, pihak terjamain membayar beberapa peran biaya
perawalan, sementara pihak peénjamin bertanggung  jawab
terhadap sisa pembayaran Contoh, pembayaran vang ditang-
gurng pithak terjamin biasanya 200, sementara plhak penjamin
membayarkan 80'%%

h. Keterbatasan Polis

Kerap kali polis asuransi memiliki berbagai jenis keterbatasan

beberapa membatasi pembayaran oleh pemegang polis dan beberapa
membatasi cakupan total pedindungan yang diberikan penjamin.

)

2)

Pengeluaran swadana maksmmum ini merupakan jumlah total
biaya yang akan ditanggung pibak egamin Setelab mencapai
Jumlah tesebut, pthak penjamin akan membayar 0004 sisamya,
Batasan seumur hidup ind meérupakan cakupan maksimum yang
akan ditangpung polis asuransi seumur hidup pihak terjamin
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c.

d.

Jenis batasan ini biasanya hanya beraku ketika ada jemis penyakit
yang sangat memerlukan perawatan yang mahal. Contoh, pada
berbagai kasus transplantas: atau cedera tlang belakang, biayva
pengobatan dapat melonjak sampal ratusan ribu delar. Batasan
biasa umumnya mancapai $1.0 juta atau diatasnya.

Bahava Maoral

Konsep hahaya moral mengacu pada ide hahwa keberadaan
perlindungan asuransi membenkan suetu keuntungan bagy pihak
lerjamin uniuk memanfaatkan iangeungan tersehur.

Jenis Maslahat

Berbagai jenis paket maslahat atau fasilits dapat dibeli. Paker
terschut menawarkan maslahat yang biasanya mencakup dokter
dan jenis kunjungan rawat jalan lain, layanan penunjang, peralatan
medis, terapi dan jenis layanan lainnya. Obat dengan resep dokter
terkadang ditangzung begitu puls dengan layvanan lainnva. Obat
dengan resep dokier terkadang ditanggung begitn pula dengan
layanan rehabilitasi, hospis, dan layanan keschatan jrwa. Meskipun
disebut “tempadu”, kebanyvakan polis tdak mencakup segalanya
schmgga terdapat pengecuabian; sebagian besar pengobatan
eksperimental biasanya tidak termasuk.

1} Polis medis dasar, mayor, atau bedah ramah sakit (basic, major
mrechical o frmpffuf—.ﬂn};ﬂ}' peicies ) Sesual pems namanyi,
Maslahat yvang diberkan polis mi terbatas pada jenis penvakit
yvang memerfukan rawat inap. Maslahat dapat mencakup
lama rawat inap, layanan bedah, pemerksaan dan nndakan
terkast, pasa dokter erkat, dan pengeluaran lain yang muncul
selama sakit. Biasanya tendapat batasan lama rawat inap dan
pengeluaran vang dtanggung.

21 Polis pedindungan penyakin beral (catasthropic coveraes po-
ficies)-maslahat dalam polis ini diunjukkan untuk membiay i
jens penyakit yang tidak biasa: polis biasanya memuat pemba-
yaran tak-terjamin yvang sangat besar (515.000 atau lebih) dan
batasan seumur hidup terhadap penganggungannya.
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3} Polis sesuai dengan penyakat, (discape-specific podicies)-dalam
polis ini, maslahat hanya mencakup penyakit-penyakit tertentu
{rmsalnya polis pengobatan kanker),

4) Polis MediGap-polis ini memberikan perdindungan tambahan
pada maslahat tertentu vang tidak tercakup dalam jenis polis
lain {misalmya ohat denpan resep dokter).

e. Isu Lain Terkalt Asuransi Kesehatan
Ada sejumlah isu penting yang harus dipertimbangkan ketika
sesenrang manajer dan/atay individu membuat kepuiusan mengena
asuransi layanan keksehatan, Persoalan ini mencakup:

1} Pilihan Penyedia Layanan-permasalahamnya adalah apakah in-
dividu teramin memuliki piliban ketika mereka ingin memilib
penyedia lavanan atau apakah terdapat keterbatasan dalam me-
milih penvedia lavanan vang ingin digunakan.

2} Akses Versus Halangan ke Layanan-Permasalahannya adalah
apakah individu terjamin mémiliki akses ke lavanan yang ok
terbatas, sementara pada polis lainnya, akses dibatasi oleh oto-
ritis
Bagianakhir bab miakan membahas sccara mendalam beberapa
jenis perlindungan asuransi. Bab ini juga membahas tentang
Jumlzah dan demografi segmen terentu dan suat populasi yang
memiliki dan tidak memiliks perlindungan asuransi kesehatan,
Terakhir, bab ini aken memuat kesimpulan mengenai implikasi
asuransi kesehatan terhadap manajer layanan kesehatan,

3. Asuransi Keschatan Swasia
Sctiap jenis asuransi keschatan swasta akan dibahas sccara
ringkas. Selain iu, pembahasan juga mencakup kelebihan dan
kekurangan masmg-masing jenis asumnsi yang dikaitkan dengan
layanan pilihan penvedia bayanan dan hiaya.
a, Aswransi Perlindungan Kehilangan {fdemnity fnsurance).
Kebanyakan produk asuransi perlindungan kehilangan
didasarkan atas model biayva atas layanan. Ketika pihak terjamin
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mengzunakan jasa fayvanan keschatan, mercka membayar jasa
tersebut dan meminta penggantian pembayaran dan pbak
penamin, Layvanan dibenkan oleh penvedia layanan kesehatan
mandir tanpa adanva otormtas penghalang atau batasan lam.
Manajemen layanan hanya berlaku saat keadaan diakui secara
elektif yang tentunya memerlukan pra otonsasi (pengesahan
awal ).

Plan Layanan Terkelola (Managed Care Plan)

Tidak seperti asuransi perlindumgan  kehilangan, plan
kesehatan mi berupayva mengelola biaya, muy, dan akses ke
lavakan kesehatan melalui mekanisme kontrol, baik terbadap
pasien maupun penyedia layanan, Sistem pemberian jasa
ini herupaya memadukan sistem pembiayazan dan permilihan
pelayanan kesehatan dalam satu organisasi. Jenis utamanya
mencakup plan HMO, PPO, dan POS dan akan dijelaskan lchih
|t

. Health Maintenarnce Orvganization (HMO)

Individumenjadi anggota organisas: dengan membayar satu
harga tetap. Begitu menjadi anpgota, mereka akan dilibatkan
dalam HMO, angoota lavak mendapatkan dari penvedia dan
fasilitas vang bekerja sama dengan HMO. Layanan yang
diberikan tanpa dikenakan biaya, walau sedikit pembayaran
gwadana kerap diperlukan untuk obat yang mengeunakan resep,
Administrasi dipusatkan pada penyedia layanan vang binsanya
mendapatkan penggantian berdasarkan wnf per orang, hal ini
berarti bahwa penvedia layanan dibavar sesua jumlah yang
ditetapkan berapa pun banyaknya lavanan vang perlu mereka
berikan. Ada beragam jenis perjanjian kontrak dengan penvedia
layanan, yang dapat berupa;

1} HMO panel tertutup-dokier berpraktik hanva di dalam
HMO, biasanya dalam pusat kesehatan yvang dimiliki HMO;

2) HMO pancl erbuka-dokter berpraktik di dalam dan di luar
HMC):
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3y Group Model HMO-HMO mengadakan perjanjian kontrak
dengan  kelompok  multi-spesialis  wntuk  membernkan
layanan bagl anggotanya;

4) Staff Model HMO-kelompok dokier adalah kanmwan
yvang digag HMO atan karyawan vang digajn kelompok
profesional yvang memiliki kontrak eksklusif dengan HMOY,

3) Mdependemt Practice Association atau model 1PA-HMO
mengadakan perjanjian kontrak dengan asosias dokter
vang berpraktk sccam mandin di kantor mercka sendin
dan:

By Network Meode! HMO-HMO  mengadakan  perjanjian
kontrak dengan beberapa kelompok dokter atan dengon
dokter perorangan atau dengan klinik medis multi spesialis
(dokter dan rumah sakit) unwk memberikan berbagai
macam layanan media.

d. Preferred Pronider Organization (PPO)

Plan ini memperlihatkan perpaduan palihan antara asurans:
perlindungan  kehilbangan dan lavanan terkeloda. Dalam PPO,
pthak tegamin membeli perlindungan berdasarkan  biava-alas-
layanan dengan pembayaran tak terjamin, pembayaran swadana
pendamping dan asuransi bersama, Layanan dikeloda dalam
artian bahwa prhak terjamin akan membayar lebih rendah apabila
layanan didepat dari jarngan orgamisasi penvedia layanan pilihan
yvang bekerjssama dengan pihak penjamin untuk membernkan
potomgan harga, Organisasi penyedia layanan tersebut mencakup
dokier, rumah sakit, fasilitas diagnostik, dan jems penyedia lamnya
Apabila layanan tidak tersedia pada penyedia lavanan terscbut
pthak teramin harus membavyar lebih tinggi dan tanpa polongan
harga, serta harus memenuhi pembayaran tak terjamin dan asuransi
bersama yang juza lebih ingg untuk layanan tersebut,
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E.

Exclusive Provider Ovganization (EPO)

Plan ini sangat serupa dengan PPO, dengan perbedaan pokok
pada keterbatasan aksesnya. Jaringan penyvedia jasa terbatas pada
kelompok khusus dalam jaringan kerja intemal penyedia layanan.
Serupa dengan HMO, yang telah dijelaskan sebelumnya, EPO
menggunakan dokter layanan primer sebagal pintu atau oforitas
untuk myukan ke layanan spesialis, EPO tidak membenkan
pedindungan apobila pihak teramin dirawat di luar jaringan
penyedia layanan.

Plan Point of Service (POS)

Plan ini lebih fleksibel dibandingkan mode! HMO di atas dan
terkadang disebut schagar open-ended plan, Dalam plan POS,
anggota dapat menggunakan layanan yvang berada di luar plan,
tentunya dengan membayer pembayaran tak terjamin dan msumnsi
bersama. Plan ini berupaya mengatassi beberapa kekurangan yang
ada pada model HMO mumi,

Pada pertengaban tahun 19%kan, banvak orang berpandangan
bahwa layvanan terkelola mempakan solusi terbaik terhadap masalah
kenaikan biaya layanan keschatan. Meskipun pads awalnya
permumbuhan lavanan terkelola terjadi sangat pesat, terutama pada
HMO. tren belakangan mengalami kelambatan. Sclam wu, persepsi
komsuwmen memperlhatkan adanyapandangan vang negatif terhadap
plan layvanan terkelola, kKekhawatiran @rhadap pembatazan yeang ada
dalam plar, dan mutu layanan vang diberikan (Kaiser Commission
on Medicaiad and the Uninsured! Kaiser Family Foimdarion, 2006).

Buki: terbaru juga meminjukkan bahwa PPO menjadi bentuk
pedindungan yang lebih dominan (Hurley, Strunk, & White, 2004,
Bukti tersebut juga memperlihatkan perubahan drastis dalam pilihan
plan sejak tahun 1988 Pada saat i, sekitar 73% pekerja ikout
dalam plan asuransi keschatan konvensional, 16% dalam HMCO,
11%6 dalam PPCY, dan plan POS tdak masuk dalam hiungan, Pada
tahun 2005, sekitar 61% pekena yang ikut plan Kesehatan memilih
PPO, sedangkan hanya 2 1% yang memilih HMO dan 1 5% memilih
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POS. Sementars itu, hanya 3% yang tetap mengikuti plan keschatan
konversional { Kaler Family Foundation and Health Research and
Education Trust, 2005),

4. Sistem Kesehatan Nasional

Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan
dirinya sendiri. Tetapi. tidak semua orang mampu menjaga dan
melindungi diri sendiri. Terkadang sikap atan perilaku orang
lain yang ndak bertangoungiawab menyebabkan orang lain bisa
kehilangan keschatannya. Bencana sokit yang pengobastannya
sanpat besar tidak sanggup ditaingpung sebagian besar orang
Karena sifat keschatan vang dipengamshi juga oleh orang lam dan
lingkunzan yang di lnar kendah orang tersebut, maka pemerintah
hans melindungi orang per orang yang tidak sanggup melindungi
dirinya sendin. Dalam pembukaan UUD 45 tugas atau kewajiban
pemermtah untuk melindungi segenap bangsa, baik bencana datang
dari luar negeri, dari dalam negers, maupun dari dalam diri seseorang
telabegelas dirumuskan.

Sistem kesehatan disusun untwk mencapai keseimbangan
fungsi sebuah dari sebuah sstem kesehatan agar seluruh anggoia
masyarokat menikmati hidup schat produktif. Scbuah  sistem
kesehatan yang berlaku di suat negeri disebur Sistemn Kesehatan
Masional (SKN). Indonesia memiliki SKN vang telah mengalami
berbagai perubahan, dengan atau tanpa peratuan vang diben nama
“SKN. Meskipun di tahun 201 5 berlaka SKN yang disusun dalam
Perpres No. 722012, sesungguhnya rumusan SKN dalam Perpres
tersebul bukan mempakan sistem yang operaional, Seharsnya,
sebuah Perpres mengatur hal-hal operasional schingga SKN jelas
mengatur siapa berbuat apa dan seberapa besar peran masing-
masing unsur SKMN,

Sesungguhnya, SKN Indonesia yang kini berfungsi dapat din-
muskan dari berbagai Undang-Undang dan Peraturan vang berlaku
seperti UL No. 402004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
UL No. 292004 tentang Prakik Kedokieran, UL No. 3672009 ten-
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tang Keschatan, UL No, 44/ 2000 tentang Rumah Sakit, LU No,
242011 tentang Badan Penyelenggara laminan Sosial, UL No.
2320014 tentang Pemenntahan Dacrah, dan UL serta peraturan lan
yang merupakan turunan dari UL ersebut.

Sistem Kesehatan Nassomal vang berlaku dan harus dipathi
atzu mau tidak mau diterima oleh semna pemangku kepentingan,
baik di tingkat pusat (pemerintah) pemenniah daerah, badan
publik di lsar pemenntahan, badan swasta, maupun penduduk
secara perorancan). Sebelum JEN, rumah sakit milik pemda harus
mendapat 1zin operasional dan Kemenkes, Dalam JKN, semua RS
milik pemenntah (pusat atsy pemda) harus kontrak dengan BPJS
Keschatan dan menenma besaran pembayaran CBG. Sedangkan
RS swasta boleh tidak melakukan kontrak dengan BPJS, Peraturan
Presiden No. 1112013 yang tidak mengharuskan RS swasia kontrak
dengan BPJS Keschatan mengindikasikan besaran bayaran CBG
tdak memadai. Jadi, jelas bahwa SKN dan JKN bersekala Nasional,
artinva berlaku di seluruh wilayah NERL Dalam UU Oonomi
Daeral, pemda berhak mengatur sebagian bidang kesehatan yang
dischut subsistem Sistem Keschatan Dacrah ( SKDY). Schagai contoh,
pemda di DKI Jakarta mengatur puskesmas kecamatan berstatus
Badan Lavanan U'mum Daerah {BLUD) yang mem benkan otonomi
keuangan, sementara di banyak daerah, puskesmas belum mengadi
BLUD, Namun demikian, SKD vang dapat dibentuk oleh sam atau
lehih Peraturan Dacrah (Perda) tidak boleh melanggar batas-hatas
supra sistem yaiiu JKN dan SKN. Maka, misalnya JKN tidak boleh
mengontrak dokter atin RS vang secara nasional tidak diaku atau
tidak diberi izin oleh pemda. Izin prakiik dokier tidak untuk JKN,
tetapn unfuk melayan spapun yang memerlukan dan memilih
dokter tersebul. Untuk memudahkan pemahaman. maka batas-batas
SKN, JKEN, dan SKI dapat dilihat dalam gambar benkut.
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JKN

Batasan SKN, JKN, dan SKD)

Gambar 5.1, Pengaturan dan Batas-hatas SKN, JKN, dan SKD

Sumber: Jaminan Kesehatan Nasional! Hasbullah Thabramy {201 5)

Unsur-unsur dan Peranan  Masing-masing dalam Sistem Kese-
hatan Nasional

lika disusun berdasarkan konsep IPOO (fnpan, Provess,
Chilpe, Chefcome ), SeCam  umum, unsur-unsur utamia SKN
adalah unsur masuka {inpgud) seperti pengaturan, dana, sumber
dava kesehatan, BPJS, dan fasilitas kesehatan. Semua masukan
diproses  {prescess) dengan  berbagm kendali, informass,
pengawasan {steering and rowing } dengan komando pemnerintah
{eadership). Masukan diproses untuk menghasilkan keluaran
{etpant) berupa layanan kesehatan perovangan das layanan
keschatan masyarakat. Jumlah dan kaulitas keluaran yang bagus
{dengan kriteria ekuitas, efisienst, knalitas, dan sustainbilitas)
aken menghasilkan dampak (mpactonfcome) vang bagus
berupa penduduk sehat dan produktif, K arena semua vang ada di
alam ini bergerak, maka unsur-unsur SKN hars selalu berubah
sesuel tuntutan dan standar kehidupan yang berubah. Perubahan
yang terus-menerus dengan keseimbangan masukan sampal
keharan akan menjamin kesinambungan (susiainabilitas). Jika
digambarkan SKN, desipan mengambil model dan Laporan

7130 dibeimiitivas Pbgmrsams Faiaheton




b |

WHO tahun 2000, maka SKN terbagi menjadi tiga bagian besar
dan unsur-unsur dengan fungs: sehagai.

Bagian, Unsur-unsur dan Fungsi SKN

. Pengaturan, Kendali,

dan Pengmwisam

Pemenintoh
Pembentukan |..|I_':|'.1I'|JI'.- | Rribeia:
Lk &, Luyanum UKP Ehuitas |
H'I“:I A=t iEn LK.M e  Efislarml  r—— r'.l||.|11|'|uh
3. 5DM i, Syl Kugligs ! a—
4, Logisiik informasi | Bustaina-
1 ) [ hilitas
: |'||.'|I.|.-|I.I]L.|-|.1]';:

Gambar 5.2, Bagian, Unsur-unsur, dan Fungsi SKN
Sumber: Déadapiasi darf Laporan WHE 2060

2. Upaya Kesehatan Perorangan

Lpaya Keschatan Perorangan (UKFP) diatur tersendin dalam
UL 5J5NM dan ditepaskan lag dalam UU Mo, 362009 tentang
kesehatan. Pada prins pava, KPP didanaioleh magsyarakat secara
terpisah dan pendanzan pemenintah, Sudah barang tentu ada
sebagian UKP yang bersinggungan dengan UKM. Pemerintab
adalah badan hukum publik yang ditugaskan UUL 45 untuk
mengurs negara dalam urasan eksebund. Badan hukum publik
yang dimgaskan negara untik menguns pengaturan dan
pengawasan, legislatif, adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ada
lazy badan publik pengawasan vaitu Badan Pemenksa Keuangan,
Selain itu ada badan publik moneter yaitu Bank Indonesia,
Untuk mengurus UKP dibentuk dua badan hukum publik Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagian urusan pemerintah
didesentralisasi kepada pemerintahan provinsi dan pemermiahan
kota atau kabupaten. Kata pemerintahan mencakup DPR
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dan cksckutif. Utk vnsan UKP, maka penyelengearanya atau
vang ditumjuk negara (melalui UL No 242011 adalah BPIS
keschatan (BPJSEes).

Dralam subsistem JEN. semua penduduk (termasukl orang
asing vang secara legal bekerja di Indonesia) wajib membayar
wran yang besar proporsional  (persentase  fertentu) dan
upahnya, Dana wran wajib ini dibimpun (di-pool) oleh BPIS
untuk digunakan bersama, siapapun vang sakit. [tulah bentuk
gotong royong luas, dan yang muda kepada yang ta. Ketika
dana amanat, dana bersama digunakan, BPIS ndak boleh
membedakan vang sakit ates disar kelompok atau besaran
mran. Begitu dana sudah masuk pundi dana amanat, maka dana
itu menjadi milik seluruh peserta, Besaran furan ditetapkan
oleh Presiden secara berkala untuk menjamin kecukupan dana
amanat JKN. Kasus sulitnya likuiditas BPIS di akhir tahun 2014
disebabkan karena pemenniah menerapkan wran tidak sesoa
dengan perthimngan yvang disjukan DISN, vaim Rp 27.000
per orang per bulan untuk PBI di @whun 2014, Pemerintah
hanya membayaruran Rp. [9.225 per orang per bulan, Saat
il Tahun 2019 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {BPIS)
K.eschatan mensosialisasikan regulasi vang termuoat dalam
Peraturan Menten Kesehatan (Pemmenkes) Nomor 51 Tahun
20118 mengenai urun biaya dan selisih biava JKN-KIS (Jaminan
Keschatan Masional-Kartu Indonesia Schat),

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan
Rujukan BPJS Keschatan, Budi Mohamad Anel mengatakan
bahwa nantinya peserta BPJS akan membayar urun biaya untuk
rawat jalan pada setap kumungan, di rumah sakat kelss A dan
B sebesar Rp 200000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D
schesar Rp 10,000, Sementara untuk rawat inap, besaran unin
biayanya adalah 10 persen dand biaya pelayanan dihitung dan
total tarif INA CBG's (Indonesian Case Based Groups) setiap

7132 libewiristivas s Faiahton




kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta. Berikut
adalah tabel wran JKN berdasarkan masing-masing jems ke-
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k¢ daerah manapun dia pérgi mencar pengobatan, sejauh prosedumya
sesuai tanf yang ditetapkan. Maka tidak didesentralisasi JKN memberi-
kan keuntungan tebesar bagi seluruh penduduk Indonesia

Subsistes JKN dalem SKN

Littam Dbl b Babar Pamariatahan g

Gamar 5.3: Subsistem JKN dalam SKN
Sumiher; Jaminan Kesehuaitan Nasional! Hasbullah Thabeany (20015)
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3. Upaya Keschatan Masyarakat

Upayva Keschatan Masvarakat (UKM) adalsh upaya yang
sasaramnya adalah sckelompok orang atau masyarekat, Salah
saru contoh UkM adalah upava pengasapan, fogging, sebagal
salah satu upaya menurunkan angka kesakitan demam berdaraly
Karcna efek dan UKM tidak spesifik orang per orang, maka
pendanaan UKM juga odak bsa dibebankan pada setiap orang
sesial dengan nikmat layanan yang diterimanya. Meskipun
ada rumah besar maupun rumah kecil yang mengambil asap
berbeda jumbzhnya, semua orang juga tidak perlu membayar
ketika rumashnya di foggiog. Jumlah nyamuok vang terbunub
Juga berbeda antar satu rumah dengan rumah lain. Maka dari itu,
pendanaan UKM juga tidak perlu dibebankan pada pengguna.
Pendanaan UKM menjadi tanggung jawab pemda masing-
masing. Karena wilavah UKM bisa spesifik pada dacrah
endenms atau yang terserang tertentu yang tidak sama waktunya
tiseluruh daerah, maka UKM didesentralisasi. Dacrah endemis
tidak dinamis atau berpindah-pindah seperti penduduk. Selain
itu, pemda yang terdekatlah yang tabu di mana terjadi masalah
kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, tangpung jawab dan
tagns UKM harus discrahkan kepada pemerintah daerah,

Penyuluhan kesehatan, inspeksi keschatan lingkungan,
inspeksi sanitasi makanan, inspeksi kesehatan lingkungan kerja,
pendidikan keschatan, dan lain-lam merupakan jenis-jenis LIKM
yang diserahkan pendanaan dan pelaksanaannya kepada pemda
Selain i, penzinan fasilitas keschatan merupakan layanan
UKP dan pengawasan mum layanan difasilitas kesehatan
merupakan  fugas-tugas  yang diserahkan  kewenangannya
kepada pemda  Pemenntah posat  (Kemenkes) beitugas
memysun nonma dan standar dalam UKM. Dalam beberapa hal,
Kemenkes dapat memberi bantuan dana maupun teknis untuk
menjamin standar pelauanan minimal dapat dipenuhi di selumb
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4.

dacrzh. Sesunpguhnya, Kemenkes juga dapat memben subsidi
kepada tasilitas keschatan mulik swasta yang bersifat nulaba,
yvang selama i masih sangat jamng dilakukan.

Hak dan Kewajiban Penduduk

i,

Kebutuhan Dasar dan Layanan Dasar

Awal tahun 2014, setelah terunda hampir 10 tahun
karena pemerintah tdak menjalankan perintah UL No,
40,2004, JKN mulai dilaksanzkan. Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPIS) disetujui pemerintab dan DPR pada tanggal
28 Okeober 2011 bukanlah secara kebetulan, Penetapan
ULY pada han ulang tahun Sumpah Pemuda 1ty memang
dimaksudkan untuk menambah “Satu Sumpah™ & han
Sumpah Pemoda, satu bangsa, satu bangsa, sat bahasa,
satu tanah air, dan satu JEN, Pama pemuda vang dikoordinir
KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) mengawal lahirnya
UL! BPIS dengan demo besar lebih dan 300K} pekerga
di depan DPR berbuah hasil. Drat awal UL BPJS yang
disetujul pada tanggal 2% Oktober masih belum bersih.
Sehingga pada bulan pertama timbul desas-desus yang
menyatakan bahwa UL BPIS belum tunias.

Pengaturan manfaat yang dijamin dam uran, diatur
dalam UU SISN 7 mbun sehelumnyva, Program JEN
menjamin paket layanan dasar vang diterfemahkan lebih
rinci dalam Peraturan Presiden (Perpres) No, 122013 dan
kemudian diperbaiki dengan Perpres No. 11172013, Karena
program JKN menjamin paket dasar yang memenuls
kebutuhan dasar, maka definisi paket dasar dan kebutuhan
dagar menjadi isu penting, Paket mmbahan bisa dibeli dan
perusahaan asuransi. Selain perusahaan asuransi, pemda
vang mampu juga dapat menyediakan paket tambahan,
Harus dibedakan antara kebutuhan dasar, pelavanan dasar,
dan paket jaminan dasar,
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b. Pilar Jaminan Sosial

Dalam merumuskan konsep pminan sosial tm jaminan
sosial nasional vang dibentuk dengan kepres no 20 tahun 2002
menyepakati suatu sistem jaminan sosial harus dibangun dengan
tiga pilar. Pilar jaminan sosial menjelaskan sumber dana dan
mekanisme yang hanus dijalankan dalam sebuah sistem jaminan
somial. Pilar jamunan sosial dgunakan di berbagan negara
karena sifatnya yang universal. Prinsip vang digunakan sama
digseluruh dunia. Tetapi, Ancian mekanisme prosesodan besaron
manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar vang berbeda-beda
antars satu negara dengan negara kain pular jaminan sosial yang
uniyersal adalah;

[y Pilar Pestama: Pilar Bantuan Sosial.

[ mana bagi mereka yang miskin dan tidak mampu
atau tidak memiliki penghasilan tetap vang memadai untuk
memenuhi kebumihan dasar hadup vang lavak, Dalam UL
SISN, bantuan sosial diwwudkan dengan bantuan sarman
okh pemenntah (pusat) agar mercka yang miskin dan
tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap dapat
tetap menjadi peserta JKN. Keharusan pemerintah pusat
membayar uran bagi pendoduk mskin dan iidak mampu,
memfasilitas: redistribusi beban Pemnda. Penduduk miskin
dan tdak mampu penerima bantan sosial dalam benmk
subsidi iuran disebut Pencrima Bantuan luran (PB1). Karena
iran PRI dibayar ke BPJS, maks dengan sendinnya wran
terscbut merupakan dana dekonsentrasi ke daemah. Sebab
peserta PBI tersebar di seluruh Indonesia s2suai domsili
mercka, Dacrah yang memiliki lchih banyak penduduk
miskin dan tdak mampu skan mendspat suran PBI
{sccara fidak langsung, melalui BFJS) lebih banyak. Dana
dekonsentrasi, mirip dengan Dana Alokasi Khusus {DAK).
lebih pasti sampai ke pendoduk miskin dan 1idak mampu
dibanding dana DAK vang disalurkan ke [DMnas Keschatan
atau ke Rumah Sakit Umom Milik Daerah (RSUD). Oleh
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2)

3)

karenanya sistem JKN pembayar tungeal (single payver)
lebih menguntungkan penduduk di berbagai daerah. Pemda
yvang cerchk azkan membangun fasilitas keschatan yang
balk kualitasnya agar dana BPJS terserap dan dinikmat
penduduknya.

Pilar Kedua: Pilar Asuransi Sosial

Merupakan suam sistem pengumpulan dans  (risk
poraling) dengan mckamisme transfer resiko vang wagib
ditkuti oleh semuna penduduk. Pendudok berpenghasilan
(dhi atzs paris kemiskiman) wajib membayar iumn yang
proporsional tethadap  penghasilannya‘upablnya. Bahasan
lehih rmer tentang konsep asuransi wanb {sosml) dan
asuransi sukarela (komersial) dibahas dalam bab khusus.
Pilar ini merupakan tulang punggung dari SISN. Pilar i
beberapa kali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)
abean tetapi MK selalu memutuskan bahwa sistem asurans:
sosial mi konstifusional, Pasal 23A UL D 45 membenarkan
pungutan pajak dan “pungutan lain yang memaksa”, vait
iwran SJ8N, Bahasan lebih dalam tentang konstitusional itas
dan jiwa asuransi sosial dalam JKN dibahas rinci oleh
Roberia dalam diserasinya di FHUL bulan Desember 2003,

Pilar Ketiga: Pilar Tambahan atau Pilar Suplemen

Dapat diziapkan oleh mereka yang menginginkan
(demand) jaminanmanfaxt vang lebih memuaskan dari
paket JKN. Untuk jaminan hari tua dan pensiun, pilar ketiga
dapat sangat besar jumnlahnya, javh melebiba pilar 1 dan 11
Pilar ini dapat diisi dengan membeli asuransi komersial
(baik asuransi keschatan, pensiun, atau asuransi jiwa),
tabungan sendin, membeli gabam, membel surat berharga,
Menyimpan emas mumi, ata program-program  pribadi
lain. Pilar ketiga dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga
wsaha (pemberi kegal, atau pemda vang kava sebaga
tambahan kesejahtersan.
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C.

Penctapan Besaran luran

Besaran wran dalam skenario SJISN terdint dan dua pola
mran yaitu persentase upeh unfuk pekena penenma upah dan
besaran nominal untuk pekerja bukan menenma upah. ldealnya,
di masa depan kedua iwian tersebut harus berada pada nilai
nominal aktuana vang setara agar fegadi keadilan dan tidak
teggadi subsidi ekstram dari pekerja penerima upah dan bukan
penerima upah. Untuk pencrima bantuan iuran, yang iumnnya
dibayar oleh pemerintah, besaran inran harns berbasis pada nilai
estimasi per orang atau per keluarga,

Formulas: besarmya iuran

I = Besamya iuran terhadap upah dalam persentase
Eic) = Estimasi besarnya biava keschatan (biaya klamm)
m = Marjin risiko

O = Biaya operasional

] = Rata-rata upah setxhun

Konsep Kepescriaan

Sebaga imanadiaturdalam LU SISN, perlua saan kepesertaan
dilakukan secara berahap sesuai dengan kemampuan keuangan
negara dan kemampuoan mangjemen. Praknik diberbagai negara

juga demikian, itulah konsckuensi sistem asuransi keschatan

somal yang memang tdak bisa berlaku untuk semua penduduk
sekaligus. Kesepokatan nasional sehagaimana telah dirumuskan
dalam peta jalan K1.M dan telah dituangkan sebagaimana dalam
pempres Mo [ 272013 (sebagaimana divbah (pasal 6) dengan
Perpres No. 1 1172015 adalah sebaga berikut:

Selurub peserta kesehatan yang berasal dan Askes sosial/
PNS, jamkesmas, JPK jamsostek, TNIPOLRI dan sebhapian
JAMEESDA (diperkirakan dalam peta jalon mencakup sekiwar
1216 juta jiwa) dikclola olech BPJS keschatan mulai | Januari
tabun 214
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Semua peserta tersebut yang tadinya berkanu atau bernama
ASKES PNS, peserta jamkesmas, peserta IPK jamksesmas
akin bergantt nama menjadi peserta JEN. Sebagian peserta
Jamkesda, misalnya peserta program Kartu Jakarta Sehat (KJS)
yang sejak April 2013 dikelola oleh PT Askes Indomesia juga
akan menjadi peserta JKN,

Penduduk miskin dan tidak mampu (peserta jamkesmas
dan schaman peserta jamkesda) yang mendapat bantuan dan
pemerimah yvang tadinya dikelola oleh kemenkes atau oleh
pemda diserahkan pengelolaanya kepada BPIS  keschatan
sehagai peserta PBI tidak membayar wran, tetapi mendapat
ban fuan uran dan pemerintah { seswa pilar satu) yang dibayvarkan
pemeriniah kepada BPJS,

Seluruh pegawal negeri anggota TRUPOLRI yang kini
dijamin olch dnas keschatan masimg-masing angkatan akan
diserahkan ke dan dikelola oleh BPJS kesehatan. Pemben kerja
gswasta vang sebelumnyva mendafiorkan dini dan pekegaanya
ke PT {Persero) Jamsosiek, mulai mogeal 1 januan tahun 2014
mendaftarkan ke BPJS keschatan, Dalam Perpres No, 11172013,
pemben: kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar,
usaha menengah, usaha kecil paling lambat tangeal | Januan
2015, sementara pemberi kerja mikro paling lambat 1 Januars
2016 dan pekerja penerima upah paling lambat harus masuk
JEMN pada | Januan 2019, Namun menurut hemat penulis BPIS
seharusnya tidak memaksakan penegak hukum kepesertaan
schagaimona diatur, kéemampuan BPJS menangani seluruh
pekerja penerima upah tidak memadai, Pemaksaan penepak
hukum akan berpengarub buruk pada JKN. Sistem mformas:
kepesertaan BPIS sampm Mei 2014 juga masih bermasalah
besar karcma tidak felit dam sikromisasinva pimpinen  dan
tim BPJS. Kartu peserta pekerja PRKEKEK BPJS vang belum
memadai yang sudah dipertimbangkan dalam  penyusunan
peta jalan. Tetapi BPIS tidak boleh menolak pekerja vang akan
mendaftarkan din dan membayar,
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Penegak hukum (dengan sanksi administratil dan saksi
layanan Publik) haros dilakukan secara bestahap Pemben
kena yang telat memben jaminan keschatan melalun asuransg
komersial atau menjamin sendiri {asuransi sendirl, seff-insured)
mendapat masa tunggu (i and See) agar tidak terjadi gejolak
yang merusak citra JKN, Pemberi kega dapat mendaftarkan
pekerjanya kapan saja (ony time) selama tahun 2014-2019 yang
realistis adalah penegak hukum dilakukan sccara sistematik
mitlai dan pemberi kerja yvang belmm menjamin pekerjannya
dengan jumlah pekena lebih dan 100 orang, menyusul pemben
kena demgan jumlab pekega 50-100 orang, dan seterusnya
sampal pemben kerja dengan pekena satu orang (termasuk
rumazh tangga) mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS ditahun
20019, Peniahapan seperii ind dilakukan dengan sukses di Korea
Selatan. Pemben kerja yang telah menyediakan jaminan me lalui
asuransi keschatan swasta dapat menjadi peserta JKN dengan
menggunakan Klausal koordingsi manfaar, Namun Koordinasi
manfaat juga harus tetap mempertimbangkan Kapasitas BPJS.

Pekerja mandin (bukan penerima upah ) vang mendapatkan
penghasilan dar wsaha sendinn mendafiarkan dinn kapan saja
{amy fimee) selama tahun 20014-2019, Sampa bulan Mei 2004,
sekitar dua juta pekerja mandiri sudah mendaftar ke BPIS, pada
wnumnya seperti i2lah diperkirakan sebe lunnya, mereka yang
mendaftar adalzh mercka yang memiliki penyalkat kronis, usia
wa, atau mereka yang sudah dgadwal akan menjalankan terapi.
Secara koenstitusional mereka tidak boleh diolak, Pemerintah,
melalui BPIS, berkewajiban menjaga kesehatan keuwangan
BPIS dengan menyvediakan dana cadangan yang menurut
petalis paling tdak Rp 10 wrillbun. Selain itu, BPIS harus
Juga lerus memacu pekerja penenma upah menjadi peseria
untuk menyebar resiko tingg! pekerja mandin denpan pekerja
penerima upah. Yang pasti ditshun 2019, tidak boleh lagi ada
pekerja mandin atau penerima upah yang tidak terdaftar dalam
JKN.
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Penahapan sistematik terscbut mendapat kntik dani tiga
kelompok berbeda. Kelompok pertama mengmginkan JKN
dilakukan untuk sclurah Penduduk., Kelompok mi beranm-
men bahwa UUD tdak memerintabkan penahapan. Hak
orang terhadap jamman sosial sudah berlaku sejak ULID
diamandemen. Karena JKN tidak boleh mengatur pentahapan,
Kelompok ini memahami bahwa sebagian orang mungkin
tidek mau bergabung, Schab mercka tidak percaya JEN,
Masih mampu mendanai sendiri, atau dengan alasan masih ada
Jaminan lam. Namun secara hukum merekamenolak pengaturan
eksplisil cakupan peserta secara bertahap. Namun kelompok
i mendapat dukingan dan ElKape (L5M vang menyorot
kebpakan pekerjaan) dan BPJS Watch, para aktivis mantan
kesatuan aksi jaminan sosial (KAJS), pendukung rerkuat UL
BPIS.

Kelompok kedus mengmginkan tidak ada pentabapan
denizan argumen pemahaman bahwa sitem JKN vang berbasis
asuransi sosial keliru, mereka berpendapat babwa seluruh rak yat
berhak mendapat layvanan keschatan dan karenanya tidak boleh
diminta membayar uran. Mereka menuntut ( bahkan sudah tiga
kaly wi maten UL SISN vang mengun pasal yang mewajibkan
membayar iuran. Kelompok im antara lam mendapat dukingan
dari Hizbu Tahair Indonesia dan Dewan Kesehatan Rakyar yang
didukung oleh mantan Menten Kesehatan Sin Fadhillah Supan.
Perbedaan pendapat sah saja. Namun pada akhimya yang harus
dijalankan adalah yang telah menjadi kee@pan hukum dan
secars manajemen/administras: memungkinkan.

Kelompok ke fga ustru scbaliknya, mercka menila
bahwa target mencakup seluruh peserta dalam lima tabun
{201%9) sebagai utopis, Schab, argumentas mereka, Jerman saja
mencapai cakupan universal dalam waktu lebih dari 100 tahun,
Mereka menilai halwa fasilitas kesehatan di Indonesia belum
memadal. Tidaklah adil memintaorang membayar iuran padahal
fasilitas kesehatan belum memadal, pendukung kelompok i
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antara lain Ascobat Gam dan Laksono Trisnantoro. Memang
keadilan sempuma tidak terjadi di bumi ine. Pilihannya adalab
tunggu pemcmataan fasihitas keschatan yang lebih atan kita
mulai dengan yang ada sekarang. Menumnut pandangan penulis,
paling sedikit 60% penduduk vang tnpgal di kota atau dekat
perkotaan sudsh mendapst akses yang memadai {jarak tempuh
kurang dan satu jam) diakui, kualias layanan kesehatan belum
sesial harapan. Secara bertahap kita dapat tingkatkan akses dan
kualitas layvanan.

Sesungpuhnys Indonesia telah menjalan asuransi sosial
segak tahun 1968 dan proses panjang vang dialami Jerman tdak
peru terulang, Indoncsia mendapat keuntungan dan kemajuan
teknologi  komunikssi, informasi pembayaran. Teknologl
komunikasi memungkinkan semua orang memahami JKN via
internct, televist, radio, media sosial dan kain-lam dalam waktu
sangat singkat, vang tdak tersedia 50 tahun lalu, Teknolog:
komunikasi dan komputer memungkinkan levansn informiasi
online di seluruh Indonesia via satelit. Teknologi pembayaran
memungkinkan fasilitas keschatan diseluruh Indonesia dibayar
secara online dalam hitungan detik. Bahkan diseluruh dumia,
kiranva berbelanja dengan kartu kredit dalam kurang dari satu
menit telah terbavar Dengan kemajuan teknolom tersebut,
sangatlah memalukan jika kita masith mematok miger wakiu
puluhan tahun.

e. Kompensas: Peserta di Daerah Tertentu

Dialam hal di suatu dacrah belum tersedia fasilitas keschatan
yang memenuhi syaral mma memenuhi kebuihen  medik
scjumlah peseria, Badan Penyelenggam Jaminan Sosial wajib
memberikan kompensasi.

Kompensasi vang diberikan pads peserta dapat dalam
bentuk vang tanas, sesuai dengan hak peserta.

Ayar iml dimuat untuk menjawab kritik dan berbagm
pihak yang menilai bshwa pengembangan JKN berpotensi
menimbulkan  ketidakadilan  karena manfam JKN  hanya
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dinikmati oleh mercka yang tinggal di perkotaan di mana
fasilias kesehatan tersedia secara memadai. Dalam deaft awal,
dicantumkan contoh kompensasi lain seperti di perusahaan
pertambangan atau perusabaan kayu di tengah Kalimantan
yang pimpmannya telah membayar wran, maka BPIS dapat
menempatkan dokter/dokter spesialis di sana. Jika penempatan
indemmnitas, mengganti biaya berohat ke fasilitas kesehatan
yang ada yvang tidak menjalin kena sama dengan BPIS. Di suatu
daerah vang tidak ada fasilitas hemodialisa dapar dibelikan unit
hemodialisa oleh BPIS jika jumlah peserta yvang membutuhkan
cukup memada. Dengan cara i, maka kritik pihak-pihak
tersebut sudah ditampung oleh pembuat LI,

Macam-macam Kendala Pelayanan JKMN

Berbaga: masalah muncul yang bediaitan dengan uang,
vang telah dan akan dibavar BPIS, kecukupan dana, dan besaran
pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Besaran kapitasi dan
schagian besar CBG vang Gidak sesuain dengan rake-rata biaya
pasar, menyebabkan barvak kasus-kasus “akal-akalan™ fasilitas
kesehatan untuk mempertahankan operasi dan atau surplus,

1} Atgran BPIS yang Mempersulit

Karena masalah hikuiditas dan klaim yang mekbila
pencrimaan  iuran, tampaknya pampman BPIS  panik
dan menyvusun aturan Kepeseriaan vang menabrk batas
kewenangannya. Seharusnya BPJS tidak mengatur hal-hal
yang hersifat penetapan manfaat ayanan. Alhamdulillah, di
tahun 2015 pemenntah dan DPR sepakat menyuntik dana
tambahan sampai dengan Rp 5 mlmnuntuk BPIS Kesehatan,
Eekeliuan pemahaman pimpman BPJS terletak pada
penafsiran delegasi kewenangan pengaiuran kepesertaan
yang dalam Perpres Jaminan Keschatan, Penctapan kapan
jaminen mula berlaky, bukanlah pengaturan admunistras:
kepesertaan, Mulai berlakunya jaminan merupakan pene-
tapan manfaat JKN vang oleh UL SJSN didelegasikan
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kepada Perpres, bukan kepads BPJS. Beberaps aturan BPIS
vang menersulit penduduk mendapatkan haknva, sekaligus
menjalankan kewajibannya, schagaimana diatur dalam
Peratgmn BPJS MNomor 4/2014, adalah:

Aturan mengenai masa berlaku staw akef jaminan
setelah 7 han peserta mendafiar apalagl membayar berten-
tangan dengan UL SJSN, Dalam UL disebutkan bahwa
peserta adalah penduduk yang telah membavar uran.
Hak peserta adalah mendapatkan jaminan dan informasi.
Menunda 7 hari dapat menimbulkan risiko besar Sehab,
sakit dan kecelakaan dini dapat tergads setiap saat Celakanya
lagi, dibenitakan bahwa atas laporan Dirut BPJIS Keschatan,
Menko Perckonomian menginstruksikan masa vertfikasi 30
hari. Padahal Menko Perekonomian sama sekali tidak dibeni
peran olch UU SJSN, Dinut BPIS juga tidak mempunya
paris komando atau  gans koordinasi dengan  Menko
Perekonomaan, Jika ada peserta atau angeown keluanza yang
karena penundaan masa bedaku ini layanan tidak diperoleh
{lithat box), maka peseria terschue sccama hukum dapat
menuniut ganti rugl kepada BPJS. Selain itu, peraturan yang
dimukan kepada PBPL vang memilib kelad 11 dan kelas
| mi bersifat disknminatif. Jika pegawm bisa mendapat
jaminan langsung setelah mendaftar, mengapa PBPL harus
menunggu. Bahwa, pengalaman tahun 2014 menunjukkan
banyak peserta vang sudah sakit baru mendafiar atau
peseria tdak lag membayar wran sételah berobat pertama,
it merupakan tantangan manajemen BPIS,

Manajemen BPJS hams merckmt lebih cepat PPLUL
sesual kemampuan manajemennya. Kesalahan  kedua
adalah besaran wran PBE yang dibavar pemenntah tidak
sama dengan besaran iuran yang menjadi kewajiban PBPLL
Seharusnya, komsep dasar pemermtah membayar iuran
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adalah karena penduduk tertentu tidak mampu dan besaran
wran yang dibayar pemerintah seharusaya sama dengan
yang dibevar PBPL.

Atran lain vang aneb adalah bahwa bayl yang bamu
lahir tidak langsung dijamin. Belakangan sudah dikereksi
bahwa untuk peserta PBI {penduduk miskm) maka bay
langsung dijamrin. Hal mi juga aneh, dan menyulitkan
pesertd yang kebetulan melahirkan bayi vang sakit atau
mefiderita cacad bawaan, Bahkan dalam asuransi komersial,
bayr sudah langsung dijamin sampai usia lertentu, Selan
i ade aturan bahwa bayi peserta PBPU untuk kelas | dan
Kelas |1 dalam kandungan harus bayar nran. Imi keajaiban
dunia kesembilan. Demikian juga anak ke-d peserta PNS
ndak langsung dijamin.

Pescrta harus mengurus kartu yang disebut KP4, untuk
bukts pegawai. Seharusnya, urusan kepegawaian dan urusan
adminisirasi lain ndak dikaitkan dengan Kepesertaan bay,
Bayi lahir adalah penduduk Indonesia yang sudah punya
hak hidup dan hak lavanan keschatan, Persoalan bavi-bayi
tersebut menyerap sebagan dana, sudah pasti. Hal i dapat
diperhitungkan dalam besamn juran, sehingga scharusnya
secard otomatis, sampal bayi berusia 30 hari, pengobatan
bayi dijamin. Jika tidak, angka kematian bayi akan tetap
inggl. Yang paling mendenta atas kebpakan disknnunatif
dan bertentangan dengan LU 515N adalah peserta dan te-
niga Keseharan vang berhadapan langsung dengan peserta,

n) Persyaraian kepesertasn yang erlaly banyak dan tidak
sclahi bisa dimiliki peserta golongan bawah juga
menyulitkan peserta. Persyaratan memibks rekemng
bank misalmya, merapakan salah satu persyaratan yang
menyulitkan peserta. Sehagai asuransi wajib. maka
setiap penduduk Indonesia yang mau membayar iuran
harus diterima. Tidak perlu persyaratan vang rumit
atau banyak. Karena dalam pedoman kepesertaan
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diperlukan banyak dokumen, petugas BPJS di lapangan
memnta semua dokumen tersebut hams ada. Misalnya,
ada KTP dan kartu keluarga ada pula petugas yang
hanya menerima peserta tambahan jika orang tersebut
iercantum dalam karu keluarga. Bagaimana mungkin
orang tua dan merua tercantum dalam satu KK
Padahal, ULl SISN mengindikasikan orang a dan
mertua dapat menjadi peserta tambahan yang iumnnya
dibiayai sepenuhnya oleh pekerja. Seharusnya, samu
saja syarat sudah cukup, atau KK, atau paspor. Schab,
penduduk wajb iuran. Jangan mempersulit erang yang
akan melaksanakan kewajibannya,

Ada lagi amran sendiri vang dibuai BPJS vaiiu
dengan menyatakan bohwa BPIS berupava agar
biaya operasional BPJS dapat dipenuhi dan hasil
pengembangan Aset BPIS. Memang UL BPJS memiliki
cacad bawaan di mana asct BPIS dipisah dan asct Dana
Jaminan Sosial (DJS). Pemerintah juga menyuburkan
prakiik tdak sehat dengan menyetmju pemisshan aset
PT Askes menjadi lebih dari Rp 10 wilion sehagai aset
BPJIS dan sekitar Rp 5 tnlun scbagai aset DS, Dengan
pemisahan  itu, pimpinan BPJS “merasa”™  bahwa
aset BPJS adalah “miliknya™ dan kKarenanya mercka
tidak mau mengeunakan aset BPIS untuk membavar’
menalangt kKlaim vang tahun 2014 melebih uran yang
diterima. Klaim manzjemen BPIS untuk menggunakan
hasil pengembangan Aset BPIS unuk biaya operasional
kelak, agar aset BPJS dan hasil pengembangannya tetap
di bawah kendali “melulu™ pimpiran BPIS merupakan
kekelinuan, Scbab, UL SISN secam tegas menyebutkan
bahwa biaya operasional diambil dan sebagian ran
JEMN, Konsepnya mirip dengan “amil zakat” di mana
pengelola dama (BPJS) diberi hak sekian persen. Di
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banyak ncgara, biaya operasional tidzk lebih dan 5%
wran diterima. Bahkan di Korea Selatan dan Taiwan,
biava Operasional di bawah 3% dan 2% berturut-turut,
Di Indonesia, BPJS vang tabun 2014 diben biaya
operasional 6,25% ineminta tambalan menjadi 6.4% di
tahun 2015, Celakanya lagi, pemerintah mengiznkan,
Belum lagi hasil pengembangan aset BPJS, Sayangnya
penanggungjawaban kewangan terscbut sampal akhir
Februari 2015 tidak dipublikasi. Hal ini bertentangan
dengan prinsip fransparansi badan hukum publik, UL
SIS, dan UL BPIS. Hal ini merupakan tantangan
besar JKN.

Di lapangan, petugas BPJS memiliki persepsi
berbeda, Ada vang menghanskan semua  syara
peserta perorangan seperti KTB surat domisih, nomor
rekening, diserahkan. Sehamsnya, karena penduduk
wajih menjadi peserta, cukup salah sam bukii saja,
bukan semuanya. Hal inu erjadi karena dalam Peraturan
BPIS terscbut memang tidak ditulis, “salah satu dan™,
Perataran BPIS dan perilabu sebagman petugas BPJS
yvang tidak konsisten dengan visi-mmsi SISN terpad
karena sebagian pegawai BPJS masih memelibara
mindset asurans: komersial,

2y Nomor Identitas Tungzal

Nomor ldentititas Tunggal {(Singde 10 Number) adalah
suatu alat dentifikasi semua penduduk agar berbagan
kewajiban penduduk dan lavanan publik dapat disedimkan
terintegrasi, Ketika UL SISN disusum, ide nomor idemtitas
tpeal vang kini kita kemal dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) sedang dalam perbincangan. Oleh
karena i, dalam UU SISN fidak tercantum NIK, tetapi
digunakan penntah agar BPJS memberikan NIK. Nomor
itu harus Sama untuk mengurus kelima program di kedua
BPIS. Idenva sama dengan di Amenka vang memberikan
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sctiap penduduk NIK depgan Nomor Jaminan Sosial
|Social Securdy Nunber. S5N). Setiap penduduk diben
nomor tersebut yang digunakan untuk mendaftar sekolah,
mendaftar kerja, membayar pajak, membayar iuran jaminan
sosial, membuat paspor, membuat rekening di bank,
membuat karto kredit, dan apapun kegiatan penduduk, maka
nomaor itn digunakan. i Amenka, 85N terdin dan 9 nomor
unik vang tidak muongkin duplikasi. Program komputer
dengan mudah dapat mengeluarkan satu nomor unik tanpa
duplikasi. lika kita tinggal di Amernika secara legal, baik
sehagai pelajar maupun sebagai pekerja maka kita waph
punva S5M. Begitu bayi lahir, maka 1a diberi S5M.

UU No. 24 tahun 2013 dirmemuskan “Nomor Induk
Kependudukan, selanjuinya disingkat NIK, adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang vang terdaftar sebagan Penduduk
Indonesin™, Ketika im, ada beberapa instansi vang “berebut’
imgin mengeluarkam NIK sebapai produknya, ermasuk
Kemendagr, Kepolisian, Ditjen Pajak dan BPIS. Pimpinan
BPIS juga diondang ontuk membahas NIK  tersebut
Akhimya disepakats bahwa NIK akan dikelola olch
Kemendagri, yang ketika itu kental kepentingan pemilu dan
Pemilihan Kepala Daerah,

sehamusnya vang paling tepat, seperti di Amenka, NIK
memang berkatian dengan jaminan sosial Sehab, semua
orang membutuhkan layanan publik. Bavi baru lahir pun
membutnhkan NIK untuk layanan medis. Setiap orang
punya peluang sakit setiap szat, dan karenanya NIK 1iu akan
terus digunakan. Akantetapi. karena kepentingan politik dan
pendataan pemilih, maka akhimya kescpakatan jatuh pada
Kemendagri. Meskipun e pengelolaan NIK adminduk di
Kemendagri kurang praktis untuk pengkinian {upxdating),
tetapt kesepakatan politik 1o bisa ditenma. Dalam banyak
berita dikemukakan adanya nomor ganda NIK. Karem
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masih ada komponen manual, yaitu 4 digt terakhir, maka
rnasih mungkin tenadi nomor ganda. Berbeda dengannomor
vang dikeluarkan komputer, sepert di Amenka, vang tidak
mungkin terjadi nomor ganda. Sebetulnya, NIK dengan 16
digit vang menyangkut 4 digit dserah (tempat lahir atau
termpat tinggal), 8 digit tanggal dan tahun kelshiran, serta 4
digit nomor unat mudah diromuskan untuk penduduk yang
bam lahir atau bar terdaftar seperts mahasiswa atau pekenja
asing. Hanya diperlukan mendapatkan nomor urit uniuk
tanggal lahir dan daerah yang sama, Jadi, tidak ada alasan
seseorang tidak memiliki NIK. Oleh karemnva, kedua BPIS
scharusnya menggunakan NIK saja schagar nomor peserta,
tidak perlu memberikan nomor lam. Untuk penduduk yang
belum memiliki NIK. prakis kurang dan 0.2% penduduk
scperti bavi baru lahir-BPIS dapat memberikan NIK
sermentara dengan kode khosus. Anehnya, sampai dengan
akhir Februar 201 5-kedua BPIS belum meng gunakan NIK
sebagai identitas wingeal Bahkan ada orang BPJS yang
menyatakan bahwa mengatur identitastungeal amit. Karena
dalam pkirannya, BPIS harus mengatur nomor tersendin
di luar NIK. hkse permkiran it digunakan, maka wpaya
BFJS hanya menambah kerepotan penduduk sebagaimana
mereka bkukan dalam persvarastan pendaftaran peserta
BPIS Keschatan.
Kualitas Layanan den Koordinas: Manfaat
Seperti dijelaskan secara smgkat dalam Bab 2 bahwa
efektiviias JEKM berpanmunge dari kualitas leyanan objeknl
dan subjckiif. Pada dua tahun pertama ini, suka atau tidak
suka, kita harus menerima kenyataan bahwa kualitas
layanan JKN belum baik, Sccara  objektf, argumen
kualitas yang belum baik dapat dipahami karena uran
dan pembayaran kapitasi dan sebagion CBG masih belum
dengan harga keckonomian, belum memenuhi ongkos-
ongkos mmmum. Sudah dijelaskan bahwa dengan belanja
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keschatan rata-rata L'SD 108 per orang per tahun atau sckaar
Rp. 1000 per omang per bulan, rata-rata iuran JKN masih
pada kisaran Rp. 26,000 per orang per bulan. Savangnya
pejabat Yank memiliki otoritas masih berstandar ganda
untiuk memahami dan mengakui hal ini. Kita belajar dari
kasus jatuhnya Air Asia di Selat Karimata awal tahun 2015
Menten Perhubungan Jonan meminta fanf minimum tiket
pesawal dinaikkan agar perusashaan penerbangan tidak
mengothankan kualitas, Dalam kecelaknan A Ama sekiar
I 64) orang meninggal. Begitu hebohnya, Akan tetapi, dalam
layanan kesehatan, hal o tdak tegadi. Padahal, paling
sedikit sehitar 15.000 ibu meninggal dalam persalinan dan
kehamilan setabun. Mengapa hal mi ndak diperbaiki secara
memadai’

Memang, angka kematian karena kualitas layanan
kesehatan vang buruk belum diehti secarn seksama. Hal
il juga menunjukkan sandar ganda pemenniah dalam
menyelanatkan nyawa penduduknya. Disinyalir ratusan
ribu orang meninggal akibat kualitas lavanan medis yang
tidak memada di Indonesia lika di Amenka Serikat, do
mana tenaga keschatan dibayar tinggi dan peralatan medis
lengkap sekali, masih teradi 100,000 kematian'tahun
karena layanan medis atau malpreaktik, apakab di Indonesia
angkanya lebih kecil? Paling nidak scharusnya pemerintah
dan pemda melakukan kapan-kajan komprehensit untuk
mengetahu seherapa banyok nvawa pendudok melayang
akibat burnknya layanan medis. Layanan medis bagus
memeriukan biaya minimum terieniu. Jika bayaran JKN
ldak mencapai biaya mininum tertentu tersebul, maka
besar kemungkman banyak korban jatuh. Sudah ada berita-
berita korban JKN karena alasan tidak ada tempat. yang
disinyalir beberapa pihak sebagai alasan karera bayaran
CBG terlalu kecil,
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Sccara subjektf, permintaan A PINDO kepada Presiden
di bulan Desember 2014 unmuk menunda pendaftaran ke
BPIS sampaw Koordinas: Manfaat disepakati merupakan
mdikas: kuat persepst jelek JEN. Koordimasi maniaat
adalah suam tata cara di mana perusahaan membeli
asuransi komersial sehagai tambahan (top up) layanan JKN,
Sesungguhnya prinsip dasar Koordinas: Manfaat, atau yang
dalam bahasa Inggrs discbut coordination of benefits atau
COE, sederhana saja. Hal-hal yang tidak dijamin JKN dapat
dijamin oleh perusahaanmajikan langsung atan perusahaan/
majikan membelikan  aswransi tambehan  dar produk
asuransi komersial, Begrtulah vang diatur UU SISN, Dalam
hal seseorang memiliki jaminan ganda, maka yung menjad:
asuradur primer {yang wajib membayar terlebih dahulu)
adalah BPIS Keschatan Sclain itu, jika teradi kecelakaan
lalu lintas yang bukan kecelakaan tunggal dan kecelakaan
atau penyakil akibat kerja, maka BPJS Kesehann menjadi
asuradur sekunder. Asuradur primer, yvang berkewajian
membayar terlebih dahulu adalah PT Jasa Raharja atau
BPJS Ketenagakerjaan, Akan fetapd, jika kita pelajan
pegalanan upaya koordinasi manfaat, tampaknya baik
BFJS, APINDO, maupun asosiasi usaha asuransi komersial
mgin mengatur lebib dar prirsip di atas,

Apapun vang diminta diatur dalam COB, wmwntstan
tersebut bermakar pada persepsi kualimas  jelek  JEN.
Banyak pengusaha maupun pengelola asuransi komersial
mempityai  persepsi  babwa  karyawan  mereka  atau
pemegang polis mercka tdak akan menggunakan JTKN,
Bayar iuran JKN diangpap sebagai ngeluaran tambahan dan
karenanya mercka mengklaim dowde premium. Klausul
COB dalam UL SJSN sesungguhnya merupakan buki
bahiwa klaim premi ganda tersebut tidak be rdasardoan hukum
maupun fakta. Klaim tersebut merupakan indikasi persepsi
buruk kualitas JKN. Ini tantangan besar yang harus kita
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sclesaikan agar JKN berjalan sccara berkesinambungan dan
mempunyal efek proteksi vang tinggs. Syarminya sederhana,
kecukupan tumn dan kecukupan bayaran kepada fasilitas
kesehatan, termasuk kecukupan harga obat dan bahan medis
habis pakal vang diperhitungkan dalam bavaran kapitasi
dan CBG.

Pembatasan FKTP dan Jumlah Pesena

Tidak bisa disangkal, meskipun pemenntah menetapkan
besaran kapitasi dan CBG tidak memada, dengan jumilah
peserta JKN di bulan Januan 2015 mencapai | 36 juta jiwa,
di banyak fasilitas kesehatan, pasien JKN mendominasi
Apalagi pimpman dan staf BPJS sermg kali sesumbar
akan mengenakan sanks: bagi badan usaba vang tidak
mendaftarkan karyawannya. Banvak fagilitas kesehatan
ikut heboh, karena mercka khawatir pasien langganan
perusahaan atan asuransi swasta akan pindah jika mereka
fidak komtrak dengan BPJIS. Namun demikion, banvak
keluhan dokter dan fasilins kesehatan vang menyampaikan
bahwa permintzan mereka untuk menjadi fasilitas kesehatan
tingkat pertama (FKTP, dokter primer) ditolak BPJS. Hal
itn scharusnya fidak bolch terjadi. Petugas BPIS tdak
boleh berlaku sewenang-wenang menutup suatu fasilitas
kesehatan dengan menolak permintaan Malitas kesshatan
Seharusnya [KN fidak bolch menolak fasilitas keschatan
yvang benzm operasional dan  menerine  syarat-syarat
yvang diatur dalam berbaga peraturan JKMN. Hal itu discbut
prinsip amy willing prenvider dalam hukum anti monopoli
Semua fasilitas keschatan yang bersedia mencerima svarat-
syarat yang diatwr dalam JKN haros diberi kesempatan
untuk melayam peserta JKN. Pesertalah vang menentukan
ke FKTP mana mereka akan berobat.

Dralamkebebasanmemilih FK TPBPJS harus membatzs

jumlah peserta per FKTP, termasuk puskesmas. Sampai

Januari 2013 nasih banyak puskesmas yang diberi peseria
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lebih dari 20,000 orang. meskipun jumlah dokter hanya dua
orzng. Seharusmya rasio peserta per dokter primer (dokter
umum) tidak lebsh dan 3.500. dengan kerentuan tersebut,
maka sebuah puskesmas atzu klmik vang hanya memilik
dua dokter wmum tidak boleh mendapat peserna lebih dari
7000 orang. Barulah dengan rasio tesebut, dokter umum
dapat melakukan layanan yang berkualstas. Sudah barang
temtu, rasio optimal peserta dengan dokter gim dan apoteker
Juga harus dihitung agar tenaga kesehatan. tidak melayvani
terlalu banyak peserta.

Dengan jumlah dokier umum sekitar 110.000 orang d
tehun 2014, maka rasio penduduk per dokter sudah |ebih
kecil dari 2.300 orang per dokter. Rasio itu sudah minimal,
Dengan jumlah lulusan dokier baru mencapai 7.500 per
tahun, maka rasie akan menumn tajam dan persaingan
kan sangat ketat Dengan asumsi 20% peserta akan
hembat riap bulan, maka 300 crang akan berobat dari 2,500
orzng lerdaftar, Jika dokter bekerja 5 (lima) han seminggou
atau 22 han scbulan, maka setiap har dokter memenksa
SHY22=kurang leluh 22-25 pasien. Jika dokter mendapat
penghasilan cukup, sama dengan kepala cabang BPIS,
mika dokter akan melayani pasien dengan sepenuh hati dan
renjaga agar pasien tetapsehat, Waktu luang akan digurakan
untuk berkomunikasi dengan 2,500 orang yang memilibnya
secara miensit untuk melihara kesehatan peserta tersebut.
Jika penghasilan kotor (belum temasuk pajak dan furan
jaminan sosial) seorang dolter wmum vang lavak adalah
Rp 25 juta per bulan, maka besaran kapitasi (fidak termasuk
obat dan laboratosium) yang lavak adalab Rp 25 juta/2.500
peserta=Rp 10,000 per omng per bulan, Jelas, kapitasi
20014-2015 sebesar Rp 8.000 per orang per bulan, termasuk
obat dan lab sederhana, tidak layak bagi dokter wnum
untuk melayan peserta dengan baik. Perkiraan pendapatan
kotor (belum ermasuk PPh dan uan SISN) dokter wmum
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Fop 25 juta per bulan merupakan perkiraan kecil. [y Jakarta,
beberapa RS BLU telah membenkan remunerasi dokter
apesialis sampal Bp 130 juta per bulan, Begitu jugza besaran
kapitasi untuk dokier gigl vang hanya Rp 2.000 per kapita
per bulan tidak layak untuk layanan vang berkualitas.

Selain ketidakeukupan besaran kapitasi, dalam layzanan
FRTP terjacdh masalah ketidakadilan, i beberapa daerah
dilaporkan tegadi “kolusi™ di mana pegawa BPIS tidak
memberi infomasi bahwa peserta bebas memilih FEKTP
Ada laporan di mana pegawal Dinas Kesehatan atau pefugas
puskesimas berkolusi untuk tdak memberi mfomasi pilihan
FKTP kepada peserta. Schaliknya, tepadi juga petugas
BPIS menyampaikan kepada peserta bahwa pilihan FRTP
vang dipilibnya sudah penuh, padahal jumiah peserta yang
terdaftar belum mene apai rasio maksimal. Selain itu, banyak
Juga keluhan (terutama di awal pelaksanaan JKN) di mana
pemgas BPIS menctapkan FKTP sesuai KTP. Padahal,
banyak peserta bekena di luar kota sementara angoeota
kcluarza berada di kota lan. Scharusnva, alamat KTP
atau kartu keluarga tdak mengads hambatan ontuk peserta
memilth FETP di dalam atan di luar wilavah administrasi.
[tulah sebabnya, JKN dirancang dengan satu BPJS, agar
mobilitas penduduk tidak menghambat jaminan kesehatan
Alhamdulillah di banyak daerah kini hal it sudah mulai
diselesmkan dengan surat domisily Surat domesili pun
sebetuinya tidak perlu, silakan perorangan (tidak peru satu
keluanga) memilih FKTP vang ia percaya, di sam kota atau
d fuar kota.

Semua pihak hendaknya menyadar: bahwa untuk
terwujudnve JEN vang berkualitas, berbagm  kendala
FETFP di atas harus dibenalu. Diharapkan ada Partisipas:
yang tinggl dan peserta, tenaga kesehatan, akademisi, dan
pengamal untuk membenahi JKN agar bejjalan adil dan
berkualitas.
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3) Rujukan dan Rupukan Lintas Pemda

Prinsip rujukan medis adalah kualitas layanan dan
efisiensi, llmu kedokteran {medis) sangat luas yvang menye-
babican trdak satu orang dokter pun yang mampu mengetahui
dan menguasai selumuh medis. Sementara setiap orang
berpeluang atau mungkin sgja menderita suatu penyakat
vang dokter langganannya atau dokter didacrahnya tidak
mampi mendiagnosis atan tidak mampu mengobati, Untuk
kepentingan pasien, maka sang dokier wajib merujuk
(menginm) pasien ke dokier lain di fasilitas keschatan
lain atau di provinsi lon vang mempunyai spesialisas
terientu. (Nch karena itu. nyukan tdak bolch dibatasi
wilayah administratif. Rwukan merupakan wilayah medis.
Akan tetapi, sehagian pemda yang didukung oleh sebagian
orang di pusat ingin mengendalikan pasien agar mujukan
dilakukan di provmsi yvang sama. Hal ite melanggar hak-
hak pasien unuk memilih dokter. Jika seorang pasien JEN
dipaksa oleh dokier, petugas kesehatan, atau oleh petupss
BPJIS dimajuk ke RS vang bukan pilihannya, dan hal buruk
terjadl, maka pasien berhak menggugat yang memaksa
tersebut, Tuntutan ganti mgi dapat mencapal puluhan
mular, jika pasien meninggal atau cacad. Oleh karenanya,
pegas kesehatan atau petugas BPIS harus memahami dan
menghindan potensi lifigasi atau gugatan hukum mi.

Prirsip rujukan kedua adalah efisiensi. Efisiensi tndak
bemrii mencari biava vang mumh. Keharusan mengguna-
kan FKTP atau gare kegper sebagai kontak awal pasien
ke dokfer umum merupakan chsienst wakiu, fenaga, dan
juga biaya bagi pasien. dokter, dan juga JKN. Jumnlah
dokter spesialis terbatas. Jika sctiap orang mau langsung
ke dokter spesialis, maka akan terjadi antrian panjang di
doldter tersebut. Pasien kehibangan wak produkaif, dokier
Juga kehilangan waktu berharganya. Schab, penyakit yang
ditangam dokter spesialis vang dikunjungi pasien tanpa
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rujukan dokter umum bisa jadi sangat ringan. Menangani
pasien yang penvakitnya amat nngan membuang wakiu
dokter dan menghambat pasien lain vang membuatuhkan
keahlian dokter spesialis tersebul. Karena pendidikan
dokter lama dan mahal, sudah barang tentu gaj atau baya
konsultasi dokier spesialis lebih mahal dari gaj atau biaya
konsultasi dokter umum, Jadi, ryukan juga mengandung
makna cfisiensi biaya dalam nilai mata vang.

Namun demikian, pada wmumnya pegawai di perusa-
hzan besar atau perusahaan vang membayar gaji besar
atau pejabat tmgpi terbiasa langsung ke spesialis. Salah
satu masalah memang kualitas layanan dokter umum pada
beberapa kondisi idak memadai. Pasien juga menempetkan
nilai tinggi pada kesehatan, ketika sakit sudah terjadi
Mereka tidak mau ambil resiko lama sembuh, apalagi cacad
dan mati. Maka mereka yang punya vang dan yang terdidik
pada umumnya ingin langsung ke spesialis, Ketika méreka
bayar sendird, hal itu tidak masalah buat pasien. Akan tetapi,
berobat langsung ke spesiahs untuk penyakit yang tidak
perlu keahlian spesiabs menimbulkan Kerugian buat pasien
lain yang memerlukan, Kesadaran ini masih sengat rendah
dan pemenntah serta petugas BPIS juga tidak melakukan
sosialisasi atan pendidikan kesehatan vang memadai kepada
sermmia pihak.

lklan layanan masyarakat di rado yvang dibuat oleh
Foemenkes vang mempromosikan mjukan  menambah
keraguan peserta kelas menengahterhadap JKN. Pesan iklan
lerscbui idak mengena unfuk menggalang peseria PPLL
Masalalinva, iklan tersebut hanya menyebutkan mjukan
dan puskesmas. Suka atau tidek suka, fakta menunjukkan
bahwa kelss menengah tidak atau belum percaya terhadap
kualitas layvanan puskesmas. Bahkan, sebagian besar
pegawal pemerintah, baik di lingkungan keschatan maupun
vang di luar lingkungan keschatan_ tidak mau juga berobat di
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puskemas. Persepsi puskesmas untuk mas varakat golongan
bawah masith mendominasi kepala para pejabat, penduduk
kilas menengah, dan pengusaha, Padahal. FETP dalam JKN
tdak hanya puskesmas. 'erseps] kualitas lavanan prnmer mi
menjadi hambatan besar bagi suksesnya JKN.

Pemenintah dan BPJS harus realishs menguris
masalah ini Selam mengubah persepss, konirol kualitas
(dengan bavaran wang memadai) harus sccara ferus-
menerus dilakukan, Disinggung bayaran memadai karena
memang unfuk menyvediakan layanan berkualitas ndak bisa
hinya pemaksasn kinega tertentu seperti yang terungkap
dan wacana pimpman BPJS di bulan Februan 2005,
Layanan prma memang diharspkan semua omang. Akan
tetapi, semua orang harus menyadari bahwa lavanan pama
membutuhkan biava minimal tertentu. Masalahnya, sering
kali kita hasya menmu-mre insitanf atau program layanan
prirng di negara lain anpa memerhatikan kecukupan biava
ruanimal untuk mencapai tingkst layanan'kinerja prma
terscbut, Pembayvaran berbasis kinerja (pay performance)
memang dibutubkan, Akan tetaps, ada syarat nunimal yang
JEM belum memenuhi, masih jauh dan syarat minimal
biaya untuk selurub fasilitas kesehatan,

Formulanum Masional dan E-Catalog
Suka atau tidak suka, dalam berbapai diskusi atau
pemberitaan banyvak sekah informas bias, vang tadak tepat
tentang Formularium MNasional (Fomas) dan E-Catalor
Sumber bias terumma keluar dad pemyaman  pegabat
(baik Pemenintah, fasilitas keschatan, maupun asosiasi/
organisas ) yang salah talsie Fomas dan E-Catelog
bukanlah bagian dan JKN, fetapi keduanya mempakan
pendamping JKN. Fornas adalah dattar obat vang harus
ada di Indonesia. Daftar obat tersebut idak mencantumkan
nama dagang obat, tetapi banya mencantumkan nama zat
akiif’ obat. i pasaran, perusahasn bisa menjual zat akuf
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lerscbut dengan berbagai nama dagang. Jad, jika ada dokeer
atau punpinan RS menyebut bahwa pasien JKN harus
bavar karena obat Fornas habis atau tidak ada di pasaran,
jelas pernyataan tersebut kelime Fasilitas kesehatan dapal
miemibeli obat merek apa pun, sejauh isinva adalah zat akaif
yvang berkhasiat, Pasien JKN juga tidak harus mendapat
obat yang tercantum dalam Fomas. Dokter dan RS dibayar
sgcara borongan untuk menyembuhkan pasien yang sakit.
Filihan obat sepenuhnya menjadi anggung jawab fasilitas
keschatan, Mercka dapat membeli obat yang zat aktifnya
tercantum dalam Fomas maupun yang tidak tereamtum,
sgpauh obat terscbut beredar di Indonesia dengan 1zin dan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),

Sementara E-Coralog adalah mekanisme tender obat
dan bahan medis habis pakai vang diperlukan bagi fasilitas
kesehatan muiblik pemenntah. Menurut persturan pengadaan
barang don jasa, dana publik yang dikelols badon mikk
pemerintah (rumah sakit dan lain-lain) untuk membeli
barang dan jasa harus melaha proses lelang. Proses lelang
adalah proses vang menangkal Korupsi, Kolusi dan
MNepotisme (KKNM), jika semua jwur, E-caralog adalab
proses persamgan harga yang sehat dengan kuslitas produk
vang dijanun oleh otoritas werkait. Dalam hal obat dan bahan
medis, kuahtas harus dijamin oleh BPOM.

Proses lelang atau tender memakan wakiu beberapa
bulen dan jika hal fu dilakukan oleh setap fasilitas
kesehatan milik pemerintah, tidak ada jaminan di suatu
fasilitas keschaian proses ferscbut bebas KKN. Proses
vang lans dapat menghambat persediaan obat di fasilitas
keschatan, Padahal, pasien tndek biza menunggu. Untuk
mengatasi hal mu dilakukan tender bamga (fFamework
pricing) yang dikenal dengan E-catelog. E-catalog adalah
dafiar barang, antara lain obat, bahan medis, dan alat
medis) juga termasuk komputer dan mobil vang merek
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dan harganya telsh disetujm pemenntzh dapat dibel tanpa
proses tender. Secara teori, scharusnya semua perusahaan
dapat mengajukan apapun merek dagang obat dan hahan
medis yang telah mendapat zin edar di Indonesia beserta
harga yvang mereka akan jual ke Iasilitas kesehatan
milikk pemerintah ke E-cavalog. Tetapl, banyak keluhan
disampaikan bahwa proses pencatuman obat dan bahan
medis ke dalam £-cataler masih belum sesuai harapan.
Selpin i, banvak mdustr farmasi yang mengeiuhkan
hahwa merek obat vang sudah masuk E-coilor tersodok
oleh industn lain vang menawarkan harga di bawah .

Obat-obat yang masih dalam hak paten (erginaior)
tidak memiliki pesaing maka obat-obat tersebut tidok
bisa ikut mekanisme persaingan. Maka dalam hal ini,
pemerintah harus melakukan tawar-menawar atau negosias:
harpa yang layak Di sini dapat terjadi berbagai masalaly,
ermasuk KKN, Industm farmasi, khususnva  industn
Farmasi asing vang memiliki hak paten, mengelubkan
bahwa pejabat terkan “menawar seenaknya” sepertt belanga
di Tanah Abang. Padzhal, industrt memiliks hak monopoh
harga (hak paten adalah hak monopoh produks= dan harga)
untuk memutup ongkos-ongkos riset dan produksi obat
tersebut. Di Taiwan, Kemenkes Taiwan melakukan surver
pasar mtcmasional untuk mendapatkah harga median, nila
tengah, di berbagai negara. Mercka menetapkan harga yang
akan dibeli oleh JKN Taiwan adalah harga tengah dari harza
di beberapa negara yang menzka survei. Dengan demikian,
terjadi keseimbangan pasar.

Ada beberapa indusirt farmas: vang di masa ko
melakukan kescpakaten dengan Askes atau Kemenkes
uniuk menjual obat onginator dengan mekanisme risk-
vharing, Mekansme tersebut khususnya dilakukan wnrk
obat-obal mahal vang dimilai “tdak mampu dibeli™, Industn
farmasi internasional terikat juga dengan aturan duma d
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mana mercka fidak bolch banting harga (dmping ) di suatu
negara. Akan tenadi penvelundupan dan industn tersebut
akan digugat negam laim yang membelh lebsh mahal
Maka mereka melakukan negosiasi dengan risk-sharing.
misalnya obat kanker harms diberikan sebanyak 8 kali
Mereka menyetuju scparuh dibeli okh askes’kemenkes
dan separuhnya lagi disumbangkan. Mekamsmenya dapat
bergantian, misalnya untuk dosissiklus pertama askes'
kemenkes membeli sesuai harga pasar mereka. Setelah im,
untuk dosis/siklus kedua, perusshaan memberikan obat itu
pratis. Bisa juga sharinpnya 2-2 atau 2-1 dan sehagzinya
Dengan cara itu, perusshaan tidak melanggar aturan
imternasional dan bisa menolong pasien mendapatkan
produk vang tanpe mekanisme iw (disebut marker aocesy)
tidak terjangkau harganya. Untuk obat-obat dan alat-alat
medis maxhal, akan jaub lebih baik jrka BPJS dan Kemenkes
melakukan negosiasi hargn arau rsk sharing yvang sembang
{wir-win). Obat dan bahan medis mabal ersebut tidak
dipaketkan dalam harga CBG. [ masa lalu, mekanisme
tersebut ferganjal oleh praktik nakal dokter, vang sering
dikeluhkan adalah dokter Ortopedi atau ahli kanker yang
menjual alatvbahan medis sendin dengan hargs yang
ditetapkan sendiri, Praktik seperti tidak etis dan melanggar
hukum, termasuk penlaku korup karema menggumakan
kekuasaan medis untwk memperkaya dirl.  Sayangnya
pemerintah Gdak berkutik, Dengan JKN, sebugh RS publik
di Jakarta mengabarkan balnwa mereka dapat memperoleh
harga stemi {cmem untuk  pembuluh darah  jantung)
separuh harga, karena volume pasen JKN vang banvak
dibandingkan sebelom masa JEM, Tetap, RS lain vang tidak
memiliki volume pasien yang banyak tidak memperoleh
peluang i, Model negosiasi harga dengan volume besar
itulah yang schamisnya dilakukan BPJS Kcschatan, yvang
dibers kewenangan oleh Perpres) untuk mendapat harga
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terbaik bagi scmua fasilitas keschatan yang telah kontrak
dengan BPJ5.
Chbat Penyvakit Kronis

D1 awal tahun 2014 terjad: kekelirman aturan di mana
obat kronis masuk dalam paket CBG di mana dokter di
RS hanva membenkan obat untuk 7 han. Padahal, obat
penyakit kronis seperit obat hipertensi atau obat kencing
manis perfu dimakan sctiap han. Dengan pembenian 7
han, maka pasien harus bolak balik ke RS, Padahal antrian
sangal pamjang, vang bisa menghabiskan satu han. Buat
pasen vang sudah lanjut usia, anlrizn pangang tersebut bisa
Jadh menambah kemungkinan komphkasi. Hal itu terutama
dikeluhkan oleh pasien mantan peserta askes di mana
sebelumnya mereka mendapat obat untuk satu bulan, Maka
Menteri Keschatan mengoreksi dengan pemberian obat 7
han yang masuk paket CBOG dan sisanya, obat untuk 23 han
dapat diambil di apoiek. Akan eap di berbagai 1empat,
apotek vang dikontrak BPIS terletak jauh. Tidak perlu jauls,
di suatu puskesmas Bogor scorang pasien hipertens: harus
mengambil obat d Tangerang Selatan, yang terdekat, yang
menghabiskan biava ojek sampai Rp 20,000 dan memakan
walkitu lebih dan tiga jam. Padahal, jika puskesmas diberi
kewenangan menyerahkan obat hiptemsi, pasien tidak perlu
buang waktu. Harga obat amlodipm 500 mg, dminum
sekali sehan, untuk 30 han kurang dan Rp 20000, Maka
kebijokan pengambilan obat di apotek tertenm yang hanya
menyulitkan peserta, Sampai Februari 2015, banyak klinik
yang mermiliki apotek tidak diben kewenangan memyerahkan
obat kronis. Sehamisnva hal itu dapat dilakukan di klinik,
sgjauh kimik tersebut memiliki apotek benzin,
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By Seharan Fasilitas Keschatan

Seharan  fasilitas kesehatan  sening  diperdebatkan
karena fakta rasio dokter atsupun tempat Gdur terhadap
populasi memang bervariast antar daerah. Sebaran mi
dituding sebagai penyebab ketidakadilan, inebuitas dalam
JTKMN, Dhsparitas msio penduduk terhadap tasilitas keschatan
merupakan sehab dan pasar lavanan keselaian di masa lalu
yvang berbasis pembavaran sendimi atau OOP, Ketika sctiap
orang membayar sendin, maka ada orang yang mampu
membavar dokter dan ada vang tdak mampu, Karens
aktivitas ekonomi dan distribusi dana-dana pemerintah
terpusal di kota-kota besar, Meskipun scjak zaman Pak
Harto puskesmas sudah dibangun di setiap kecamatan
Penduduk kelas menengah ke atas tidak menggunakan
puskesmas karena dinila layanannya tidak berkualitas
kelas menengah menggunakan praktik dokter swasta dan
rumah sakil swasto, bahkan sampai ke luar negeri. Maka
dokter dan RS swasta mengejar tempat-tempat i mana
banyak orang yvang mau membavar. Terjadilah maldismbusi
dokter dan RS, Apa boleh buat Dokter adalah manusia
wvang memang kebanyakan menjadi dokter ingin hidup
lebih terjamin. tidak mskin

Namun demikian, jika kita observasi amy mengikun
berbagar keluhan atau pemberitaan, t@mpaknya antrian
panjang dan ketiadaan tempat Gidur jusiry tegjadi di kota-kota
besar di mana rasie penduduk dengan dokier atau wmpat
tidur rumah sakit justru sudah tinggi. Mengapa demikian”
Karena rasio fasilitas keschatan terhadap penduduk saja
bukaniah ukuran yang tepat. Yang meneniukan kecukupan
rasio adalah demand terhadap layanan keschatan. D kota-
kota besar, pendidikan dan tingkat ekonomi penduduk lebith
tinggi. Penduduk vang berpendidikan dan berpenghasilan
timggn memiliki demand yang lebih tinggi, diukur per
LUOG penduduk. Imlah sebabuya, jika kita analisis demand
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terhadap lavanan keschatan peserta PBI, maka umumnya
angka utibsas: peserta PBI lebih rendah. Peserta PBI
bependidikan Iebah rendabh dan berpenghasilan rendah.
Selera mereka untuk berobat di fasilitas kesehatan modem
lebih rendah. Selain i, mereka jugatekendalabiaya wanspor
dan biaya keluarga. Budaya kunjungan atau penunggu di
rumah sakit ketika seorang anggota keluarga dirawat masih
sangat kental. Untuk penduduk berpenghasilan rendah,
biaya transpor dan penungou menjadi kendala besar. Sering
kal mereka memilib fidak menggunakan hak JKN karena
kendala tersebul. Pemwda sebarusnya membantu peningkatan
akses dengan membenkan haya transpor atau uang makan
keluarga vang menunggu. Tetapl banyak pejabat pemda
yang belum melihat hal tersebut

Jika karena sebaran itu, JKN dituding menambang
mekuitas, maka keadaan inekuitas it bersifat sementara,
Sesungeuhnva JKN  justru memungkinkan  ergadinya
redistribusi fasilitas kesehatan di deerah. Sebab, kini semua
orang hisa akses dan ada yang bayar, Syaramya scderhana,
yaitu Kemenkes menetapkan bavaran fasalias kesehatan
swasta dengan memadal, menutupi ongkos-ongkos yang
diperlukan untuk lyanan berkualitas. Maka bapmkan
setrut, jika gula (bayaran) sudah disebar ke daerah, fisilias
keschatan zkan datang ke daerah. Siapa yang bertangpung
jawab atas sebaran fasilitas kesehatan di daerah” Pemerintah
daerah. Dalem sistem kesehatan kKita, pemdalah yang berhak
membert izin praktik dan izin nomah sakit Pemda juga
mennlikt APBD yang jika diperlukan dapat memperkuat,
membangun sendirt Bsilitas kesehatan vang baik atau
memben msentif kepada sckior swasta ontuk membangun
fasilitzs kesehatan di daembmyva,
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Pelayanan Jamman Keschatan Naswonal

Beberapa orang di Indonesia masih belom vakin babwa
program-program jaminan  keschatan  nasional  berdansung
secars langgeng. Hal imi karema, budaya proyek vyang
mungkin merupakan akar nasalah budaya asal-asalan masil
menghantuinya, Kesalahan terbesar menunt penulis adalah
pola pikir atau kata orang yang mgin keren-mindset, pejabat
publik, politisi, tokoh masyarakat, akademisi seperfi penulis,
maupun pengusaha vang dekat dengan kekuasaon. Semim
memiliki kesamaan, vaitu asal-asalan, Asal sudah digaji. Asal
silah saya kerjakan. Asal sudeh dinkreditasi. Asal sudab
sckolah, Asal sudah ngan dan berbagan asal-asal lamn. Apakah
program  pendanaan  kesehatan untuk masyarakol miskin
juga akan jadi program asal-asalan”? Sering jupga kim dengan
Janjisjanji polik calon bupati, walikota, atan gubemur yang
menjanjikan pelavanin kesehatan gratis. Ketika sudah terpalih,
lernyata vang digratiskan hanya pelavansn di puskesmas yang
sebelumiya penduduk hars bayar Rp, 1.000-3 000, Tidak ada
manfaat besar bagi rakyat, karena ketika mercka harus berobat
di RS vang berhiaya mashal, rakyat harus menanggung sendin.
Hasil studi pemegang SKTM menunjukkan bahwa lebih dan
80% pemohon memang tidak mampu membayar tagihan rumah
sakit. Jadi, janji para calon pejabat, lagi-lagi, mempakan konsep
asal-asalan membenkan pelayanan keschatan gratis.

i akhir Milenium ke-2, para pemumpin dunia bertemu
don berkomitmen mengentaskan kemiskman dan meémperluas
jaminan kesehatan kepada penduduk rentan. Para ibu hamil,
anak., dan lansia meropakan conich kelompok penduduk
yang rentan terhadap penvakit dan mempunya kemungkinasn
meminggal, angka kematian, vang lebih finggl.  Apakah
program membantu yvang miskin berobat merupakan program
asal memenuhi komitmen MDG? Atau memang kita serius
mgin mengentaskan kemiskinan melaln program  jaminan
kesehatan bagi yang miskin? Jika hanya bagi vang miskn,
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kitz hanya mencegah yang miskin tambah miskin. Tetapt yang
tidak muskm bsa jadi jatub mskin karena menderita suatu
musibah sakit yang sesunggubnya dapat disembuhkan, Hanya
karena tidak ada wang wunai atan di rekening bank. mereka
tidek berobat dan tidak hisa berproduksi. Dalam komeks ini,
maka pemegang kartu SKTM yang dituding “korupsi®, karena
menggunakan hak orang miskin dan dia dianggap tadak miskin,
seaungguhnya punya hak dibantu juga. ltulsh schabnya, LD
45 Pasal 38 H avat 1, mengamanatk an bahwa “setiap penduduk
berhak atas pelayanan keschatan™. I negam sepern Malaysia,
Muangtai, Sn Lanka, dan Eropa, persoalan sepertt SKTM tidak
mengemuka, Semua penduduk tegamin dapat berobat, kaya
atau miskin!

Jadi program yang mendikoromikan hanya penduduk
miskin saja vang dijamin negara adalah program vang tidak
sesunl amanal rakyat Pelavanan RS yang menentukan tanf
lerienin unfuk setiap pelavanan atau 1wl pake (DRG) yang
juub di atas upah minimom, wapa ads aseansi, merupekan
Juga kekelimmn paham amanat rakyat Tanf-tanif RS publik
yang berlomba makin tingg, unfuk memenubi coavt recovery,
menutup biayva produksi, jelas merupakan indikasi komitmen
MDG, Artinva, kita masih asal-asalan berkomitmen MD(G.
Tarif” seperti i boleh diterapkan, apabila semua penduduk
sudsh memnliki asuransi keschatan. Yang bayar tanf schesar
i, apakah itu per pelayanan atau paket seperti DR, hanyalah
badan penvelenggara jaminan sosial,

Beberapa hal yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan
kebapakan jaminan lavanan keschatan diantaranya:

a. Rasa Menuliki Pepebat dan Karyawan RS Publik
Suam kebijakan publik yang membuat pelayanan publik
terpumk adalzh pemberian izin dokter bemrakiik danrumah
sak it mencan dana tambahan dan weif. Dengan alasan bahwa
gaji untuk mencmpatkan dokter disadari tidak memadai,
maka dokter diberikan wmn prakik, mencan penghasilan
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tambahan. D RS, dokter juga diben kewenangan untuk
mendapatkan jasa medis dan pelayanan yang dibenkan
Instansi RS mungkin merupakan satu-satunya  imstansi
vang diberi lzin uniuk menambah penghasilan pegawamya
dari “penjualan jasa”. Konsep jual tetap kental, karena ada
tanif kelas I, kelas 11, kelas |, dan babkan VIP Banyak
dokter vang pegawai negeri, di banyak R3, mendapat *jasa
medis’ vang bisa puluhan kali dan gaji pegawai negennya
Akibamya, dokter merasa RS “miliknya”, Karvawan lain
Juga tkut bersikap sama.

Jangan heran, jika banyak keluhan pasien Askeskin
atau pasien pegawal negen yang mengeluh kurang dilayani
karena diangeap tidak bayar atau dibayar lebih murah
Banyak dokier mengeluh bahwa dia tidak dibayar oleh
Askes. Dia lupa, bahwa ia sebenamya pegawail negen yang
harusnya melayam publik, bukan berurusan dibayar atau
lidak dibayar dari setiap pass yange diberikan, Sebuah RS
publik seharusiya ‘melavani’ rakyvat dan bukan “menjual”
Jasa kepada akyat. Sesungguhnyva pasien askeskin maupun
pasien Askes yang pegawai negen pun bdak memkmat
pelayanan secara gratis. Mercka sudah bayar. Ada RS
publik mengeluh merugl melayani pasien askeskin dan
pasien askes. Aneh bin ajaib! Di mana pun di dunia, tdak
adz RS publik merum, karera peran RS publik adalah
melayani. Dana RS publik diambil dan pajak terhadap
rakvat Jadi rakyat membavar ketika in sehat. Oleh karena
ime, i Malaysia yang setiap pasien hanya membayar tiga
ringgit, sckitar Rp. 3.000 per han rawat meskipun a dirawat
di ICL ataw doperasi besar, tdak pernah mengelub memugi.
Memang tidsk ada akuntansi laba-rugi. [h dalam dunia jual-
beli, usaha swasta, memang ada laba rugl. Keluhan seperts
itw, jelas salah tempat dan salah memiliki. Direks RS publik
bukanlah pemilik. Mercka tidak pantas mengeluh merugi
apalagi kemudian melayani setengah hati rakyat yang




memerlukan pelayanan. Tetapi, sering kita dengar RS publik
pun munta vang muka untuk pembedahan atau perawatan
di mang ICU, Apakah pemenntah hams berjualan untuk
pelayanan yang mengancam |iwa rakyatnya? [tu namanya
jualan nyawa! Jika sepert i, maka hal im menpakan
keajaiban dunia ke delapan!

Memang benar, belum semua rakyat membayar pajak
dengan baik. Stapa duluan? lika rakyat dulu disuruh bavar,
mereka mengeluh “Buast apa bayar? Pelayanan publiknya
jelekl™. Pejabat pemerintah bilang, “Dan mana duimya™"
Harus ada yang memulai, Sangat wajar jika pemerintah
memulal membeni Pelavanan publik vang baik. lalu
menagih iuran pajk vang baik,

Karena sulitnya meyakinkan pejabat bahwa pemerintah
schanusnya melayani rakvat yvang sedang terkena musibah
sakit, maka Sistern Jaminan Sosial Naswonal dikembangkan.
Okelah, BS publik berjualan, memasang harga, luran
pajak tidak memadai. Lebih mudah menggunakan wang
pajak untuk bayar utang konglomerat vang dikenal BLBI,
danpada membayar biaya berobat rakyat yang sakit dan tak
berdaya, Maka semua rakyat harus mengiur khusus untuk
biaya berobat. Dana yang terkumpul, tidak boleh digurskan
selain untuk membayar biava berobat, Jika semua rakya
sudah masuk dalam sistem SISN, maka ES pubhk
sesungguhnya tidak diperlukan lage. Biarlah mereka yang
merasa memiliki benar-benar memiliki. Konsekuensinya,
ndak boleh lagi ada dana publik yang dikucurkan ke RS
publik. Gap dan belanja operasional harus dipenuhi dan
pelayanan vang ‘dijual” ke sistem SISN.

. Kontrol Sosial yang Melempem

Begim sering kita dengar atau baca bahwa banyak
rabyvar yang sakit tidak bisa berobat memadai di RS publik,
Bahkan scsunggubhnya banvak vang mati karena tidak
punya vang, bukan karena penyakinya. Omng Inggris,
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Honpgkong, Australia, Malaysia, atau Sn Lanka tentu tidak
hazhis pikir bahwa hal it bisa terjadi.

Banvak rakyat, bahkan pengamat sosial, vang tidak
menyadari hal u Jika ditanva tetangeganya meninggal
karena apa, mereka menjawab kerena gagal ginjal, tifus,
TBC, atau diare. Selama program Askeskm diluncurkan,
lehib dari 7000 penduduk muskin yang mendenta gagal
ginjal. Dulu tidak pemah tengadi, Scorang penderita: gagal
airjal, tidak bisa bertahan hidup lebah dari dua mingg tanpa
cuci darah. Padahal, ketika masuk RS keadaan masih dapat
tertolong, letapa sudab parah. Jadi perlu perawatan 1CU.
Untuk mendapat pelavanan ICU, perlu vang muka. .ika
seorang tidak punya uang muka dan ndak dirawat di 10U,
lalu meninggal, apakah penyakit atan vang penyvebabnya
Saya pernah berscloroh bahwa “penycbab kematian terbesar
di Indonesia adalah kebijakan Pemerintab™. I vang perlu
kit refonmmasi.

Sayang sekali, masyarakat kita jugs belum terdidik
dalam bidang imi. Kontrol Sosial masth amat lemah
Memang, pelayanan kesehatan sangat asimetnk (istilah
vang banyak digunakan dalam bidang ckonomi untuk
menunjukkan lemahnya posisi konsumen), Masyarakat dan
pengamatl cenderung terima saja nasib keputusan petugas
keschatan, Tidak banyak orang yang mau tequn dalam
membela hak pasien. Yang sening terdengar hanya Yayasan
Pembendayaan Konsumen Keschatan Indongsia pimpinan
dr. Marius. Selagi kontrol sosial masib lemah, maka sulit
kita harapkan sistem keschatan kita akan bergalan baik dan
memihak kepada rakyat. Apalagi, pola pikir banyak pejabat,
akademmi, dan pohitisi Indones@a yang sangat berorientasi
pasar. Padahal, di dunia telah dibuktikam bahwa mekanisme
pasar gapal (marke! foifure) mengendalikan harga dan
menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan,

Adakah harapan kontrol sosial akan mampu member-
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tuk atau mempercepat scbuah kebijakan publik bidang
keschatan yang cgaliter? Kebgjakan kesehatan yang egaliter
mampua menjamin sehigp orang mendapat  pelayanan
kesehatan sesual kebutuhannya, bukan tergantung kemam-
puan ekonominya. Tanpa gerak dan kontrol sosial bersama,
hal itu sulit dicapa.

D). Ranghkuman

Jamman Iayanan kesehatan unmuk masyarakat wajib diatur oleh
pemerintah, khususnya dipenumtukkan bagi masyarakat kelas rentan,
dalam art adalah mesyarakat vang statis sosial ekonominva paling
bawah, Hal i karena kemampuan untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan sulit untuk didapatkanya akibat keterbatasan untuk mem-
bavar. Jaminan kesehatan kepada masyaraky dikenal dengan asuransi
keschatan, yang digunakan untuk mendapatkan pelayvanan keschatan
d berbaga tempat penyelenggamann pelayanan keschatan, baik rumah
aakit maupun di puskesmas.

Beberapa  jaminan  keselmian vang  diselengparakan  sendin
okh pemenntzh misalnya BPIS, pemerintah provinsi pemerintah
kabupaten'kota sepert Jamkesda, Selam i, terdapat  beberapa
Jaminan kesehatan vang disclenggarakan oleh pihak lain yang dibentuk
pemerintah melalui kerjasama antam pemenntah dengan pihak swasta,
misalya asuransi kesehatan yang diselengosrakan oleh perbankan
dan lainnya. Lembaga penjamun keschatan schagaimana terschut
berkewapiban unmk membaniu pemerintah dalam menyelenggamkan
sigtemn kesehotan nasional. Sitem keschatan naswonal diselenggamkan
dalam rangka uniuk menjalankan fungsi keseimbangan dan sebuah
sistern kesehatan dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapai
menikimatishadup sehat dan menjalankan lugas kemanusian secara
produktif. Saat i program jaminan keschatan nasional dikelola oleh
Badan Penyelenggar Jaminan Sosial (BPIS). Badan penyelenggaraan
ini diunjuk oleh Pemerintah untuk menjalankan tugas penjaminan
keschatan untuk sciuruh lapisan masyarakat.
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E. Soal Latihan
Sebuthan jemis-jems jaminan pelayanan kesehatan!
1. Jelaskan karakteristik jaminan kesehatan!
2. Jelaskan bagaimana Implementasi Pelayanan JKN di tempat ting-
gamu!

ol

Apa tujuan dari kebijakan jaminan keschatan nasional (JKN)?

4. Sebutkan apa saja pengaruh lingkungan kebijakan terhadap isi kebi-
jakan JKN!

5. Jelaskan apa saja kendala yang tengadi dalam pelayanan JKN
temipat ting galmu!
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BAB VI

KEARIFAN LOKAL DAN DESENTRALISASI
LAYANAN KESEHATAN

A, Pendahuluan

Sehubungan dengan kebutuhan pelavanan  keschatan  kepada
masyarakal sehagai kebutuhan dasar, maka penyelenggara pelayanan
keschatan  perlu  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  yang
berkembangan di setiap daerah atau wilayah, sebagal bentuk respon
penyelengeara pelayanan terhadap kearifan lokal, Kearifan lokal dalkam
hal makna ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan: pengetahuan,
keterampilan, nilal, dan norma yang berkembang di wilayah di mana
masvarakat beraktivitas, Perhatian penyelenzgar pelayanan terhadap
kearifan lokal 1m menjadi penting dalam meningkatkan layanan
kesehatan. Hal i karena persoalan utama dari layanan kesehatan tidak
baik atau kurang baik, akibat penyelenggara pelayaman kesehatan belum
mampu memjawab substansi pelayanan keschatan senada dengan nilas-
nilai, norma. dan harapan masyarakat di mana pelayanan kesehatan
dilaksanakan Dengan kata laim, pelavanan kesehatan akan berkembang
dengan batk dan berkualitas, manakala pelavananan keschatan yang
dselenggarakan mampu menjawab harapan masyarakat.

Pemerintah kabupatenkota dengan otonomi kewcenangan yang
diberikan oleh pemerintah pusat, haros mampu memanfaatkan sebaiknya
dalam mengelola seluruh pofensi vang dimilikinya, Terkant dengan
otonomi dalam penvelenggaraan pelayanan kesehatan, pemerintah
kabupatenkota dibamapkan juga untuk melakukan reformasi dalkam
bentuk inovasi dan perubahan di bidang kesehatan sesuai dengan nila-
nilal  kearifan lokal masyarakat Kendatipun pemeriniah kabupaten/
kota dalam hal ini hanya memiliki kewenangan umtuk mengatur dan
mengunis rumah tangea di daerah, tetapi perbakan ataou reformas: d
segala bidang, termasuk bidang keschatan harus tetap menjadi perhatian,
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B. Tujuan Pembelajaran
Setelah membaca bab inl, mahasiswa diharapkan mampu:

|

2

Memahami dan menjelaskan konsep kearifan lokal
Memahami dan menjelaskan pentingnya keanfan lokal dalam pela-
vanan keschatan

3. Memahami dan menjclaskan desentralisasi pelayanan keschatan

4.

Memahami dan menjelaskan reformasi pelavanan keschatan

C. Penvajian Materi

1. Kearifan Lokal

Secara etimologs, kearifan |okal terdiri doari 2 kata, ymni:
kearifan (wisdom) dan lokal (lecol-wilavah), Lokal yang berarti
ternpat di mana aktivitas dilaksanakan, sementara wisdom sams
dengan kebiyjaksanaan dariaktivitas yang dilakukan olch scorang
aktor. Dengan demikian, bahwa pengertian kearifan lokal (Jocal
wisdonty merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-
padangan setempat vang bersitat bijak sana, penub kear fun, bernila
baik yang terfanam dan diikuti oleh selurub anggotamasvarakatnya
Sementara sabagian pakar menpamkan bahwa kearifin herarti
kebijjaksanaan, pengetahusn oty kecakapan unmk mengetihoi,
mengenal, menyetujui, membedakan, mencan tabu, menyehidiki,
dan mengakm yang benar atau salah. Sedang lokal berarti lokas:
atau fempat. Dengan demikian, kearnifan lokal berarti kemampuan
seseorang untuk mengenal. memamalhi, dan menganalisis berbagai
fenomena di lingkungan di mana dia beriempat untuk dikelola
menjadi sesuaiun yang lebih bermanfaat. Batasan tentang pengeriian
dan kearifan lokal tclah banyak dikaj seperti vang disampaikan
obeh Susile (2013). sebagai berkout:

4. Subagia (2010) mendefinisikan kearifan lokal sebagai segala
sestatu yang dimiliki dan digunakan oleh sekelompok masyara-
katdalam kehidupan sehari-hari dan telah terbukti unggul untuk
mengatas: masalah vang dimiliki. Kata kuncinya adalah: milik
masyarakat. digunakan oleh masyarakat, dan terbukis unggul
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Sedangkan beptuk-bentuk keantan lokal adalah pengetahuan,
keterampilan, nilai, dan norma. Contobwva adalah pengetabinan
mengenal tanda-tanda alam, keterampilan menggunakan berba-
gai peralatan, kesepakatan terhada nilai bak-buruk, dan kesepa-
katan terhadap norma perilaku

b. Nakashima, Prott, dan Bridgewater (2000) dikwtip Susilo
(201 3) menyebut kearitan lokal sebagai Tradivtona Ecological
Knowledege (TEK) atau indigenows atan local krowledee.,
Menurutnya, kearifan lokal meliputi berbagal macam pema-
haman informasi dan interpretasi yang numit yang memandu
masyarakat di sefuruh dunia dalam berbagai intemksi mereka
dengan  hngkungan alam dalam  kegiatan  pertaman  dan
pembudidzyaan temnak. berburu, menangkap tkan dan dalam
pergaulan kehidupan bermasyarakat, dalam beruang melawan
penyvakit dan luka, dalam memberi nama dan menjelaskan
gejala-pegala alam, dan dalam memulih strategi untuk mengatas:
[ingkungan yang terus mencrus berfluktus;

¢. Kearifan lokal adalah pengetalwan lokal veng unik watuk

suatu masyarakat tertenty. Dengan demikian, kerarifan lokal
sepadan artinya dengan  pengetahuan lokal (foeal knowledge),
pengetabuan rakyal (folk knowiledge). pengetahuan manusia
{peaples knowledge), keanlan tradsional (fraditdomal wisdem),
amu ilmu radisional (radiional sofemee).  Pengethuan i
diturunkan dari penerasi ke penerasi, biasanva secara lisan dari
mulut ke molut, atau dalam upacara adat, dan menjadi dasar
kegustan bertani, kegiatan menyiapkan makanan, pemeltharaan
keschatan, pendidikan, konservasi, dan berbagai macam
kegistan lainnya.

Kearifan lokal juga bermakna kevnggulan lokal vang merupa-
kan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai,
ettka, cara-cara dan penlaku vang melembaga secara tradisional.
Diengan demikwn, keanfan lokal adalah nifa yang dianggap baik
dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama don
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bahkan meclembaga. Keanfan berarti ada vang memiliki keanfan
adat. Keanfan adat dipahams sebaga segala sesuata vang didasan
pengetahuan dan diakur akal serta dianggap bark oleh ketentuan
agama. Adai kebiasaan pada dasamya teruji secara alamizh dan
nscaya bemilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan
tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan
(reinforcement). Apabila suatun tindakan tidak dianggap baik oleh
masyarakat, maka ia tidak akan mengalami penguatan sccara teris-
menerus. Perperakan secara alamiah terjadi secarn Sukarela karena
dunggap bak atau mengandung kebatkan, Adat vang tidak baik
akan hanya terjadi apabala terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila
demikian maka 1a tidak fumbuh sccam alamiah tetapt dipaksakan.
Oleh karena itu, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat
dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adai-istiadat, hukum,
adat, dan aturan- amwran khusus. Dan ia hidup dalam ancka budaya
masyarakal dengan fungsinya yang bermacam-macam puls.

sSusilo (2013) mengutip pandangan Ogawa, bahwa méreka
telah membedakan dua tingkatan i, yaine: imo individual atau
pribadi, dan ilmw budaya atau masyvarakat. Menurut Ogawa, 1lmu
pada tingkatan masyarakat itulah vang dsebut sebagan il yang
rasional untuk menangzap realitas secara kolekf, Istilah kolektif
dalam ha! i dipahami dengon realitas tersebut dibicarakan dan
didiskusikan banvak orang, Denpgan demikian, konsep kearifon
lokal ‘adalah pengetahuan yang dimilika oleh masyarakat tertentn,
yang memiliki keunggulan atau keunikan. Pengetahuan tersebut
diturunkan kepada generasi berikut baik secara erulis maupun
secara lisan, Secara termulis biasanya tercantum dalam suatu alat
tulis khusus seperti lontar di Bali. Sedangkan vang dalam bentuk
lisan biasanya dalam bentuk cenita, mitos, legenda atan dalam
bentuk ajaran-gjaran dan agama vang mercka anut. Indonesie yang
terdin atzs 300 suku bangsa, dengan 512 dialek bahass di mana
didalamnyva banyak tedeandung kearifan lokal, Bentuk-bentuk
keanfan lokal dalam masyarskat dapat berupa nilai, norma, ctika,
kepercayaan, adat-istiadat, hukum
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adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya vang ber-
macam-macam inaka fungsinya juga bermacam-macam.
Terdapat bebempa pemaknaan mengenm keanifan lokal, antam lam:

a. Kearifan lokal {{ocal genins) adalah kebenaran vang telah men-
radisi atauaeg dalam suaiu daerah,

b. Kearifan lokal merupakan perpaduan antars nilai-nilan suc
firman Tuhan dan berbagai nilag yang ada;

¢.  Kearifanlokal terbentuk sebagai keunggulan budaya mas varak at
setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas:

d. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lak yang patu
secara terus mencras dijadikan pegangan hidup. Meskipun ber-
nilai lokal retapi nilar vang terkandung didalamnya dianggap
sangal universal.

Kcarifan lokal dapat dipilah memadi dua vartu keanitan sosial
dan kearifan ekologi (Swa, 2010), Kearifan sosial menckankan
pada pembentukan makhluk sosial menjadi kebih arif dan bijaksana,
Dengan kata lain kearifan lokal dapat dikenal scbagai asas
kekeluargaan. Ciegsya {2007) menyatakan balwa secara substans:
pokokpokok isi kearifan lokal meliputi unsur-unsur:

g, Konsep lokal,

b, Cerita rakyat (folklore),

c. Ritual keagamaan,

d. Kepercayaan lokal,

e. Berbagas pantangan dan apjuran yvang terwujud sebagal sistem
perilaky dan kebiasaan publik,

Secara fungsional, kearifan lokal merupakan perangkat tradisi

yang inencakup tiga dimensi:

a. Dimensi potensi budaya yang meliputi unsur tangible dan in-
tangible,

b. Dimensi metode dan pendekatan yang mengedepankan kearifan
dan kebijakan,

¢. Dimensi arah dan tujuan yang menckankan hammomi, keseim-
bangan dan keberlanjutan.
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Schapaimana diketahui, bahwa pads saat im hampir di schagian
wsan wilayah Indoresm (terutama di Jawa), keantan (budaya)
lokal lambat laun sudah mular menghilang dan ditinggalkan ofch
generasinya. Hal tersebut bisa dirasakan kenka Kita imengunjungi
wilayah pedesaan, maka akan jarang sekali kita melihal petani
menggunakan kerbau atau sapi untuk membajak sawahnya, Mercka
telah menggantikannya dengan traktor tangan, mesin, dan 2knologi
{modemn). karena dianggap lebih praktis, efesien. dan cepat waktu.
Walaupun, kondisi seperti ini sebenamya tidak hanya terjadi di
Indonesia dan juga temadi dihampir semma Negara Asia yang
mengandallcan kehudupannya dan sektor pertanian atau agroindustn,
namun bag penulis hal 1 cukup mempnhatinkan karena ada
bagian nilai-nilai sosial yang hilang. ntiah realita perubahan jaman.

Menurut pendangan budeya, bahwa unsur budaya daerab
menjadi sangat potensial sebagal Jocal genins karena telah terap
kemampuannya untuk bertaban dengan mlarnilal kedacrahannya
(tradisi, hukum, adat, dan budayanya). Ciri-cirinya antara lain:

a,  Mereka numpu bertahan terhadap budaya luar;

b. Mercka memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur-
unsur budaya |war,

¢. Mercka mempunyai kemampuan mengintegrasikan  unsur
budaya luar ke dalam budava asli;

. Mereka mempunyai kemampuan mengendalikan; dan,

e, Mercka mampu membern arah pada perkembangan budaya.

Beberapa fungs: keanfan lokal, antara lain:

a. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber dava alam

b. Berfungsi untuk pengembanpan sumber daya manusia

¢. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu penpeta-
luan

d. Berfungsi schagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan

¢. Bermakna sosial. mialnya upacara integrasi komunal atau ke-
kerabatan, dan pada upacara pertanian

f. Bermakna ctika dan moral, vang terwujud dalam upacara
Neaben dan selamatan roh lelubur
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g.  Bermakna politk atau hubungan kekuasaan parronclieni, dsb.

Penjelasan tentang fungsi-fungsi kearifan lokal tersebut di atas,
tampak betapa luas ranah keraifan lokal, mula dan yang sifainya
sangat tepbogis sampal yang sangat pragnuatis dan teknis. Beberapa
contoh beberapa kekayvoan budaya, kearifan lokal di Nusantam
yang terkait dengan pemanfaatan alam yang pantas digali lebih
lanjul makna dan fungsinya serta kondsmya sekarang dan yang
akan datmg, masalnya kearifan lokal terdapat di beberapa daerah:
g, Papua, tendapar kepercayaan @ aro neweak laka (alam adalah

aku ). Gunung Erstberg dan Grasherg dipercaya sebagai kepala
marma, Enah diangpap sebagai bagian dari hidup manusia.
Dengan denikian maka peman faatan sumber daya alam secars
hatihati.

b, D Serawai Bengkulu, terdapat keyakman celako kumali, Ke-
lestarian lingkungan teraujud dari kuatnya kevakinan ini yaitu
tata nilai tabu dalam berladang dan wadisi tanam tanjak.

¢. Di Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi tana’

ulen. Kawasan hutan dikvasa dan menjadi milik masyacakat
adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindung: oleh aturan adat,

d. Di masvarakar Undan Mau, Kalimantan Bami, masvarakat
mengembangkan kearifin lingkungsn dalam pola penataan
ruang pernukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan meman-
faatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan
menetapkan masa bera, dan mereka menzenal tabu sehingga
penguunaan  eknologl  dibatasi pada eknolog  pertanian
sederhana dan ramah lingkungan,

e. Di masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung
Dukuh Jawa Barat, mereka mengenal uvpacara tradisiomal,

mitos, tabu. schingga pemanfastan htan hati-hati, Tidak
diperbolehkan eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat,

I. I3 Bali dan Lombok, masyammkal mempunyal tradsi awig-
awig, Kearifan lokal ini mempakan suam gagasan konsepual
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yang hidup dalam masyarakat, mmbuh dan berkembang secars
terus-menerus dalam kesadamn masyarakat, berfungs: dalam
mengatur kehidupan masyvarakat dan vang sifatmya berkaitan
dengan kehidupan yang sakral sampai vang profape, dan
sebagainya.

Sclama lebih dari tiga dasawamsa di penghujung abad ke 21
miy kita telah menyaksikan pembangunan di negeri Indonesia
menckankan pada pertumbuban ckonomi secara berlebihan
(ecomemnic enerfone), dan mengabaikan perhatian pada aspek-
aspck budaya kehidupan bangsa. Model pembangunan semacam
i, bukan hanya telah menghalalkan berbagai bentuk ketimpangan
sosial, tetapl juga memmbulkan akumulasi milar-nilan hedonistic,
ketidakperdulian  sosial, erosierosi ikatan kekeluargaan dan
kekerabatan, dan meluasnya dekandensi moral dalam kehidupan
berbangsa dan bemegara. Pilihan pada pendekatan ckonomitrik
iy bahkan telah membuat masyarakat menjadi sangat tergantung
jmda hirokrasi-birokrasi senmralistik yang memiliki daya absorha
sumberdaya sangat besar, namun-kemampuan dan kepelasnnya
sangat rendah untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan lokal, dan
secara sistematis telah mematikan pula imsiatif masvarakat lokal
untuk memecahkan masalah- masalah yang mercka hadapi.

konsekuensi dari pendekatan tersebut adalah tergerusnya
nilai-nilai budaya bangsa dalam skemwa pembangunan vang telah
dmrancang dan dibakukan dan atss. Masyarakat harus tunduk pada
rezim nila-nilal pembangunan yang seragam dan monopolistik
Itulah sebabnya, prakek-prakick pembangunen juga  séragam
di berbagai entitas masyarakat dan di berbagai daerah, walaupun
secara kultural memiliki perbedaan yang sangat nyata. Oleh schab
itu dapet diduga, betapa penyeragaman nilai dan praktek-prakiek
pembangunan yang ditenamkan sclama ini justru menciptakan
dstorsi dan dis-integrasl yang luar biasa dalam masyarakat, Pada
akhirmya, masyarakal bangsa ini merasa tercerabut dari akar
budavanya dan menghamba pada dominasi nilai-nilai budaya asing
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(glnbal) yang dikemas dalam paket-paket halus pembangunan yang
sebenarnya sangat sulit mereka mengert dan mercka paham.

Pembangunan  berwawasan  kearfan  lokal, menawarkan
pilihan model pembangunan vang merunjuk pada suam politk
pembangunan  vang mengedepankan  pengoatan  harkat  dan
martabat manusia dalam proses-proses pembangunan, yang fiada
henti-hentinya mencan alteratif munculnya peradaban baru (new
civifization) yang lebih membebaskan, Iehih mencembkan, [chih
adil, dan lebih manusiawi. Dengan perkataan Inin, pembangunan
berwawasan kean fan lokal diharapkan mampu meningkatkan hark at
dan martabat manusia; bukan semata-mata hanva menghasilkan
tercapainya kecukupan dan kelimpahan matenal, melamkan juga
harus mampu menghadirkan penguatan nilai-nilal fundamental
mansia it sendin,

Konscp pembangunan berwawasan kearifan lokal ini, saya
istilahkan dengan kalimat “Crlrealization”™ untuk menggambarkan
nuansa post modemism vang menggabungkan anlara steg
pembangunan  vang berselera global dan pembanpunan yang
berselera lokal dengan sifatnya yang multiverse, relatif, temporer,
kenyal, komunal, infomnatif, dan dekonstruknf. Dengan kata
lain, bahwa pembangunan berwawasan kearifan budava lokal
mengandung makna bagaimana caranya mengemis atau mMerums-
kan kebijakan pembangunan lokal memadi bernilai global dengan
mehibatkan eht dan masyamkat lokal setempat. Ini adalah harapan,
dan sekaligus tantangan. (Jeh karena i, pemeriniah harus realistis
menghadap: kondisi ini.

MNegara berkembang (termasuk Indonesia) tidak akan kebal
dan perkembangan (ckonomi) global. Knsis dapat melebar ke
negara-negara  berkembang  sebagm  kunci  transmusi  tersebut.
Implikasinva tidak hanve terbadap scktor keuangen. tap juga
sektor riil. Solusinya, antara lain: Pemenntah dan masyarakat harus
bisa memetik pelajaran pengalaman dalam menghadapi krisis
2008, Tidak cukup dengan regulasi (aturan) saja dalam mengelola
ekonomi untuk menghadapi krisis, tapi perlu indakan ril. Pertama,
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hans jelas siapa vang membuat dan  mengimplementasikan
keputusan selama masa knsis (Artinya, hans memilik peraturan
untuk merespons dan memitigas dampak krisis), Kedua, Indonesia
hans memanfaatkan sumber daya lebih besar untuk menangam arus
modal keluar. Ketiga, Perlindungan konsuinen harus divtamakan
untuk menjaga kepercayaan pasar firast,

2. Desentralisasi Layanan kesehatan
Konsep desentralisasi, berkatan dengan pelayanan publik atau
pelayanan kesehaton dapat dimaknai dengan dua hal (Smith, 1955):
#.  Adanya sub divisi teritorial dari suatu negarm vang mempunyal
phouran otonomi;, dan

b. Lembaga-lembaga terschut akan dircknot secam demokratis,
dan berbagai keputusan akan diambil berdasarkan prosedur
yang demokratis,

Hoessein (2001) dalam kemannya terkait dengan pemerintah
daerah bahwa konsep desentralisasi memiliki dua element penting,
varu;

a. Pembentukan daerah otonom, dan

b. Penyverahan umsan pamerintahan kepada daerah otonom. Kedua
elemen pokok tersebut di atas kemudimn melahirkan pemerintah
dacrah vang memiliki focal povernment

Definisi focad government menurul Uniteds Nations  yang
dikutip olch Alderfer (1963) adalah “a pafitical subdivisions of
sation o {in federal system) state which is conatitutedd by kaw and
fas sebstanstial control of local affairs, moluding the power o
impove taves or exact labor for prescribed purpogse. The governing
body of such an gntity is elected or otherwise locally selecied”.
[sebuah subdiviss ﬁﬂli‘ti]: suatn negara atau (dalam sistem federal)
negara yang dibentuk oleh hukum dan memiliki kendali substansial
ats urusan lokal, termasuk kekuzsaan untuk mengenakan pajak
atau tenapa kega yang tepat untuk tujuan vang ditentukan Badan
pengelola enfitas terscbut dipilib atau dipilih secara lokal]. Pada
int, fersirat babwa local goversment bagl negara vang menganut
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sistem pemerintahan fedeml. Kondisi focal governenmenr di negara
Kesatuan tenitu memiliki pemaknaan yang berbeda: Hoessemn {1949
mencontohkan focal govermment bag negam kesatauan sepert d
Indonesia. twdak mempunyai daerah dalam lingkungannya yang
bersifat “srear”. Dengan demikian, pemerintah daerah vang nantinya
melahirkan dacrah otonom, dibentuk hanya memiliki otonom untuk
mengelola wilayah dan ndak diberi kewenangan untuk memiliks

kedaulatan tethadap wilavah seperti negara bagian dalam sistem
Tederal,

Hoessein {2001 ) memberikan pengertian loca! government, menjadi
tga pengertin, yakni:

a. Pemerintah lokal;

Local govermment dalam arti pertama menunjuk pada
lembaga/organnyi. Maksudnya focal grovermmeent adalah organ/
badan/vrganisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah vang
menyelenggarakan kegiaan pemerintahan di daerah. Dalam
arti i 1stilah focal governmens sering dipertukarkan dengan
istilah local authorétv. Bailk foeal government maupun focal
arthority, kedusnyz memmjuk pada comnei! dan major {dewan
dan kepala daerah) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar
pemilihan. Dalamkonteks Indonesia local government merujuk
kepada kepala daerah dan DPRD masing-masing pengisiannya
dilakukan dengan cara dipilih, bukan dimunjuk.

b. Pemerintah lokal vang dilakukan oleh pemerintah lokal;

Local goversiment dalam pengertian kedua, menunjuk pada
fungsi kegiatannya. Dalam artiind local sovernment samadengan
pemeriniahan daerah. Dalam konteks Indonesia pemerintah
dacrah dibedakan dengan istilah pemenntahan daerah.
Pemerintah daerah adalsh badsn stan organisast yang lebih
merupakan bentuk pasifiva, sedangkan pemenintahan dacrah
merupakan bentuk aktifnya. Dengan kata lamn, pemermtahan
dacrah adalah kegialan vang dilakukan oleh pemerintah dacrah.
Dalam pengertian organ maupun fungsi local governmen
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tidak sama dengan pemerintah pusat yangomencakup fungsi
legislatif, eksckusif. dan judikatf. Pada local government
hampir fidak terdapat cabang dan fungs udikatf { Antoft dan
MNovack: 199%). Hal ini terkait dengan maten pelimpaban yang
ditermma oleh pemenintah lokal. Mater pelimpahan wewenang
kepada pemenntsh lokal hanyalah kewenangan pemerintahan
Kewenangan legistlatfl dan judikasi tidak diserahkan kepada
pemerintah lokal, Kewenangan legislasi tetap dipegang oleh
badan legistlatif {MPR, DPR, dan BPD) di pusat sedangkan
kewenangan jwdikasi tetap dipegang oleh badan peradilan
{Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Negeri, dan
lamn-kin }.
¢. Daerah otonom.
Lo al government dalam pengertian sebagai daerah otonom.
Dacrah otonom dalam definisi yang diberikan oleh The United
Netfons of Publfc Administration: yaitusubdivisi polink nasional
yang digtur oleh hukum den secara substansial mempunyai
komtrod atas urusan-urusan lokal, wrmasuk kekuasaan unmk
memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujum lerentu.
Badan pemernntah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk
sccara lokal. Dalam pengertian im locad government memilik
otonomi lokal dalam arti self goversment, vaitu mempunyat
kewenangan untuk mengatur (mies making=regefling) dan
mengurus {rles applicarion=hesninr) kepentingan masyarakat
setempat menurul prakarsa sendin. Dalam istilah administrasi
publik masing-masing wewenang terschut  lazim  discbut
wewenang membuat Kebijakon (paficy making) dan wewenang
melaksanakan kebijakan (pelicy execuring) [Hoesscin, 2002]
Merujuk pada urmian di atas, dapat dirumuskan penulis babwa
ownomi dacrah berhubungan dengan pemenintahan daerah otonom
(sell- local government). Pemerintahan daersh otonom adalah
pemeriniahan daerah yang badan pemenniahannyva dipilih olch
penduduk setempat dan memiliki kewenangan unuk mengatur dan
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mengurus urusannya sendin berdasarkan peraturan perundangan
dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Melalw
kewenangannya tersebut peran pemermtzh dacrab dalam penyeleng-
garaan pemerinizhan daemah menunit pandangan Leach, Stewart dan
Walsh {1994 sebagaimana vang dikurip Muluk (2009), meliputi:
dimensi ckonomi, dimensi pemenntahan, dan dimensi politik yang
berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal.

Peran pemerintah dacrah dalam dimensi ekonomi berkastan
dengan sumber-sumber penyvediaan pelavanan publik baik yang
menyanezkui produks: maupun distibusi komoditas dan layanan
di ingkat lokal. Penekanan smnber-sumber tersebut dapat berasal
dan mekanisme pasar maupun  badan-badan scktor publik.
Domunasi pasar dalam penyediaan layanan publik dapat dilihat
dari penggunaan instrument kebijakan yang lebih dominan pada
badan-badan swasta dan penggunaan mekanisme pasar yang
ditandai dengan adanya kompetis: dalangpelayanan publik. Peran
pada dimensi pemerintahan melputi; rénlang Bngoung jawab
fungsi awn kewenangan yang sempil cara penevelengoaraan
pemerintah yang bersifat reaktif, dan derajat otonomi yang sempit.
Peran semacam in olehnyva disebut sebagai peman pemerintab
vang lemah dan sebalknya. Peran pada dimens: politik, berkasan
dengan bentuk demokrasi lokal vang mencerminkan bagaimana
pemerintah daerah membuat kepumsan, Dalam hal ini ada dua tiek
yang berbeds, pada ik pertama ada penckanan pada demokrasi
perwakilan, yakni suatn sstem yang mencerminkan preferens
masyarakatl dinvatakan melalw sistem pemilihan lokal, Sementam
pada ttik vang lain terdapat penekanan pada demokrasi yang
partisipafif vang mencerminkan partsipas) masyarakal sctempat,

Selain peran di ketiga dimensi tersebut Lech, Stewart, dan Walsh
{1994} juga menawarkan mode] altematif vang dapat diperankan
oleh pemerintah daersh, yaitu residua! authority, market-oriented
enahler, don commmity ovfented enobler, Ketiga model yang
ditawarkan i bermusm pada enalving authority. schingga pusat
perhatiannya pada pemisaban antara produksi dengan penyediaan
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layanan dan berupava menemukan cara bam dalam pemberian
layanan melalui agen-apen di luar pemenntah daerah,

e residual enabling authority, merupakan model peran yang
menggabungkan menekankan pada kekuatan market dan peran
pemerintal daerah yvang lensah dan berdiri di atas bentuk demokrasi
yang netral baik terhadap bentuk representative demokrasi maupun
participadory. Istilaly residy sebenamyva mengacu pada posisi
pemerintah dacrah yang bertanggung jawab pada pelayanan yang
terbatas saja dan tidak bisa disediakan secara lingsung oleh pasar
atan swasta, Sedangkan ewabler-nya berupa pemenniah daerah
diharapkan membuatspesifikasi layanan publik lalu mengh ontrakkan
kepada pihak swasta, atau bila tidak memungkinkan kepada badan
pemerimtah daerah lainnya dan memonitor kinenja dan kontrakior
tersebul

The market oriented enabling authority, merupakan model
peran kombinasi dari menckankan pada kekuatan pesar dengan
peran pemennith daerah yang kuat diserai pada penckanon
demokrasi partisipatif. Model ni hanpir sana dengan moded
sebelumnya, namun vang membedakan & sini pemerintah dacrah
meniliki peran yang kuat dan aktif dalam menentukan masa depan
perckonomian diwilayahnya. Pemerintah dacreh dipandang sehaga
badan koordinasi dan perencanaan kunci bagi pembagunan ekonomi
daerah dengan meyediakan mekanisme dan insentif sehingga
perckonomian dapat berkembang. Dalam konteks i hubungan
pemermiah daerah dengan agen-agen perekonomaan bersifar dua
arah. dengan mnggung jawab sosial ditekankan dan Kesepakaton
antara keduanya dinegosiasikan secara akuf, sehingga peran
pemermiah dzerah di sini adalah memberanikan dan mendukung
perusahaan swasta.

The community ortenfed enabling authoritv, merupakan model
gabungan dar penckanan pada demokmasi partisipatif yang Kuat, dan
setidak-tidaknya ada diposisi tengah dalam hubungannya dengan
weaken strong local government, serta penckanan antara sckior
publik dan pasar. Tujan utamanya adalah memenubi kebutuhan
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penduduk yang beragam dengan menggunakan saluran penyediaan
lavanan apa saja yang dipandang paling tepat. Penckanannya
terletak pada kebutuhan kolektif dan pada perseorangan, pada
penduduk daersh sebagal konsumen maupun pelanggan. Model
ini berimplikasi pada twnmitan adanyva pordcipaiony democracy
dan compmminy pocountebiliny. Pemermtah dacrah dituntut untuk
owtwartd looking, danmodel ini dapat berjalan baik dalam pemerintah
dacrah vang kual maupun yang lemah, ateu dalam sektor publik
yang kuat maupun pasar vang kuat.

Bag Rasyid (2002) model peran pemerintzh daerah bennngan
dengan perkembanpan  kebutuhan manusian.  Awal  lhimya
pemerintahan  adalah untuk menjaga suat sistem  keterbiban
di dalam masyarakat, sehingga masyarokat bisa menjalankan
kehidupan secara wajar. Namun dengan perkembangan masyarakar
modem yang ditandal dengan meningkatnya kebutuhan, schingga
peran pemenntah bemubah memjadi melayam owsyarakat, dan
m&w.:iptﬂl:m kondisi  wvang memungkinkean  setisp  angeold
masyarakat  mengembangkan  kenumpuan  dan  kreatifitasnya
demi mencapal kemajuan bersama. Sclanjutnya, Rasyad (2002)
memetakan peran pemenntah daerab dalam menjalankan tugas-
tugaspokoknya, schaga berikut;

a.  Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan
dari luar, dan menjaga agar udak terjadi pemberontakan dan
dalam yang dapat menggulingkan pemenntzhan yang sah
melalui cara-cars kekerasan.

b. Memelihara ketertiban dengan mencegmh tegadinya pergolakan
di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun
yang terjadh i dalam masyarakat dapat berlangsung secara
darmai.

¢, Menjamin diterapkannve perlakuoan vang adil kepada sectiap
wargs measyarakat tanpa membedakan status apapun yang
melatarbelakangi keberadaan mereka

d. Melakukan pekeraan umum dan membenkan pelayanan dalam
bidang-bilang vang tdak mungkm dikerjakan oleh lembaga
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non pemerintahan, atau vang akan lebih baik jika dikerjakan
oleh pemerintah.

¢, Melakukan upaya-upava untuk meningkatkan kescjahternan
sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat,
jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan
para gelandangan ke sckior kegiatan vang produktif, dan
SEMACAMINYA.

f. Mencrapkan kebijakan ckonomi  vang menguntungkan
masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflast, mendorong
penciptaan  kapangan kerjz baru, memajukan perdagangan
domestic dan antar bangsa, seita kebyjakan lain vang secara
langsung menjamimn peningkatan ketahanan ckonorm negara
dan masyarakat.

g, Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam
dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanahdan hutan.
Tugas-tugas pokok pemerintaly daerah tersebut  kemudian

dapat diringhkas menjadi 3 (ga) hakekar fungsi, yaiu: pelavanan

(service), pemberdayaan (empowerment), dan  pembangunan

{development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam

masyarakat, pemberdaynan  akan  mendorong  kemandinan

masvarokat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran
dalam masyarakat. Begitu juga pendapat Kautman vang disetir oleh

Thoha (1993 ) peran pemerintah doesah sesuai dengan kekuasaan

yvang miclekat pada posisi jabatannya imtuk melayam dan mengatur

masyarakat dan dalam nmemberikan pelayanan lebih mendahulukan
kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikon
kepuasan  kepada publik. Dalam kamtan dengan perspebkaif
saumd povernance,  local govermance under the model of soumnd
governance demands active eltézen participation, through direct or
imdirect Iimvalvements, co-service delivery, co-production, and co-
management in ransporiation, housing, and the like, (Farazmand,

20014 18). Batasan mi menekankan pada partisipasi akaf wanea baik

secara langsung mausupun tidak langsung penyiapan layanan publik

dan barang-barang publik.
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Merujuk  pada kewenangan pemerntah  dacrah  (focal
government), untuk  mengatur (redes making=regelling) dan
mengurus (riley  application=Fhestnar] kepentingan  mas varakat
setempat menurut prakarss sendirni (Hoessein, 2001), melahirkan
beberapa peran pada dimensi ekonomi, pemerintalian, dan politk
yvang berkaman dengan bentuk demokmsi lokal (Leach, Stewart
dan Walsh, 1994), khusisnya untuk membenkan pelayanan,
pemberdayvaan, dan pembangunan kepada masyarakat (Rasyid,
2002). Pemn pemerintah daerah pada pelayanan  kesehatan
tentunya berkaitan dengan peran-peran yang wajib dijalankan
dengan memperhatikan hubungan antara peran pemerintah dengan
pemerintah  dacrah dalam negara kesatuan, khsusnya dalam
men) alankan urusan wajlb di bidang pelayanan keschatan.

Tugas  Pemerimahan  adalah  melakukan  pendekatan-
pendekatan kepada pemcnntahan otonom, batk secara langsung,
melalul saluran orgamsas: pemerintaban atau melalu saluran-
saluran politik. [h samping im0 juga mengalokasiken sejumlah
anggaran untuk masyarakar. Kebijakan i diterjermahikan ke dalam
beberapa langkah misalnya standar pelayanan minimal, membe niuk
komite kesehatan wilayah otonom, pembentukan organisasi peduls
keschatan di tingkat wilavah otomom untuk melakukan advokasi
kebijakan.

a. Pembagian Urusan Pemerintahan (Pemenntah Pusat, Provins,
dan Kabupaten/Kota)

Daerah otonomi adalah kesatusn masyarakat hukum yang
mempunyal batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengums wusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
sciempat menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masya-
rakat dalam sistemy Negara Kesatuan Republik  [ndonesia
(NKRI). Amanah UL No, 232014 tentang Pemnerintah Dacrah
yvang mengpantikan Uk Mo, 322004 menyatakan bahwa
pemberian hak otonomi penyelenggaraan pemenninhan daeroh
diarahkan untuk mempercepat  terwujudnyz  kescjahteraan
masyarakat melahu peningkatan pelayanan, pemberdayaan
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masyvarakat, serta peningkatan daya saing dacrah dengan
memerhatikan primsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu dacrah dalam sistem Megara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Adspun efsiensi dan juga efetivitas

penyelenggamman pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan
memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat

dengan daerah dan antar daemh, potensi dan keanekaragaman
dacrah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam
kesatuan sistem penyelengearaan pemeriniahan negara.

Pembukaan UUD 1945 denpgan jelas menyebuitkan 4
{empat) tujuan nasional RL vakm melindungi segenap bangsa
dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesgahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan banngsa, dan ikui melaksanakan
ketertiban dunia. Dan fujuan nasional tersebut, maka warga
negara diberikan hak vang tertuang pada Pasal 27, Pasal 28H,
dan Pasal 34 UUD 1945, yakm hak pendidikan, hak kesehatan,
hak ams pekegaan, hak ams pekerjoan, hak gos penghidupan
yang lavak, serta hak puninan sosial

Dalam rangka pencapaian tuyjuan nasional dan pemenuhan
hak warga negara, berdasarkan pada Pasal 4 dalam ULD 1945,
Indonesia ditetapkan sebagai negar kesatuan vang vang terde-
sentralisasi dengan presiden sebaga pemegang kekoasaan pe-
merintahan, selanjuinya diatue dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan
Pasal 188 LU 1945, bahwa:

1y Nepara Kesatuan Republk Indonesia (NKRI) dibag: atas
provinsi, kabupaten, dan kota denzan asas otonomi dan
uras pembaniuan.

2y Setiap daemah dipimpin oleh seorang Gubermur, BupatiWa-
likota yang dipilih secara demokeatis dengan masing-masing
memiliki Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah (DPRD) vang
dipilih melalu Pemilihan Unium { Permilu).

3) Pemenntah pusat dan pemenmtah dacrah dengan batasan
tugas, fungsi. serta wewenangnya bersama-sama menja-
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lankan urusan pemerintaban dengan hubungan wewenang
antar tingkatan pemerintzhan.

4) Hubungan kenangan, pelayanan umum, serta pemanfastan
sumber dava alam dan samber daya lain diatur oleh UL dan
dilaksanakan secara adil dan selaras.

5) Negara mengakui dan menghormati satan-satuan peme-
rintahan daerah yang bersifar khusus atau istimewa yang
diatur dengan LU
Pencapaian tujuan nasional kemudian diopavakan oleh

tiap-tiap pemerintzh daerah dalam hal otonomi vang mencakup
wewenang, dan kewajiban untuk menganr dan mengurs
sendiri urusan pemenniahan dan kepentingan masyarakat
selempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), Peru digamsbawahi bahwa hak ofonomu dacrah
diberikan dengan 2 {dua) tjuan besar, yakni tujuan demokrasi
dan tujuan kesejalneraan. Tojuan Demokrasi dalam hak otonomi
memosisikan pemerintah dagrah schagai instrumen pendidikan
polink di tingkat lokal, yvang akan menyumbang techadap
pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil sociely.
Adapun mjuan kesejahteraan dalam hak otonomi mendomong
pemerintah dacrah untuk mampu menyediakan pelayanan publik
yang efekiif, efisien, dan ekonomis untuk masyarakat lokal.,
Selaras dengan twyuan otoritas dacrah, penyelenggaramn dacrah
diarahkan untuk mempercepat terwujodnva kesejahteraan
masyarakal melalyi pemngkatan pelayanan, pemberdayaan,
dan peran serta masyarakat, serfa pemingkatan daya saing
daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKIU.

Pembagian Kewenmmgan Unusan Kesehatan
Regulasi sistem telah mengatur bahwa pemerintzh pusat,
provins:, dan kabupaten kota dalan batasannya masing-masing
memilikl kewenangan pada uresan keschatan vang dimaksud
mencakup:
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Iy Upaya Keschatan;

2} SPM Keschatan;

3) Sediaan Farmasi, Alat Keschatan, Makanan dan Minuman;
seria

4) Pemberdayaan Masyarakat,

Untuk lebih jelasnya, seperti penjabaran pada Pasal 16, 17,
18 UL No, 2372014, pembagian kewenangan antara pemerintah
pusai dan pemermiah dacrah sebaga berikut:

Pada dasamwa. urusan keschatan merupakan umsan
pemenniahan vang bérkanan dengan pelavanan dasar yang
wajib diselenggarakan oleh semuz daerah dengan berpedoman
pada SPM. Didelamnya fcrmasuk pula  penyclenggaman
jaminan  keschatan yang dikelola oleh badan  hubkum
publik BPJS Keschatan, Terkait dengan pendansin urusan
kesehatan, pemennizh daerah berkewsjiban secam konsiten
dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan
minimal P4 {sepuluh persen) dan tofal belanja APBD di
luar gaji. Bagi dacrah vang telah menetaphkan lebih dard 10%,
penjagaan dilakukan agar tidak menurunkan jumlah alokasinya.
Adapun bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan,
dilakukan pendampmgan agar pemenuhan 1% anggaran
kesehatan dilaksanakan secara bertahap.

Berbicara tentang kewajiban daemh dalam urusan keschar-
an daerah, penyediaan anggaran sebesar 10% dari total APBD
bukan satu-satunya kewajiban yang hans dipenuhi oleh
pemerintah daemh, Terdapat kewajiban lsin yang mengikuh,
yaitu penyediaan infrastruknir atau sarana dan  prasarans
fasilitas keschatan (Puskesmas dan RSUDVEumah Sakit Umum
[aerah), penvediasn dokter atu tenaga medis sesual dengan
kebutuhan, pengadaan  obat-obatan, serta penvediaan dan
pengembangan sistem informasi (sistem mjukan). Dalam bal
ini, pihak vang bermgas melaksanakan urusan kesehatan ialah
[Dinas Kesehatan vang berwenang dalam;
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|y Penpelolaan UK,

2) Pengelolaan LIKM;

3) [mnRSkels B, C & D;

4) Pengakuan pedagang farmasi dan alat kesehatan:

5) Peredaran obatradisional;

&) Pengawasan makanan dan minuman industn nomah angga;
7y Pengawasan post market;

8) Perencamaan dan pengembangan SDM keschatan;

9) [zn prakiik dan izin kerja tenaga Kesehatan; serta

) Pemberdayaan masyarakat di bidang keschatan.

Dralam sistem desentralisasi di mana daerah diberikan hak
otonomi untuk menyelenggarakan pembangunan di dacrahnya,
sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan
pemerintah pusat harus terus dilakuken. Hal tersebut ditegaskan
dalam PP No, 432014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2015 dan Peraturan Menten Dalam Negen No. 272014 entang
Pedoman Peryusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
kerja Pemerintah Daerah Tabun 20015, D bidang kesehatan,
sinkronisasi menjadi penting terutams untuk menciptakan
keterpaduan dan keselarasan  reformasi  pembangunan
keschatan  di Indoncsia  dengan  implementasi SJSN,

c. Desentrahsas Layvanan Keschatan
Desentralizasi secara eontis dapal meningkatkan derajat
keschatan, misalnya melalui;
1) Penambahan alokasi sumber daya lokal untuk kesehatan
2) Dimaksudkan akan menjadi lebih efisien dalam penggunaan
sumber daya
3) Disamping itu juga lebih efektif dalwn pelaksanaan pro-
CEAN-PrOSTAMNY A
Desentralisasi diharapkan dapat memberikan dampak kepada
pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, bentuk-bentuk upaya kese-
hatan primer seperti posyandu ataw peimary health care {Wasem,
1997). Sebuah studi pemberantasan TBC di Kamboja juga mem-
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buktikan hahwa desentralisasi pelayanan keschatan hingga tingkat
primary health centers lelih efektif dan lebih mempersingkat pela-
vaman terthadap upayva-upaya seperti DOTS atau Dirvectly Chserved
Treatmen: Shortcourse (Saly et al 2006)

Primary Health Care, adalah suatu bentuk upaya pelavanan
keschatan untuk mendekatkan kepada masyamkal. Strategi mi
dikembangkan setelah pertemuan Alma Ata pada tahun 1978 Dh
Indonesia pelaksanaan Health for A melalu nstitus: kelembagaan
yang dikenal sebagai Posyandu vang dikelola masyvarakal bersama
unit pelayanan yvang dibiayal Pemenntah yang terdekat. D1 Tanzaniz
telah melakukan up coba bentuk pelayaman imunisasi hinggs
sctingkat semacam posvandw, yang membenkan hasil sangat baik
(Semali et al, 2005). Dengan kata lain Posvandu, masih relevan
dengandesentralisasi. Bahkan Posyandu adalah beniuk desentralisasi
kepada makyat dan pengelola keschatan digans terdepan. Dahulu
Posyandu dikelols secara tersentralisasi. Sebengmya  sistem
lerseniralisasi jugn bisa menjamin eguine Nomun dalam wilayah
vang relatif kecil. Nepara sepeni Indonesia apalagi dalam bentuk
kepulavan maka sistem desentralisasi vang didukung bentuk-
bentuk dekonsentrasi, fugas pembantuan barangkali lebih pas.

Sccara  implisit,  desentralisasi memiliki wjuan  untuk
menghilangkan disparitas, atau setidaknya secara nasiomal
desentralisasi adalah salah saw cara unmuk mengatas: disparitas,
misalnya dispantas antara kawasan barat dengan kawsasan timur
MNamun hal ini masith harus dilihat dengan baik. Mungkin ketika

desentmlisasi sudah berjalan sepuluh mhun harus ada kajian ehing
hal ini.

3. Reformasi Pelavanan Kesehatan
a, Reformmasi bidang Kesehatan
letilah reformasi dibaratkan sehapai kata kunci untuk
membuka membuka model pembangunan baru dari kegagalan
madel pembangunan lama yang yang ditandai dengan  Krisis
moneter dan krisiz ekonomi dan bahkan krisis multidimensi
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yvang mendera bangsa Indoncsia. Berakhimya Era Orde Bamna
kemudian dilanjutkan oleh Era Chde Reformas yang mana
secars hukum dimulal tepatnya bulan Movember 1998 ketika
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Rl menerbitkan
Ketetapan No. X1998  temtang Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisas:
Kehidupan Nasional Sebaga Haluan Negara (GBHN) Tahun
[999-2004 bersamaan dengan  ditetapkannyva  Perubahan
Pertama LTUD 19435,

Pelavanan keschatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia
(HAM) Indonesia sepert dinvatakan pada Pasal 28H aval
|, tidak disebutkan secara spesifik schagar salah satu bidang
pembangunan dalam Propenas 2000-2004, tetapl hanya sebagal
bagan pembangunan sosial dan budayva. Hampir semua hidang
pembangunan  menindaklanjuti Propenas tabun 2000-2004
dengan membuat UL vang digunakan sebagai pegangan utama
dalam melaksanakan reformasi dimasing-masing bidang. Liniuk
bidang kesehatan, perlu dilakukan kajian sejauh mana kebipkan
reformasi sektor keschatan i konsisten dengan pengertian
atau makna dan reformasi sektorokesehatan 1w sendin.
Berman (1998 mengemukakan: . sustamed, purposefil and
fundamental change - “susiained ™ in the sense that i & not a
Ve skt " temporary effort that will net have enduring tmpacts
Upurposeful” inthe sense of emerging from a rational, planned
amcl evidence based procees;and fiundamenial” in the sense
off eelvesing sigmificant, yirategts dimensions of Gealth svstems ™,

Selanjuinya Hsizo (1995) menyatakan bahwa reformasi
adalah perubahan mendasarberkesinambungan untuk mencapa
tujuan strateps seklor keschatan ini, melalul “conrol knobs™
atau fombol afur dan pendanaan, pembayaran, onzanisasi, regu-
lasi dan perilaku konsumen sekior kesehatan,

Sejarah mencatat hahwa reformasi seltor kesehatan negeri
dipicu oleh pemikiran menten keschatan kabinet pembangunan
VI pada masa jabatan akhir pada Apnl 1999 vang dirangkan
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dalam dokumen fealthy Indonesia 20000 The New Fsion,

Mission and Basic Strategies of the Minisiry of Health Republic

of fdenesia (20100, Dr. Fand A. Moclock kemudian duduk

kembali sebagai Menteri Kesehatan Bl Kabmet Feformasi

Pembangunan iniyodan kemudian  membakukan  permikiran

tersebut schagal Rencana Pembangunan Keschatan Menuju

Indonesia Sehat 2010 vang belum menjadi kebijakan resmi

reformasi scktor keschatan sampai masa jabatannya selesal pada

Oktober 1999 { Departemen Kesehatan RI, 1999). Pembakuan

gagasan i menjadi kebijakan resmi dilakukan oleh Dr A

Sujudi Menteri Keschatan Kabinet Persatuan Nasional (1999-

2001) dan Kabinet Gotong Rovong (2001 -2004) sebelum UL

Mo, 252000 tentang Propenas Tahun 2000-2004 ditetapkan.,

Kerumitan  dalam  menjalankan  kebijakan  reformasi
pembangunan keschatan di atas diwariskan kepada Menten
kesehatan Rl periode 2010-2404 yang herus melaksanakan
mgmsnyva sesum Perpres No, 502010 tentang Rencana Pembang -
uran Jangka Menengah Nasiomal (RPIMN) 2010-2014, Dalam

RPIMMN I i, bidang keschatan merupakan prionitas ketiga dan

total 11 (sebelas) prioritas masional di mana pelaksanaannya

dilakukan melalu pendekatan preventif, tidak hamva kurafif,
melalui penmgkatan kesehatan masvarakat dan lingkungan
diantaranya dengan:

Iy Perluasan penyediaan air bersih;

2) Pengurangan wilayah kumuh dengan tujuan uniuk dapat
meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 ahun pada
2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, sena

3y Pencapaian kescluruhan sasaran Milfemivm Development
Croals (MDGs) tahun 2015,

Cukup menarik untuk disimak bahwa hanya sekitar | {satu)
minggn kemudian, Kemenkes berhasil mengeluarkan KME No.
Hk.03.01/160/1 2010 tentang Rencana Stmtegis Kementerian
Keschatan Tahun 200 0-20014, Dokumen i dijadikan pegangan
olch Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala

TI08 | Bebeionistioes Pldicsin. Koo,




Badan Perencanasn Pembangunan Masional (BPPN) dalam
memantau pelaksanaan RPIMN 2010-2014 bidang kesehatan.
Lebih menank lagl bila diperbatikan babwa kurang dan
2 {dua} minggu sesudah penerbitan Renstra Kemenkes 201(-
201 4, Menteri Kesehatan pada saat ing, Endang R. Sedyaningsih
menerbitkan KMK Moo 267T/MENKES/SK/L2000 tentang
Penetapan  Roadmap Reformasi  Keschatan  Masyarakat,
Dikatakan bahwa alasan utama dan terbitnva kebijakan i
adalah menciptakan pegangan dasar untuk mempencepal capaian
sasarn yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementenan
Kesehatan R1 2010-2014, Namun, terdapat beberapa kesalahan
significant scpert; (a) Tetap menggunakan UL No, 231992
tentang Keschatan vang telah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi dengan diterbitkannya UL No. 362008 t=ntang
Keschatan; (b) Menggunakan PerPres No. 72005 tentang
RPIMMN 2004-2009, bukan Perpres No. 52010 tentang RPIMN
2000-201 45 dan (¢) Tidak mencaniumkan dan menggunakon
KMEK Mo, He03.01/ 160/ I 2000 tenang Renstra Kementerian
keschatan R1 Tahun 2010-2014,
Langkah-langkah reformasi kesehatan masyarakat vang terdin
dari:
1) Retormmasi pembiayan kesehatang
2) Reformasi kefarmasian dan atat kesehatan;
3) Reformasi manajemen keschatan;
4) Reformmasi upaya kesehatan: dan
5) Reformasi Sumber Dava Manusia (SDM) keschatan,

Langkah-langkah reformast mi kemudisn dikukohkon
dalam bentuk Perpres No. 72/2012 tentang Sistem Keschatan
MNasional (SKN) sebaga lindasan bukum yang kuat untuk
pelaksanaannya. Kedudukan hukum SKN 2012 dalam bentuk
Perpres i akan meninpkatkan efektivitas  pembangunan
keschatan yang menjadi urusan wajib daerah sesuai dengan
UL No. 32/2004 tentang Pemenntahan Daerah vang kini telah
digantikan dengan UL No. 2372014,
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Untuk dapst mewujudkan pelaksanaan SKN 2012
seperti vang diamanabhkan oleh UU Noo 362009 tentang
K.eschatan, diperlukan PP tentang fasiltas pelayanan keschatan
¥ANE mencakup:
1y Jenis, tingkatan, dan bentuk fasilitas pelayanan kesehatan;
2} Persyaratan fasilitas pelayvanan keschatan;

3) Perizminan fasilitas pelayanan kesehatan;

4) Penyelkenggaraan fasilitas pelayanan keschatan;

5) Pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmw pengetahu-
an dan teknologi;

6) Pencatatan dan pelaporan; sera

7y Pembinaan dan pengawasan.

Selanjumya dalam UU Neo. 252009 tentang Pelavanan
Publik, disebutkan bahwa rumah sakit dan Puskesmas
adalah pelayanan jasa publik bidang keschatan vang salah
satu asas penyelenggaraannya adalsh pembenan pelayanan
yong tidak boleh menguiamakan kepentingan qpribadi dan/
atay golongan. Selanjuinya, dalam UL No. 3272004 entang
Pemenntahan Daersh yang telah digantikan dengan LU
Mo, 232014 dmyatakan bahwa salah sam kewajiban dacrab
dalam penvelengzaraan otonomi yaitu menyvediakan fasilitas
pelayanan kesehatan, Untuk menilai kinerja unit kerja i, perlu
dikembangkan SPM vang dilaksanakan secara bemahap dan
ditetapkan oleh pemerintah.

b. Pemantapan Reformasi Sektor Kesehatandan Gosd Governance
Pelavanan Publik Bidang Keschatan
Dan bahasan sebelumnya, dapat dikamkan bahwa pada
saat i, upaya uniuk meclakukan penyempumnaan kebijakan
pembanguman kesehatan harus dilabukan unbuk menjaga agar
arah pembangunan keschatan tidak semakin jauh dar amanakh
LUD 1945 Pasal 34 avat 3. Langkah-langkah berikut ini mungkin
dapar diperumbengkan oleh para pemangku kepentingan
bidang keschatan untuk dilaksanakan schagal upaya dalam
menyegarkan kembah reformasi kesehatan masyarak ar 2010:
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4)

3)

Menyepakati untuk menggunakan Perpres Noo 7272012
tentang SKN schagm dasar bagn penyegaran Reformas:
Keschatan Masyamkat 2010, Adapun schagm konsckucn-
simya, semua kebijakan program dan teknis kesehatan harus
dikembangkan dengan merujuk pada SKN 2012 dan meng-
ubah semua kebijakan program dan teknis keschatan yang
bertentangan dengan SKN 2012

Untuk subsistemn upaya keschatan: segera menerbitkan PP
entange Fasilims Pelavanan Kesehawmn vang mencakup:
(a) jenmis, tingkatan dan benmk: (b) persyaratan; (c)
perzinan (d) penyelengparaan; () pendidikan, penelitian
dan pengembangan ilmw  pengetahuan dan  teknologr
(f) pencatatan dan pelaporan: serta (g) pembinaan dan
pengawasan dengan merujuk kepada SKN 2012

Untuk subsstemn SDM kesehatan: melakukan kaji ulang
terhadap UL No. 362014 1entang Tenaga Kesehatan unik
identifikasi substansi yang tidak sclaras dengan SKN 2012
dan PP tentang Fasilitas Pelayanan Keschatan serta menga-
jukan judicial review bila diperlukan.

Unmk subsistem pembiayasn keschatan: sesuni dengan
SKN 2012, sepera menerbitkan peraturan menteri yang
terkait dengan tanggung jawab penub pemerntah pusat
dan dacrah untuk pembigvaan LUKM dan tanggung jawab
terbatas pemerintah pusat dan daerah ontuk pembiavaan
upaya kesehatan perorangan.

Untuk subsistern sediaan farmasi, alat kesehatan, dan ma-
kanan sera subsistem penelinan dan pengembangan ke-
sehatan: mengembangkan kebijakan strategis lintas sektor
hemsama dengan sektor perdagangan, perindusinan, pertani-
an, dan riset teknologi-pendidikan tinggi untuk menumbuh-
kembangkan kemandirian dalam penvelenggaraan upaya
keschatan.
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) Untuk subsistem manajemen, informasi, dan regulasi
kesehatan serta Sub Ssstem pemberdavaan masyarakat
dengan merujuk pada 4 {empat) kebipkan di ams;
melaksana kan pengembangan SPM Bidang Keselatan 2015
vang akan digunakan sebagai pedoman oleh kabupsaten/
kots dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pelayanan
publik vang baik { 130051 gevernance) hidang kesehatan,

Untuk dapat melaksanakan retormasi keschatan  dengan
menmgkatkan  Partisipasi  masyarakat, maka smanah UL No.
IGA009- tentang Kesehatan perlu segera diwujudkan. Dalam
UL No. 362009 tentang Kesehatan, terdapat 2 (dua) bab yang
mengatur tentang parisipasi masyarakal, vaite bab XVI tentang
Peran Serta Masyarakat (Pasal 174), dan bah XVII tentang Badan
Pertimbangan Kesehatan (BPK) (Pasal 175-177). Pazal 174 secara
eksplisit menyampaikan bahwa masyarakal berperan serta, baik
Secara perseorangan maupun terorgamsasi dalam segala bentuk
dan tahapan pembangunan keschotan dalam mngks membantu
mempercepal pencapaian derajal  keschatan masvarakat yang
setinggi-tmgginya. Sementara dalam 3 {tiga) pasal berikutnysa
tentang BPK, disebutkan hahwa BPK merupakan badan independen
vanng memilikl tugas, fungsi, dan wewenang di idang keschatan
(Pasal 175). Pasal ini secara implisit merupakan kesempatan bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalvm memberi pertimbangan
kepada pemermiah tentang program-program keschatan mulai dan
tingkat pusat sampai dengan kecamatan. Adapun menurut Pasal 177
UL im, perak BPK adalah membantu pemenntah dan masyarakat
dalam bidang keschatan sesuni dengan limgkup tugasnya masing-
masing, Scmeniara tugas dan kewcenangan yang dimandatkan
adalab:

1} Menginventarisasikan masalah melalm penelashan terhadap
berbagai informasi dan data yang relevan atau herpengarub
terhadap proses pembangunan kesehatan.

2} Memberikan masukan kepada pemerintzsh tentang sasaran
pembangunan kesehatan selama kurun wakio 5 (lima) tabun.
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3} Menyusun strategl pencapaian dan prioritas kegiatan pembang-
unan keschatan.

4} Membenkanmasukankepada pemenntahdalampengidentifikas:
dan penggerakan sumber dava untuk pembangunan kesehatan,

5) Melakukan advokasi tentang alokasi dan pengumaan dana dari
semus sumber agar pemanfaatannya efekiif, efisien, dan sesua
dengan strategi vang ditetapkan.

6) Memantau dan mengevaluasi  pelaksanaan  pembangunan
kesehatan.

TV Merumuskan dan mengusulkan tindakan koreknf yang perlu
dilakukan dalam pelaksanzan pembangunan kesehatan yang
MEnYIMmpang.

Badan Pertimbangan Keschatan Nasional dan Daerah untuk
mendukung  keberhasilan pelayvanan kesehatan menjadiopenting
untuk dibentuk. Tugas dan wewenang badan mdependen ini adalah
untuk meningkatkan partisipasi masyamkat dalam pembangunan
kesehatan di deerah. Pada wilayah Pemerinmh Provinsi Jawa Timur,
Badan Pertmbangan Kesehatan Daerah (BPKD) Provinsi, Kota!
Kabupaten dan Kecamatan menjadi penting untuk mengukuhkan
pemenntah daerab dalam pelaksanaan wrusan pemernintzhan wayib
vang berkartan dengan Pelayanan Dasar Keschatan merujuk kepada
LU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

). Rangkuman

Kearifan lokal mensjuk pada kebijakan, kepumusan, program dan
kegiatan yang bersandar pada: nilai-nilal, noma-norma, etika, ada
dan perilaku yang melembaga pada masyarakat. Berbagai macam
nilai  dan morma erscbul. oleh masyarakar disepakan kebenarnnya,
karenanva dapat bertahan dalam waktu vang lama. Berbagai nilai dan
kearifan lokal, telah teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik,
karenanya tindakan sosial tersebut akhimya mengalami penguatan
{remforcement). Ketika dipulirkan kewenangan dars Pemenntah kepa-
da Pemerintah Kobupaten'Kota, untuk menjalenkan mengurus dan
mengatur di berbagai bidang termasuk bidang kesehatan, maka kearifan
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lokal menjadi hal penting di dalam merumuskan berbagal aturan dan
menentukan program dan Kepiatan, Berbagal macam wnsur dan
keanfan lokal kemudian pedu dituangkan dalam nila-mlai inovas dan
perubahan dalam penvelenggaman pelayanan kesehatan, Manakala,
penvelenggara pelayanan kesehatan memperhatikan berbagai unsur
terscbut, berbaga dinamika kebutuhan terhadap pelayanan keschatan
masyarakal dan waktu ke wakin akan lerpenuhi. Pada akhirnya
manakala penvelenggam pelayvanan keschatan memperhatiken kearifan
lokal masyarakat, maka respon masyarakat terhadap penyelenoparman
pelzyanan keschatan menjadi semakin positif.
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E.

F.

Soal Latihan
Jelaskan vang dimaksud dengan kearnfan lokal!

. Jelaskan manfaat kearifan lokal unuk pengembangan refommasi pe-
lavanan kesehatan!

2. lelaskan makna otoonomi pelayvanan kesehatan dalam konteks de-
sentralisasi!

3. Bagaimana kewenangan pemenntsh dacrah dalam mengembang-
kan pelayanan kesehatan di era reformasi ini, jelaskan dan benkan
conothnya!

4. Mengapa pelayanan keschatan perlu membenkan perhatian kepada
kearifan lokal, berikan penjelasan dan contohmya!
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BAB Vil
MODEL LAYANAN PUSKESMAS

A. Pendahuluan

Puskesmas merupakan suatu organisasi pelayanan keschatan yang
dibentuk pemerintzh di lini kecamatan dan bertugas secara fungsional
memberikan pelayanan secara menyeluruh damy erpadu  kepada
masyarakat di wilryah kerjanya sckaligns schagai pusat pengembangan
kesehatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat untuk
meningkatkan derajar keschatarmya, Berbagai macam pelavanan kese-
hatan vang disclanguarakan puskesmas diantaranya adalah: pelayanan
kuratif {pengobatan), preventit’ {pencegahan), promotif {peningkatan
keschatan ) dan rehabilstatit (pemulihan keschatan ). Saat i, pelayanan
puskesmas menjadi kebutuhan yang sangat penting. oleh karena itu
peningkatan pelayanan harus senantiasa ditingkatkan seiring dengan
berbagan perkembangan kebutuhan masvarakat untuk mendapatkan
pelayanan secara copat, tepat, dan berkualitas,

Maodel pelayanan yang saat im dilaksanakan oleh puskesmas masih
menemuhi berbagai kendala, baik dar keterbatasan sumber daya yang
dimiliki juga sistem pelayanan yang hams diperbaiki. Schubungan
dengan kondist demikian berdasarkan penelitin balwa uniuk puskes-
mas di Jawa Timur hanya di Pemerintah Kota Surabava yang telah
melaksanakan perbaikan dan perubaban dalam ami  pemenuhan
tenaga medis dan non medis, sarana dan prasarana pelayanan, dan
sistem pelavanan yang sudah berbasis teknologl imformasi (T1). Pada
penchitian mi, pencliti telah membangun aplikasi pelavanan keschatan
vang berbasis |T dengan menambahkan fitur-fitur yvang memperhatikan
kearifan lokal dan implementaginya dengan mengounakan android.
Dengan demikian berbagai inovasi pada aplikasi ini merupakan aplikasi
pengembangan dari aplikas: vang telah ada
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B. Tujuan Pembelajaran
Setelah membaca bab im, mahasiswa diharapkan mampu:

-

Memahami dan menjelaskan konsep model pelavanan kesehatan
puskesmas secara konvensional

Memabann dan memjelaskan bentuk-bentuk keanfan lokal yang
berkembang di lingkungan puskesmas

Memahami dan menjelaskan kearifan lokal sehaga bentuk movasi
dalam pelayanan keschatan puskesmas

Memahami dan menjelaskan inovasi sistemn aplikasi pelayanan ke-
schatan puskesmas

C. Penvajian Materi

1.

Model Lavanan Puskesmas Konvensional

Pelayanan kesebaan puskesmas di uga Puskesmas yang menjads
tempat pencliian menunjukkan karakteristik yang berbeda, paling
tidak perbedaan tersebut dapat dibag menjadi klasifikasi besar,
di mana ik Puskemas Ponorogo, dan Puskesmas Baw, lebih
fokus menyelengearakan pelayvanan di dalam gedung puskesmas,
sementara untuk Puskesmas Medokan Ayu, menyelenggarakon
pelavanan di dalam dan di luar gedung puskesmas. Ditinjau dar
aspek variasi pelayvanan jugadiadapatkan data vang bervariasi. Model
layanan keschatan yang dilaksanakan schbagaimana divmiskan di
atas menjukkan tmgkat vanasi pelayanan kesehatan vang berbeda
antara puskesmas yang menjadi tempat penclitian.

Merujuk dari berbagal macam pelayanan keschatan yvang di-
laksanakan oleh masing-masing puskesmas yang menjadi tempat
penelitian, dapat dirumuskan model sebagnmana bertka:
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Gambar 7.1. Model Pelayanan Poskesmas Selama ind
Sember: Amiral eral, 2009

Bendasarkan gambar terscbut di atas, maka alur layanan pasien
keschatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yakmni:
a. Peclavanan Keschatan Pasien yang dilaksanakan i dalam Ge-
dung, dengan alur sebagai berikut:
|} Pendaftaran:

a) Pasicn datang ke tempat pendaftaran pasien, mengambil
momor urut anirian pendaftaran pada mesin antrian

by Pasien dipanggil sesuai nomor urut antaan,

c) Pasien menunjukkan kartu identitss (KTP/KK, Kartu
Jaminan Keschatan) vang dipunyai atau kartu berobat
jika sudah pemah periksa di puskesmas kepada petugas
pendaftaran untuk di regi strasi,

d) Petugas pendaftaran menverahkan nomor antrian peme-
riksaan di poli vang dituju.
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1 Pasign menunju Poli Umum:
a) Petugas medis (dokter, bidan, perawat) melakukan pe-
meriksaan terhadap pasien
by Pensgas medis merajuk pasien ke unit terkait { Laborato-
num, Klinik Konsultas: atan Unit lain) jika diperfukan.
c) Petugas medis membustkan resep dan diserahkan
kepada pasien.
dy Pasien menuju kasir unuk menyelesaikan administrasi.
e) Kasir menyerahkan nncian baya pelayanan kepada
pasien dan memmta untuk menunggo hasil obat di
rusng lungou amu mengambkan ke 1ata ussha jika
membutuhkan nomor surat dan siempel puskesmas,
f} Petugas obat membenkan obat pada pasien.
g} Pasicn pulang.
3) Pasien ambil rujukan uniuk melakukan rawat inap di Rumah
Sakit vang dirujuk
4 Pasien memuu LGD:
a) mengambil njukan untuk rawat map ata
bl mengambil obat ke depo obal
¢} melalukan rawat inap di Rumah Sakit yang dirojuk
Pelayanan yang dilaksamakan di luar gadung, merupakan pe-
layanan yang disediakan olch puskesmas, yang bertujuan untuk
memotivast dan mengajak kepada masyarakat untuk hidup sehat
Pelayanan mi diujukan képada masyvarakat i sekitar puskesmas,
terutama pada kelompok: Balita, Remaja dan Lansia,
2. Maodel Pelavanan Kesehatan Puskesmas Berbasis Kearitan Lo-
kal

Pada sub bab s disajkan model lavanan puskesmas vang di-

sesuaikan dengan kearifan lokal yvang dimihki oleh vang dapat dite-
raphan di 3 (nga) Puskesmas di Jawa Timur,
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i,

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ponorogo Utara

Bahwa Puskesmas Ponoroge Utam memibiki keanfan
lokal vang bisa dikembangkan dalam pelavanan pada pasien
baik untuk pasien umum maupun JKN, Puskesmas ini memiliki
pasien yang sangal sefia utamanya unfuk pemerikssan gig
dan mulut sejak tahun 1954 dan imumsasi. Beberapa inovas:
telah dilakukan untuk memberikan pelayanan vang maksimal
kepada pasien. Diantaranya adalah “imwunisasi conder dan
peloyanan kKehamilan terpadu™ Implementasi dar 1erhadap
dan stziemen inovasi wm adalah babwa terdapat beberapa
pasien berdatangan untuk mendapat lavanan termesuk layanan
kepada ibu dan anak {(bayi). Puskesmas mi telah bekena sama
dengan beberapa sekolah di wilayah kerjanya untuk melakukan
imunisasi hepatitis, difteri dan lainnya. Termasuk  siswa yang
ticlzk merg ikt imunisasi de sekolah, dapat menyusul imunisasi
di puskesmas,

Amalsis yang dapat diberikan pepeli: bahwa puskesmas
i selain bekerjasama dengan institus: sekolah, sebenamya
pelayanan vang berbasis keanfan lokal isa dikembangkan
wifuk  malakukan  movas lﬂyaﬂa’m. Dengan demukian,
pelayanan  yang diberikan akan menciptakan keselian yang
terus-menerus sampai tunm-emurun berkunjung ke puskesmas
untuk imunisasi, termasuk pemeriksaan i dan mulut yang
menjadi unggulan dalam pelayanan. Pelayanan kesehatan yang
berbasis kearifan lokal hisa dikembengkan dengan dipadukan
dengan budaya yvang memjadi kekhasan Ponoropo sebagar Kota
Reog, Dengan demikian, pelayanan luar puskesmas dapat
menghadirkan reog keeil pada evenr-evens imunisasi agar anak-
anak yang hadir bisa berobat atau mendapatkan perawatan
keschatan sambil menitkmati hiburan reog,

Pelayansn vang berbasis keardfan lokal juga layak
dikembangkan di dareah lain, terutama di kampung yang
mendapatkan predikat “kampung wiot”. Kampung vang berada
di desa Karangpatihan Kecamatan Balong, saat penclitian
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ni dilaksanakan terdata sebanyak 99 omng vang mengalami
keterhelakangan mental. Data inl menjadi perhatian  bag;
pelayanan puskesmas vang berbasis kearifan lokal, Puskesmas
Ponorogo Utara 1 merupakan puskesmas vang berada di
pusat kota vang menjads "jujukan” pasien dan berbagm penjuru
K ccamatan di Kabupaten Ponorogo, Selam itu, letak Puskesmas
vang dekat dengan rumah sakil rujukan juga menjadi fakior
banyaknya pesicn yang berobat ke Puskesmas Ponorogo
utara, Sehubungan dengan data tersebut menumit peneliti, jika
Puskesmas Ponoroge Ultara fepat untuk menginisiasi untuk
menjadi puskesmas yvang membuat movasi layanan kesehatan
yang berfokus pada pelayanan keschatan jiwa,

Benkut matrik kearifan lokal vang direkomendasikan
penelit dalam pengembangan model layanan Puskesmas
Ponorogo:

Tabel 2 : Kearifan Lokal yang Direkomendasi Peneliti dalam Pe-
nzembangan Lavanan pasien JKN Di Poskesmas Ponorogo Utara

Rekomendasi Pengembangan
Layvanan Kesehatan Puskes-
mas

Menghadirkan reog min pada
everrf-ever! imunisas. Bak
dilakukan di puskesmas mau-
pun di sckolah,

Kearifan Lokal

Kesctiaan masyarakat secara
mrun-temurun untuk rmelaku-
kan imunisasi d puskesmas,

Kegasama dengan sekolzh

. | Menghadirkan lomba anak-
untuk melakukan imunisasi

anak vang bersifat fun and

vang sudah dilakukan pul-
han tahun

game pada event munisasi

untuk pemerik saan gigi.

Szjak 1954 menjadi “jujukan™

Drenter! Center Terpadu

Kader Kesehatan yang ban-
vak dan setia baik Posyandu
Balita maupun Posyandu
Lansia

Memaksimalkan kompetensi
kader dengan mengikui berb-
agai macam pelatihan'peny ulu-
han kesehatan
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Rekomendasi Pengembangan
Kearitan Lokal Lavanan Kesehatan Puskes-
mas
Predikat kampung Idiot ﬁmgarn layanan keschatan
jwa

Sumber: Amiral et.all, 2009

b, Pelayvanan kesehatan di Puskesmas Medokan Avn
Puskesmas Medokan Avu meérupakan Puskesmas yang
berlokasi di Kot Surabava Timur. Puskesmas ini relatif maju,
karena dilengkapi dengan: UGD, Rawat Inap, dan layanan
lainnya. Selain i, layvanan di Puskesmas Medokan Ayu sudah
berbasis 1T, mulai dari antrign, loket, poli hingga farmasi atau
obat. Namun demikian, SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen
Puskesmas) belum berjalan efebaif, karena keburangan tenaga
kerja di depo obat. Scharusmya, pasien dan poh langsung ambil
ohat di depo obat tidak perhn menggunakan resep lagi.
Keanfan lokal yang perlu dikembanghkan oleh Puskesmas
Medokan Ayu dengan melihat dasta penduduk diwilayahnya
banyak terdistribusi pada wsia 5-9 mhun, 1014 whun, 15-49
tahun, 4549 tahun. Umur tersebut termasuk pada usia sekolah
dan usia produknf, Selain itw, keberadaon Puskesmas Medokan
Axyu yang berada di Koia Metropolis. tenfunya terdapat pengaruh
linghunpan heterogen vang sengat kust dibanding  dengan
puskesmas di dacrah pinggran. Namun demikian, menurut
peneliti bahwa masih perln adanya pengembangan layanan
gpesifik unfuk remaa dan bag pendoduk vsia produkarf,
Puskesmas Medokan Aya, menurut hasil  penelitian
menunjukkan babwa puskesmas in menjadi tempat magang
mahasiswa dari: Linair, Stikes, Linrversitas Hang Tuah, Unmuh
Surabaya, Khususnya jurusan keperawatan, bidan, apoteker dan
farmasi. Dengan banyaknya mahasiswa dari berbagai perguran
tinggi ini, berdampak positif unmk perkembangan institusi
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ni. Namun demikian, kcberadzan mahasiswa magang belum
dimantaatkan secara maksimal, seperti: menyelengparakan pe-
nyuluhan, edukas: tentang keschatan untuk remaja maupun bu
usia produkif.
Kearifan lokal vang lam vang perhatian penelitiann,

diantaranya adalah kesctizan Kader Posyandu yang selama mi
sidah membantu program-program yang berhubungan dengan
pelayanan masyarakat. Penghargaan vang didapat dan kader
Posyandu diantaranya adalah: {i}) Bu Sudarwat wakil kader
Wonorcpe menjad juara | kader Posyandu icladan tingkat Kota
Surabaya tahun 2010, dan (1) Ibu Ira Prihandim kader RW
V] Kelorahan Medokan Ayw memadi juara harapan | kader
Posyandu teladan tingkat K.ota Surabaya Tahun 2012,

Tabel 3 : Kearifan Lokal yang Direkomendasi Peneliti dalam Pe-

ngembangan Lavanan pasien JEKN D Puskesmas Medokan Ayu

Rekomendasi Pengembangan

e Lol Lavanan Kesehatan Puskesmas

Mengembangkan pelayanan antuk

Memiliki Penduduk yang
terdistribusi pada usia se-
kolah dan usia Produkiif

remaja dan ibu usia produlktif den-
gan bekerjasama dengan hntas sek-
tor. Misalnya: Polsi, BNN, Dinas
Sosial dan Dinas keschatan,

Dekat dengan PTN dan
sekolah-sekolah Keseha-
tan baik sctmgkat dengan
SME maupun Sekolah
Timggm

Memaksimalkan kerjasama’kemi-
traan dengan Perguruan tinggi atau
vang sederajat serta Sckolah Kese-
hatan unuk menunjang pelayanan
masyarakal.

Kader Kesehatan setia dan
memiliki komiimen vang
tinggi Posyandu Balita
maupun Posvandu Lansia

Memaksimalkan kompetensi kader
dengan mengikuti berbaga macam
pelatihan/penyuluhan kesehatan

Sumber: Amiul ofal, 2009
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C.

Pelavanan Kesehaan di Puskesmas Batu

Kearfan lokal yang layak untuk dikembangkan dan menjad
cikal bakal untuk mengembangkan movasi pengembangan
layanan pasien JKN. adalah UGD Puskesmas Wisata. Hal
ini dikarenakan bahwa Kota Baw kota wisata yang memiliki
berbagal jemis wisata, spertc Museum Anpkot, Janm Park 2,
BNS (Baitu Night Spectacular), Eca Green Park, Coban Rondo,
Taman Selecta. dan lainnva, Sementara ini, UGD Puskesmas
Wisata, melayani semua pasien vang mengalami masalah
keschatan kenka sedang rekreasi ke Kota Batu, UGD Puskesmas
Wisata i juga menuliki keleluasaan untuk bisa meryjuk ke
rumah sakit manapun, schingga im membert kenmdahan dan
kenvamanan tersendin bagl wisatawan,

Hasil peneditian menunjukkan bahwa kunjungan banyaknya
pazsien JKN vang berkunjung adalab usia 45-6Y9 tahunataumasuk
pada usia lansia, Analisis vang dapat dibenkan bahwa keantfan
lokal yang menjadi pertimbangan uniuk mengembangan
layvaran, khsusnya adalab layanan lansia atau binsvia cenier,
Layanan mi dimulal dengan tidak adanya antman untuk pasien
usia lamjut baik di loket mavupun depo obat, fasilitas umom
sepertl cfosed jongkok. pegangan tangan saat naik, kursi yang
nyaman dan lain sebagaimyva,

Kearifan lokal yang perlu dikembangkan oleh Puskesmas
Bam dengan melihat data penduduk diwilayahnya banyak
terdistnbusi merata pada Balita (0-4) sampai pada usia 44-
44 tahun, Umwr terscbut tenmasuk pada usia sekolah dan
usia produksf. Inovasi lavanan pengembangan kayanan yang
paling iepat adalah untuk anak maupun remaja usia sckolah,
Hal yang menjadi pertimbangan adalab predikat Kota Wisata,
diasumsikan sangat rawen deéngan pengaruh dan luar. Oleh
karena itu, remaja sangat memerlukan fondasi mental yang
kuat apgar tidak terperosok pada pergaulan bebas yang tidak
dinginkan.
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Tabhel 4; Kearifan Lokal vang Direkomendasi Peneliti dalam Pengem-
bangan Lavanan pasien JKN 1N Puskesmas Bato

Hekomendasi Fengembangan
Layvanan Keschatan Puskesmas
Mengembangkan pekayvanan “TIGD

Wisuta™. Melayani semua pasien
Batu sebagzni Kota Wisal JEN utameirmya vang mengalmni
masalah keschatan kefika sedang

Kearifan Lokal

refkrenst ke Kota Botw

Pasien JKMN vang berlun- | Dikembanpkan lavanan lansi atau

jung adalah usia 45-69 Lornsder Cenifer
tahun atau mesuk pade usia
lomsia

Memuliki Penduduk vang Mengembangkan pelayanan unmuk

terdistribusi pada Usia remaja bekerjasama dengan fintas
sekoluh sekior, Misalova: Polisi, BNN, Dinas

Sostal den Dimes Foesehaton,
Sumber: Amirul ev.al, 2008

Pelayanan kepada pasien dan masyarakat yang berbasiskan
kearifan lokal dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut:
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Gambar 7.2, Model Pelavanan Puskesmas Berbasis Kearifan Lokal
Sumber: Amirul et.al, 2009
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Berdasarkan gambar pelayanan puskesmas berbasis keanfan
lokal diatas, maka alur lavanan pasien kesehatan juga dapat dibag
mcnjadi dsa bagian, vakni:

1) Pelayanan Kesehatan Pasien vane dilaksanakan di dalam

Credung, dengan alur sebagal berikut:

a) Pendaftaran:

{1} Pasien datang ke tempat pendatiaran pasien, meng-
ambil nomor unat antnan pendaftaran pada mesin
antrizan

{2} Pasien dipangool sesuai nomor urut antrian.

{3) Pasien menunjukkan kartu identitas (KTP/KK,
Kartu Jaminan Keschatan) vang dipunvas atau Kartu
Berobat jika sudah pernab periksa di Puskesmas
kepada petugas pendafiaran untuk di registrasi.

{4) Pemugas pendaflaran menyerahkan nomor antrian
pemeriksazn di poli vang dituju.

b} Pasien mesunggy di poli Lavanan Unggulan yang dise-

diakan olel Puskesmas:

{1} Petugas medis (dokter, lidan, perawat) melakukan
pemeriksaan terhadap pasien.

{2} Petugas meds menujuk pasien ke unit terkait (La-
boratorium, Klimk Konsultasi atan Linit lain) jike
diperlukan.

{3) Petugas medis membuatkan resep dan diserahkan
kepada pasien.

{4) Pasicn menuju kasir uniuk menyelesaikan adminis-

rase.

{5) Kasir menyerahkan rincian biaya pelayanan kepada
pasien dan meminta untuk menunggu hasil obat di
ruang mnggu atau mengarahkan ke taia usaha jika

membutuhkan nomor sumt dan siempel puskesmas,
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{6) Petugas obat memberikan obat pada pasicn.
{7) Pasien pulang.

¢) Pasien ambil mjukan untuk melakukan rawat inap di
Rumah Sakit yang dirujuk

d) Pasien menuu LIGD:

(1) Mengambil rujukan untuk rawat inap atau

{2) Mengambil obat ke depo obal

(3) Melakukan rawat inap di di rumah sakit vang dirajuk

2) Pelayanan vang dilaksanakan di luar pedung, merupakan

pelayvaman yang disediakan oleh puskesimas, vang bertujuan
untuk memaotivasi dan mengajak kepada masyarakat untuk
hidup sehat. Layvanan unggulan kepada masyarakat, dikelom-
pokkan mengadi;

a) Layanan pada Balita, layanan program sehat untuk balita,
seperti menghadirkan lomba anak-anak vang bersifat
fun and game pada evens imunisasi, Memaksimalkan
kompetensi kader dengan mengikutl berbagai macam
pelathan/penyuluhan kesehaan.

b) Layanan pada remaja, layanan program schat untuk
remaga, sepertt mengembangkan pelayanan untuk remaja
bekegasama dengan lintas sekior. Misalnya: Polisi,
BNN, Dinas Sosial dan Dinas Keschatan.

¢} Layanan pada lansia, layanan program sehat untuk lansia,
seperti mengembongkan layanan langia atun Loangm

Center

3. Inovasi Lavanan Keschatan Berbasis ICT

Inovasi lavanan keschatan dengan memijuk keanfan lokal
menjadi penting  untuk  diremuskan  dalam sebuah  program
Aplikasi Lavanan Keschatan Puskesmas (E-LKP), E-LKFP adalah
aplikasi lavanan kesehatan berbasis android yang digunakan oleh
Puskesmas dan BPJS dalam menmingkatkan layanan kcschatan
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terhadap masyarakat. Pads aplikasi Layanan Keschatan Puskesmas
mempunyi beberapa fitur'modul diantaranya:

Informasi Layanan Keschatan

Pada aplikasi layanan keschatan puskesmas, masvarakat
dapat melihat informas: kesehatan sepertis tps atan cara hidup
sechat, informasi gejala penvakit dan bagaimana cara pencegahan
dan pengobatan awal dan penyakit.

Layvanan Kesehatan

Pada aplikasi layanan kesehatan puskesmas, masvarakat
dapat melihat lavanan, fasilitas, Jenis Poli dan Informas: Dokter
yang ada & puskesnus, sehingga masyarakat menjadi mudah
untuk mencntukan ¢ fiak-we atan berohat,
Pelaporan Keschatan Masyarakat

Pada aplikas: Layanan Keschatan puskesmas, Masyvarakat
dapat melaporkan kondisi kesehatan vamg ada dsekitamya
kepada puskesmas, sepert: penyakn demam berdarah dan
kurang gizi dan laimnya, schingga memudahkan bagi puskesmas
untuk  melakukan  momtormg  dan mengambal  tindakan
keschatan vange cepat dan tepat.

Pendafiaran Online

Pada aplikasi layonan keschatan puskesmas, masvarakat
dapat melakukan pendafiaran atau reservasi di puskesmas
sccara omline, Dengan demikian, masyarakat lelah mudah
untuk mendaftar untuk mendapatkan layanan kesehatan dan
tidak perlu ann & puskesmas dengan wak vang lama.
Rujukan BPJS

Pada aplikasi layanan kesehatan puskesmas, masyarakat
dapat mengajukan rujukan BPIS secara online, Aplikasi
lavaman  keschatan  puskesmas ini dibangun  dengan
menyiapkan fitur vang terintegrsi dengan aplikasi Badan
Penyelengpara Jamman Sosial Kesehatan (BPIS), sehingga
masyarzkal menjadi mudah uniuk mengapjukan rujukan BPIS
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f.

Rekam Medil/Riwayvat Kesehatan

Pada aplikast lanayanan keschatan puskesimas  juga
mempunya fitur vang sangat pentmg, yaitu data rekam medik
pasien. Data rekam medik pasien inl sebagai informasi bagl
dokter vang sedang jaga di puskesmas unfuk melakukan
diagnosa dan pengobatan pasien secara cepal dan tepat.

Pada fitur aplikasi lavanan keschatan puskesmas lebih pe-
lasnya bisa dilihat pada Business Process Model and Notation
{BPMN) Aplikasi Layanan Kesehatan Puskesmas (gambar ter-
lampir), Pada BPMN Aplikasi Layaman Keschatan puskesmas
terdapat beberapa user, diantaranya;

a. Masyarakat

b. Puskesmas

¢. BPIS

d Fasilias Kesehatan
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Business Process Model and Noration Layvanan Keschatan Puskes-
mas { E-LE)

Sistem kerja E-LKP schagamana pada gambar Susiness
FProcess Model and Notarion Layanan Kesehatan Puskesmins yang
terdin dari beberapa vser vang mempunyal hak akses masing-
masing, schagaimana benkut:

a. Masyarakat

Pada aplikasi layanan keschatan masyamkat ( E-LKP), hak
ases yang didapatkan oleh masvarakat melpuots: melakukan
pendafiaran, melihat profil puskesmas, melihat layanan kesehatan
{(POLL, melihat informasi dan jadwal dokter, melakukan
pendafataran/antran  secara online, melihat mfommas: data
penyakit yang di tangzung oleh Badan Penyelengara Jaminan
Sosial Keschatan (BPJS) dan surat rujukan BPIS, laporan
kondisi Hingkungan masyarakat {penyakit demam berdarah,
kebersthan lingkung dan dil)

h. Pegawai Puskesmas
Pada aplikasi lavanan keschatan masvarakat (E-LKP),
hak akses yang didapatkan pada pegawal Puskesmas adalah:
verifikasi pendafiaiaran masyarakat, verifikasi reservasi masya-
rakat secara online, input data histon gejala penyakit. melihat
informasilaporan kesehatan masvamkal melibat informas:
rujukan Badan Penyeiengara Jaminan Sosial Kesehatan (BPIS)

¢, Pegawai BPJS
Pada aplikasi layanan kesehatan masyamkat (E-LKP), hak
akses yang didapatkan pada pegawal Badan Penyelengama Ja-
miran Sosial Kesehatan (BPIS) adalah: melibat data datiar ru-
jukan BPIS, Layanan BPIS, melihat informasi Faskes Rujukan
dan melihat riwayat kesehatan pasien.
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i. Pegawai Faskes Rujukan
Pada aplikas: layanan keschatan masyarakat (E-LK ), hak
akses yang didapatkan pada pegawm Faskes Rujukan adalah:
melihat daftar rujukan, melihat informasi jenis-jenis poli dan
melihat informast rekam medik pasen.

Dokumen Inovasi Layanan Keschatan Berbasis 1CT
1. Manual Sistem E-LKP Puskesmas Pucang Surabayva

a  Sistem
Sistem E-LKP Puskesmas Pucang Surabava merupakan
suail sistemn yang dibangun dengan teknologi berbasis
weh dan android, untuk mengakses sistem pengguna
dapat menggunakan Meowser untuk pengguna admisi,
poli, dan admin, sedancken untuk pasien dan lurah dapat
menggunakan hp android.
b. Login

Mazik

Gambar 7.3 Login Weh
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Cambar 7.4 Login Android

Sebelum memasuk: halaman wama dan mendapatkan
akscs dischap rolke, user diwapibkan memasukkan cmail dan
password terlebih dabulo. Pada gambar 7.3 menampilkan
halaman login website vang akan digunakan oleh user
admisi, poli dan admin. sedangkan pada gambar 7.4
menampilkan halaman login android vang akan digunakan
olkeh user pasien dan lurah.

¢ Halaman Utamsa

Craam bar 7.5 Hadaman Urama Admisi
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Gambar 7.0 Halaman Urama Polf

Pada Garmbar 7.5 menampilkan halaman utama sdmisi
yang digunakan olch role admisi, pada bagian Gambar 7.6
menampilkan halaman peli yang digunakan oleh role poli,
sedangkan pada Gambar 7.7 menampilkan halaman utama
pasien yang nantinya digunakan oleh role pasien, dan pada
Crambar 7.8 halaman wtama lursh yang digunakan oleh mle
lurah,
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Ketika pasien ingin mendaftar nomer antrian, pasicn
dapat menckan tombol daftar aniren pada halaman utama,
lalu memilih jemis poh vang dapat dilihat pada Gambar
7.9, lalu pasien mendapathkan nomer antrian seperti terlihat
pada Gambar 7.11, antrian tersebut terdata pada menu data
antrian pada Gambar 7.13 dan masih menunggu venifikas:
dan ademisi.

u B b A Wit
P —— 1

Flam i

Cramshiar 7.1 3 Veryfikast Anfrian

u Achraaal A Abbar e

S L T T
o L L
b | b

Crambar 714 Ferifikasi Amrian Beriosid

Role admisi menverifikasi data antrian pasien dapat di-
lihat pada Gambar 7.13, dan setelah proses venfikasi daa
berhasil dapat dilshat dapat Gambar 7. 14,
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Untuk proses antrian poli harus login schagai poli ter-
lebib daluly, setelah login berhasil memilib tanggal antrian
dapat dilihat pada Gambar 7.1 5, setiap poli juga diwajibkan
membual nomer antrian seperti pada Gambar 7.16, setelah
membuka antran berhasil, status yang sebelumnya sedang
memnggu antrign berubah menjadi sedang diperika dapat
dilthat pada Gambar 7.17 unfuk role poli dan CGambar 7.18
untuk role paskn. apabila proses penksa seudah selesan
maka stams pasien berubah menjadi siedah diperikea dapat
dilihat pada Gambar 7,19,

Fendbimch

Crambar 7.20 Penilalan
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Pasien juga dapat memberi pemlaian dan catatan ter-
hadap setiap pol pada Puskesmas Pocang, tampilan dapat
dilihat pada Gambar 7,20,

& Laporan Keschatan Masyarakat
Pada bagian menu Lapoman Keschatan Masvarakat berfungs:

schagal pelaporan kesehatan masyarakat yang dilaporkan oleh
rmasy arakat.

Crapmbar 7.2 1 Buat Laporan Crambar 7. 22 List Laparan

Pada Gambar 721 menampilkan halaman create Taporan
kesehatan setelah proses laporan berhasil dapat dilihat pada
Ciambar 7.22 dengan status Befum Diproses,

it Pligmsn, Vel | 229 |

=)




N
|

I._'T

| S
=
r= .
fmuclls —
’# alm B T - b - /e ?

(iamhar 7.23 List Laporan Web

m e - s PaE i . : f—— P
o e it i)

Cambar 7.24 Fop Up Laporan Web
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Geanthar 7.26 Updete Laperen

Pada Gambar 7.23 meénampilkan halaman list laporan
masyarat yang sudah dimputkan tadi, ketika icon pensil
diklik maka menampilkan pog up wpdaie data seperti pada
Gambar 7.24, Status laporan data terdapat 3 status vaitu
belum diproses, sedang diproses dan sudah diproses. Pada
Crammbar 7.25 kg mencoba update data dengan status sudahb
diproses, dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 7.27, jika
status laporan swdali diproses maka icon pensil otomatis
tidak tidak terlihat lagi.
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Crambar 727 Update List Laparan

Brwan dEmg Ry

Crambar W26 List Laparan Androwd Gombar 729 Detal Update
Lisy Laporar

Data vang sudah diupdate tadi pada role Pasien dan
Lurah juga kut werupdate juga, dapat dilihan dapat Gambar
7.28 dengan status laporan sudah diproses, jika list tersebut
ditckan maka menampilkan detail data vang dapat dilithat

pada Gambar 729
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. Rangkuman

Puskesmas merupakan suatu organisasi pelayanan kesehatan yang
iibentuk  pemenniah yang bertugas sccara fungsional membenkan
pelayanan secara menyelumby dan terpadu kepada masvamkat di wilayah
kerianya sekaligus sehagai pusat pengembanzan kesehatan masyerakat dan
membina peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya,
Berbagai macam pelayanan kesehatan yang diselangparakan puskesmas
diantaranya adalah: pelayanan kuratifi(pengobatan), preventif(pencegahan),
promotif (peningkatan kesehatany dan rehabilitatit { pemulihan kesebatan).
Saat ini, pelayanan puskesmas menjadi kebutuhan yang sangat penting,
oleh karena i peningkatan pelayanan harus senantiasa ditingkatkan seiring
dengan berbagal perkembangan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan secara cepat, tepat. dan berkualitas.

Model pelayanan kesehatan untuk puskesmas di Jawa Timur hanya
di Pemerintah Kota Surabava vang telah melaksanakan perbaikan dan
perubahan dalam arti pemenuhan tenaga medis dan non medis, soana dan
praserana pelayanan, dan sistem pelayanan yang sudah berbasis teknolog
informasi (T1). Sementara di kabupaten dan kota seperti di Kota Bam dan
Ponorogo maosth menggunakan pelavanan  konvensional. Sehubungan
dengan hal tersebut diperlukan aplikasi pelayanan keschatan vang berbasis
I'T. Pada sub bab 1 perulis membenkan contoh aplikasi berbasis 1T dengan
menggunakan Android den dilengkapi berbagai fitur-fitur pelayanan yang
memperhatikan kearifan lokal.
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E. Soal Latihan
Jelaskan bagannana model pelayanan konvesional yang diterapkan di
puskesmas selama ini!

1. Gambarkan alur pelayanan puskesmas!

2. Schutkan bebrapa movas: vang telah dilakukan untuk membernkan
pelayvanan maksimal di Puskesmas Ponorogo Utara!

3. Jelaskan bagaimana kearifan lokal dan rekomendas pengembangan
lavanan pasien JEN di Puskesmas Ponorogo Utar !

4. Sebutkan apa saja lyanan yang ada di Puskesmas Medokan Ayu!

5. Jelaskan bagaimana kearifan lokal dan rekomendasi pengembangan
layanan pasicn JKN di Puskesmas Medokan Ayu!

6. Sebutkan apa saja layanan vang ada i Puskesmas Batu!

7. lelaskan bagaimana kearifan lokal dan rekomendasi pengembangan
lavanan pasien JKN di Puskesmas Batu!
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